
GUBERNUR GORONTALO

PERATURANGUBERNURGORONTALO
NOMOR cOC, TAHUN2017

TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR 29 TAHUN2016
TENTANGRENCANAKERJA PEMBANGUNANDAERAHTAHUN2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Peraturan Menterl
Dalam Negerl Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubemur Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerlntah Daerah Tahun 2017 perlu
penyesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatapara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
02);

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo
2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontal0 Tahun 2013
Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR NOMOR 29
TAHUN 2016 TENTANG RENCANAKERJA PEMBANGUNAN
DAERAHTAHUN2017

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 29
Tahun 2016 tentang Rencana KeIja pembangunan Daerah Tahun
2017 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 29)
diubah sebagai berikut:
1. Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur
ini

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai
berikut:

ji a. penyesuaian terkait kebijakan keuangan daerah pada
BABIII;

b. penyesuaian SKPD penanggungjawab program pada BAB
IV;
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c. penyesuaian lampiran program kegiatan berdasarkan
SKPD atas perubahan Perda OPD dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2017

Pit. GUBERNURGORONTALO,

ZUDANARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARISDAERAHP OVINSIGORONTALO

M~

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2017 NOMOR"
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LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2016
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TANGGAL : 4. JANUARI2017
TENTANG :RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2017

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017

Diperbanyak Oleh :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI GORONTALO
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disebabkan adanya

perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasl Tata Kerja (OTK) yang dilakukan karena

adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan

Struktur Organisasl Tata Kerja (SOTK), serta Undang - Undang Nomor 23 tahun 2015

tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 sebagai penjabaran tahun kelima

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 - 2017 adalah

merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang

dilaksanakan oleh masing - masing SKPD maupun seluruh stakeholder pembangunan yang

ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional dan lebih dieksplisitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD ini memuat prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan program - program Satuan Kerja

Perangkat daerah (SKPD). Selanjutnya RKPD akan digunakan sebagai pedoman

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. '

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPDini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4'700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Le~baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Perturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Presiden Nomor,2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Ruang Iingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja

SKPD; Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Gambar 1.1

Keterkaitan Perencanaan Nasional Daerah dan SKPD

P",nnmlln RPJM
Dijabarkan

RKP
NASIONAL

Diperhatikan Acuan

Pedoman RPJM
Dijabarkan

DAF.RAH

Pedoman Acuan

RENSTRA
Pedoman

SKPD

1-2

RPJPN
RTRW

Acuan
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1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Gorontalo Tahun 2017 adalah :
1. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD

2012 - 2017;
2. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah,

antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran;
4. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pembangunan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan

pembangunan.

1.5 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017

disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Penjelasan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2017 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2017.

1.5.Sistematika
Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2017.

BAB II. EVALUASI PELAKSANMN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINl'AHAN DAERAH

1-3
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2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
rv1enjelaskan tentang kondlsl terkini berdasarkan capalan target

pembangunan tahun sebelumnya.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDsampai tahun berjalan

dan Realisasl RPJMD
Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 serta pencapaian

indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2012-2017

2.3 Permasalahan Pembangunan
Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014-2015.
. '

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAli DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi,

proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2017

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

2017 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2017, isu

strategis, serta prioritas program pembangunan daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2017, SKPD

pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu

indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menurut sejarah, jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan
salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare - Pare dan Manado. Gorontalo
pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama islam di Indonesia Timur yaitu
dari ternate, Gorontalo dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo
menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat disekitar wilayah seperti Bolaang
Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke
Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena
letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi
(bagian utara).

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontal~ ditetapkan sebagai Provinsi,

lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang ke 32 secara

.geografis terletak diantara antara 0° 19' - 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' -

125° 14' Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi

Sulut di sebelah Timur, Teluk Tornini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di

sebelah Barat.

Awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu

. Kabupaten. Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan

perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi

Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan

Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003.

Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007

disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1

kota.

Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' - 1°15' Lintang Utara dan 121°23' -

123°43' Bujur limur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan

dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi

Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan

Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi

Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1
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Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo
.~ ..~..:.'~" ... t."' •• \ "l:.~;:'

wilayah Provinsi Gorontalo dengan Luas 12.215,44 km2
, hanya sebesar 0,63 persen

dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah

administrasi pemerintahan, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri

dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km2
, Kabupaten Gorontalo dengan

luas wilayah 2.207,58 km2, Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km2
,

Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km2
, Kabupaten Bone Bolango

dengan luas wilayah 1.889,04 km2 dan KabL:paten Gorontalo Utara dengan luas

wilayah 1.676,15 km2•

Tabel2.1
luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

Luas
Wilayah Wilayah

Persentase
Sumber DataNo.

(Km2)
(%)

01 Kabupaten Gorontalo 2.207,58 18,07 UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn
1999 , UU NO.6 Thn 2003 dan UU

No. 11 Thn 2007

02 Kabupaten Boalemo 2.517,36 20,61 UU No. 50 Thn 1999 dan
UU NO.6 Thn 2003

03 I<abupaten Pohuwato 4.244,31 34,75 UU No. 6 Thn 2003

04 Kabupaten Bonbol 1.889,04 15,46 UU No. 6 Thn 2003

05 Kabupaten Gorontalo 1.676,15 13,72 UU No. 11 Thn 2007
Utara

06 Kota Gorontalo 66,25 0,54 UU No. 29 Thn 1959 dan
UU No. 22 Thn 1999

Provinsi Gorontalo 12.215,44 100 UU No. 38 Thn 2000
Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (Hasil OIahan), Dirjen PUM Kemenliagri

Perrnukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh

karenanya, provinsi ini m'empunyai banyak gunung dengan ketinggian yang

berbeda-beda.
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Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang

tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di

Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai

banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah

Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran

99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan

panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015 berpenduduk sebanyak 1.183.285 jiwa.

Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih

banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 35,03 persen dari jumlah

keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan

wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada

di Provinsi Gorontalo.

Tabel.2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2011 - 2015
Nama Tahun

No
Kabupaten/Kota 2014 20152011 2012 2013

01 Kab. Gorontalo 363.763 368.053 365.781 368.149 370.441

02 Kab. Boalemo 132.076 136.269 141.547 145.580 149.832

03 Kab. Pohuwato 131.560 135.338 139.675 143.338 146.896

04 Kab. Bone Bolango 145.015 147.692 148.971 151.094 153.166

05 Kab. Gorontalo 106.407 108.079 108.324 109.502 110.700

Utara
06 Kota Gorontalo 184.062 188.761 193.692 197.970 202.202

Provinsi Gorontalo 1.062.883 1.084.192 1.097.990 1.115.633 1.133.237

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsl Gorontalo, 2016

Provinsi Gorontalo yang seluas 12.215,44 km2 memiliki kepadatan penduduk

mencapai 92.77 jiwa/km2. Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya

adalah Kota Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapai 3.052 jiwa/km2.

Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten

Pohuwato, yaitu hanya sekitar 34 jiwa/km2 dengan luas wilayah 4.244,31 km2

Dan jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang

hanya punya wilayah seluas 65,96 Km2 memiliki penduduk yang cukup besar, hal

ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di

Provinsi Gorontalo. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,09 %, sedangkan sex

ratio sebesar 96,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat

96,38 penduduk laki-Iaki.
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Tabel2.3
Kondisi Demografi Provinsi Gorontalo 2011 - 2015

Indlkator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Jiwa 1.062.883 1.084.192 1.097.990 1.115.633 1.133.237
Penduduk

- Laki - Laki Jiwa 534.027 543.086 550.004 558.862 567.695

- Perempuan Jiwa 528.856 541.106 547.986 556.771 565.542

Laju % 2,18 2,09 1,27 2,89 1,55
Pertumbuhan
Penduduk

Kepadatan Org/Kml 85 87 88 90 92
Penduduk

Sex Ratio % 100,98 100,36 100.37 100,38 100,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

yang dihitung dengan menggunakan metode terbaru. Metode tersebut mengadopsi

teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh United Nations Development

Programme (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia

(Human Development Report) sejak tahun 2010.

Seperti diketahuit IPM merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks

yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks

kesehatant indeks pendidikant dan indeks standar hidup. Perubahan mendasar

dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator

harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH)

dalam perhitungan inde~s pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan

nasional bruto (PNB) per kapita rnenggantikan produk domestik bruto (PDB) per

kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.

Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM dengan metode baru memiliki

sejumlah keunggulan dibanding IPM yang dihitung dengan metode lama.

Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM

dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam

pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Dengan metode perhitungan baru tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Gorontalo mengalami perubahan dimana pada tahun 2013 dengan rpetode

lama IPM Gorontalo mencapai 71,77 point dan ketika dihitung mengg\.lnakan
~'.
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metode baru berubah menjadi 64,70 point. Hasil perhitungan rPM se-Provinsi

Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo

Tahun 2013 • 2014
Angka Rata-rata Pengeluaran per ,

Angka Lama
Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah

Kapita
Provinsil Sekolah (EYS) Disesuaikan IPM

Kab/Kota
(MYS)

(tahun) (tahun) (tahun) (ribu rupiah PPP)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

Boalemo 67.12 67.29 11.60 11.89 6.12 6.15 7566 7598 61.71 62.18

Gorontalo 66.51 66.53 11.60 11.89 6.31 6.53 7973 8032 62.22 62.90

Pokuwato 62.09 62.33 11,48 11.68 6.53 6.54 13889 8925 61.38 61.74

Bone
Bolanco 67.45 67.50 12.26 12.33 7.67 7.70 8601 8669 65.82 66.03

Gorontalo
Utara 64.76 64.79 11.52 11.68 6.53 6.59 7948 7999 61.60 61.92

Kota
Gorontalo 71.62 71.68 13.34 13.76 10.24 10.28 10965 11019 74.43 74.97

PROVlNSI
GORONTALO 66.92 67.00 12.13 12.49 6.96 6.97 8719 8762 64.70 65.17

Sumber: BPS Provlns! Goronta!o, 2016

Dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Gorontalo terlihat bahwa pada tahun

2014 rPM tertinggi adalah kota Gorontalo dengan nilai rPM sebesar 74.97, disusul

kabupaten Bone Bolango dengan nilai rPM sebesar 66.03, kemudian Kabupaten

Gorontalo dengan nilai rPM sebesar 62.90, kabupaten Boalemo dengan nilai rPM

sebesar 62.18, kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai IPM sebesar 61.92,

sedangkan kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten yang paling rendah capaian

rPM-nya yaitu sebesar 61.74 point.

Dari sisi capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPSProvinsi Gorontalo jumlah

angkatankerja pada Agustus 2015 mencapai 517.788 orang, berkurang 16.224

orang dari keadaan Februari Tahun 2015 sebesar 534.012 orang, atau bertambah

17.732 orang dari keadaan Agustus 2014 sebesar 500.056 orang. Peningkatan

lingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2014 - Agustus 2015 ini

disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja mengalami

kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapun tenaga kerja, peningkatan TPAK

ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2015 jumlah

penduduk yang bekerja sebesar 493.687 orang, berkurang 24.000 orang dari

keadaan Februari 2015 sebesar 517.687 orang, namun bertambah 14.550 orang

dari keadaan Agustus 2014 yang sebesar 479.137 orang. Sedangkan jumlah

penganggur pada Agustus 2015 sebesar 24.101 orang, bertambah 7.776 orang

dari keadaan Februari 2015 yang sebesar 16.325 orang,<dan juga menlngkat 1.036

orang dari keadaan Agustus 2014 sebesar 3.182 orang.

lingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada Agustus 2015

mencapai 4,65 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan dibal1dingkan

TPT Februari 2015 sebesar 3,06 persen atau TPT Agustus 2014 sebe~ar 4,18
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persen. Sementara jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada

Agustus 2015 sebesar 813.506 orang, meningkat sebesar 8.875 orang dari

keadaan Februari 2015 sebesar 804.631, dan juga mengalami peningkatan sebesar

17.689 orang dari Agustus 2014 yang berjumlah 795.817. Uraian jelas mengenai

pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah in!.

Tabel2.5
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama
2014 2015

r--
Februari Aaustus Februari Aaustus

Anakatan Keria 520.643 500.056 534.012 517.788
Bekeria 507.939 479.137 517.687 493.687
Penaanaauran 12.704 20.919 16.325 24.101
Bukan Anakatan Keria 265.280 295.761 270.619 295.718

Sekolah 80.375 84.448 70.311 78.825
Menaurus Rmah Tanaaa 148.680 174.438 166.751 185.526
Lainnva 36.225 36.875 33.557 31.367

Total Penduduk Berumur 15 Tahun 785.923 795.817 804.631 813.506
ke atas
Tingkat Pengangguran Terbuka 2.44 4.18 3.06 4.65

Tinakat KesemDatan Keria 97.56 95.82 96.94 95.35
Tlnakat Partisioasi Anakatan Keria 6625 6284 66.37 63.65

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

e enaan tama -
l.apangan 201.3 2014 Februari 2015
Pekerjaan Februari Agustus Februari Agustus

,- I
Agustus

Utama
Februan '

-

Pertanian 165,694 169,416 169,345 188,033 174,931 171,104
-

Industri 24665 35129 19.196 41165 40.789 35,684
Perdaaanaan 82781 78 174 104,106 84147 108,775 97500

Jasa 108,842 90,725 104,443 85,080 115,787 102,859
Kemasvarakatan

Lainnya 91,771 85,486 110,849 80,712 77,405 86,540

Total 473,753 458,930 507,939 479,137 517,687 493,687

Jika dilihat dari lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja

di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2015, tercatat penduduk 15 tahun keatas

yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 34,65 persen atau 171.104 jiwa dari

total penduduk yang bekerja, Sedangkan sektor industri sebesar 7,22 persen atau

35.684 jiwa, di sektor perdagangan 19,74 persen atau sebesar 97.500 jiwa, sektor

jasa kemasyarakatan 20,83 persen 102.859 jiwa dan sektor lainnya 17,52 persen

atau 86.540 jiwa, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel.2.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bel(elja Menurut lapangan

P k' U 2013 2015

. Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat

diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan

utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap

dan kategori buruhjkaryawan, sisanya termasuk pekerja informal, Berdqsarkan

identifikasi ini, maka pada Agustus 2015 tercatat 183.333 orang atau 37,13 persen
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pekerja di Gorontalo bekerja pada kegiatan formal dan 310.354 orang atau 62,87

persen bekerja pada kegiatan informal.

Tabel2.7
Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal-

Informal Provinsi Gorontalo, 2013-2015

Sektor Formal- 2013 2014 2015

Informal Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Formal 179,465 162,944 190,698 160,122 176,523 183,333

Informal 294,288 2.95,986 317,241 319,015 341,164 310,354

Jurnlah 473,753 458,930 507,939 479,137 517,687 493,687
Sumber: BPS Provinsi Goronta/o, 2016

Dari orang yang bekerja pada Agustus 2015, status pekerjaan utama yang

terbanyak adalah buruhjkaryawanjpegawai yaitu 164.178 orang atau 33,25

persen, diikuti berusaha sendiri sejumlah 124.472 orang atau 25,21 persen,

kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 70.515 orang atau 14,28

persen, sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar

19.1556.316 orang atau 3,87 persen.

Tabel2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

k 0menu rut Status Pe erjaan Utama 2013-2 15
2013 2014 2015

Status Pekerjaan Utatna
FebruariFebruari Agustus Februari Agustus Agustus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Berusaha Sendiri 110,921 120,921 133,799 114,649 121,900 124,472

Berusaha dibantu Buruh Tidak
Tetao/Buruh Tidak Dibavar 83337 74.299 73,686 79.911 88285 70.515

Berusaha dibantu Buruh Tetap 21362 15.509 15205 16.316 19333 19.155

BuruhjKaryawanjPegawai 158,103 147,435 175,493 143,806 157,190 164,178

Pekerja Bebas di Pertanian 18.149 23.972 23,821 31,366 22.470 59657

Pekerja Bebas di Non Pertanian -
25,760 18695 25,366 27389 25.038

Pekerja Keluargajtak Dibayar 56,121 58099 60,569 65700 83.471 55.710

Jumlah 473,753 458,930 507,939 479.137 517.687 493687
Sumber: Badan PlJsat Statistik Pravins! Goronta/o, 2016

Pada Agustus 2015, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap

tinggi yaitu sekitar 281.462 orang atau 57,01 persen, Pekerja dengan pendidikan

SMP-SMU sebesar 158.284 orang atau 32,06 persen, sedangkan jumlah pekerja

dengan pendidikan tinggi masih relatif keeil, yaitu sebanyak 53.941 atau 10,92

persen.
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Tabel2.9
Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi

yang Ditamatkan 2013-2015

Pendidikan 2013 2014 2015
Tinggi yang
Ditamatkan Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus

(1) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

<= SD 287,635 281,336 311,270 300,343 297,908 281,462

SMP-SMA 138,409 134,075 142,556 132,851 157,060 158,284

Universitas 47,709 43,519 54,113 45,943 62,719 53,941

Jumlah 473,753 458,930 507,939 479,137 517,687 493,687

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun 2015 sebesar

18,16 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2015 sebesar

18,32 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 persen. Jumlah penduduk

miskin September 2015 di Provinsi Gorontalo sebanyak 206.513 jiwa, sementara

jumlah penduduk miskin Maret 2015 sebanyak 206.843 jiwa. Dengan demikian

jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2015-

. September 2015 berkurang sebanyak 330 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk

miskin di perkotaan mengalami kenaikan, sedangkan di perdesaan mengalami

penurunan. Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 1.642 jiwa,

sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 1.972 iwa.

Namun angka capaian pad a September 2015 tersebut lebih tinggi dari capaian

pad a September tahun 2014 sebesar 17,41 persen. Kecenderungan peningkatan

persentase penduduk miskin dalam kurun satu tahun terakhir akibat dampak

kenaikan 88M serta kondisi perekonomian nasional yang belum terlalu baik. Akan

tetapi, terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu

Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan

dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan

pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagaimana

dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2015-September 2015 terjadi

penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 18,16 persen,

yang juga diikuti dengan turunnya jumlah penduduk miskin. Penurunan ini juga

diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) menjadi 3,076 pada September 2015, yang sebelumnya pada Maret 2015

sebesar 3,967. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin semakin dek.at selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Provil1si Gorontalo terjadi penurunan dari 1,243 pada

Maret 2015 menjadi 0,877 pada September 2015. Hal ini menandakan bahwa

ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin keci!.
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Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2015 sebesar Rp263.652 per

kapita per bulan dan pada September 2015 menjadi Rp274.961 per kapita per

bulan, yang berartl naik sebesar Rpl1.309 per kapita per bulan atau nalk sebesar

4,29 persen.

Pada September 2015, GKM untlJk wilayah perkotaan sebesar Rp201.515 dan

perdesaan sebesar Rp216.687. Oi sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di

perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila

diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp73.066 dan perdesaan

sebesar Rp58.476 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi.

Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh

lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh

kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian,

perlengkapan serta jasai lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah

perdesaan.

Sila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis

Kemiskinan di perkotaan September 2015 sebesar Rp274.581 per kapita per bulan

dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp275.163 per kapita per bulan.

Tabe12.10
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah

Tahun 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Provmsl Gorontalo, 2016

Rincian Garis Kemiskinan (Rp/kaoita/bulan)
Makanan Bukan Makanan Total

Perkotaan
Maret 2015 191.995 71.293 263.288

September 2015 201.515 73.066 274.581

Perubahan (%) 4,96 2,49 4,29

Perdesaan
Maret 2015 207.980 55.866 263.846

September 2015 216.687 58.476 275.163

Perubahan (%) 419 4.67 4,29

Kota+Desa
Maret 2015 202.433 61.220 263.652

September 2015 211.422 63.539 274.961
4,44 3,79 4,29

.. . .

b. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Gorontalo tahun 2015 tumbuh sebesar 6,23 persen. Pertumbuhan

terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,64

persen, diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,15 persen dan

Informasi dan Komunikasi sebesar 9,08 persen. Struktur perekonomian Gorontalo

menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama

yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,09 persen); Konstruksl (12,35

1I-9

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



II /lKPO PE/lUBAHAN P/lOY/HSI GOllONTALD lAHUH 20/7

persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,51

persen).

Sila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015,

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi

sebesar 1,58 persen, diikuti Konstruksi sebesar 1,16 persen; dan Perdagangan

Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,60 persen.

Pada triwulan IV-2015 Gorontalo tumbuh 7,67 persen bila dibandingkan triwulan

IV-20134 (y-on-n. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh lapangan usaha.

Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi

sebesar 11,36 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar

11,04 persen.
Struktur perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2015 didominasi oleh tiga

lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (34,21 persen);

Konstruksi (13,46 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-

Sepeda Motor (10,90 persen) . Sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo

Triwulan IV-2015 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,06 persen,

diikutiKonstruksi sebesar 1,48 persen: dan Perdagangan Besar-Eceran dan

Reparasi Mobil-Sepeda Motor 1,12 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 mengalami kontraksi -3,38 persen bila

dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini didorong oleh efek musiman

beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi yang

memasuki musim tanam serta beberapa komoditi perkebunan lain yang telah.
melewati musim panen, menjadikan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan kontraksi 14,05 persen. Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran

dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor juga mengalami kontraksi sebesar 0,13 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 6,23 persen

terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali perubahan inventori. Pembentukan

Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan

tertinggi sebesar 8,85 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non

Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,77 persen dan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 6,30 persen.

Struktur Ekonomi Gorontalo tahun 2015 menurut pengeluaran didominasi oleh

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (61,26 persen), diikuti Impor

(43,13 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (31,45 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015,

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga rnemiliki sumber pertumbuhan

tertinggi sebesar 3,82 persen, diikuti prv1TBsebesar 2,86 persen.
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Tabe12.11
PDRB Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Haraa Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Milvar RUDiah)
Haraa Berlaku Haraa Konstan

Lapangan Usaha TriwIV- Trlw III- Triw IV- Trlw IV- I Trlw III- TriwIV-

2014 2015 2015 2014 2015 2015

en (2) (3) (4) (S) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan 2206,10 2865,75 2516,73 1743,22 2151,40 1849,04

Perikanan
B Pertambanaan dan PenClaalian 8766 9818 9817 70.85 7577 77.08

C Industrl Pengolahan 2761i 304 46 31331 215.72 22093 22508

0 Penaadaan Ustrlk dan Gas 277 240 285 447 379 393

E Pengadaan Air, Pengelolaan 3,27 3,54 3,82 2,51 2,65 2,77

Samoah Umbah & Daur Ulana
F Konstruksi 828,80 898,09 99010 66953 68691 74559

G Perdagangan Besar dan 649,59 786,26 801,59 526,91 585,51 584,76

Focerani Reparasi .Mobil dan
Seoeda Motor

H Transoortasi dan Peraudanaan 418,35 464 01 472,50 32290 339.38 340.62

I Penyediaan Akomodasl dan 140,97 166,45 170,71 113,24 123,90 125,74

Makan Minum
J lnformasi dan Komunlkasi 16111 18689 19143 15l.79 16417 16656

K Jasa Keuanaan dan Asuransl 24819 27300 28288 19543 20527 21209

L Rea! Es'"..ate 12080 13809 144 75 . 10207 10745 11207

MN Jasa Pel'usahaan 635 7.18 738 514 539 544

0 Admlnlstrasi Pemerintahan, 586,28 636,94 640,05 505,99 516,77 526,77

Pertahanan & Jamlnan Soslal
Waiib

P Jasa Pendidikan 27574 30544 32246 23070 244.46 253.53

Q Jasa Kesehatan dan Keglatan 233,36 257,21 271,79 191,50 201,89 209,42

Sos!al
R,S, Jasa lainnya 109,76 123,30 126,82 95,06 99,91 101,09

TU
Produk Domestlk Regional Bruto 6.355,21 1.511,18 1.351,32 5.141,04 5.735,56 5.541,58

(PDRB)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsl Gorontalo, 2016

.rabe~2.12
Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber: Badan Pusat Statistik Provms/ Gorontalo, 2016

dan Harqa Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013-2015 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha
Haraa 8erlaku Haraa Konstan

2013 2014 2015 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan 8271,86 9511,57 10585,72 7232,59 7698,32 8026,19

Pelikanan
B Pertambangan dan 305,45 331,42 375,72 273,91 283,11 294,31

Penaaalian
C lndustri Pengolahan 88784 105150 119160 796,02 843.70 883.01

D Penaadaan Ustrlk dan Gas 1072 1171 1008 13 70 15.29 15,55

E Pengadaan Air, Pengelolaan 11,00 12,76 14,01 9,54 10,25 10,50

Sa'llpah, Llmbah dan Daur
Ulana

F Konstruksi 260811 297132 352579 229042 247012 271144

G Perdagangan Besar dan 2271,11 2624,85 2998,18 1 991,51 I 2151,87 2275,61

Ecerani Reparasi Mobil dan
Seoeda Motor

H Transportasi dan 1327,83 1535,45 1790,68 1112,50 1207,88 1324,74

Peraudanaan
I Penyediaan Akomodasi dan 484,25 540,44 639,59 417,94 446,92 482,90

Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 57028 63110 72178 538,65 587,23 644 77

K JaSQKeuanoan dan Asuransi 84709 93075 1077 03 71031 742.57 81790

L Real Estate 413 OS 46394 54192 36740 39625 42883

M,N Jasa Perusahaan 2159 2430 2807 19,05 2019 2132

0 Administrasi Pemerintahan, 2035,69 2214,14 I 2358,85 1783,31 1906,73 1978,49

Pertahanan dan Jaminan
Sosial Waiib

P Jasa Pendldikan 907.52 1 051.89 1186 S1 78796 89472 958,61

Q Jasa Kesehatan dan 769,34 862,82 1 014,32 667,36 726,38 803,68

Kegiatan Sosial
R,S, Jasa lainnya 386,55 423,69 478,63 355,40 374,18 392,59

T,U
Produk Domestlk Regional 22129,28 25193,65 28538,48 19367,57 20775,1p 22070,45

Bruto lPDRB) ..
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Menurut LaDangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2014-2015 (persen)
Trlw III- 2015 Triw IY-2015 Triw IY-2015

Lapangan Usaha Terhadap Triw Terhadap Triw Terhadap Triw
II-2015 III-2015 XV-2014

(1) (2) (3) (4)

A Pertanian Kehutanan. dan Perikanan 802 • 1405 607

B Pertambanaan dan Penaaallan 359 173 8.80

C Industrl Penqolahan .058 188 4.34

D Penaadaan Ustrlk dan Gas .477 389 - 11.96

E Pengadaan Air, Pengelolaan 5ampah, 3,47 4,24 10,01

Umbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 489 854 1136

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparas\ 4,11 .0,13 10,98

Mobil dan Sepeda Motor
H TransDortasi dan Peraudanaan 391 0.36 549

I Penvcdlaan Akomodasi dan Makan Minum 416 1,48 11 04

J Informasi dan Komunikasl 315 1.46 973

K Jasa Keuangan dan Asuransi 168 3.33 853

L Real Estate 1.99 4.29 980

MN Jasa Perusahaan
. 2:.07 095 585

0 Admlnistrasi Pemerintahan, Pertahanan 9,78 1,93 4,11

dan Jaminan Soslal Wailb
P Jasa Pendidlkan 503 371 9.89

0 Jasa Kesehatan'dan Keaiatan 50sial 203 373 9.35

RSTU Jasa lainnva 311 118 6.34

Produk Domestlk Regional Bruto-jPDRB) 570 - 3.38 7.67

Pada triwulan IV-2015 Ekonomi Gorontalo tumbuh 7,67 persen bila dibandingkan

triwulan IV-2014 (y-on-n. Komponen Ekspor merupakan komponen yang memiliki

pertumbuhan tertinggl sebesar 52,50 persen, diikuti Impor sebesar 24,50 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 mengalaml kontraksi 3,38 persen bila

dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini disebabkan oleh penurunan

Perubahan Inventori sebesar 50,48 persen dan Ekspor sebesar 3,51 persen.

Sementara Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan

perlambatan dibanding triwulan sebelumnya.

Tabe12.13
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB

Sum.ber: Badan Pusat StiJtistik ProVi:7S/GorontiJ/o, 2016

Sumber: Badan Pusat StiJtistik Provmsi Goronta/o, 2016

LaDanaan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2013-2015 (Dersen)
Lapangan Usaha

Laiu Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan
2013 2014 2015 2013 2014 2015

(l) (2) (3) (4) (5) (6) m
A Pertanlan, Kehutanan, dan Perll<anan 693 6.44 426 261 240 158

B Pertambangan dan Penggallan 298 3.36 395 004 005 005

C Industrl Pengolahan 799 5.99 466 033 025 019

0 pengadaan Ustrlk dan Gas 770 1161 172 001 001 000

E Pengadaan Air, Pengelolaan 5ampah, 6,78 7,34 2,46 0,00 0,00 0,00
Umbah dan Daur Ulang

F Konstruksl 720 785 977 086 0.93 1.16

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 10,26 8,05 5,75 1,03 0,83 0,60
Mobil dan Seoeda Motor

H Transportasl dan Pergudangan 876 8.57 967 0.50 0,49 056

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8.96 6.93 8.05 0.19 015 017

J Informasi dan Komunikasl 867 9.02 980 024 025 028

K Jasa Keuangan dan Asuransl 5.09 4.54 10.15 0.19 017 036

L Real Estate 884 7.85 822 017 015 016

M,N Jasa Perusahaan 748 5.96 557 001 001 001

0 Admlnistrasi Pemerintahan, Pertahanan 5,83 6,92 3,76 0,55 0,64 0,35
dan Jaminan 50slal Waiib

P Jasa Pendidikan 13 73 1355 714 053 0.55 0.31

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 50slal 927 884 1064 0.31 0.30 0.37

R,5,T,U Jasa lainnya 648 528 492 0.12 0.10 009
I Produk Domestlk Regional Bruto (PDRB) 7.67 7.27 6.23 7.67 7,27 6.23

..

Tabe12.14
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
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c. Kesejahteraan Sosial
Oalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemerintah Provinsi

Gorontalo melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT,

melakukan penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Penanganan

dilakukan melalui pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, pemberian

bantuan dan perlindungan sosial. Oi tahlln 2015 penanganan Masyarakat

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PfvIKS) dilakukan terhadap 293 orang

PMKS yang dibagi menjadi masing-masing kegiatan yaitu pemberian pelayanan

kepada penyandang cacat, perindungan sosial kepada anak terlantar, pemberian

pelayanan bagi lansia, rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial.

Pemberian layanan terhadap masyarakat miskin untuk 170 KK (KUBE) serta

pemberian bantuan 5 unit sarana dan Prasarana bagi Komunitas Adat Terpencil

(KAT), disamping itu, dilakukan layanan dan pembinaan terhadap pilar - pilar

kesejahteraan sosial masyarakat bagi 411embaga sosial masyarakat.

Oalam meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi berupaya melalui

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui upaya-upaya

prefentif seperti program pendidikan gratis, kesehatan gratis, perlindungan sosial

bagi Pfv'iKS,pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode

padat karya serta program-program lainnya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti

pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, beasiswa

miskin dan lain sebagainya.

d. Pemuda dan Olahraga
Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan

mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui

penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan

pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan kenarmonisasian program,

mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta

memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor

olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hingga tahun 2015, jumlah

organisasi pemuda yang terdapat di Provinsi Gorontalo masih sebanyak 28

kelompok, sedangkan organisasi olahraga berjumlah 23 kelompok. 6erbagai

prestasi berhasil diraih oleh putra dan putri Gorontalo melalui berbagai event, yaitu

pada tahun 2014 untuk Cabang Tenis Meja Putri meraih Medali Emas dan Cabang

Pencak Silat meraih medali perak pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN)

di Jakarta, Untuk cabang Sepak Takraw Juara IIKejuaraan Nasional PPLPdi Palu,
"

Asean Beach Games di Thailand, Asian University Games di Palembang, dan Asean

School Games di Vietnam, dan meraih medali perunggu pada kejuaraan Asean
~;,

School Games di Philipina, Asean Garnes di Korea, dan Kejurnas Super ~eries di
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Myanmar. Sementara untuk bidang olahraga Karate memperoleh 3 Medali Perak

. dan 5 Medal! Perunggu pada I<ejuaraan Nasional PPLP di Medan, Untuk Bidang

Olahraga Renang memperoleh 2 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu pada

Kejuaraan Nasional PPLP di Musi Banyuasin dan untuk Tenis Lapangan meraih 1

Medali Perunggu.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus

dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas,

pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang

bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan

dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan

pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit

unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di

masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
a. Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan terus dipacu peningkatannya melalui program

pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah: Program PAUD,

program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan

untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan

khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin. Kemudian melalui

program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pemerintah Provinsi Gorontalo

berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

Dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan tersebut capaian sektor

pendidikan hingga tahun 2015 relatif cukup baik. Angka Partisipasi Kasar (APK)

pada tahun 2015, untuk SD/MI sebesar 114,23 persen, SMP/MTs sebesar 102,27

persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 89,92 persen. Jika dibandingkan tahun 2014,

APK SD/MI sebesar 113,64, APK SMP/MTs sebesar 97,82 dan SMA/MA/SMK

sebesar 88,19. Hal ini menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar

mengalami peningkatan untuk SMP/MTs sebesar 4.45 persen dan SMA/MA/SMK

sebesar 1.73 persen.

Angka Partisipasi Murni pada tahun 2015 untuk SD/MI sebesar 101,66 persen,

SMP/ MTs sebesar 77,1.0 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 71,34 persen.

Pencapaian tersebut cukup baik dibandingkan dengan capaian Angka Partisipasi

Murni tahun 201.4 yaitu untuk SD/MI sebesar 100,97 persen, SMP/ MTs sebesar

73,06 persen dan SMA/MAjSMK sebesar 65,87 persen. Pencapaian APM telah

memenuhi target RPJMD(2012-2017) untuk tahun 2015.

Sementara itu, melalui program peningkatun pendidikan non formal diperoleh

capaian peningkatan angka melek huruf pada tahun 2015 menjadi 99,71 persen,
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capaian tersebut lebih baik dari tahun 2014 yang mencapai 99,68 persen. Dalam

kebijakan penerapan pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program

Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di tahun 2015 telah mengakomodir siswa

SMAjMA/SMK sederajat sebanyak 47.124 siswa yang memperoleh bantuan

operasional sekolah, jumlah tersebut terdiri dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak

26.893 siswa, untuk SMK Negeri dan Swasta sebanyak 18.287 siswa, untuk MA

Negeri sebanyak 1.784 siswa dan untuk SMALBsebanyak 160 siswa. Disamping itu

melalui program yang sama diberikan insentif untuk peningkatan kesejahteraan

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, untuk tenaga pendidik PKLK, insentif

tenaga kependidikan PKLK, insentif guru daerah terpencil dan insentif untuk guru

kontrak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.793 orang guru se Provinsi

, Gorontalo telah mendapat insentif.

Untuk pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan,

terus dilakukan melalui Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan,

Desaj Kelurahan, swasta dan masyarakat, Pembinaan teknis pengelolaan

perpustakaan, Melaksanakan sosialisasi/ pemasyarakat berbagai peraturan

perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan, Peningkatan

pelayanan perpustakaan dan arsip, Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil

budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi, Menyediakan bahan

pustaka melalui pembelian, hibahj sumbangan dan pelaksanaan serah simpan

karya cetak. Dari upaya - upaya tersebut pada tahun 2015 jumlah pengunjung

mencapai 10.069 orang telah rnelebihi target yang tetapkan sebesar 5.000 orang,

untuk jumlah buku ditahun 2015 sebanyak 4.300 Eksemplar dengan judul

sebanyak 2.150 judul, sedangkan koleksi buku dan judul terbitan daerah sebanyak

20 judul. Pada tahun 2015 jumlah pustakawan berjumlah 2 orang dan tenaga

teknis perpustakaan berjumlah 15 orang yang bertugas dalam pengolahan buku,

pemegang klas bahan pustaka dan IT perpustakaan. Dalam rangka peningkatan

kompetensi SDM dalam hal kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Provinsi Gorontalo telah menganggarkan kegiatan peningkatan SDM khususnya

pelatihan dan diklat pustakawanjtenaga teknis perpustakaan kepada 50 orang

tenaga pengelola kearsipan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan

terhadap pemustaka (masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mur.gkin.

b. Kesehatan
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,

bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya

prornotif dan preventif, Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan

obat dan alat kesehatan serta menjamin keamananjkhasiat, kemanfaatan dan

mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Melalui upaya tersebut status
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kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik, yang dapat dilihat dari capaian

indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang

mengalami peningkatan, yang semula 66,92 tahun pada Tahun 2013 menjadi 67

tahun pada Tahun, 2014. Sementara untuk capaian indikator kinerja kesehatan juga

telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, bisa dilihat dari capaian Angka

Kematian Bayi (AKB) tahun 2015 menurun menjadi sebesar 11,5 per 1.000

kelahiran hidup dibanding tahun 2014 sebesar 13,9 per 1.000 kelahiran hidup.

pencapaian ini telah melampaui capaian target RPJMD2012-2017 di 2015 yaitu 15

per 1.000 kelahiran hidup, dan target MDGs yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup

tahun 2015. Untuk capaian Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2015

sebesar 12,7 per 1.000 kelahiran hidup,menurun jika dibandingkan tahun 2014

sebesar 15,3 per 1.000 kelahiran hidup, capaian ini juga telah melampaui target

RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2015 sebesar 17,40 persen per 1.000 kelahiran

hidup dan juga target MDGs sudah terlampaui yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup

tahun 2015. Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah

masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai masih tingginya

angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 253,4 dan prevalensi gizi

kurang yang mencapai 24,5 point ditahun 2015.

Pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup

bersih dan layaknya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, dimana

untuk melihat tingkat kelayakan hidup penduduk yang sehat dapat dilihat dari

rumah tangga yang me'miliki akses berkelanjutan terhadap air bersih hingga tahun

2015 sebesar 57 persen. Untuk penduduk yang memiliki akses sanitasi Iayak

sebesar 54,96 persen di tahun 2015, meningkat dibanding tahun 2014 sebelumnya

sebesar 54,07 persen, namun capaian tersebut belum mencapai target tahun 2015

sebesar 65 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang dengan sumber air

minum yang layak sebesar 66,47 persen di tahun 2015, capaian tersebut

meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 63,30 persen, hasil tersebut telah

melampaui target RPJMDtahun 2015.

Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

pemerintah provinsi melalui piOgram Jamkesta telah membantu pelayanan

kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2015,

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 235.058 jiwa.

Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2014, yang telah memberikan pelayanan

kesehatan kepada 253.058 jiwa warga miskin.

Untuk ketersediaan tenaga medis per 1000 penduduk Tahull 2015 rasionya untuk

dokter spesialis baru mencapai 0,08 dari yang ditargetkan sebesar 0,06, dqkter gigi

0,02 dari target sebesar 0,03 dokter umum 0,16 dari target yang ingi'l dicapai

sebesar 0,28, perawat sebesar 1,06 dari target sebesar 1,40, bidan 0,49 9ari yang
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ditargetkan sebesar 0,83, apoteker sebanyak 0,02 dari target sebesar 0,07. Dari

kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga

kesehatan.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015

terdiri dari RSUD sebanyak 9, RS Swasta 4, Puskesmas 93, Puskesmas pembantu

242, Puskesmas keliling 86, Posyandu sebanyak 1304, Desa Siaga aktif sebanyak

525. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi Gorontalo terus dipacu sejak

beroperasi tahun 2014, maka tahun 2015 mulai dibangun sarana prasarana

penunjang pelayanannya dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi

Gorontalo.

c. Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo dari tahun 2013 dan

2014 sebesar 98.73 menunjukan trend perbaikanjpeningkatan yang cukup

signifikan, namun nilai IKLH tahun 2015 menu run IKLH = 72.09 di bawah dari

target yang telah ditetapkan IKLH = 84. Hal ini disebabkan terdapat penambahan

jumlah parameter dah perubahan formula perhitungan nilai IKLH oleh kementerian,

disamping itu tekanan Iingkungan pada tahun ini juga relative meningkat setiap

tahunnya. Pencapaian nilai IKLH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat

capaian sampai akhir RPJMD(2017) sebesar 90.

Upayadalam menjaga dan mempertahankan kondisi Iingkungan hidup di tahun

2015 dilakukan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, melalui penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH serta salah satu program

pengembangan riset daerah melalui kegiatan penelitian Evaluasi Status Capaian &

Implementasi CTI di Provinsi Gorontalc, Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan

hasil tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD) tahun 2015,

Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH

tahun 2015, kondisi kualitas udara ambiet di KabjKota masih baik, gambaran

Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan - sedang, sungai,

Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: ,cemar ringan-sedang, sungai

Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai

Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai Randangan pohuwato: cemar

ringan-sedang. Disamping itu dilakukan pemberdayaan kelompok rnasyarakat

dalam pengelolaan Iingkungan pesisir, pembinaan kegiatan atau usaha untuk

peningkatan penilaian kinerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin

Iingkungan pada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran Iingkungan.

Selain itu, juga telah dilakukan perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup,

pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dan peningkatan kinerja
'i

pemerintah Kabupaten dan kota dalarn pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Tahun 2014 mulai diupayakan revitalisasi danau Iimboto, untuk tahap awal
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dilakukan pengerukan danau limboto, pembersihan enceng gondok, dan

pembangunan tanggul pencegah banjir yang kemudian dilanjutkan di tahun 2015

untuk pekerjaan pengerukan dan pembangunan tanggul pembatas.

Isu - isu yang menjadi perhatian dalam bidang Iingkungan hidup di provlnsl

Gorontalo untuk kedepan adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air

Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang,

tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan Iingkungan hidup masih

rendah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata

merupakan sektor yang strategis untuk membangun dan meningkatkan

kemampuan ekonomi daerah.

a. Sektor Pertanian
Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas

panen komodlti tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan

produksi komoditi tanaman pangan dan hortiklJltura, peningkatan infrastruktur,

sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah

satu strategi yang dilakukan dalarn upaya rnemacu peningkatan produksi dan

produktivitas usahatani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan

dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha

pertanian. Pada Tahun 2015 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi

melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo antara lain bantuan Benih

dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan

alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana

pengolahan dan Pendampingan TN!. juga telah ditetapkan focus pada lokasi

pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan

nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga

menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usahatani

dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang

ada di sekitar dan mengelola Iimbah dengan prinsip zero waste melalui reduce, re-

use dan re-cycle.

Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di

tahun 2015 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara (ASEM)

sebesar 331.220 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sebesar 16.517 ton

atau 4,98 persen dibandingkan angka tetap tahun 2014 sebesar 314.703 ton

Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2015 telah

melampaui target yang ditetapkan sebesar 318.614 ton. Peningkatan produksi
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utamanya juga disebabkan adanya bantuan benih Padi Sawah seluas 49.050 ha

yang terdiri dari : APBD I seluas 17.000 ha (realisasi tanam supround I dan II ),

GP2TT 8.500 ha realisasi tanam subround II ) , optimasi lahan seluas 10.900 ha

yang sudal1 terealisasi tanam pada subround II 2015 , sedangkan bantuan benih

untuk APBD-P 1.200 ha dan APBNP9.250 ha. Bantuan 200 ha dari program 1000

Desa Mandiri Benih belum ada produksi karena adanya musim kemarau selam 6

bulan sehingga terjadi pergeseran tanam ke bulan November-Desember 2015 yang

realisasi produksinya masuk di tahun 2016. Peningkatan produksi ini diikuti oleh

peningkatan produktivitas padi dari yang hanya sebesar 50,20 Ku/Ha di tahun 2014

meningkat menjadi 55,51 Ku/Ha pada tahun 2015.

Produksi jagung tahun 2015 (ASEM) hanya mencapai 643.512 ton pipilan kering

agak menurun dibanding produksi tahun 2014 sebesar 719.780 ton pipilan kering.

Penurunan produksi tersebut disebabkan terjadinya pergeseran tanam pada bulan

. September-Desember 2013 yang dipanen pada Januari-Maret 2014 menyebabkan

tingginya luas panen pada ATAP 2014; Terjadinya musim kemarau dari bulan Juli -

Oktober 2015 menyebabkan pertanaman pada bulan agustus mengalami

kekeringan dan PU50seluas 2,337 ha; Bantuan benih dari anggaran APBN-P 2015

program Perluasan Areal Tanam (PAT) sebanyak 70.000 ha nanti ditanam pada

bulan September-Desember 2014 dengan kondisi sebagian besar wilayah hujan

tidak merata, dan hasilnya bisa dicapai nanti pada bulan Januari-Maret 2016.

Produksi kedelai tahun 2015 juga mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar

3.203 ton, lebih tinggi produksi di tahun 2014 sebesar 4.273 ton biji kering,

menurun sebesar 1.061 ha atau 24.83 persen. Penurunan produksi terjadi

utamanya karena Terjadi pergeseran luas panen dimana LTA bulan desember 2013

sebesar 1058 ha lebih tinggi dibandingkan dengan LTA desember2014 hanya 449

ha sehingga menyebabkan turunnya produksi pada ARAM I maupun ARAM II 2015

Bantuan Kedelei pada tahun 2014 hanya 60 ha, sedangkan tahun 2013 bantuan

kedelei 2500 ha, untuk bantuan kedelei pada tahun 2015 sebesar 1090 Ha, namun

pada bulan agustus mengalami gagal panen (puso) seluas 122 ha.

Kinerja produksi Cabe tahun 2015 sebesar 9.546 Ton lebih rendah dari capaian

tahun 2014 yang mencapai 11.526 ton. Capaian ini juga belum mencapai target

yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 13.211 ton. Hal ini disebabkan

bantuan benih cabe 350 ha, sebagian besar ditanam nanti pada bulan Oktober-

November-Desember dan musim kering yang panjang sehingga menyebabkan

banyak tanaman cabe yang mati kekeringan.

Ketahanan Pangan, Komoditi tanaman pangan dan,hortikultura memiliki peranan

pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dan pokok masyarakat se~ pakan

dan industri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan
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pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan

sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan

strategis. Berdasarkan hasil analisis pola produksi padi angka Sementara (ASEM)

2015 diperoleh angka produksi padi di provinsi Gorontalo mencapai 331.220 ton

gabah kering giiling (GKG) meningkat sebesar 16.517 ton atau 4,98 persen

dibandingkan angka tetap tahun 2014.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan

produktivitas usahatani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan

dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha

pertanian.

Berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi

Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih dan Pupuk, Perbaikan

Jaringan Irigasi, Pengembangan Optimasi Lahan, Bantuan Aisintan Pra Panen dan

Pasca Panen, Bantuan Bangunan dan Revitalisasi sarana pengolahan dan

Pendampingan TN!. Khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi telah

terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan dengan berbagai

tantangan yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau

peningkatan kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di

lapangan.

Implikasi dari pencapaian kinerja sektor pertanian tersebut terlihat berdasarkan

Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan indeks harga yang

diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan hasil

pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Gorontalo pada Desember 2015,

NTP naik 0,33 persen dibandingkan NTP November 2015, yaitu dari 104,44

menjadi 104,77. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan indeks harga

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan

produksi pertanian yang lebih kedl jika dibandingkan dengan indeks harga hasil

produksi pertanian.
Pada periode Januari 2015 - Desember 2015, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi

terjadi pada bulan Desember 2015 sebesar 104,77 dan terendah terjadi pada bulan

April 2015 sebesar 100,28. Kenaikan NTP Desember 2015, disebabkan oleh

naiknya subsektor tanaman pangan sebesar 0,55 persen, subsektor tanaman

perkebunan rakyat sebesar 0,87 persen, dan subsektor peternakan sebesar 0,12

persen, sedangkan 2 (dua) subsektor lainnya mengalami penurunan yaitu

subsektor tanaman hortikultura sebesar 0,36 persen, dan subsektor perikanan

sebesar 0,13 persen. Rata-rata NTP selama kurun waktu tahun 2015 sebesar

102,43.
Pengembangan pertanian juga dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan

pemberdayaan penyuluh, di tahun 2015 rnasih dilakukan peningkatqn mutu
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penyelenggaraan penyuluh dengan penyediaan demplot Balai Penyuluh Pe!tanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 22 unit dan sebanyak 77 Unit lembaga

penyuluh difasilitasi dan dikembangkan, serta peningkatan kelas kemampuan

kelompok sebanyak 146 kelompok. Kemudian dilakukan juga peningkatan

kapasitas penyuluh PPK melalui diklat fungsional sebanyak 30 orang dan diklat

teknis bagi 30 penyuluh serta diklat teknis pelaku utama dan pelaku usaha

sebanyak 30 orang.

Dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan

harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPHKetersediaan menggambarkan

perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan

kondisi ketersediaan kalorijpangan didaerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa

Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2015 mencapai 74,2 capaian tersebut

meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,81, namun angka tersebut masih jauh

dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yakni sebesar 88,S. Demikian halnya

dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai

tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan

penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor PPH Konsumsi

maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang ditunjukkan bahwa

pola konsumsi pangan tahun 2015 mencapai 78,7 capaian ini lebih baik dibanding

tahun 2014 sebesar 69,4. Skor PPHKonsumsi Gorontalo juga masih dibawah target

yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2015 sebesar 80,9 dan belum

mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point.

Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan

dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak

sapi. Dari upaya tersebut populasi ternak SCipi mengalami peningkatan dari

190.832 ekor tahun 2014 menjadi 197.124 ekor ditahun 2015. artinya populasi sapi

hanya mencapai 3,04% dari yang ditargetkan sebesar 4% pertahun yakni pada

tahun 2015 target populasi sebanyak 215.100 ekor. Hal ini disebabkan karena

pemotongan di tahun 2015 sebanyak 12.500 ekor dan pengeluaran ternak

sebanyak keluar provinsi gorontalo 2.183 ekor pada tahun 2015.

Untuk populasi kambing pada tahun 2015 sebesar 84.868 ekor mengalami

peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 83.127 ekor. Populasi ternak ayam

buras di tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 1.850.163 ekor

dibanding tahun 2014 yang populasinya sebesar 1.291.040 ekor.

Kinerja Sektor Peternakan lainnya ditunjukkan melalui produksi hasil pet~rnakan.

Untuk produksi daging sapi tahun 2015 sebesar 2.552.353 Kg mengalami

penurunan dibandingkan produksi tahun 2014 sebesar 3.011.474 Kg. D~mikian

halnya dengan produksi daging kambing juga mengalami penurunan dari 176.524''.
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Kg tahun 2014 menjadi 68.708 Kg tahun 2015. Namun, untuk produksi daging

ayam buras mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1.397.921 Kg

meningkat menjadl 2.037.214 Kilogram di tahun 2015. Penurunan produksl daging

sapi maupun daging kamblng disebabkan karena kenaikan harga daging yang

cukup tinggi maupun dan harga-harga bahan pokok lainnnya yang juga ikut naik.

Untuk menunjang peningkatan populasi ternak dan produksi daging tersebut

dilakukan upaya Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di

Laboratorium Kesmavet sebanyak 660 sampel, Pengendalian dan pengobatan

penyakit hewan menular strategis (PMHS) tahun 2015 sebanyak 16.565 ekor dari

yang ditargetkan 9.328 ekor. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi sebanyak

4.126 kelompok, Pengembangan Kelompok Ternak Kambing sebanyak 29

kelompok serta Pengembangan Kelompok Ternak Ayam Buras sebanyak 402

kelompok ditahun 2015.

Peningkatan asupan protein hewani dari jumlah konsumsi daging ditahun 2015

juga meningkat menjadi 3,1 kg/kapita/thn, artinya hanya mengalami peningkatan

tingkat konsumsi sebesar 0,19 % dari yang ditargetkan sebesar 2%/tahun. Hal ini

disebabkan oleh tingkat konsumsi daging masyarakat di provinsi gorontalo masih

rendah. Masyarakat lebih rnemilih ikan daripada daging.

Pengembangan bidang perkebunan juga terus di tingkatkan melalui Program

Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Dari upaya tersebut kinerja

perkebunan tahun 2015 untuk perluasan areal kelapa mencapai 68.129 Ha,

melebihi target yang ditetapkan sebesar 67.156 dengan produksi kelapa dalam

sebesar 22.093, untuk produksi kakao di tahun 2015 mencapai 2.948 ton

sementara sebesar 604 ton, untuk produksi tebu mengalami peningkatan dari

tahun 2014 sebesar 32.521 ton menjadi 49.331 ton pada tahun 2015. Pencapaian

sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang

difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang

meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan

masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi. Dalam

meningkatkan kinerjanya di sektor peternakan dan perkebunan serta membangun

sinergi dengan pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat Dinas Peternakan dan

Perkebunan menjadi leading sektor dalam pengembangan pertanian secara

terpadu yang dilakukan dengan pembagian kluster pada wilayah-wilayah potensial.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar yang dibagi

berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini

sampai dengan laut seram potensinya menca'pai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP

Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun.

Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut,

perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun.
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Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu

sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya

masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan

hidupnya dari hasHperikanan dan kelautan.

Dari program peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan, realisasi

produksi perikanan tangkap tahun 2014 yang hanya mencapai 103.017,80 Ton

meningkat produksinya tahun 2015 hingga mencapai 105.715 Ton atau naik

sebesar 2,55 persen, sedangkan untuk produksi perikanan Budidaya mengalami

penurunan dari 57.392,30 Ton ditahun 2014 turun menjadi 30.156 ton di tahun

2015, jumlah tersebut terdiri dari produksi ikan budidaya dengan capaian 25.885

Ton, dan rumput laut dengan jumlah produksi 4.272 ton.

Sumber: Dinas Perikanan kelautan provinsl Gorontalo, 2016

Tabe12.15
Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo

Tahun 2007 - 2015
Produksi Hasil Perikanan (Ton)

No. Uraian
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Perikanan 49.962 62.921 66.717 72.325 76.369 85.815 92.171,3 103.017,80 105.715
Tanakao .

2. Perikanan 71.000 78.800 85.653 93.659 129.858 133.340 115.300,9 57.392,30 30.156
Budidava

Jumlah (Ton) 120.962 141.721 152.370 165.984 206.227 219.155 207.472,2 160.410,10 135.871

Sedangkan dilihat dari hubungan target dan realisasi pada tahun 2015, produksi
I

perikanan tangkap mencapai 100,57 persen telah melebihi target tahun 2015

sebesar 105.118 ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target

yang ditetapkan. Dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan tahun

2015 sebesar 170.310 ton, realisasi produksi hanya mencapai 30.156 Ton atau

persentase capaiannya hanya sebesar 17,71 persen. Hal ini disebabkan oleh

perubahan iklim yang sulit dipredlksi.

Tabe12.16
Hubungan Target dan ReaUsasi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo

Tahun 2007 - 2015

Sumber: Dmas Perikanan dan Kelautan Provmsi Gorontalo, 2016

Perikanan Tangkap (Ton) Perikanan Budidaya (Ton)

No. Tahun Tingkat Tingkat
Target Realisasi Capaia" Target Realisasi Capaian

(%) (%)

1 2007 53.035 49.962 94,21 75.565 71.000 93,96

2 2008 58.334 62.921 107,86 80.000 78.800 98,50

3 2009 64.166 66.717 103,98 86.295 85.653 99,26

4 2010 70.597 72.325 102,45 101.775 93.659 92,03

5 2011 77.648 76.369 98,35 151.845 129.858 85,52

6 2012 85.815 85.816 100,00 133.340 133.340 100,00

7 2013 90.964 92.171 101,33 144.007 115.301 80,07

8 2014 97.331 103.017,8 105,84 156.248 57.392,3 36,73

9 2015 105.118 105.715 100,57 170.310 30.156 17,71
.. ,
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Sementara itu produksi perikanan oleh kelompok nelayan dan pembudidaya pada

tahun 2015 adalah sebesar 21.109 ton, hasil initidak mencapai target yang ingin

dicapai sebesar 99.379 ton. Produksi perikanan ini adalah terdiri dari produksi

perikanan laut dan produksi perikanan budidaya.

Dari capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun

perikanan budidaya tahun 2015 ini memberikan konstribusi pendapatan rata-rata

bagi nelayan sebesar Rp. 2.500.000 per bulannya dan bagi pembudidaya rata-rata

sebesar 2.470.000 per bulannya. Capaian rata-rata pendapatan pembudidaya

pada tahun 2015 melebihi target yang ditetcpkan yaitu Rp. 2.076.650 pada tahun

2015 atau sebesar 118,94 persen. Sedangkan untuk realisasi rata-rata pendapatan

nelayan juga mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu Rp.

2.413.693 capaiannya sebesar 103,58 persen. Selain itu, tingkat capaian konsumsi

ikan pada tohun 2015 mencapai 54,8 kg/kapita/thn, Capaian ini sudah melebihi

target yang ditetapkan sebesar 53 kg/kapita/thn di tahun 2015.

Dalam rangka peningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan

dilakukan beberapa strategi yaitu, dengan melakukan Restrukturisasi Armada

Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan Sarana Produksi Perikanan

Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat tangkapnya. Langkah ini

diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi

berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi

Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi

Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor

tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan

kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi

yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim,

dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal

yang memadai dan modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan

hasil produksinya, dan produktivitas.

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo

hingga tahun 2015 tetap diarahkan untuk membangun kesiapan masyarakat

pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan

pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya

lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan

berbasis ekonomi rakyat; mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara,

serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan.

Intervensi anggaran diarahkan untuk melaksanakan Program Pengembangan

Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada

pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan
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kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau

dan: (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau.

Oari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi

fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem

Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih

Ikan Laut dan Payau (BPBLP) mela!ui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan

pakan ikan) bagi Pembudidaya kedl, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan

Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi

pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan

standart CBIB.
Sampai dengan tahun 2014 Provinsi Gorontalo telah ditargetkan oleh pusat

sebanyak 100 kelompok pembudidaya yang disertifikasi. Target ini berhasil

dilampaui dengan capaian 105 % atau 105 usaha budidaya yang telah

disertifikasi.; (3). Melaksanakan program PUMP perikanan budidaya. Program ini

bertujuan untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu

terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan

budidaya yang mandiri.

Disamping kegiatan tersebut, pemerintah provlnsl Juga mendesain Program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Oesa

Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Prigram Inovasi Pemerintah untuk

mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir.

Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, sehingga

pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 program ini sudah menyentuh 40

Oesa nelayan dari 77 desa yang ditargetkan. Pada pelaksanaan program PONT ini,

Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran

untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin

katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga

mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada) bagi

kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini

juga mengakomodir bahwa program perikanan dan kelautan juga diharapkan

berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Pada tahun 2015 realisasi cakupan

bina kelompok mencapai 680 kelompok meningkat sebesar 120,35 persen dari

target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok.

Selain Program PONT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh),

Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program keiautan dan pesisir juga

mengalokasikan anggaran pada kegiatan program usaha garam rakyat (PUGAR)

yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Pohuwato.
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b. Sektor Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan pada tahun 2015 dilakukan dengan merehabilitasl

hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas dengan

metode areal model usaha tani melalui penanaman tanaman hutan dengan

tanaman produktif seluas 300 Ha, juga dilakukan bantuan bibit secara gratis

kepada masyarakat umum dan kelompok tani sejumlah 55.000 bibit. Sedangkan

untuk menjaga kelestarian kondisi hutan dilakukan perlindungan dan konservasi

sumberdaya hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan

. melakukan penataan 4 KPH di tahun 2013 serta melaksanakan operasi

pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dalam rangka menurunkan

tingkat pencurian kayu, illegal logging dan perambahan hutan sebanyak 20 kali.

Dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan Iindung dengan Gerakan

Penanaman 1 Milyar Pohon, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi

melakukan penanaman pohon maupun memberikan bantuan bibit kepada

masyarakat dan kelompdk tani berupa bibit tanaman kehutanan, bibit tanaman

Multi Purpose Tree Species (MPTS), bibit tanaman produktif dan bibit tanaman

serbaguna selain itu dilakukan perumusan rancangan dan peta detail lokasi

Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA) atau Kebun Raya.

Untuk hasil produksi hutan terdiri dari kayu log dengan nilai produksi pada tahun

2015 mencapai 57.750 M3 lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 60.764,61

M3, sedangkan untuk kayu gergajian produksinya di tahun 2015 mencapai 17.850

M3 lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 21.267,61 M3
•

c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan.

Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetap dilClkukan

pengembangan koperasi dan UMKM yang pada tahun. 2015 dilaksanakan melalui

sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan,

monitoring dan evaluasi serta rasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak

aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak

membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. Dari upaya tersebut, maka

tahun 2015 diperoleh capaian; koperasi yang berkualitas sebanyak 15 koperasi,

yang tersebar di 6 kabupaten/kota, jumlah koperasi mengalami peningkatan dari

tahurl 2014 sebanyak 1.131 koperasi menjadi sebanyak 1.183 di tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkCltkan fasilitasi permodalan kepada

masyarakat baik melalui KUR maupuil skim kredit lainnya, juga dilakukan

pember:an modal dari pemerintah. Kemudian disediakan juga informasi pasar baik

lokal, regional, nasional maupun internasional, sehingga di tahun 2015 melalui

upaya tersebut jumlah UMKM meningkat menjadi 96.124 UMKM dari targ~t yang

ditetapkan sebesar 67.413 UMKM,Iebih baik dibanding tahun 2014 yang s~jumlah

70.000 UMKM. Selain itu tahun 2015 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga
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memberikan modal usaha bagi Wira Usaha Baru (WUB) yang terdiri dari WUB

keluarga miskin, WUB mahasiswa dan WUB Potensial sebanyak 1.240 UMKM dari

target yang ditetapkan sebanyak 750 UMKM.

d. Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk pengembangan perdagangan di tahun 2015 masih telah dilakukan upaya

perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan ekspor,

melakukan upaya efisiensi perdagangan dalam negeri dan melakukan upaya dalam

.meningkatkan standarisasi mutu barang. Sehingga dari upaya tersebut di tahun

2015 beberapa hasil pencapaiannya dapat ditunjukkan dari perkembangan ekspor

menjadi 144.291 ton di tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 yang hanya

mencapai 83.528,53 ton, namun untuk perdagangan antar pulau ditahun 2015

mengalami pelemahan menjadi sebesar 620.902 ton dari capaian tahun 2014 yang

mencapai 810.617 ton. Selain itu untuk menjamin kualitas komoditi yang akan

diperdagangkan dilakukan pengujian komoditi oleh UPTD Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang mencapai 243 kali pengujian serta

penerbitan sertifikat mutu sebanyak 12 sertifikat.

Dalam meningkatkan distribusi Barang/Jasa di tahun 2015 telah dilakukan

revitalisasi pasar sebanyak 4 unit pasar tradisional. Disamping itu dari sisi

pelayanan Pemerintah provinsi di tahun 2015 juga membantu penanganan kasus

pengaduan konsumen, yang diindikasikan dengan pemberkasan dan penanganan

kasus pengaduan konsumen terhadap seluruh kasus yang diadukan. Kemudian

dilaksanakan tera dan tera ulang alat Ukuran Takaran, Timbangan dan

Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 12.887 UTIP. Dalam rangka perlindungan

konsumen dan keamanan perdagangan dilaksanakan Pasar Tertib Ukur! yang

diindikasikan dengan tercapainya 3 Pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo,

sehingga total pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo berjumlah 15 Pasar.

Untuk mengembangkan sektor perindustrian pada tahun 2015 dalam

meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah diupayakan

melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, fasilitasi wirausaha baru

IKM, disamping itu pengembangan kompetensi inti One Village One Product

(OVOP) dan kluster industri juga dilakukan dalam meningkatkan produktivitas

produk IKM. Dari upaya yang dilakukan tersebut telah meningkatkan jumlah

Industri Kedl Menengah (IKM) menjadi sebanyak 14.084 unit di tah4n 2015

dibandingkan dengan jumlah IKM ditahun 2014 yang hanya sebesar 13.~88 unit

dan jumlah sentra IKM sebanyak 297 ditahun 2015. Selain pencapaian tersebut

ditahun 2014 juga dilakukan pembentukan Desa Industri Mandiri (DIM) seqanyak 1

(satu) kluster yang berpusat di Ayula Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone

Bolango dengan kegiatan Agro Industri Pupuk Pelengkap Cair (PPe).
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e. Pariwisata dan Budaya
Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di tahun 2015 di lakukan

pengembangannya melalui upaya pemasaran dan promosi pariwisata dan

melaksanakan Festival Bahari, Festival Budaya, Audisi gita bahasa, Festival Bedug.

Upaya lainnya adalah melalui pengembangan seni dan budaya daerah dengan

melaksanakan pemilihan "Nou dan Uti", pelaksanaan semarak Tumbilatohe,

pelaksanaan semarak ketupat, karapan sapi dan pacuan kuda. Dalam

meningkatkan fasilitas objek wisata di tahun 2015 dilakukan penataan obyek

wisata Olele, Botutonuo, Monano dan Minanga. Dari upaya - upaya tersebut

diperoleh capaian dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo

sebanyak 368.000 wisatawan di tahun 2015, capaian ini telah melebihi capaian

ditailun 2014 sebesar 356.799, untuk rata - rata lama tinggal telah mencapai 4

(empat) hari. Sementara itu untuk pengembangan obyek wisata Pantai Botutonuo

dan Olele, telah disusun masterplan pengembangan kawasan tersebut.

f. Pertambangan
Potensi pertambangan di provinsi Gorontalo cukup tinggi, baik itu komoditas logam

maupun batuan dan non logam yang tersebar hampir di semua wilayah Gorontalo.

Potensi komoditas logam terdiri dari emas yang tereka sebesar 218.133.132.151,07

ton yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara,

Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi perak tereka sebesar

217.463.591.225,8"7 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten

Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi tembaga tereka sebesar

217.976.091224,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten

Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Kemudian untuk potensi

pertambangan dengan komoditi batuan dan non logam terdiri atas batuan andesit

sebesar 2.506.000.000 ton, granit sebesar 888.500.000 ton, Dasit sebesar

1.776.125.000 ton, Basal sebesar 1.000.000.000 ton, batu gamping sebesar

19.948.748.500 ton, felspar sebesar 2.500.000 ton, lempung 750.000.000 ton,

pasir batu & sirtu sebesar 282.250.000 ton, marmer 18.869,96 ton dan toseki

sebesar 51.247.568,62 ton. Dari potensi yang ada tersebut, maka di tahun 2015

dalam rangka peningkatan pengamanan dan perlindungan terhadap sumberdaya

hutan, sumberdaya mineral dan energi, peningkatan pemahaman, kesadaran,

kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, mineral dan

energi serta memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan areal

pertambangan di Provinsi Gorontalo dilakukan survey pendahuluan potensi calon

lokasi wilayah pertambangan rakyat, pengeboran 2 unit sumur bor untuk
~?

memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air serta Rasio

Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina mencapai 34,16 di tahup 2015,

capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2014 sebesar 21,52 persen.
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2.1.4.2. Infrastruktur Wilayah
a. Infrastruktur Transportasi
Dalam bidang transportasi pembangunan dilakukan melalui pengelolaan Jalan

. Provinsi hihgga tahun 2015 sepanjang 432,51 km dan jembatan di ruas jalan

Provinsi sejumlah 51 buah dengan panjang 551,80 M. Pada tahun 2015 untuk

menjaga kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala

pada ruas jalan Provinsi sepanjang 22,99. Panjang jalan provinsi yang dibangun

dan ditingkatkan sepanjang 9,97 kilometer, sedangkan panjang jalan strategis

provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 10,12 kilometer. Disamping itu

pembangunan jembatan diruas jalan strategis Provinsi sebanyak 1 (satu) buah.

Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan/dipelihara secara berkala dalam

meningkatkan kondisi mantap di tahun 2015 mencapai 22,99 Km dan pemeliharaan

rutin jalan Provinsi mencapai 194,07 Km.

Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2015 kondisi jalan di Provinsi

Gorontalo adalah dengan kondisi DClik 177,97 Km, kondisi sedang 21,42 Km,

kondisi rusak ringan 38,20 Km, kondisi rusak berat 84,98 Km, dan jalan yang

belum tembus/terbuka rnasih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut meningkat

dibanding tahun 2014 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan

kondisi baik 190,45 Km, kondisi sedang 21,18 Km, kondisi rusak ringan 32,96 Km,

kondisi rusak berat 77,97 Km.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui dinas Perhubungan semenjak

tahun 2014 disediakan 2 terminal yang sudah memenuhi kriteria tipe B dan pada

tahun 2015 dilakukan pembangunan fasilitasi penunjang terminal tipe B pada 1

terminal. Kemudian melalui subsidi APBN dilakukan pelayanan angkutan darat

perintis yang melayani 4 Iintasan (Gorontalo-Bondawuna, Gorontalo-Bubaa,

Gorontalo-Pangea, Terminal Isimu-Mulyonegoro-Satria), serta pemasangan dan

pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ yang hingga tahun 2015 sudah ada 4

(empat) ruas jalan provinsi, yaitu ruas jalan Kabila-Toto dan ruas jalan Gorontalo-

Suwawa, ruas jalan Suwawa-Tulabolo, ruas jalan Raja Eyaro-Isimu .

Pengembangan transportasi laut terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi

dan kerjasama dengan kepala kantor pelabuhan Gorontalo yang secara

administratif menjalankan operasionalnya. Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan

laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan

anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas

baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang

digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan To Ii-ToIi Sulawesi Tengah.

Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta

dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan
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pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus

dilakukan upaya pengembangannya baik me!alui APBN maupun APBD. Capaian

peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo tahun 2014 telah

mencapai rata - rata 3.526 ton/hari sudah melebihi target RPJMD sebesar 2.700

ton/hari dan di tahun 2015 meningkat menjadi 4.419 ton/harl sedangkan

kapasitas layanan kapal di pelabuhan sudah meneapai 12.000 DWT.

Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui

peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Djalaluddin yang menjadi satu -

satunya bandar udara di Gorontalo dengan status bandara Nasional kelas II C,

kapasitas landasan dapat didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.500 m x 45 m,

Taxiway 2 buah ukuran 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m X 80 m untuk

kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Untuk tahun 2014 juga telah dilaksanakan

pembangunan tahap awal Terminal Baru Bandara Djalaludin seluas 4.896 m
2

dan

telah selesai dibangun pada tahun 2015. Disamping itu untuk mewujudkan

pembangunan Infrastruktur Kereta Api, maka tahun 2014 telah disusun 1 dokumen

untuk Pra-FS/FS jalur Kereta Api.

b. Sumberdaya Air dan Irigasi
Pada tahun 2015 Indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan

pencapaian sasaran ini adalah : "Terwujudnya Pengembangan / Rehabi/itasi

Jaringan irigasi'~ Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas irigasi, serta jaringan Lainnya.

Berdasarkan Hasil Survey dan pereneanaan umum SDA serta memperhatikan

Renstra Dinas PU Provinsi Gorontalo maka hingga tahun 2015 diprioritaskan pada

7 Daerah Irigasi yang bersumber dari APBD yang terdiri dari Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Daerah Irigasi Bulia, Huludupitango, Tolinggula, Tabulo/Latula,

Taluduyunu, Pilohayanga, dan Irigasi Bongo.

Pada tahun 2015 dilakukan rehabilitasi dan peningkatan luas areal jaringan irigasi

pertanian sepanjang 11.792 meter, dan juga dilakukan operasi dan pemeliharaan

areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 17.131 Ha.

Untuk menjaga dampak erosi, longsor dan sedimentasi yang akan masuk ke areal

pertanian, persawahan dan pemukiman dilakukan pembangunan tebing - tebing di

badan sungai sepanjang 1.366 Meter. Juga dibangun tanggul pengaman pantai

bagi pemukiman masyarakat pesisir sepanjang 150 Meter. Pembangunan Penahan

tebing sungai tersebut dilakukan pada 24 lokasi masing-masing pada Sungai

Taluduyun, Padengo, Bone, Mohiyolo, Luwohu, Timbuolo, Juria, Molotabu, Wapo,

Panea Karsa, Boliyohuto, Bakti, Alo, Tilamuta, Pentadu, Keramat, Telaga Biru,

Botutonuo, Bolihutuo (2 paket), Leboto, Bone-padebuolo, Dembe, Bongopini;

Normalisasi Sungai pada 4 lokasiyaitu Sungai Menggelomo, Lonuo, Latula dan

serdadu dan Galian endapan lanjutan pada eekdam Buliide; sedangkan Untuk

II-3D

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



II NXPO PENU8AHANPNOYINSIGDNDNTALD TAHUN20/7

pengaman abrasi pantai diprioritaskan pada 3 kawasan (Pantai Selatan

bagianTimur, Tengah dan Barat) yaitu Pengaman Abrasi Pantai Desa Taludaa,

Pelita Jaya, Molamahu, Leato, Bilato dan Tutulo.

c. Pemukiman
Dalam urusan pemukiman Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan

kawasan pemukiman melalui pembangunan jalan Iingkungan di kawasan RSH,

kawasan pemukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan yang telah

mencapai lebih kurang 30.822 meter. Juga telah di bangun jalan pada kawasan

agropolitan dan jalan pada Desa-Desa potensial sepanjang 19,64 km, diatas target

yang ditetapkan sepanjang 17 Km, serta penyediaan air bersih dan sanitasi untuk

pencapaian target MDGs. Untuk tahun 2014 telah dilakukan pembangunan rumah

layak huni sebanyak kurang lebih 800 unit Mahyani dan tahun 2015 sebanyak 711

unit dari target yang ditetapkan 1.000 unit yang tersebar di kabupaten dan kota

se-Provinsi Gorontalo. Disamping itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan

infrastruktur dasar masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi membangun

infrastruktur dasar untuk 59 desa tertinggal. Dari upaya yang dilakukan tersebut,

capaian indikator dalam mewujudkan desa maju dan mandiri dapat terpenuhi

sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 3 desa dan 3 kelurahan.

d. Persampahan dan Sanitasi
Pada tahun 2015 dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan persampahan, sementara itu upaya pembangunan

pengelolaan persampahan secara terpadu telah dimulai dari tahun 2011 yaitu,

pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) 3R sebanyak 4 unit.

Disamping itu juga telah dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito

yang diperuntukkan untuk melayani 2 (dlla) wilayah yaitu kota Gorontalo dan

KablJpaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m
3
• TPA

terse but telah mulai di fungsikan sejak bulan September 2011 dengan sistem

sanitari landfill dan juga beifungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah

(KIPS). Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan

sistem sanitari landfill yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan

pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten.

Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan

adalah+ 4.745.000 m3, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang

ramah Iingkungan + 4.089.849 m3• Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA

tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta

pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito

diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
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Dalam peningkatan sanitasi dasar dari tahun 2011 telah dibangun septiktank

komunal 1 lokasi, air iimbah komunal 4 lokasi dan pembangunan MCK dari tahun

2012 hingga tahun 2015 mencapai 294 unit dan pembangunan TPST 3R Tempat

Pengelolaan Sampah Terpadu 4 unit.

Pada tahun 2014 dilaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi

permukiman (PPSP) di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu di Kota Gorontalo,

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo Utara.

Program PPSP dimaksudkan sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh

yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan pengelolaan

sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi baik dari pihak

pemerintah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan masyarakat. Dari upaya

yang dilaksanakan tersebut diperoleh capaian jumlah bangunan penyediaan

sanitasi yang terbangun sebanyak 64 unit ditahun 2014, capaian ini telah melebihi

target yang ditetapkan sebanyak 120 unit.

e. Air Minum dan Air Bersih
Pada tahun 2014 jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi

dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan sebanyak 8.370 SR / 1.674 KK, capaian ini masih jauh dari target yang

ditetapkan sebanyak 25.000 SR dan kemudian pada tahun 2015 dilakukan

pemasangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sepanjang 1.296

Meter dan dan untuk penyediaan sanitasi dilakukan pembangunan sarana

sebanyak 28 unit.

Target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG's Nasional

sampai tahun 2015 yaitu 70% untuk air bersih dan target untuk Sanitasi 75 % dari

total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun

2015, pencapaian target air minum baru mencapai 66,47 persen dan untuk sanitasi

layak tahun 2015 cakupan yang terlayani baru mencapai 54,96 persen.

f. Sumber Daya Energi
Hingga tahun 2015 sistem jaringan energi listrik di Provinsi Gorontalo terdiri dari 10

(sepuluh) PLTD, 1 (satu) PLTM dan 2 (dua) PLTU masing-masing PLTU Molotabu

dan PLTU Anggrek 2 x 25 Watt yang masih dalam proses pembangunan serta

ketambahan 1 (satu) PLTG yang berlokasi di Paguat. Dalam rangka meningkatkan

rasio elektrifikasi di tahun 2015 dilakukan upaya pemeliharaan 70 unit PLTS,

pemeliharaan 1 unit PLTMH dan menggalakkkan program "Listrik Pintar"

bekerjasama dengan PLN yang melakukan penyambungan listrik terhadap Rumah

Tangga Miskin (RTM) tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo dan

pada tahun 2015 juga dilakukan sambungan baru Iistrik untuk rumah ~angga

miskin sebanyak 506 RTM. Dari upaya yang dilakukan tersebut ~apaian
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peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 77,58 persen ditahun 2015 meningkat dari

tahun 2014 sebesar 74,50 persen. Dan dalam mendukung kebijakan pemerintah

pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas kehutanan dan pertambangan

melakukan fasilitasi demi terselenggaranya konversi minyak tanah ke elpiji dan

melakukan pengawasan distribusi BBM dan elpiji di kabupaten dan kota se-Provinsi

Gorontalo.

Selain itu, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan

yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik

masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65,4 MW dan potensi panas

burni 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan

yang baru termanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan

Potensi panas bumi Suwawa 110 MW telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa

Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri E5DM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009

telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi

pentadio dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan

da!am waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri E5DM.

Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4

(empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C,

Kecamatan Botumoito dengan temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan

temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65° C. Dengan

total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe).

g. Penataan Ruang
Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien sejak tahun

2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 04 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tahun 2010 - 2030 dan untuk tahun

2016 diilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam

operasionalisasi amanat Perda RTRW tersebut diupayakan dalam meningkatkan

kinerja BKPRDdalam memfasilitasi penyusunan Perda RTRW kabupaten dan kota.

h. Pemerintahan Umum
Dalam urusan pemerintahan umum, beberapa capaian yang telah dilakukan hingga

tahun 2014 adalah :

.Dalam rangka pengembangan Kapasitas 5DM Aparatur dilakukan dengan

pemberian bantuan tugas belajar 5-2 dan PN5 provinsi, bantuan akhir studi,

perbaikan sistem promosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal

dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik

dan penerapan SIMPEG. Hingga tahun 2015 Pemerintah provinsi dapat

menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat PIM IV dan Diklat PIM III yang

terakreditasi masing - masing "B" untuk Prajabatan, "B" untuk diklat PIM IV
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dan "B" untuk diklat PIM III, juga mendiklatkan Pejabat Pimpinan Tinggi
,

Pratama (Eselon II-A) pada diklat LEMHANNASsebanyak 2 orang, Diklatpim II

sebanyak 3 Orang.

b. Dalam hal Pengadaan Barang dan jasa dilakukan penguatan kelembagaan

dengan meningkatkan level organisasi yang menjalankan fungsinya, dari UPTD .

menjadi Biro Pengadaan melaiui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 2013

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 12 Februari 2015.

Disamping itu, untuk peningkatan kompetensi SDM aparat dilakukan Bimtek

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan ujian sertifikasi keahlian

pangadaan Barang dan jasa. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Perbendaharaan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kerjasama

dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam Meningkatkan kinerja palayanan dalam pengadaan barang dan jasa

serta guna meminimalisir praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan

jasa, pada tahun 2012 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 tahun 2012 tanggal 27 november

2012. Pembentukan ini dimakudkan untuk efisiensi pengadaan barang/jasa dari

sebelumnya ditangani secara terpisah-pisah atau menyebar dimasing-masing

SKPD menjadi lebih terintegrasi dalam suatu unit organisasi yang bertugas

khusus untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang

di dilakukan melalui pemberlakuan sistem LPSE.

c. Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakuka,n dengan pemberian Tunjangan

Kinerja Daerah (TKO) dengan azas berkeadilan yaitu adanya perubahan

metode perhitungan TKO berdasarkan beban kerja. Pemberian tunjangan

kinerja daerah dimaksudkan untuk untuk mendorong spirit dan motivasinya

dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan

kesejahteraan aparatur.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana

penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional

(KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah

daerah di lokasi blok plan perkantoran yang terletak di desa ayula kabupaten

bone bolango yang tahun 2015 ini sudah terbangun 8 gedung dan telah

digunakan.

e. Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan melalui implementasi

perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan kualitas

Musrenbangda dengan melakukan revitalisasi mekanisme pelaksanaannya,
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evaluasi keeamatan rPM dibawah rata-rata Provinsi, mengadvokasi

pengembangan dan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo,

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Atas klnerja

tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2014 memperoleh

penghargaan berupa penganugerahan Pangripta Nusantara peringkat III untuk

kategori B Daerah dengan kriteria sumber daya belum optimal namun

mempunyai potensi untuk menyusun pereneanaan pembangunan yang

berkualitas dan pada tahun 2015 masuk menjadi salah satu nominator untuk

Provinsi dengan kualitas pereneanaan terbaik, selain itu dari pengelolaan

keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan seluruh

Kabupaten kota yang ada memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan

daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengeeualian (WTP) di tahun 2015.

f. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan

membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media komunikasi dan eetak

dengan meneantumkan nomor telpon Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh

kepala SKPD dalam media eetak lokal dan melalui Radio Rakyat Hulondhalo

yang menjadi wadah menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.

g. Pada tahun 2015 dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan

pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan penguatan

kapasitas SDM dilaksanakan Bimtek Penguatan Kapabilitas APIP Kab/Kota

dalam rangka reviu RKA SKPD, laporan hasil evaluasi lakip SKPD, laporan hasil

pemeriksaan dana hibah dan bantuan sosia!. Sementera itu di tahun 2014 telah

dilakukan penguatan kapasitas SDt-1 pengawas dan pemeriksa bagi Auditor

sebanyak 18 Orang dan aparat pengawas yang kompeten dalam pelaksanaan

teknis pemeriksaan berjumlah 19 orang, Pembinaan dan Pengawasan serta

Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD secara berkala sebanyak 77 laporan hasil

pemeriksaan, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

sebanyak 38 Laporan Hasil Pemeriksaan KhuslJs, peningkatan koordinasi

pengawasan ditingkat "Provinsi, Regional dan Nasional, identifikasi dini jenis

pelanggaran dan tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

(SOP).

h. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah

Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang

memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada

masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta

E-Report. Untuk mer:nudahkan pengelolaan keuangan dan aset diupayakan

melalui penerapan aplikasi SIMDA dan SIMBADA.

Berbagai upaya penerapan teknologi informasi disegala bidang mulai digagas

pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun 2012. Untuk tahun 2012 ~iro P2E
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menggagas penggunaan format penyerapan anggaran APBD pada seluruh

SKPD Provinsi Gorontalo yang diadopsi dari Format Kendali dari Hulu ke Hilir

TEPPA APBD Provinsi Aceh, pembentul<an Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan

Anggaran (TEPPA.) Provinsi Gorontalo sebagai penghubung dalam sistem

pelaporan ke Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKP4), melaksanakan Rapat Pimpinan SKPD Provinsi untuk

evaluasi percepatan penyerapan anggaran, dan melakukan desk proyek perkus

(perhatian khusus) untuk percepatan pelaksanaan proyek yang mengalami

kendala. Sedangkan pada Tahun 2013, Biro P2E telah berlnovasl menclptakan

format secara sistemik berbasis jaringan melalui aplikasi e-Monep (electronic

monitoring, evaluasi dan pelaporan) untuk percepatan penyerapan anggaran

dan pengendalian pembangunan dana APBD Provinsi Gorontalo. Dengan

penggunaan e-Monep, Provinsi Gorontalo mendapat penghargaan rangking 3

(tiga) nasional berdasarkan penilaian UKP4 dalam hal percepatan penyerapan

APBD, dan menghantarkan Wakil Gubernur Gorontalo menjadi pemateri

nasional bidang percepatan pembangunan di Istana Kepresidenan Jogjakarta

pada bulan Agustus 2013. Provinsi Gorontalo menjadi rujukan nasional dan

beberapa daerah telah melakukan studi banding seperti Provinsi Kalimantan

Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Kota Bandung; dan beberapa

daerah lainnya telah mengkonfirmasi kunjungannya pada Tahun 2014.

Sedangkan untuk tahun 2014, Pemerintah Provlnsi Gorontalo melalui Bappeda

Provinsi juga telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran berbasls

Elektronik melalui aplikasl e-Renggar. Penerapan aplikasi e-renggar

dlmaksudkan untuk menjamln konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran daerah. Kedepan diupayakan akan dilakukan penglntegrasian

ketiga aplikasi yaitu aplikasi SIMDA, e-Renggar dan e-Monev dalam rangka

mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan yang sistematis dan akuntabel

berbasis elektronik. Semenjak tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga

telah menggagas aplikasi SIMPEDE untuk manajamen perjalanan dinas

berbasis elektronik, dan apllkasi SIDAHA yaitu Sistem Informasi Daftar harga

Satuan barang yang telah dilaunching Gubernur pada bulan Desember 2014.

Disamping itu, beberapa SKPD juga telah menerapkan aplikasi berbasis TI

dalam pengelolaan data di masing-masing SKPD dan untuk memusatkan

pengumpulan dan analisis data kinerja pembangunan dibuatlah Aplil<asi E-Data

di tahun 2015.

i. Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan, dilakukan dengan

memfasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Gorontalo

dan pelaksanaan program "Gerbang Desa" yang difokuskan pada

pengembangan potensi di Desa dan penyedlaan infrastruktur yang menunjang
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peningkatan perekonomian di Desa, atas kinerja tersebut pemerintah Provinsi

Gorontalo memperoleh penghargaan SIKOMPAKAward pada tahun 2014.

j. Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Gorontalo, di tahun 2015 Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi

Legislatif telah menyelesaikan 14 (empat belas) buah Ranperda menjadi

Peraturan Daerah.

k. Keberhasilan dan penghargaan ditingkat Nasional yang diperoleh pada tahun

2014 - 2015 adalah :

1. Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh BPKRI;

2. Terbaik I Nasional dari Menkopolhukam dalam bidang Keamanan;

3. Terbaik I Nasional dari UKP4 tentang Pengelolaan dan Penyerapan

Keuangan;

4. Penghargaan kategori Award Akselerasi Penerapan e-Procurement dari

LKPP

5. Penghargaan Kesatria Bakti Husada pada acara puncak Hari Kesehatan

Nasional

6. Penghargaan SIKOMPAK Award pada tahun 2014 atas keberhasilan

memfasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di

Gorontalo.

7. Penghargaan School and ~1adrasah Accreditation dari Badan Akreditasi

nasional

8. Pangripta Nusantara peringkat III untuk kategori B Daerah dengan kriteria

sumber daya belum optimal namun mempunyai potensi untuk menyusun

perencanaan pembangunan yang berkualitas. Atas penilaian dokumen

perencanaan tahun 2013 (RPJMDdan RKPD).

9. Penghargaan Anugerah Aksara Madya dari Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan

10. Penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Menteri Koordinator Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan atas keberhasilan Provinsi Gorontalo

meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.

11. Penghargaan Satria Bakti Husada dari BPJS atas kontribusi dalam

penjaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan

Semesta (Jamkesta) yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).

2.1.4.3. Inve:stasi
Realisasi investasi di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang

baik. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan international terus mel1ingkat,

dimana pada tahun 2015 telah mencapai 4,112 t~i1yun dengan jumlah Investor
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berskala nasional PMAdan PMDNyang telah mencapai 43 PMAjPMDN dengan rasio

daya serap tenaga kerja sebesar 18.547. Capaian tersebut lebih baik dibanding

tahun 2014 yang capaian nilai investasinya baru mencapai 3,244 trilyun yang

diperoleh dari investor berskala nasional dan international sebanyak 15

PMA/PMDN dan dari investasi tersebut tenaga kerja yang terserap rasionya masih

sejumlah 18.003. Berbagai capaian tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya

iklim investasi yang kondusif disertai dengan peningkatan pananganan

permasalahan yang di~adapi PMA/PMDN, dan penyelenggaraan Pelayanan

Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal dengan menggunakan

Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elekteronik (SPIPISE)

dan SIPD serta penyelenggaraan promosi dan peningkatan kerjasama investasi.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia
Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2015 Secara umum, komposisi umur

penduduk Provinsi Gorontalo adalah 28,43 persen penduduk usia muda (0-14

tahun), 67,30 persen usia produktif 15-64 tahun dan 4,25 persen penduduk usia

tua (65 tahun lebih). Dengan demikian, angka ketergantungan yang

menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh

jumlah penduduk usia produktif, sebesar 48,57 pesen yang berarti setiap 100

penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sekitar 48 orang

penduduk usia belumjtidak produktif.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan sumberdaya manusia

yang produktif, untuk itu pada tahun 2014 melalui kegiatan Peningkatan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka

pengangguran serta tanpa secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam

rangka meningkatkan keterampilan bagi para pencari kerja dengan tingkat

pendidikan rendah terutama dikecamatan dengan IPM rendal1. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain : 1) pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kota

Gorontalo dan Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango; 2) pelatihan budidaya ikan air

tawar di desa Barakati Kab. Gorontalo; 3) pelatihan,processing hasil perikanan laut

di desa BUbaa Kab. Boalemo; 4) pelatihan kejuruan menjahit di desa Popayato

Kab. Pohuwato; 5) pelatihan pengolahan pakan ternak kambing di Kec. Bulango

.Ulu Kab. Bone Bolango; 6) pelatihan budidaya rumput laut di Kec. Kwandang Kab.

Gorontalo Utara; 7) pelatihan pembuatan pakan ternak sapi di Kec. Atinggola Kab.

Gorontalo Utara.

2.1.5 Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Hasil capaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari Indikator kinerja

daerah yang telah ditetapkan setiap tahun atau indikator capaian yang 'bersifat
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mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pad a akhir periode

RPJMD dapat dicapai.

Tabe12.17
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

~ Indikator Kinerja Target 2015 Realisasi2015
Misl Pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi
pemanfaatan potensi kewilayahan, mendcrong laju investasi, percepatan
pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi
unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian
keseiahteraan ral<vat
1. PertumbuhanEkonomi% 77 - 8,1 623
2. IPM 72.76 -
3. PDRBper kapita ADHB(juta Rp) 11.709.103 25.183.15221
4. Indeks Gini 0.38 032
5. Jumlah nilai investasiberskala 3,255 Trilyun 4,112 Trilyun

nasionalPMDNdan PMA(RD.)
6. Jumlah Panjangruasjalan provinsi 9,97 Km

yang dibangun & vang ditinakatkan 10 Km
7. Jumlahjembatan yang dibangun 1 Buah

Dadaruas ialan Stateaisorovinsi 2 Buah
8. Jumlah Panjangruasjalan Strategis

provinsi yang dibangun dan yang
ditinakatkan 5 Km 1012 Km

9. Jumlah LuasAreal Jaringandan
bangunanIrigasi pertanianyang 17.131 Ha 17.131Ha
dioelihara (Ooerasi& Pemeliharaan)

13. Ratio Elektrifikasi 75,75% 77,58%
Misi Kedua, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan
kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan
pendidikan dan kesehatan.
1. Angka Melek Huruf 96.50% 99,71%

2. Angka rata-rata lama sekolah
(Bclaiar) 8.80 9,04

3. Angka KematianIbu/l00.000 128,9 253,4

4. Angka KematianBayi/1.000 15
11,5

KelahiranHiduo
7. Angka usia harapan hidup 68,24 68,24

8. Tingkat pengangguranterbuka (%) 4,00 465
9. Tingkat PartisipasiAngkatanKerja 6540% 6365%
Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya
kelautan, pert.anian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi
lingkungan lainnya yang leblh baik, saling terintegrasi serta iestari demi
kepentinaan kemakmuran rakvat.
1. Meningkatnyaindeks kualitas 84 72,09

Iinakunaan
2. Meningkatnyanilai tukar petanl

(NTP)'
- Subsektortanaman pangan 91.89 98,30
• SubsektorHortikultura 110,43

123,60

3. NilaiTukar Nelayan/Pembudidaya
(NTN-P) 107,42 10673

4. Nilai Tukar Petani Kebun 12804 9599
5. Jumlah PopulasiTernak Besar

(saoi/Ekor) 215.100 197.124
6. Jumlah KonsumsiDaging

(Saoj)(kg/kaoita/th) 34 31
Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bera.gama
yang rukun penuh kesejukan sekallgus memelihara keragaman budaya; Serta
memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap' anak,
termasuk issue kesetaraan gender dalam pembanaunan.
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No Indlkator Klnerja Target 2015 Reallsasl2015
1. Indeks PemberdayaanGender 58,08 .
2. Indeks PembangunanGender 65,10 .
Misl Kellrna, Menciptakan sinergltas diantara pemerintah provlnsi dengan
pemerlntah kabupaten/kota dl gorontalo dalam kaidah otonoml daerah
sekallgus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publlk, menurunkan angka
kemiskinan serta menjalankan slstem tata pemerintahan yang balk dalam
ranaka reformasl birokrasi.
1. Persentasependudukmiskin (%) 15,5-14 18.16
2. Opini PengelolaanKeuangan WTP WTP

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPDSampai Tahun
Berialan

Berdasarkan evaluasi program pembangunan terhadap indikator RPJMD2012 dan

'2017 dan data BPSProvinsi Gorontalo berdasarkan capaian Misi sebagai berikut :

Misi Pertama, Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi

Pemanfaatan Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Sekaligus Mengembangkan Potensi

Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian

Kesejahteraan Rakyat. Urusan yang terkait dengan misi pertama tersebut adalah

hampir seluruh urusan pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, Urusan

pekerjaan umum, Perhubungan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal,

industri, perdagangan, Ketenagakerjaan dan Energi Sumberdaya mineral.

Sasaran Misi pertama adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing

daerah, Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat yang berkeadilan,

Peningkatan Laju Investasi, Peningkatan pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM,

Peningkatan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diservikasi Komoditi

lainnya. Peningkatan Infrastruktur Daerah, Peningkatan Jalan Akses ke pusat-pusat

produksi, TelWujudnya Kemandirian Desa dan Peningkatan Infrastruktur Desa.

HasH evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator Misi Satu sebagian
besar telah mencapai target, namun pada pencapaian pertumbuhan ekonomi agak
melemah disebabkan adanya elnino yang melanda Provinsi Gorontalo dan
menyebabkan beberapa wilayah pertanian mengalami kekeringan dan pencapaian
IPM berubah akibat adanya perubahan metode perhitungan, seperti pada Tabel di

bawah ini :

Tabe12.18
Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD Tahun 2015

Interpretasi

Target Capalan Target . Capaian
blm tercapai

No Indlkator «)
2014 2014 2015 2015 sesual (=)

melamDaui (»

1. Pertumbuhan Ekonoml % 7,6-8 7,74 7,7 - 8,1 6,23 <

2. IPM 72,26 65,17 72,76 . <

3. lclju Inflasi provins! (%) 4-7 6,14 4-7 4,30 >

4. PORBper kaplta AHB (juta Rp) 11.991.349 25.183.152,21
10.909.103 (PORBtahun 11.709.103 >

dasar 2000)
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Interpretasl

Target Capalan 'Target Capalan blm tercapal
No Indlkator 2014 2014 2015 2015 «)

sesual (=)
melamDaul C»

5. Indeks Glnl 0,40 0,40 0,38 0,32 =

6. Jumlah nllallnvestasl berskala 2,604 Trllyun 3,023 triliyun 3,255 Trilyun
4,112 Trllyun >

naslonal PMDN dan PMA (RD.)
Peningkatan jumlah kunjungan 100.000 356.799 105.060

368.000

7. wlsatawan dl 8 obyel< wisata >
unaaulan

orang orang orang

8. Peningkatan lama tinggal 4 hari 4 hari 4 hal'l 4 hari -
9. Jumlah Panjang ruas jalan

provinsl yang dibangun dan yang 33 Km 27,86 Km 10 Km 9,97 Km <
ditinakatkan

10. Jumlah Panjang ruas jalan
Strategls provinsi yg dibangun & 5Km 5,7 Km 5 Km 10,12 Km >
vana ditinakatkan

11. Jumlah jembatan yang dibangun 2 Bh 1 Bh 2 Bh - <
diruas ialan orovlnsl

12. Jumlah jembatan yang dibangun 2 Bh 2 Buah 2 Bh - <
Dada ruas ialan StatetJis orovlnsi

13. Jumlah Panjang pemellharaan 10 Km 8,14 Km 10 Km 22,99 >
berkala ialan Provinsi

14. Jumlah Luas Areal Jarlngan &
bangunan irlgasl pertanlan yang 17.131 Ha 17.905 Ha J.7.131 Ha 17.131 Ha =
dipelihara (Operasl dan
Pemellhara3n)

13. Jumlah SR yang terlayanl oleh 25.000SR 25.000 SR
akses all' berslh melalul fasilitasl (58 % (58%
& sistem penyediaan air bersih 8.370SR 1.296SR <

Pencapalan Pencapaian
dengan jarlngan perplpaan & MDG's) MDG's)
bukan iarinaa~roioaan

14. Jumlah Bangunan penyediaan 120 Unit 64 Unit 120 Unit 28 Unit <
Sanltasl vana tcrbanaun- Jumlah Panjang penanganan15.
erosl, long5Or & sedimentasl pada
tebing-tebing, badan sungal ke 1.120 M 838,29 M 1.580 M 1.367 M <
areal Pertanian, persawahan, &
oermuklman masvarakat

16. Jumlah panjang Tanggul
pengaman panta! yg dibangun 200 M 98 M 300 M 150 M <
baai oermukiman masvarakat

17. 4 terminal
4 terminal 6 terminal 5 terminal

Meningkatnya layanan angkutan memenuhl
memenuhi memenuhi memenuhi kriteria <

transportasi krlteria tipe B
kriteria tipe B kriteria tipe B tipe B

2 unit 1 unit subsidl
(subSidl) layanan 3 Unit subsidi
layanan - angkutan layanan angkutan >

angkutan pemadu pemadu moda
pemadu mod a

mod a
4lintasan 4lintasan 4lintasan

perintis perintis perintis 4 Iintasan perintis
(Gtlo- (Gtlo- (Gtlo- (Gtlo-Bondawuna,

Bondawuna, Bondawuna, Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-
Gtlo-Bubaa, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Bubaa, Pangea, Term =

Gtlo-Pangea, Gtlo-Pangea, Gtlo-Pangea, Isimu-
Term Isimu- Term lsimu- Term Isimu- Mulyonegoro-
Mulyonegoro Mulyonegoro Mulyonegoro Satria)

-Satria) -Satria) -Satria)

18. Peningkatan produktivitas 3.526
bongkar muat di pelabuhan se- 2.700 ton/hI' ton/hari

2.800 ton/hI' 4.419 ton/hari >
orovinsi Gorontalo

19. Jumlah koperasi (unit) 1.060 1.131 1.080 1.183 >

20. Jumlah koperasi berkualitas 15 15 20 15 <
(Unit)

21. Jumlah UMKM (Unit) 65.705 70.590 67.413 96.124 >

22. Jumlah Wirausaha Baru (WUB)
yg difasilitasi modal usaha 650 859 750 1.240 >
(UMKM)

23. Berkembangnya kluster industri 1 kluster 1 kluster 2 kluster 1 Kluster <

24. Jumlah IKM (unit) 13.075 13.688 13.323 14.084 >

25. Jumlah Sentra IKM (unit) 289 sentra 289 sentra 297 sentra 287 <

26. Perkembangan ekspor (ton) 102.070 72.608 142.897 144.291 >

27. Jumlah perdagangan antar pulau 810.617 66.126 ton 844.663 620.902 <
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Interpretssl

No Jndlkator Target Capalan Target Capalan blm tercapal

2014 2014 2015 2015 «)
sesual (=)

melamDaul (»
(ton)

29 Jumlah sarana dlstribusi 4 pasar 4 pasar 4 pasar 5 Pasar traditional >
barana/lasa yanQ dlbanaun traditional traditional traditional

30. Pengujlan komoditl 200 kali 243 kali 200 kali >

31. Penerbitan sertlfikat mutu 12 sertlfikat 12 sertifikat 12 sertlfikat =

32. Ratio Elektrifikasl 75.75 % 74,48 % 76.75 % 77,58% >

Misi kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan

kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggarai:ln pendidikan

dan kesehatan. Misi kedua ini ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya

manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan

jaminan yang memadai melalui layanan "gratis" terhadap penyelenggaraan

pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola

insentif yang diistilahkan universal total coverage. Hal ini sangat strategis untuk

memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses

maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-poor). Urusan

yang terkait dengan misi kedua tersebut adalah urusan pendidikan, kesehatan,

urusan perumahan dan ketenagakerjaan.
Sasaran Misi kedua adalah Peningkatan kualitas pendidikan, Perluasan Akses

PAUD, Perluasan Akses Wajar 12 Tahun dan Paket A, B dan C, Perluasan

Pendidikan Non Formal, Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,

Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa dan Terwujudnya

akses layanan kesehatan rnasyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kedua, seperti

pada tabel di bawah ini :
Tabe12.19

Evaluasi Capaian Misi Dua RPlMD Tahun 2015
Interpretss.

Target Capaian Target Capalan
belum tercapai

No Indikator «)2014 2014 2015 2015 sesuai (=)
melamDaul i»

1. Angka Melek Huruf 96,00% 99,68% 96,50% 99.71% >

2. ~g~F. ~~ta-rata lama sekolah 8,70 9 8,60
9,04 >

Bela ar
3. Angka partlsipasi kasar :

- TK/PAUO 51,68 43,77 54,47 83,51 >

- SO/rill 111,15 114,64 111,20 114,23 >

- SMP/MTs 99,75 97,62 99,80 102,27 >

- SMA/MA/SMK 63,04 66,19 88,09 89,92 >

4. Angka Partlsipasi Mum! :

SO/MI/Paket A
-- 97,50 100,97 96,00 100,81 >

- SMP/MTs/Paket B 90,50 73,06 92,25 77,10 <

- SMA/MA/SMK/Paket C 64,00 65,87 70,05 71,34 >

S. Angka Kematlan Ibu/l00.000 159,1 194,8 128,9 253,4 <

6. Angka Kematian Bayi/l.000 16 13,9 15 11,5
Kelahiran Hldup

>

7. Angka kematian neonatal/1.000 10,30 9,8 9,40 8,0 >
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Interpretasi

Target Capalan Target Capalan belum tcrcapal
No Indikator «)2014 2014 2015 2015 sesual (=)

melamDaul (»
kelahiran hldup

8. Angka Kematian Ballta/1.000 18,50 15,3 17,40 12,7 >
Kelahlran Hlduo

9. cakupan Balita Gizl Buruk 100 100 100 100 =
mendaoat oerawatan

10. Prevalensl kekurangan glzl (!>tandar 14,00 10,86 13,78 24,S <
WHO. 2005)

11. cakupan Desa/kelurahan Universal 81,25 65 87,50 67,9 <
Child Immunization (UCn

12. Rasio puskesmas. per satuan 0,09 0,08 0,09 0,08 <
oenduduk

13. Rasio Rumah sakit per satuan
Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 0,007 0,011 0,007 0,011 >
100m

14. Raslo Tempat T1dur RS 1/750 1,00 0,71 1,00 0,85 <
Penduduk

15. ~kupan pelayanan kesehatan 100% 110% 100% 129% >
ruiukcm oasien masvarakat mlskln

16. Jumlah masyarakat miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan 154.698 235.058 138.199 235.058 >

aratis
17. Jumlah Posyandu

1.304 1.440 1537 >1.384

18. Rasio posyandu per 100 balita 11,85 14,5E: 12,06 11,28 <

19. Rasio Pustu per 1000 penduduk 0,25 0,21 0,25 0,21 <

20. Persentase rumah tangga 67 42,50 68,78 57 <
oenaauna air bersih vana sehat

21. Raslo Dokter Umum per satuan 0,27 0,24 0,28 0,16 <
oenduduk

22. Rasio Dokter gigl per satuan 0,02 0,04 0,03 0,02 <
oenduduk

23. Rasia Dokter speslalls per 1000 0,05 0,05 0,06 0,08 >
penduduk

24. Rasio tenaga medis (p'9rawat) per 1,32 1,45 1,40 1,06 <
1000 penduduk

25. Rasio tenaga medis (bidan) per 0,74 0,89 0,83 0,49 <
1000 penduduk

26. Rasio tenaga nutritionist per satuan
0,15penduduk 0,29 0,22 0,31 <

27. Raslo tenaga apoteker per satuan 0,07 0,06 0,07 0,02 <
oenduduk

28. Angka usia harapan hid up 67,88 67,54 68,24 <

29. Persentase ballta glzl buruk 3,80 2,32 3,57 >

30. Rasio ketersediaan
sekolah/oenduduk usia sekolah :
- SD/MI 72.50 75,24 73,00 73,92 >

- SMP/MTs 60,00 68,46 60,50 67,18 >

- SMNSMK/MNMK 15,20 27,39 15,50 22,12 >

31. Angka Putus Sekolah :
- Angka Putus Sekolah SD/MI 0,50 0,01 0,04 0,00 >

- Angka Putus Sel<olah SMP/MTs 0,06 0,10 0,05 0,04 >

- Angka Putus Sekolah 0,01 >

SMAIMAlSMK
0,35 0,14 0,25

32. Angka Kelulusan:

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,50 99,96 99,65 100,00 >

- Angka Kelulusan (AL) 98,05 99,88 98,50
100,00 >

SM~MK
33. Rasio gUiU/murid per kelas rata-

rata
- SD/MI 632,80 659,11 628,38 622,62 <

- SMP/MTs 752,04 759,30 736,24 765,52 ,
- 5MNSMK/MNMK 784,05 885,06 766,45 703,06 <

34. Persentase Sekolah pendidikan .
kondisi banounan baik . ,
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Interpretasl

No Indikator
Target Capala •• Target Capalan

belum tercapal

2014 2014 2015 2015 «)
sesual (=)

melamDaui (»

• SO/MI 84,00 92,30 85,00 >

- SMP/MTs 83,00 96,13 84,00 90,50 >

- SMA/MA 89,00 90,28 90,00 91,22 >

-SMK 85,00 93,73 86,00 94,52 >

35. Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,25 4,18 4,00 4,65 <

36. Tingkat Partlsipasl Angkatan Kerja 65,10 62,84 65,40 63,65 <

Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya

perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan,
pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan

kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau Iimboto

sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar

dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan das sebagai wujud

memelihara linkungan (pro green). Misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan

produktivitas terhadap potensi sumber daya alam kelautan, pertanian, peternakan,

kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai,

wadul<), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (das) serta waduk

harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa

merusak daya dukung lingkungannya (pro-green). Urusan yang terkait dengan misi

ketiga tersebut adalah urusan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan,

kelautan dan perikanan serta urusan kehutanan, perencanaan dan Pemberdayaan

masyarakat dan Desa.

Sasaran Misi Ketiga Adalah Peningkatan pengelolaan sumber daya alam,

Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan

Perikanan, Terwujudnya Kawasan Ekonomi' Khusus (KEK), Peningkatan

produktivitas hasil pertanian dan perikanan, Terwujudnya pengelolaan Iingkungan

hidup, Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste) untuk produk-

produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, Peningkatan pemeliharaan obyek-

obyek wisata.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi ketiga, seperti

pada tabel di bawah ini :

Tabe12.20
Evaluasi Capaian Misi Ketiga RPlMD Tahun 2015

Interpretasi

Target Capaian Capaian
belum tercapai

No Indikator Target «)
2014 2014 2015 2015 sesuai(=)

melamDaul (»

1. Meningkatnya Indeks kualltas 81 97,43 84 72,09
IInakun9!n

>

2. Persentase peningkatan tingkat
,

ketaatan pemrakarsa terhadap 20 usahal 29 usahal 22 usahal 22 usahal >
pelaksanaan dokurnen Ungkungan kegiatan kegiatan keglatan kegiatan

(352oerusahaan) .. ",
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I
Interpretasl

Target Capalan Capalan
belum tercapal

No Indikator 2014 2014 Target 2015 «)
2015 sesual (=)

melamDaul (»

3. Komodltl tanaman pangan :

• penl~~~tan produksl padl 3% 308.896 314.703 318.614 331.220 >
ltahun ton)
- peningkatan produktlvitas padi 55,63 50,20 56,70

55,51 <
4,72%/tahun ikulha) .
• Penlngkatan Produksl jagung 789.512 719.780 850.269

643.512 <
sebesar 9 29%/tahun (ton)
• Penlngkatan Produktlvltas jagung 51,89 48,37 52,87

50,41 <
sebesar 2 66%/tahun (ku/ha)"
• Penlngkatan Pl'oduksl Kedelai 2.407 4.273 2.454

3.203 >
3%/thn (ton)
.. Peningkatan produktivitas kedelal

13,49

(ku/ha) 13,03 15,04 13,15 >

4. Komoditl Hortikultura :
• Peningkatan Produksl Sayuran 3 17.559 18.086 752 <

% oer Tahun (Ton) 15.098

• Peningkatan Produksl Tanaman 17.148 9.839 17.319 7.228,91 <

Hlas (Ko.Tok Phn)
.. Penlngkatan Produksl Buah - 13.475 18.310 13.744 722,89 <
buahan 2 % oer Tahun (Ton)

5. Menlngkatnya skor Pola Pangan 82,8 66,81 88,5 74,2 <

Haraoan J!:PH) Ketersedlaan
6. t'leningkatnya skor Poia Pangan 77,4 72,8 80,9 78,7 <

Haraoan Konsumsl
7. Meningkatnya ketersediaan

informasl pasokan dan harga 130,7 80,7 87 87 =

oanaan daerah
8. Meningkatnya nilai tukar petani

(NTP)'
.. Subsel<tor tanaman pangan 91,86 96,31 91,89 98,30 >

• Subsektor Hortikultura 110,40 121,14 110,43 123,60 >

9. Rehabllitasl hutan & lahan kritis 15.350 13.450 15.750 13.800 <

(Ha)
10. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 212,766 150,200 197,016 .. <

11. Produksi hasil hutan (m3)

a. Kayu Bulat (m3) 57.000 60.764,61 58.000 57.750 >

b. Kayu Gergajian (m3) 2.646,43 21.267,61 2.671,43 17.850 >

C. Non Kayu (ton) 6.200 880 6.200 1200 >

12.
Rasia Lokasi Pertambangan Tanpa 27,46% 23,14 % 34,16% 34,16% =

Izln vana dibina
13. Nilai Tukar Petani Kebun 131.50 92,80 132.82 95,99 <

14. Perluasan Areal Tebu (Ha) 1.864 1.031 1.864 1.249 <

15. Produksi Tebu (Ton) 38.418 32.521 38.994 49.331 >

16. Perluasan Areal Cengkih (Ha) 9.550 9.670 10.153 9.737 <

17. Produksi Cengkih (Ton) 912 773 912 604 <

18. perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha) 66.086 68.896 67.156 68.129 >

19. Produksl Kelapa Dalam (Ton) 62.432 66.793 62.463 22.093 <

20. Perluasan Areal Kakao (Ha) 14.123 14.7.05 14.631 14.932 >

21. ProdlJksi Kakao (Ton) 4.002 5.043 4.042 2.948 <

22.
f'eningkatan Populasi Ternak Sapi 206.826 190.832 215.100 197.124 <
(Ekor)

23.
Peningkatan populasi Kambing 91.319 83.127 94.059 84.868 <
(Ekor)

24.
Peningkatan Populasi Ayam Buras 1.461.176 1.291.040 1.680.353 1.850.163 >
(Ekor)

25.
Peningkatan Produksi Daging Sapi 4.228.909 3.011,474 4.313.487 2.552.353 <
(Ko)

26.
Peningkatan Produksi Daging 206.458 176.524 218.845 68.708 <
Kamblna (Ka)

27.
Penlngkatan Produksi Daging Ayam 2.268.835 1.397.921 2.654.537 2.037.214 <
Buras-(Ko)

28.
Jumlah Konsumsi Daging 3,2 2,77 . 3,4 3,1 <
(ka/kaoita/th )

29. Produksi perikanan Tangkap (ton) 97.331 103.017,80 105.118 105.715 >

30. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 156.248 57.392,30 170.310 30.158 <

• Produksi Ikan Budidaya (Ton) 31.250 32.457 34.062 25.885 >
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Interpretasl

No Indikator
Target Capalan Capalan belum tercapal

2014 2014 Target 2015 «)
2015 sesual (=)

melamDaui (»

- Produksi rumput laut (Ton) 124.998 24.935,30 136.248 4.272 <

Total pr~~uksl (Tangkap + 253.579 160.410,10 275.428 135.871
Buoldava (Ton)

<

31.
Produksl Perikanan KelolTlpok 89.935 90.847 99.379 21.109 >
Nelavanl oembudidava (Ton)

32. Konsumsllkan (kg/kap/thn) 51 46,81 53 54,8 >

33.
Cakupan blna kelompok Perikanan 511 731 565 680 >
(kelomook)

34. Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 2..234.901 2.597.000 2.413.693 2.500.000 >

35. flendapatan pembudidaya (Rp/bln) 1.910.442 1.975.000 2.076.650 2.470.000 >

36.
Pendapatan pengolah dan pemasar 2.916.000 3.830.166 3.149.280 3.830.166 >
oerikanan (Rp./Bln)
Oesa Nelayan/Peslsir yang Menjadi

37. Oesa Tangguh /PONT (Desa 12 12 14 14 >
Nelavan/Peslslr)

Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya
106,89

38. 106.45 (BPS-Des 107.42 106,73 . <
(NTN-P) 2014)
Tersedianya sarana dan prasarana

39. pada kawasan stratt!gls dan cepat 6 unit 3 Unit, 3 Dok 6 unit 3 Unit <

tumbuh

Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat

yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman

budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan,

perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam

pembangunan. Misi keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan

menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan

terhadap nilai-nilai agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, serta

melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan

gender. Urusan yang terkait dengan misi keempat tersebut adalah urusan sosial,

kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan

perempuan dan anak serta urusan perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran Misi Keempat adalah Peningkatan kemauan dan kemampuan individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKSdalam memenuhi kebutuhan

dasarnya, Peningkatan pembangunan yang responsip terhadap PMKS Peningkatan

kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai - nilai agama,

adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan, Peningkatan

kerukunan beragama, Peningkatan pelestarian budaya daerah Peningkatan

indikator kualitas hidup perempuan, Peningkatan peran perempuan di parlemen

dan birokrasi dan Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap

Perempuan dan Anak.
Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi keempat, seperti

pada tabel di bawah ini :
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Tabe12.21
Evaluasi Capaian Misi Keempat RPJMD tahun 2015

Interpretasl

No Indlkator Target Capaian Capaian belum tercapal

2014 2014 Target 2015 «)
2015 sesual(=)

melamDaul i»
1. Menlngkatnya jumlah layanan atas

perllndungan dan jaminan 39 KK 61 KK 60 KK 99 KK >
keseiahteraan masvarakat

2. Meningkatnya cakupan layanan
pemberdayaan terhadap 100 KK 175 KK 120 KK 170 KK >
masvarakat mlskln dan KAT

3. Menlngkatnya layanan rehabilitasi
terhadap penyandang diabilita:i,
tuna sosial, lanjut usia, anak 1650rg 211 Org 1450rg 2930rg >
bermasalah soslal, korban
oenvalahaunaan naoza & LKS

4. Menlngkatnya cakupan layanan dan 10 10
pemblnaan terhadap pilar-pilar lembaga/

23 lembagaj lembaga/
41 lembagaf77 >

kesejahteraan sosial 64 ora
460rg 64 ora

org

5. Penyelenggaraan festival senl dan 3 3 3 3
budaya

=

6. Jumlah Pagelaran Budaya 5 5 5 35 >

7. Indeks Pemberdayaan Gender 57,55% 57,55 % 58,08% - <

8. Inde:<5 Pembangunan Gender 64,35% 85,09 % 65,10% - >

9. Partislpasl angkatan kerja
perempuan 40,97% 52,10% 41,20% >

10. Implementasi Perencanaan
Penganggaran yang responslp 50% 65% 60% 68% >

Gender
11. Jumlah organisasl pemuda 28 28 29 29 =

12. Jumlah organisasi olahraga 23 23 23 23 =

Terlaksananya LSMIOrmas yang 75 60 75

13.
mendapat penguatan dan LSMjOnnas LSMjOrmils LSMjOrmas

60 LSMjOrmas & <
pendataan LSMjOrmas &1 & 1 Database & 1 Database

1 DatabClse
Database

Terlaksananya penyuluhan kepada
masyarakat dalam rangka 15.300

14. peningkatan kesadaran dan 15.5000rg 7900rg Orang
300 orang <

partisipasl politik balk PILEG,
PILPRES mauoun PILKADA
Terlaksananya penguatan

15.
kerukunan umat beragama 100 Orang 100 Orang 100 Orang 125 orang >
masyarakat melalul Forum
Kerukunan Umat Beraqama

16.
Peningkatan SDM & pengelola 65 105 70 120 >
kearsioan (orang)

17.
Jumlah pengunjung perpustakaan 5.0000rg 39.0000rg 6.0000rg 59.621org >
oer tahun

18.
Meningkatnya jumlah buku dan 900 1.580 900 2.150 >
judul bacaan

19.
Ketersedlaan jenis buku dan judul 15 30 Judul 20 20 =
terbitan daerah

20.
Jumlah Pustakawan dan Tenaga 30 170rg 35 17 org <
Teknis Peroustakaan

Misi KeUma, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan

pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus

untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta

menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam p~rspektif

otonomi daerah dan good governance termasuk mendorong penguatan kepasama

daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong
"

pencapaian target pembangunan daerah. Urusan terkait misi keHma adalal) Urusan
(
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wajib otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian, penataan ruang, perencanaan

pembangunan, serta urusan Iingkungan hidup, komunlkasl dan Informasl dan

Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Sasaran misi kelima adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dalam pelayanan pada masyarakat, terwujlldnya sinergitas pembangunan antara

provinsi dan kabupaten/kota, tereapainya reformasi birokrasi di provinsl gorontalo,

berkurangnya persentasc masyarakat miskin dan terwujudnya peningkatan

ekonomi masyarakat miskin.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kelima, seperti
pada tabel dl bawah ini :

Tabe12.22
Evaluasi Capaian Misi Kelima RPJMD tahun 2015

Interpretasi

Target Capaian Target Capaian
belum tercapai

No Indikator «)2014 2014 2015 2015 sesual (=)
melampaul (»

1. Terjadlnya penlngkatan kualltas
pembangunan dl Provlnsl 5 kajian 5 Kajian 6 kajlan 2 Kajlan =
Gorontalo berbasis oenelltian

2. Tersusunnya produk hukum Perda 10 Perda 15 Perda 10
daerah Pergub / Pergub/SK Pergub / SK >

SK 300 603 300
3. Peningkatan Indek5 Kepuasan 60 72,03 70 87,84 >

Pelayanan Kepegawalan (IKPIQ...
4. Jumlah/Rasio PNS Profesional 55% 55% 70% =

tiao SKPD
5. Persentase PNS yang

menempati Jabatan sesual 55% 91 % 70% 85,6% >
Standar Kompetensi Jabatan

6. Desa Nelayan/pesisir yang 12Desa 12Desa 14 Desa 14Desa =
meniadl Desa TanqquhfPDNT

7. Persentase penduduk miskin 17,41
(%) 16 - 15 (September 15,S - 14 18,16 >

2014'
8. Lembaga diklat terakreditas! Prajabatan Prajabatan Prajabtan Prajabtan "6" =

"B" \\B" \\B"
Dlklatpim Diklatpim IV Diklatpim IV Diklatpim IV "6" >
IV"C" \\B" "e"
Diklatpim Diklatpim Dlklatplm Diklatpim III "6" >
III "e" III "8" III "e"

9. Opin! Pengelolaan Keuangan WTP WTP WTP WTP =
10. Rumah Layak hunl yang 1.000 Unit 800 Unit 1.000 Unit 711 Unit <

dibanoun
11. Terwujudnya Desa Maju dan 3 desa 3 desa dan 3 desa dan 3 desa dan 3

Mandlri dan 3 =
kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan kelurahan

2.3. Realisasi Anggaran tahun 2015

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi keuangan untuk masing-

masing instansi. Hal in! perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas'!kinerja

instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum

hasil evaluasi realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk l)1asing-
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rnasing instansi telah menunjukkan kinerja yang balk, sebagalrnana tabel dlbawah

ini.

Tabc12.23
I'Rea Isasi Anaaaran SKPD Tahun 2015

REAUSASI SIMDA 2015

NO SKPD PAGU
JUMLAH REAUSASI %

1
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA 92,982,879,698.11 88,944,419,258.00 95.66
DAN OLAHRAGA

2 DINAS KESEHATAN 73,813,111,919.09 72,350,750,323.00 98.02

3 RSUD HASRI AINUN HABIBIE 53,710,325,000.00 33,277,272,172.00 61.96

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 196,300,735,364.00 189,279,462,400.00 96,42

5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10,600,000,000.00 9,879,250,923.00 93.20
DAERAH

6 DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMINFO 14,665,000,000.00 13,258,675,285.00 90,41

7 BADAN UNGKUNGAN HIDUP DAN RISET 4,47CJ,OOO,000.00 4,302,805,471.00 96.26
DAERAH

8 DINAS SOSIAL 6,700,126,000.00 6,577,180,768.00 98.17

9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4,200,000,000.00 4,116,557,869.00 98.Q1

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8,827,500,000.00 8,024,087,402.00 90.90

11 DINAS KOPERASI UMKM PERINDAG 14,120,000,000.00 13,404,891,830.00 94.94

12 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP 4,885,000,000.00 4,776,061,049.00 97.77

13 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLmK 4,650,000,000.00 4,431,167,724.00 95.29

14 PIMPINAN SETDA 31,100,000,000.00 26,189,616,280.00 84.21

15 BIRO PEMERINTAHAN 116,364,828,700.00 85,663,749,929.00 73.62

16 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2,950,000,000.00 2,875,286,485.00 97.47

17
BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN 3,236,719,780.00 3,159,248,938.00 97.61
EKONOMI

18 BIRO PP DAN KESRA 8,829,941,000.00 8,412,762,880.00 95.28

19 BIRO UMUM 16,880,000,000.00 16,132,275,224.00 95.57

20 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 9,088,649,790.00 8,889,441,114.00 97.81

21 SEKRETARIAT DPRD 40,000,000,000.00 33,959,897,969.00 84.90

22 DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12,850,000,000.00 12,360,949,184.00 96.19

23 INSPEKTORAT 5,850,000,000.00 5,792,242,471.00 99.01

24 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 8,832,250,000.00 8,563,438,412.00 96.96
PELAl1HAN DAERAH

25 KANTOR PERWAKILAN JAKARTA 3,820,000,000.00 3,636,897,833.00 95.21

26 KANTOR SATPOL PP DAN UNMA5 4,000,000,000.00 3,947,406,995.00 98.69

27 5EKRETARIAT DP KORPRI 2,775,000,000.00 2,617,129,082.00 94.31

28 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PU 4,150,000,000.00 3,953,317,694.00 95.26

29 BPM-PDT 22,066,454,750.00 21,685,565,927.00 98.27

30 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ASET DAERAH 2,700,000,000.00 2,482,117,593.00 91.93

31 D!NAS PERTANIAN TPH 34,677,765,250.00 32,800,874,889.00 94.59

32 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 19,399,027,430.00 18,226,583,461.00 93.96

33 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN 4,980,442,900.00 4,751,480,184.00 95.40

34 DINAS KEHUTANAN DAN E5DM e,847,286,OOO.00 8,420,834,171.00 95.18

35 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 22,261,788,000.00 20,682,830,566.00 92.91
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2.4. Masalah dan Tantangan Pokok 2017

Masalah utama pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang yang perlu

menjadi perhatian adalah mengupayakan pencapaian target dari Indlkator

pembangunan yang masih rendah atau belum tercapal sesual target yang

ditetapkan. Sementara untuk masalah dan tantangan pada tiap Misi yang perlu

terus direduksi adalah sebagai berikut :

Permasalahan pada Misi Pertama adalah:
Perekonomian, Perekonomian Provinsi Gorontalo dinilai sudah cukup baik. Hal ini

ditunjukkan dengan pertumbuhan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2015 masih

berada di angka 6,23 persen, masih diatas rata-rata nasional. Namun pencapaian

pertumbuhan ekonomi Ini berbanding terbalik dengan pemerataan pertumbuhan

antar sektor. Sumber pertumbuhan sebagian besar masih berasal dari belanja

pemerintah daerah, sedangkan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa

perusahaan dan pertambangan masih perlu menjadi perhatian, pembangunan

sudah harus mendorong meningkatnya kinerja sektor-sektor sekunder, sebab

sektor primer sangat terpengaruh pada kondisi cuaca dan alam. Untuk itu

tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah

dengan pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat

perlu terus ditingkatkan.

Ekonomi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor primer pertanian, walaupun

pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung dan berkeadilan,

kondisi tersebut ditunjukan melalui Indeks Gini Provinsi Gorontalo tahun 2015 yang

berada di angka 0,32. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemeratan pendapatan

relatif membaik, walaupun belum bisa tercapai sepenuhnya, kesenjangannya masih

cukup moderat dan tidak terlalu berubah dibandingkan tahun 2014 yang nilai

koefisien Gini berada pada angka 0,40 sehingga pertumbuhan ekonomi belum

bermanfaat positif buat sebagaian besar masyarakat. Untuk itu kedepan

diharapkan berangsur - angsur pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengembangkan perekonomian

Gorontalo, adalah rendahnya niiai tam bah dari produktivitas perekonomian

masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan

terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang

kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan ~~hingga

ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.
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Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas

unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah

kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfatkan secara memadai untuk

mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah,

terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah.

Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah

tangga, industri kedl dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa

bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat

ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.

Salah satu terobosan daerah dalam pengembangan perekonomian adalah

mengembangkan Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan

Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo-Paguyaman-Kwandang

(Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkan KEK adalah menyediakan

suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi

tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas

ekspor. Arah kebijakan ini diambil karena juga sesuai dengan arah kebijakan

industri nasional yang mengarahkan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.

Disamping itu, untuk menggerakkan kembali sektor-sektor primer, pemerintah

Provinsi Gorontalo telah menggagas program pertanian terpadu untuk 5 (lima)

lokasi, yaitu Kabupaten Boalemo yang berpusat di Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Pohuwato berlokasi di Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo di

Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Sumalata dan

Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Kecamatan Suwawa. Rancang bangun

program pertanian terpadu telah di gagas tahun 2014 dengan melibatkan beberapa
. ,

SKPDteknis, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015.

Infrastruktur, pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus

meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan

ekonomi masyarakat, yaitu :

Transportasi. masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan

infrastruktur perhungan darat, laut dan udara. Kondisi jalan provinsi hingga tahun

2015 sepanjang 432,51 dimana dari panjang jalan tersebut yang kondisinya baik

sepanjang 177,97 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 21,42 Km, dalam kondisi

rusak ringan sepanjang 38,20 Km dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 84,98.

dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka seperti ruas Tapa-

atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggula 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-

Pentadu 16,20 Km) pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan
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percepatan mobilitas kegiatan ekonornl daerah, khususnya dari sentra produksl

menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut

mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan - pelabuhan yang ada juga

memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi

sektor transportasi laut terhadap ekonomi daerah. Meningkatkan kapasitas bongkar

muat di pelabuhan Gorontalo, keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan

Marisa, serta pelabuhan Tilamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi

tantangan. untuk bisa diwujudkan. Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan

pengumpul dan pendistribusi dikawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan

Tilamuta dan Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan

Anggrek terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas

bongkar/muat barang cargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung. Keunggulan

pelabuhan ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan negara-negara tetangga

dibandingkan dengan pelabuhan Bitung seperti Malaysia, Philipina, Korea dan

Jepang Sedangkan Pelabuhan Kwandang melayani antar pulau utamanya angkutan

ternak sapi. Bandar udara Djalaluddin, juga menjadi prioritas daerah dalam

meningkatkan sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju

bandara International menjadi tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Infrastruktur Pertanian. Rencana pembangunan waduk Bone Hulu dan

Bendung Bolango Hulu menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja sektor

pertanian, hal ini dikarenakan ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan

embung di daerah masih rendah. Masih banyal<sawah dan lahan perkebunan serta

lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak clapat diairi. Pembangunan teknologi

tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan

pertanian yang sulit air.

Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana

penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan

kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan

Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi

perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor

pertanian merupakan sektor unggulan sebagal prime mover pembangunan

ekonomi daerah.

Energy Ketenagalistrikan. Sejak berdirinya Provinsi Gorontalo telah dihgdapkan

pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, namun di tah4n 2015

setelah beroperasinya PLTU Molotabu, PLTG Paguat dan adanva pengoperasian

kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) deng2in kapastasi 120

MW untuk memenuhi kekurangan, Iistrik di wilayah Gorontaio-Su!awesi U~ra dan

hasilnya saat ini Gorontalo surplus energi listrik 20 ~~W.Terpenuhinya kebutuhan
'}
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listrik tersebut melum mengindikasikan kemandirian industry ketenagalistrikan di

Gorontalo, sebab tambahan energi tersebut masih berasal dari suplai energy Iistrik

interkoneksi Suluttenggo dan pengoperasian kapal MVPPtidaklah permanen, untuk

itu diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan sumber penggunaan

Iistrik di perdesaan dan mempercepat pembangunan PLTU Anggrek agar dapat

segera beroperasi, serta mendorong percepatan pembangunan PLTG Gorontalo 2

untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi listrik akibat meningkatnya

investasi di daerah.

Perumahan dan Pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan

perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan

prasarana dan sarana dasar perumahan seperti Iingkungan yang sehat, drainase

dan persampahan, menurunnya kualitas pemukiman dan belum optimalnya

kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan

perumahan adalah hal-hal yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam

pembangunan perumahan dan pemukiman. Kedepan prioritas pembangunan

perumahan diarahkan pada pembangunan perumahan swadaya baik melalui APBD

maupun APBN dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan.

Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data Badan Pusat

statistil< Hingga tahun 2015, persentase penduduk dengan akses sanitasi yang

layak baru mencapai 54,96 persen dan persentase rumah tangga pengguna air

bersih yang sehat baru mencapai 66,47 persen. Ini menunjukkan bahwa masih

rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah

tangganya sehari-hari di Gorontalo dan masih ada sekitar separuh rumah tangga

yang belum memiliki sanitasi yang baik, hal ini menjadi tantangan dalam

pembangunan untuk terus ditingkatkan ditingkatkan.

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Saat ini metode penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan, dimana pada tahun 2013

IPM Gorontalo mencapai 71,77 namun dengan metode baru berubah menjadi

64,70 point dan pada tahun 2014 IPM Gorontalo mencapai 65,17. Indeks

Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit mencerminkan kinerja

pembangunan rnanusia yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan

pendapatan, indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan manusia suatu

wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang- sehat dan berumur panjang,

berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang

memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tantangan terbesar Gorontalo dalam

meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan I<ualitas
\

pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riB agpr bisa

memberikan multiplier effect kepada masyarakat secara luas. Penpapatan

masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daera~ dalam
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menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelanearan akses lalu

Iintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal

lain yang eukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih

terbatasnya kredit bagi usaha keeil menengah dan tingginya tingkat bunga bank

masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Pariwisata, Prov:nsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang cukup memadai,

namun pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa ma5alah antara lain

adalah daya saing pariwisata yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan

destinasi pariwisata, belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata,

pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif, dan terbatasnya 5umber

daya manusia bidang pariwisata. Dari permasalahan tersebut, maka tantangan

bidang kepariwisataan adalah meneiptakan iklim usaha di bidang pariwisata,

meningkatkan promosi dan pemasaran berb~sis informasi dan teknologi.

Disamping itu pengembangan kawasan pariwisata strategis difokuskan pada

pengembangan objek wisata unggulan sebagai Prime Mover Pembangunan

pariwisata. Untuk tahun 2014 telah disusun masterplan kawasan Olele dan

Botutonuo.

Pengembangan UMKM dan Koperasl, Tantangan kedepan dalam upaya

mengernbangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri

Keeil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para

pelaku pasar di daerah dari pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer,

memaeu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang

Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan

peran Perbankan selaku Agent of Development guna penguatan modal usaha;

kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan

kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi hingga tahun 2015 masih

bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap

permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM.

Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah

iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak k~pada KUMKM masih berlaku.
,

Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM

sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

Investasi Daerah, Seeara makro, perkembangan ekonomi Gorontalo telah

menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi Gorontalo masih eukup tinggi,

tumbuh 6,23 persen pada tahun 2015. Namun, struktur perekonomian tersebut

dibentul< oleh investasi Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan

infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum

harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peratur~n pusat
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.dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retrlbusi yang membebani

pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan

infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dlpenuhi

untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang,

serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah.

Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan

pernerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran

pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi,

meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku

usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran

pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

lokal dan penyediaan energi dan lnfrastruktur adalah hal-hal yang menjadi

tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

Permasalahan Pada Misi Kedua
Pendidikan, Prodira merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam

rangka peningkatan sektor Pendidikan di Provinsi Gorontalo yaitu dengan

pemberian subsidi pendidikan. Namun sektor pendidikan ini masih dihadapkan oleh

berbagai permasalahan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor

pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh

pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih

rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum

efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan belum terwujudnya

pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta

peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses

terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru,

meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan

manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara

umum untuk meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan dar; pendidikan dasar

hingga atas. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan

formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal,

pemberian soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan

sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terb~tasnya

aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada. ~
kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpe~cil dan

perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak Yang sesuai standar masih
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terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya

kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum

terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pemblayaan

kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran

sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi

sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan

masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada

balita, sanitasl dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang

kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan;

ditambah lagl dengan permasalahan manajerial dalam slnkronisasi perencanaan.

kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi

lintas sektori pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum

dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di

Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus

dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Pell'masalahan Pada Misi Ketiga
Pertanlan secara luas, Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan

pada permasalahan rendahnya produktivitas disektor pertanian yang berimpilikasi

pada rendahnya pendapatan petani. Pendapatan petani sangat f1uktuatif dan

cenderung rendah, selama empat tahun terakhir pendapatan rill petani bila dilihat

dari NTP tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2012

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo sebesar 102,34, turun menjadi 101,07

ditahun 2013 dan terus merosot menjadi 100,62 ditahun 2014 dan kembali naik

ditahun 2015 menjadi 102,43. Hal ini menunjukkan pendapatan yang diterima

petani dari sektor pertanian hanya sedikit lebih tinggi dibanding pengeluarannya

dan dari tahun ketahun perubahannya tidak terlalu signifikan.

lidak ada surplus usaha yang berarti bagi petani mengakibatkan sektor pertanian

semakin terpinggirkan. Hasil dari sensus pertanian menyatakan bahwa selama 10

tahun terakhir terjadi pengurangan RTUP dari 133.083 RTUP tahun 2003 menjadi

122.515 ditahun 2013. Penurunan tersebut terjadi dihampir seluruh sub sektor

pertanian. Potret ini mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk

seiring berkembangnya sektor industry dan jasa. Permasalahan lainnya disektor

pertanian adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry dan perumahan. Hal ini

menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha

pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha

pertanlan masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya

kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yal1g makin

menyempit.
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Tantangan kedepan dari pengembangan sektor pertanian secara luas adalah

meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan

I<ehutanan yang nantinya akan berdampak positlf dalam menjamln ketahanan

pangan daerah, Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka

memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya

loka!. Kedepan masih terus dilakukan' perbaikan dan pembangunan infrastruktur

lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana

produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian;

mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani;

meningkatkan pemanfaatan teknologii membuka akses pembiayaan pertanian

dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan

meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian

swasembada daging sapii memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di

perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektifi

membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk

memperbaiki dan menjngkatkan kesuburan tanah; mengtJpayakan adaptasi

terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; kemiskinan,

pengangguran, dan rawan pangani memperkuat kemampuan untuk bersaing di

pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis

globali serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati

generasi penerus,

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, dampak perubahan iklim

merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana

alam di Gorontalo, Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih

rendahnya usaha preventif didalarn memperkecil kemungkinan timbulnya bencana,

masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan

pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan

Iingkungan serta pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, sehingga

kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat

sehingga menyebabkan banjir, Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan,

kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase

perlu diperbaiki, sehingga potensi banjlr bisa diperkecil. Demikian halnya dengan

kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota,

yang harus terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana

yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem' perencanaan pembangunan,

dan peningkatan kapasitas penanganan I<edaruratan Satuan Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi
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spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan

kuantitasnya.
Dari aspek pengendalian kerusakan Iingkungan, masalah dan tantangan pokok

yang dihadapi adalah: (I) kecenderungan meningkatnya pencemaran Iingkungan~

(ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola;

masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belurn terpadunya kebijakan

pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah

dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan

hutan; (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan

konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang.

Permasalahan Pada Misi Keempat
Sosial, Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial

(ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial,

kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha

dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang

rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat

yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang

menjadi perhatian dalam urusan sosial.

Kebudayaan, Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya

kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi, Rendahnya apresiasi

warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah, Masih

kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah

merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kebudayaan daerah.

Pemuda dan olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga masih akan

dihadapkan pada. permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif

pemuda serta budaya dan prestasi olahraga. Berdasarkan itu, maka tantangan

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun mendatang adalah

meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan

agen perubahan, menanggulangi mClsalah-masalah sosial seperti kriminalitas,

premanisine, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA),

serta penularan HIV dan AIDS, meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk

usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka

(TPT) usia 15 tahun ke atas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

olahraga, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga, meningkatkan

jumlah dan kualias SDM keolahragaan, meningkatkan upaya pembibitan atlet

unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan

tenaga keolahragaan yang berprestasi.
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Permasalahan Pada Misi Kelima
Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program

prioritas Iintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik Itu oleh

kementerian/lembaga dl pusat, maupun dinas teknis dl tingkat daerah yang

didukung oleh para plhak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya

masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat

kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan

dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensl non

pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasH akhir dari berbagai upaya yang

dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada

tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun

sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, jumlah penduduk

miskin pada tahun 2015 sebesar 206.513 jiwa atau 18,16 persen penduduk yang

berada dibawah garis kemiskinan.

Masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka

mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk

miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat

rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping

itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini

belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi

masyarakat miskin.

Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin

pedesaan sebesar 24,17 persen sedangkan perkotaan. sebesar 6,44 persen. Darl

data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada

dipedesaan. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan

pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya

dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu

diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan

masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Umum, upaya meningkatkan capaian dalam hal otonomi daerah,

dan peningkatan pelayanan pada masyarakat persoalan yang masih mengemuka

adalah:
1. Efesiensi kelembagaan perangkat pemerintahan daerah masih perlu

ditingkatkan;
2. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih

perlu diperbaiki dengan Revolusi Mental;
3. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;

4. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah;

5. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik;
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahCln;,
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7. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil~hasil kajian yang berkontribusi
pada pembangunan daerah;

8. Kualitas aparatur daerah belum memadai;
9. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah;
10. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal;
11. Jumlah peneliti belum memadai;
12. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai;
13. Tenaga fungsional belum ada;
14. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia;
15. Perubahan political will pemerintah terhadap penelitian;
16. Hasil-hasil penelitian yang lebih berkualitas dihasilkan oleh lembaga-Iembaga

penelitian lainnya.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka

panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan

yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah

secara menyeluruh.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Perekonomian Gorontalo tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp28.538,48 miliar dan

PDRBperkapita mencapai Rp25,18 juta atau US$1.882,57.

Ekonomi Gorontalo tahun 2015 tumbuh 6,23 persen melambat dibanding tahun 2014

sebesar 7,27 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,64 persen. Dari sisi

pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,85 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 bila

dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-n tumbuh sebesar 7,67 persen, lebih lambat

bila dibandingkan periode yang sarna tahun sebelumnya yang sebesar 8,09 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2015 mengalami kontraksi -3,38 persen bila

dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan

oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang

tumbuh minus 14,05 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen

Ekspor.

Struktur perekonomian Gorontalo menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi

oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,09

persen); Konstruksi (12,35 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi

MobH-Sepeda Motor (10,51 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber

pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

memiliki sumbel' perturnbuhan tertinggi sebesar 1,58 persen, diikuti Konstruksi

sebesar 1,16 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi MObil-Sepeda

Motor sebesar 0,60 persen.
Tabel3.1

Nilai PDRB dan Laju Pertumbul1an Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 & 2015 (Tahun Dasar 2010)

Haraa Berlaku Haraa Konstan
Lapangan Usaha Triw IV- Triw III- Triw IV- Triw IV- Triw III- Triw IV-

2014 2015 2015 2014 2015 2015
(1) (2) (3\ (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan 2206,10 2865,75 2516,73 1743,22 2151,40 1849,04
Perikanan

B Pertambanoan dan Penaadlian 8766 9818 9817 7085 7577 77 08
C Industri Penoolahan 27617 30446 313 31 21572 22093 22508
D Penoadaan Listrik dan Gas 277 240 285 447 379 393
E Pengadaan Air, Pengelolaan 3,27 3,54 3,82 2,51 2,65 2,77

Samoah Limbah dan Daur
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Ulang
F Konstruksi 82e 80 89809 990 10 66953 68691 74559
G PerdaganganBesardan 649,59 786,26 801,59 526,91 585,51 584,76

Eceran; ReparaslMobil dan
SeoedaMotor

H Transoortasi dan Peraudangan 41835 464 01 472 50 32290 33938 340,62
I PenyediaanAkomodasidan 140,97 1.66,45 170,71 113,24 123,90 125,74

MakanMinum
J Informasi dan Komunikasi 16111 18689 19143 151.79 16417 16656
K Jasa Keuangandan Asuransi 24819 27300 28288 195.43 20527 21209
L RealEstate 12080 13809 144 75 10207 10745 11207
MN JasaPerusahaan 635 718 738 514 539 544
0 Administrasi Pemerintahan, 586,28 636,94 640,05 505,99 516,77 526,77

Pertahanandan Jaminan 50sial
Wajib

P Jasa Pendidikan "J7574 30544 322.46 230,70 244.46 253,53
Q JasaKesehatandan Kegiatan 233,36 257,21 271,79 191,50 201,89 209,42

50sial
R,S, Jasa lainnya 109,76 123,30 126,82 95,06 99,91 101,09
TU
Produk Domestik Regional Bruto 6.355,27 7,517,18 7.357,32 5.147,04 5.735,56 5.541,58
(PDRB)

Sumber: Badan Pusat Statistik Goronta/o

Tabel3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Perturnbuhan PDRB

Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2013-2015 (persen)

Triw III- 2015 Triw IV-2015 Triw IV-2015
Lapangan Usaha Terhadap Triw Terhadap Triw 'Terhadap Triw

II-2015 III-2015 IV-2014
(1) (2) (3) (4)

A Pertanian, Kehutanan, dan 8,02 - 14,05 6,07
Perikanan

B Pertambanqan dan Penqqalian 359 173 8.80
C Industri Penqolahan - 0 58 188 4,34
D Penaadaan Listrik dan Gas - 4 T/ 389 - 11,96
E Pengadaan Air, Pengelolaan 3,47 4,24 10,01

Sampah, Limbah dan Daur
Ulanq

F Konstruksi 489 854 11.36
G Perdagangan Besar dan 4,11 - 0,13 10,98

Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

H TransDortasi dan Perqudanqan 391 036 5,49
I Penyediaan Akomodasi dan 4,16 1,48 11,04

Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 315 146 973
K Jasa Keuanqan dan Asuransi 168 333 853
L Real Estate 199 429 980
M,N Jasa Perusahaan 207 095 585
0 Administrasi Pemerintahan, 9,78 1,93 4,11

Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waiib

P Jasa Pendidikan 503 3,71 989
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2,03 3,73 9,35

Sosial ----------R,5, Jasa lainnya 3,11 1,18 6,34
T.U
Produk Domestik Regional Bruto 5,70 - 3,38 7,67
(PDRB),

Sumber " Badan Pusat Statistik Provinsi Goronta/o

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan

indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan

yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di vyilayah

yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan fal<tor

produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor

produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar qengan
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PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data

pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun

peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.3 dibawah belum

menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum.

Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas

dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel3.3
PDRBPerkapita Gorontalo Tahun Dasar 2010

Tahun 2014 - 2015
PDRBPerkapita 2014 2015

Atas Dasar Harga Berlaku
22.582.378,74 25.183.152,21(Rupiah)

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Inflasi, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2015 secara

umum menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan harga paling besar terjadi di ikan

segar, hal ini dikarenakan adanyan musim angin. barat di Teluk Tomini yang

menyebabkan penurunan dalam penangkapan ikan. Berdasarkan hasil pemantauan

BPS Provinsi Gorontalo, pada bulan Desember 2015 terjadi inflasi sebesar 1,89

persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 117,99 pada bulan

November 2015 menjadi 120,22 pada bulan Desember 2015. Laju inflasi tahun

kalender 2015 sebesar 4,30 persen dan inflasi "year on yeal' (Desember 2015

terhadap Desember 2014) sebesar 4,30 persen.

Inflasi Kota Gorontalo menjadi barometer inflasi yang terjadi di ProvinsiGorontalo.

Inflasi di kota Gorontalo pada tahun 2015 terjadi karena adanya kenaikan harga

yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 7,22

persen, kelompok makanan jadi sebesar 0,2 persen, kelompok perumahan, air,

Iistrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,44 persen, kelompok sandang sebesar 0,14

persen, kelompok kesehatan sebesar 0,34 persen, kelompok pendidikan, rekreasi,

dan olahraga sebesar 0,06 persen, dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa

keuangan sebesar 0,33 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Desember

2015 antara lain: beras, ayam hidup, daging ayam ras, bubara, cakalang/sisik, cumi-

cumi, deho, ekor kuning, kakap merah, kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-

aso, layang/benggol, malalugis/sohiri, selar/tude, tuna, udang basah, nike, telur

ayam kampung, telur ayam ras, daun bawang, kacang panjang, ketimun, tomat

sayur, wortel, apel, pepaya, pisang, bawang merah, bawang putih, gula merah,

kemiri, lada/merica, cabai merah, cabai rawit, jahe, margarine, bahan agar-agar,

kerupuk udang, capcai, gula pasir, cat kayu/cat besi, cat' tembok, semen, kusem,

tarif listrik, kipas, angin, dispenser, magic com, kompr, sabun cair/cuci piring, sabun

detergen bubuk, baju muslim laki-Iaki, baju muslim wanita, blus, sandal karet

wanita, sepatu anak-anak, ob'at dengan resep, obat batuk, tarif gunting ramb4t pria,

III-3

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



II KKPOPEKUBAHAN PKOYlNSI GOKONTALD rARUN 20/7

tarif gunting rambut wanita, parfum, sabun mandi cair, sabun wajah, personal

komputer/dekstop, laptop/notebook, angkutan udara, dan mobil.

Tabel3.4
Laju Inflasi Kota Gorontalo Desember 2015, Tahun Kalender 2015 dan

Desember 2015 Terhadap Desember 2014 menurut Kelompok
Penaeluaran (2012 = 1001

Inflasi Laju

Kelompok / Sub
IHK IHK IHK Desember '15 Inflasi YoY

No Desember November Desember Thn
kelompok (P to P) kalender

2014 2015 2015 1) 2) 3)
1 2 3 4 5 6 7 8

UMUM 11526 117.99 120,22 1,89 4,30 4,30
1 Bahan Makanan 112.27 116.59 125,01 722 1135 11.35
2 Makanan Jadi, 116,65 124,19 124,44 0,20 6,68 6,68

Minuman, Rokok dan
Tembakau

3 Perumahan, Air, 112,2.1 114,36 114,86 0,44 2,36 2,36
Listrik, Gas dan Bahan
Bakar

4 Sandana 10811 110.70 110,85 0.14 2,53 253
5 Kesehatan 11211 114,91 115.30 0.34 2.85 285
6 Pendidikan Rekreasi 104,96 108,03 108,10 0,06 2,99 2,99

dan Olahraqa
7 Transpor, komunikasi 128,30 125,90 126,32 0,33 -1,54 -1,54

dan jasa keuangan
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
1) In/lasl Point to Point (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2015 terhadap Indeks November 2015
2) LaJuIn/lasl/ In/lasl Tahun kalender- Perubahan Indeks Desember 2015 terhadop Indeks Desember 2014
3) In/lnsl Year on Year (Y emy). Perubahan Indeks Desember 2015 terhadap Indeks Dcsember 2014

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember

2015 antara lain: ketela pohon, tepung terigu, bandeng/bolu, cakalang asap, susu

bubuk, susu kental manis, susu untuk balita, susu untuk bayi, bayam, kangkung, kol

putih/kubis, sawi hijau, terong panjang, kacang tanah, jeruk, nanas, jeruk

nipis/limau, kunyit, kelapa, minyak goreng, kayu lapis, seng, emas perhiasaan, hand

body lotion, dan bensin. Pada bulan Desember 2015 masing-masing kelompok

komoditas yang memberikan andil/surnbangan inflasi adalah sebagai berikut:

kelompok bahan makanan sebesar 1,6473 persen, kelompok makanan jadi,

minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,0321 persen, kelompok perumahan, air,

listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,1215 persen, kelompok sandang sebesar 0,0069

persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0138 persen, kelompok pendidikan, rekreasi,

dan olahraga sebesar 0,0034 persen, dan kelornpok transpor, komunikasi, dan jasa

keuangan sebesar 0,0656 persen.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau Gini

Ratio telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran

masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat

ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun

tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPSberada di angka 0,43 bisa ditekall hingga

turun pada angka 0,40 di tahun 2014 dan membaik di tahun 2015 di ang~a 0,32.

"-,
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Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara lapisan penduduk

di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir.

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi

ketenagakerjaan dan kemlskinan.

Pengangguran, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada

Agustus 2015 mencapai 4,65 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan

dibandingkan TPT Februari 2015 sebesar 3,06 persen atau TPT Agustus 2014

sebesar 4,18 persen. Sementara jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang

bekerja pada Agustus 2015 sebesar 813.506 orang, meningkat sebesar 8.875 orang

dari keadaan Februari 2015 sebesar 804.631, dan juga mengalami peningkatan

sebesar 17.689 orang dari Agustus 2014 yang berjumlah 795.817. Uraian jelas

mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel3.5
Penduduk usia 15 tahun keatas menu rut Jenis kegiatan

2014 2015
Kegiatan Utama

Februari Aaustus Februari Aaustus
Anakatan Kena 520.643 500.056 534.012 517.788
Bekena 507.939 479.137 517.687 493.687
Penaanaauran 12.704 20.919 16.325 24.101
Bukan Anakatan Kena 265.280 295.761 270.619 295.718

Sekolah 80.375 84.448 70.311 78.825
Menqurus Rmah Tanaaa 148.680 174.438 166.751 185.526
Lainnva 36.225 36.875 33.557 31.367

Total Penduduk Berumur 15 Tahun 785.923 795.817 804.631 813.506
ke atas
Tingkat Pengangguran Terbuka 2.44 4.18 3.06 4.65

Tinakat Kesemoatan Keria 97.56 95.82 96.94 95.35
Tinakat Partisioasi Anakatan Kerja 6625 62.84 66.37 63.65

Sumber: BPS Provinsi Goronta/o

Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun

2015 sebesar 18,16 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2015

sebesar 18,32 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 persen. Jumlah

penduduk miskin September 2015 di Provinsi Gorontalo sebanyak 206.513 jiwa,

sementara jumlah penduduk miskin Maret 2015 sebanyak 206.843 jiwa. Dengan

demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2015-

September 2015 berkurang sebanyak 330 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk

miskin di perkotaan mef;lgalami kenaikan, sedangkan di perdesaan mengalami

penurunan. Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 1.642 jiwa,

sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 1.972 iwa.

Sebagaimana dikernukakan diatas bahwa pada periode Maret 2015-September

2015 terjadi penurunan persentase pellduduk miskin dari 18,32 persen menjadi

18,16 persen, yang juga diikuti dengan turunnya jumlah penduduk rniskin.

Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks

Kedalaman Kemiskinan (Pi) menjadi 3,076 pada September 2015, .. yang
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sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 3,967. Kondisi ini menggambarkan bahwa

rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis

kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo

terjadi penurunan dari 1,243 pada Maret 2015 menjadi 0,877 pada September

2015. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara

penduduk miskin itu sendiri semakin ked!.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2015 sebesar Rp263.652 per

kapita per bulan dan pada September 2015 menjadi Rp274.961 per kapita per

bulan, yang berarti naik sebesar Rp11.309 per kapita per bulan atau naik sebesar

4,29 persen.

Pada September 2015, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp201.515 dan

perdesaan sebesar Rp216.687. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di

perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila

diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp73.066 dan perdesaan

sebesar Rp58.476 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi.

Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh

lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh

kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian,

perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah

perdesaan.

BUa dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis

Kemiskinan di perkotaan September 2015 sebesar Rp274.581 per kapita per bulan

dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp275.163 per kapita per bulan.

Tabel3.6
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menu rut Daerah

Tahun 2015

Rirvcian Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Makanan Bukan Makanan Total

Perkotaan
Maret 2015 191.995 71.293 263.288

Seotember 2015 201.515 73.066 274.581
Perubahan (%) 4,96 2.49 429
Perdesaan

Maret 2015 207,980 55.866 263.846
September 2015 216.687 58.476 275.163
Perubahan(o/~ 4,19 4.67 429
Kota+Desa
Maret 2015 202.433 61.220 263.652
September 2015 211.422 63.539 274.961

4,44 3,79 4,29
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Selain indikator kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin

yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan, sebenarnya terdapat dimensi
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J.

lain atalJ indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman

Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks.

Periode Maret 2015-September 2015 terjadi penurunan persentase penduduk miskin

dari 18,32 persen menjadi 18,16 persen, yang juga diikuti dengan turunnya jumlah

penduduk miskin. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-

rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kerniskinan. Dapat dilihat bahwa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 3,076 pada September 2015, yang

sebelumnya pada Maret 2015 sebesar 3,967. Kondisi ini menggambarkan bahwa

rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis

kemiskinan.
Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan

dari 1,243 pada Maret 2015 menjadi 0,877 pada September 2015. Hal ini

menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu

sendiri semakin keeil.

Perubahan

-0,366

4
-0,891

0,8771,243

2
3,967

Indikator

1
Indeks Kedalaman Kemiskinan
P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan
P2
Sumber: BPS Provinsi Goronta/o

Tabel3.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsi Gorontalo Tahun 2015
Maret 2015 September

2015
3

3,076

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2015 yang masih

menunjukkan peningkatan yang baik, walauplln agak melemah dibanding tahun

2014 namun masih berada diatas eapaian pertumbuhan ekonomi secara nasional,

maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2016

diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel3.8
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2016

No Indikator Perkiraan capaian '(ahun 2016

1. Pertumbuhan Ekonomi 7.8 - 8.3 %

2. Inflasi 4 -7 %

3. Penduduk miskin 145- 12%

4. Tinakat oenaanaauran terbuka 3,75%

5. PDRB oer kapita ADHB (Rp) I 12.509.103
Sumber: RPJMD2012.2017 Provinsi Gorontalo

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEKPEREKONOMIANDAERAH2017 DAN TAHUN 2018

Global, Perkembangan ekonomi global berpengaruh eukup berarti terhadap

perekonomian Indonesia yang implikasi lanjutannya sampai ke daerah. Dalam

beberapa tahun terakhir, setelah mengalami krisis yang eukup berat, perekonomian
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Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014 mulai membaik. Namun

demikian perekonomian beberapa negara maju lainnya belum menunjukkan

perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan

ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalaml resesi.

Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga

komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam.

Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya Iikuiditas dunia

sejalan dengan kebijakan penguranganjpenghentian pembelian obligasi (tapering

off) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS.

Setelah melewati masa yang sulit pada 2014, negara-negara berkembang akan mulai

tumbuh tahun 2015 karena rendahnya harga minyak, menguatnya ekonomi Amerika,

suku bunga global yang rendah dan berkurangnya tekanan domestik di sebagian

negara-negara berkembang, berdasarkan prediksi Global Economic Prospect(GEP)

dari Kelompok Bank Dunia, bahwa setelah turnbuh sebanyak 2,6 persen pada 2014,

ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3 persen tahun 2015, 3,3 persen

di tahun 2016 dan 3,2 persen di tahun 2017. Negara-negara berkembang akan

tumbuh sekitar 4,4 persen pada 2014 dan bisa naik ke angka 4,8 persen pada 2015,

kemudian menguat ke angka 5,3 persen dan 5,4 persen pada 2016 dan 2017.

Di balik perbaikan ekonomi dunia yang berlangsung secara perlahan, ada beberapa

tren berbeda yang memiliki berbagai implikasi terhadap pertumbuhan global.

Aktivitas di Amerika 5erikat dan Inggris mulai meraih momentum bersamaan dengan

pasar tenaga kerja yang mulai membaik dan kebijakan moneter yang masih sangat

akomodatif. Tapi belum ada perbaikan yang cukup berarti di Eropa dan Jepang,

karena kerusakan akibat krisis ekonomi yang lalu. Di sisi lain, Cina kini sangat

berhati-hati mengawal pelemahan pertumbuhan ekonominya, yakni sebesar 7,1

persen tahun ini (7,4 persen pada 2014), 7 persen pada 2016 dan 6,9 persen pada

2017. Ini semua masih ditambah dengan jatuhnya harga minyak yang sudah pasti

akan merugikan sekaligus menguntungkan sejumlah pihak.

Risiko-risiko yang ada membuat proyeksi ke depan masih cenderung menurun,

akibat empat faktor. Pertama adalah perdagangan global yang masih lemah. Kedua,

kemungkinan guncangan pada pasar finansial seiring dengan naiknya suku bunga

pada beberapa negara maju di waktu yang berbeda-beda. Ketiga adalah seberapa

jauh harga minyak yang rendah menggoyang keseimbangan finansial negara-negara

produsen minyak. Keempat, risiko dari periode stagnan atau deflasi di wilayah Eropa

atau Jepang yang berlangsung lama. "Yang mencemaskanl adalah macetnya

pertumbuhan di beberapa negara maju dan beberapa negara berpendapatan

menengah bisa jadi adalah gejala dari krisis ekonomi yang lebih terstruktur dan lebih

dalaml Seiring dengan melambatnya pertumbuhan penduduk di banyak negaral

jum/ah tenaga ketja muda berkurangl yang berdampak pada

menurunnya produktivitas. Tapi harapan masih ada. Rendahnya harga minyakl'.'
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mengurangi tingkat inflasi di se/uruh dunia dan diperkirakan akan menunda kenaikan

suku bunga di negara-negara maju. Ini menciptakan pe/uang bagi negara~negara

pengimpor minyak seperti Cina dan India; pertumbuhan India diperkirakan bisa

mencapai 7 persen pada 2016. Penting seka/i bagi sejum/ah negara untuk

memanfaatkan kesempatan dengafl me/akukan reformasi fiska/ dan struktura& yang

bisa mendorong pertumbuhan da/am jangka panjang dan pembangunan yang

ink/usif. "

Arus perdagangan rnasih lemah di tahun 2015. Sejak krisis finansial global,

perdagangan global telah menurun secara signifikan, hanya tumbuh kurang dari 4

persen pada 2013 dan 2014, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata sebelum krisis

yaitu sebesar 7 persen per tahun, pertumbuhan yang lemah ini disebabkan oleh

rendahnya permintaan dan berkurangnya sensitivitClS perdagangan dunia dalam

merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktivitas global. Perubahan

dalam rantai nilai global (global value chains) dan perubahan komposisi permintaan

impor bisa jadi telah berkontribusi pada rendahnya pertumbuhan perdagangan

global. Harga komoditas tetap rendah sepanjang 2015. Jatuhnya harga minyak yang

di luar kebiasaan pada paruh kedua tahun 2014 bjsa mengurangi tekanan inflasi

secara signifikan dan memperbaiki transaksi berjalan dan perimbangan fiskal di

negara-negara berkembang pengimpor minyak. "Harga minyak yang rendah

akan menyebabkan perpindahan pendapatan yang signifikan dari negara pengekspor

minyak kepada negara pengimpor minyak. Bagi eksj;ortir dan importir, harga minyak

yang rendah memberikan kesempatan uotuk mengambil langkah-Iangkah reformasi

yang bisa meningkatkan sumber daya fiskal dan membantu tujuan-

tujuan lingkungan hidup yang lebih luas.

Negara-negara berpendapatan menengah yang bisa mendapat keuntungan dari

jatuhnya harga minyak adalah India, dimana pertumbuhan diharapkan mencapai 6,4

persen pada tahun 2015 (dari 5,6 persen pada 2014) dan menanjak ke 7 persen

untuk 2016 dan 2017. Oi Brazil, Indonesia, Afrika Selatan dan Turki, jatuhnya harga

minyak akan membantu mengurangi inflasi dan mengurangi defisit transaksi berjalan

yang biasanya menjadi sumber kelemahan bagi negara-negara tersebut.

Bagaimana pun, rendahnya harga minyak akan memperlemah aktivitas di negara-

negara eksportir. Sebagai contoh, ekonomi Rusia akan tumbuh sekitar 2,9 persen

pada 2015, kemudian kembali ke zona positif pada 2016 dengan proyeksi

pertumbuhan 0,1 persen.
Kontras dengan negara-negara berpendapatan menengah, aktivitas ekonomi di

negara berpendapatan rendah justru menguat pada 2014 didukung oleh peningkatan

investasi sektor publik, perluasan sektor jasa secara siginifikan, panen yang baik dan

banyaknya dana yang masuk. Pertumbuhan di negara berpendapatan rendah

diharapkan tetap kuat sebesar 6 persen pada 2015 sampai 2017, m<;lskipun

rendahnya harga minyak dan komoditas akan menahan laju pertumbuhan ini

khususnya bagi negara-negara berpendapatan rendah pengekspor kornoditas.

"Ris/ko terhadap ekonomi global tetap ada. Negara dengan kerangka kebijakan yang
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/ebih kredibe/ dan pemerintah yang berorientasi pada reformasi akan /ebih mampu
" ,

menghadapi tantangan-tantangan 2015.

Ekonomi Nasional, Sejalan dengan pergerakan perekonomian global,

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 meiambat menjadi 5,1 pe:-sen di

tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari

sisi eksterna I perlambatan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dunia,

turunnya harga komoditas internasional, dan kebijakan pemerintah terkait dengan

pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan

tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya

disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan juga adanya penghematan

anggaran pengeluaran pemerintah. Namun demikian, meskipun melambat,

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi dibanding beberapa negara

lainnya, yang terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang

cukup tlnggi.

Perekonomian Indonesia tumbuh 4,79 persen di tahun 2015. Pertumbuhan terjadi

pada seluruh lapangan usaha, kecuali pert,3mbangan dan penggalian yang

terkontraksi 5,08 persen. Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha

yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,06 persen, diikuti oleh jasa

keuangan dan asuransi sebesar 8,53 persen dan jasa lainnya sebesar 8,08 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi

oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri pengolahan (20,84 persen);

petanian, kehutanan dan perikanan (13,52 per5en) dan perdagangan besar eceran,

reparasi mobil-sepeda motor (13,29 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015,
Industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi, sebesar 0,92 persen,

diikuti konstruksi sebesar 0,64 persen, dan pertanian sebesar 0,53 persen.

Ekonomi Gorontalo, Perekonomian Gorontalo pada tahun 2015 mengalami

perlambatan dibanding tahun 2014. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh

perlambatan pada lapangan usaha pertanian yang merupakan lapanga"n usaha

utama kontributor PDRBProvinsi Gorontalo.

Dari sisi penggunaan, perlambatan penggunaan ekonomi disebabkan adanya

penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan

konsumsi rumah tangga seiring adanya perlambatan kinerja lapangan usaha utama

di Gorontalo. Oi sisi lain, konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non profit

rumah tangga (LNPRT) mengalami percepatan pertumbuhan sesuai dengan upaya

percepatan realisasi anggaran pemerintah dan terkait dengan peningkatan aktifitas

menjelang pemilukada bersama yang direncanakan akan dilangsungkan pada akhir

tahun 2015. Sedangkan dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

menjadi salah satu sumber pertumbuhan di Provinsi Gorontalo. Akselerasi dari sisi
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investasi tersebut mendorong percepatan kinerja impor barang dan jasa terutama

komoditas penunjang investasi.

Berdasarkan berbagai prediksi dan capaian perekonomian global, nasional dan

Gorontalo, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo kedepan akan tetap

tumbuh positif atas implikasi dari efek musiman seperti Hari Raya Idul Adha, Hari

Raya Natal, menjelang tahun baru, serta even tahunan Provinsi antara lain Festival

Karawo 2016, perayaan hari ulang tahun provinsi Gorontalo, hari patriotik 23 Januari

serta akan dilaksanakannya hajatan pemilihan kepala daerah untuk Gubernur dan

Bupati Boalemo dlperkirakan memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah

tangga. Selain itu, faktor peningkatan dari sisi konsumsi pemerintah seiring dengan

meningkatnya alokasi anggaran (APBD) Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan

Kota serta kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk membiayai

berbagai kegiatan didaerah yang jika dlupayakan dapat memenuhi target realisasi

anggaran menjelang hingga berakhirnya tahun 2016 diyakini member:kan dampak

yang besar terhadap ,pembentukan ekonomi Gorontalo. Disamping itu, dengan

kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta mulai membaiknya

perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro pada tahun 2016 -

2017 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam

kondisi baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo

diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel.3.9
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2016 - 2017

Indikator
Proyeksi

2016 2017

Pertumbuhan Ekonomi 7.8 - 8.3% 7.8.8.5

Kemiskinan 14,5 - 12% 13-10

Tingkat Pengangguran Terbuka 3,75% 3.5%

PDRBPerkapita 12.509.103 13.309.103

Inflasi 5 - 6,5 % 5.8%

Sumber: RPJMD Provinsl Gorontalo 2012 - 2017

Kedepan Provinsi Gorontalo akan fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang

lebih stabil dan berkualitas dengan melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan

terutama pada sektor sekunder dan tersier dan pada upaya untuk mencapai

proyeksi perkonomian tersebut, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah

daerah adalah meningkatkan kesempatan kerja yang banyak, terutama yang bersifat

padat karya, lebih menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif

dengan program "Membangun Desa Dari Gorontalo", mengimplementasikan lebih

konkrit dan tepat sasaran untuk, program-program pengentasan kemiskinan

diantaranya program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan
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dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan

sebagainya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang

dilaksanakan melalui empat jalur strategi,' yaitu pertumbuhan (pro-growth),

. kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian

Iingkungan hidup (pro-environment) yang diartikan sebagai pembangunan yang

mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruhrnasyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan atau anggaran daerah didasarkan pada pendekatan kinerja dan

berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran

kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan

atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan

memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakim prinsip pengelolaan

keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan

serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan

secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dititik beratkan pada:

1. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo yang diarahkan kepada

ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua

potensi pendapatan semaksimal rnungkin digali agar mampu memenuhi seluruh

kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD

diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan

diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (e~tensifikasi). Beberapa langkah

strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan

Intensifikasi dan Eks~ensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah,

dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

2. Kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo diarahkan untuk mendukung

kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana

program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).

3. Arah pembiayaan Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menutup defisit dan

mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami

defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan

untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya,

apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan

dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang

diperkenankan oleh peraturan.
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3.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan

daerah untuk mengatur dan mengeiola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandlrian

pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang

dimilikinya.
Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah Di Provinsi Gorontalo proporsi

sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

kenaikan rata-rata 18.46% selama kurun waktu 2012-2016 (tabel 3.11), maka

perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan

datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan,

antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan

yang sah, dana perimbangan bagi hasH pajak dan bagi hasH bukan pajak,

sehingga dalarn kurun waktu-waktu mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat

mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh

daerah.
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 adalah

dengan terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah

khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah

penting yang dHakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung

potensinya secara sistematis dan rasional yang minimal mendekati angka riil,

disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dHakukan pula

melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Gorontalo seperti

laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapita dan kebijakan lainnya yang

berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tClhun anggaran 2017 senantiasa terus

memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan

dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping hal tersebut diatas, kebijakan anggaran pendapatan tahun 2017

sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah

"Mendorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan Indikator Kinerja

yaitu pengelolaan/penatausahaan penerimaan PAD yang akuntabel, tersedianya

Perda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta prosentase peningkatan

PAD yang signifikan.
Terkait dengan hal tersebut, maka pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi

khususnya oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(PKB-BBNKB) yang didasarkan antara lain pada RPJMD, RKPD, realisasi semester I

tahun anggaran 2016 (Tabel 3.10). Untuk pertumbuhan realisasi pendapatan ~elama

kurun waktu 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.11.
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Tabe13.10
Realisasi Anggaran Pendapatan

Semester I Tahun 2016

URAIAN ANGGARAN
REAUSASI

semester 12016 LEBIH I (KURANG) %
PENDAPATAN 1,682,037,855,814.69 928,189,087,632.35 (753,848,768,182.34) 55.18

PENDAPATAN ASU DAERAH 349,144,605,814.69 146,081,926,836.35 (203,062,678,978.34) 41.84

Pcndapatan Pa~k Daerah 319,889,262,401.65 129,416,596,839.00 (190,472,665,562.65) 40.46
HaSilRebibusi Daerah 5,000,000,000.00 2,481,981,227.00 (2,518,018,773.00) 49.64
HaSilPel)llelolaan Kekayaan ~erah ya~ l)pisahi(an 4,000,000,000.00 0.00 (4,000,000,000.00) 0,00

LairHain Peroapatan Asli ~erah ya~ Sah 20,255,343,413.04 14,183,348,770.35 (6,071,994,642.69) 70.02

DANA PERIMBANGAN 1,292,589,010,000.00 761,929,770,683.00 (530,659,239,317,00) 58.35

Bagi Ha~1PaJa~Bagi ~I Bukan Pajak 29,046,717,000.00 14,182,234,683.00 (14,864,482,317.00) 48.83

DanaAIct.a~ Umum 884,557,753,000.00 589,705,144,000.00 (294,852,609,000.00) 66.67
DanaAJclr.a~Khusus FlSik 152,985,140,000.00 45,895,542,000.00 (107,089,598,000,00) 30.00
Dara AJclr.a~Khusus Non R~k 225,999,400,000.00 112,146,850,000.00 (113,852,550,000.00) 49.62

LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 40,304,240,000.00 20,177,390,113.00 (20,126,849,887.00) 50.06

Pendapatan Hibah 500,000,000,00 275,270,113.00 (224,729,887.00) 55,05

Dana Penyesua~n (Dana Inmf Daerah) 39,804,240,000.00 19,902,120,000,00 (19,902,120,000,00) 50,00
SUmber: Dlnas KetJi1ngan dan A5et Pravlns! GoronIi1/o

Tabe13.11
Perkembangan Realisasi Pendapatan daerah

Tahun 2012-2016

% % % % Ralal

10 Uralan 2012 2011 --- 2014 -- 2015 -_. 2011 _ .....• _,.- .... , ".,-

! ~ ~ ! Kenalkan

1 PEMDAPATU 113,II1,U1,417.1l 1.012,155,121,111.11 12.79 1,201 ,041,411,212.14 14.17 1,111.324,242,119.15 14.11 1,182,031,&55,114.11 21.01 15.11

1.1 PAD 1&0,03$ ,311 ,122.1l 214,114,121,411.13 11.20 211,120,210,031.11 31.31 211,511,111,141.15 2.11 341,144,105,114.11 lUa 11.41

111 J>.iiiDiBal sa,068,663,005.oo 2oo,883,464.79~00 SSI 241,137,060,491.00 2303 260 ,996 ~6t660.oo ~61 3S,889~62,40165 22!.6 11.68

\12 RltribLllillaiJiIl 88,420.000.00 51\212,001.00 1lO.00 \961.03),132,00 244J6 4.072211,11>,00 1>7.02 5,000.000,000,00 22.18 18,54

IlIsiIPqelolairi
raa-ulllllaiJill)'ll 1,946,292,11100 3,1l\275,405.oo 1lO.00 4,000,000.000.00 2~14 3143

113 dlpimlll

\\4 LlirHanPADYIIl sill 1\882,293.111.83 13.&1,83),679.13 1>.15 ZO,869,801~66.54 134.58 21301,426~66.9S (30.981 20,2$,343,413,04 (494) 2135

1.2 Dana Pllinmangan 131,001,011,331.00 m,OIl,m,m.Oo 13.36 100,313,128 ,154.00 10.13 134,046,314,141.00 16.11 1,212 ,III ,010,000,00 31.31 11.82

DnBfClIIlIsilPliiil
3O,85B••51~35.oo 26,800,691,898.00 (13.'6) 23,660,330,654,00 (1112) 20,756,7113,119.00 (1223) 29,046,711,000.00 39.87 0,69

12.1 bagilalllbllarip~ii

122 DAU 582,110,302.000.00 652,284~610oo.oo 12.05 134~19.438,000.00 12,51 845,395,651000,00 15.13 884,iij),7Sl,OOO'OO 4.63 111>

12.3 DAKFisik 24,008.330.000.00 43,013,S10,000.00 lU 42.314,060.000.00 (149) 67,883.960.000,00 6020 fi2,985,140.oooDO 12536 65,81

DAKNonfilik
22~999,4OO,OOO.OO

Laln.laln
P,ndapalan Daarah 111,12 3 ,410 ,000 .00 115,142,111,311.00 (WI 126,116,450,170 .00 t.41 115,120,517,411.00 .U 40,304,240,e 00.00 (15.111 11.14)

1.3 yg Sah

13.1 Hbill 453,812~ g.oo 513,944,633,00 1lO,'lO 652,481.633.00 26.96 SlO,Ooo,ooo,OO (23.31) 2590

Dnp~dlll
t'6.123.470,OOO.00 16,389,040,000.00 (0.63) 126~013l5,931.oo 9.46 '65.068,119,866.00 30.69 39,804~40,ooo.00 (15.89) (9,091

132 otol'llniklull
BItIBl Wrgllldai
prolirl;i alii Pimla

13.3 Lli~
DinlPlllll18l1l
IItrastrlllhrdlllplilSll'll

13.4 daeril1
Dnllllllilm
PllllllallllllbllllGURU

u.s PNSD

13.8 l"nh~itllldlllldl'lI'lIl

SUmber: OlfIQS KetJi1ngi1n dan .4set Pravlns! GOImta/o
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Dari tabel diatas terlihat bahwa dari sisi perkembangan/ pertumbuhan, pendapatan

daerah selama periode 2012-2016 naik rata-rata 15/91% sedangkan PAD rata-rata

naik 18,46%. Walaupun dari kenaikan rata2 relatif tinggi, namun darl sisI realisasl

pendapatan per periode belum sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya dari

sisi PAD. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi PAD pada semester I Tahun 2016

(tabel 3.10) yang baru mencapai Rp.146,081,926,836.35 atau 41,84% dari target

anggaran PAD tahun 2016 sebesar Rp.349,144,605,814.69 sedangkan tahun 2015

sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI hanya mencapai Rp.289,557,151,141.95

atau 90.49% dari target anggaran PADtahun 2015 sebesar Rp.319,972,267,527.25.

Belum maksimalnya realisasi pendapatan khususnya dari PAD, dipengaruhi antara

lain oleh situasi perekonomian nasional dan daerah, kemampuan masyarakat dalam

membeli kendaraan bermotor, kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif pajak

kendaraan bermotor yang berbeda antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi,

kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi mobil murah, kebijakan uang

muka kendaraan berrnotor, f1uktuasi harga BBM serta beberapa faktor lainnya yang

berpengaruh terhadap penerimaan PAD Provinsi Gorontalo.

Kebijakan perencanaan pendapatan juga disesuaikan dengan regulasi atau

ketel1tuan perundang undangan yang berlaku (terbaru) yaitu Permendagri Nomor 31

Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, dengan beberapa hal

penting seperti yangdisampaikan dalam sosialisasi Permendagri 31 Tahun 2016 oleh

Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.
1. DHarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam

undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014.

2. Pendapatan yang sudah ditetapkan peruntukkannya (earmarking) disesuaikan

penggunaannya dalam belanja.

3. HasH Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja

yang memadai (performance based).

4. Alokasi Pendapatan dari Dana Bagi HasH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) antara lain

memperhatikan realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.

3.2.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah serta iebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Pertama Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah serta jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
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masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah.

Sumber penerlmaan daerah terdlrl atas 1). Pendapatan AsH Daerah (PAD) yang
terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan ml/lk Daerah

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadl peningkatan.

Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial,

politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan

terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu

disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu

mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para

petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan

kewajibannya.
Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan.

Sejalan dengan hal tersehut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan,

seperti koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait, peningkatan

sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan

pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan

agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun

kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih

terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti belum sepenuhnya

kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar

pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan

daerah yang kurang optimal.
Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang

dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan

daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat perbandingan

antara target pendapatan daerah. pada RPJMDdan target pendapatan daerah pada

KU-APBDTA 2017, yang belum terlarnpaui karena penganggaran dana perimbangan

masih didasarkan pada t.ahun 2016 diluar DAK Fisik. Target RPJMDdan KU-APBDTA

2017 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.12 dan tabel 3.13 berikut.
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Tabe13.12
Kapasitas RiiI Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan RPJMD 2012-2017

umber: RPJMD 2013.2017

Tabe13.13
Perbandingan Pendapatan Daerah

Pada APBD T.A 2016 dan KU-APBD T.A 2017

URAIAN APBD 2016 (RP)
BERTAMBAH I % KU.APBD 2017

%THD
(BERKURANG) TTL

PENDAPATAN 1,682,037,855,814.69 149,654,973,199.31 8.90 1,831,692,829,014.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 349,144,605,814.69 7,254,079,185.31 2.08 356,398,685,000.00 19.46

Pendapatan Pajak Daerah 319,889,262,40t65 6,209,422,598,35 1.94 326,098,685,000,00

Hasil Relribusi Daerah 5,000,000,000,00 1,000,000,000,00 20.00 6,000,000,000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 4,000,000,000,00 0,00 0.00 4.000,000,000,00
Dipisallkan
Lain-Iain Pendapatan Asfi Daerall yang Sail 20,255,343,413,04 44,656.586,96 0,22 20.300,000,000,00

DANAPERIMBANGAN 1,292,589,010,000,00 174,705,134,014.00 13.52 1,467,294,144,014.00 80.11

Bagi Hasil PajaklB8£aiHasil Bukan Pajak 29,046,717,000,00 4,644,460,000,00 15.99 33,691,177,000,00

Dana A10kasi Umum 884,557,753.000,00 135,222,665,014.00 15,29 1,019,780,418,014,00

Dana A10kasi Khusus Fisik 152.985,140.000,00 (46,176,140,000,00) (30,58) 106.209,000,000,00

Dana AIokasi Khusus Non Fisik 225,999,400,000,00 81,614.149,000,00 36.11 307,613,549.000,00

LAlN.LAlN PEi~DAPATAN DAERAH YANG 51 40,304,240,000.00 (32,304,240,000.00) (80,15) 8,000,000,000.00 0.44

Pendapatan Hibah 500,000,000,00 0,00 0.00 500,000,000,00

Dana Penyesuaian (Dana InsenlWDaerah) 39,804,240,000,00 (32,304,240,000,00) (81.16) 7,500,000,000.00

Sumber: DlfliJS Keuangan dan Aset Daerah
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Rp.146,081,926,836.35, walaupun dari sisi perkembangan realisasi 2012-2015

dan target 2016 tumbuh rata rata 18,46%.

4. Karena seluruh belanja sudah maksimal dan kebijakan pemerintah pusat dalam

menunda sebagian penyaluran DAU Provinsl Gorontalo Tahun 2016, maka tahun

2017 diperkirakan tidak akan terdapat SiLPAdengan jumlah yang signifikan yang

bersumber dari PAD, Dana Bagi HasHPajak/Bukan Pajak, DAU maupun belanja

daerah.

3.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2017, maka upaya-upaya

yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berlkut:

a. Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga

masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan

kemasyarakat;
b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang

dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya

PAD;
c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada

Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan

akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;

d. Meningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang

bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pendataan dan

penagihan atas potensi dan objek pajak alat berat;

e. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan

BBN-KB dan denda pajak;
f. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar

semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik;

g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat, SKPDPenghasil, Kabupaten/KotCl, POLRI;

h. fvlengoptimalkan kinerja BUMD/perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi

secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
i. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan

daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan

lebih tinggi;
j. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi Pendapatan ..Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi

daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;

k. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antarCl lain peningkatan peran perperintah

daerah dalam bidang perijinan;
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I. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer

kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek

pendapatan daerah;

m. Mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang

.efektif;

n. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah

rnelalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan

perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah

pendapatan daerah.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan

pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat

perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara

profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja

layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah

menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan

pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka

strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2017 diarahkan pada upaya sebagai

berikut:

1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi

daerah;

2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan

daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;

3) Peningkatan kualitas aparatur yang mengelola pendapatan daerah;

4) Optimalisasi sistem dan tata laksal"la pendapatan daerah, termasuk kualitas

hubungan dan kerja sama antar SKPDpenghasil;

5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui

koordinasi dan kemitraan;

6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan

penertiban;

7) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang

memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang

cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai

(SIPAMOR).

8) Pemantapan kelembagaan, dengan cara :

a) Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan

manajemen pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak.
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b) Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasl

Khusus untuk perikanan, pertanian dan perhubungan selain infrastruktur.

c) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan

potensi daerah.
d) Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan

pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.3 Belanja Dael'ah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri

dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan

pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan

peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip

prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas

utama pembangunan daerah, prins!p efisiensi dan efektifitas anggaran yang

mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala

prioritas.
Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik,

kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang, sentral karena

rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam

bentuk anggaran belanja. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya

anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada

perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga

mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam

prakteknya, anggaran defisitataupun surplus akan menjadi berimbang karena

adanya anggaran pembiayaan.
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.3.3.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total
perkiraan belanja daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerlntah

Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimllikl yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan

belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada tahun anggaran 2017 Pernerintah Provinsi Gorontalo tetap mengarahkan

kebijakan belanjanya untuk membiayai empat program utama pembangunan daerah

yalmi pada bldang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang

pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan

pada empat sektor yang menjadi fokus utama pembangunan daerah. Selain

diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan

untuk membiayal belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah

maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis

belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta

belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja

tidak terduga.
Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningl<atan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan

pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Peningkatan kllalitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam

pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017

disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada program

prioritas yang direncanakan. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output

dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan mempertimbangkan

potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkernbang.
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Belanja daerah diprioritaskan bagi programjkegiatan pembangunan yang bersifat

wajib dan mengikat.
Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan

program dan kegiatan, meliputi :

a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNSdan honorarium non PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa,untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material,

jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan

penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat

kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.

c.Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat

angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat

angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat

bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor,

perlengkapan kantor, komputer dan .lain-lain.

Arah kebijakan belanja daerah Provil1si Gorontalo tahun 2017 sebagaimana RPJMD

Provinsi Gorontalo 2012-2017, mengacu kepada v~si "Terwujudnya Percepatan

Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat

yang Berkeadilan di Provlnsi Gorontalo" dan program Kepala Daerah yang

pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dititikberatkan pada sektor :

• Pendidikan, diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar,

menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan (pendidikan gratis)

untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan

jumlah guru yang memadai.

• Kesehatan, diarahkan pada pemberian jaminan pelayanan kesehatan gratis

bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat

kesehatan rnasyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat

distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan

pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa.

2. Percepatan pembangunan infrastruktur, diprioritaskan pada pembangunan

infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan

permukiman, air bersih dan sanitasi dan persampahan.

3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Program ini diprioritaskan pada pengembangan sektor pertanian secara

menyeluruh, kehutanan, Industri dan perdagangan, pariwisata dan budaya serta
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usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan

meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

Berdasarkan arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016

tersebut serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasionai, maka

ditetapkan tema pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2017, yaitu ''Mendorong

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Serta Peningkatan SDM

Untuk Peningkatan Ekonom; Masyarakat YangBerkead;lan'~

Selain itu kebijakan perencanaan belanja, tidak terlepas dengan pengaruh

perkembangan realisasi anggaran belanja selama lima tahun terakhir (TA 2012-

2016), realisasi belanja semester I Tahun 2016 yang dapat dilihat pada Tabel 3.14

dan tabel 3.15 berikut.

TabeI3.14
Ringkasan Perkembangan Realisasi Belanja APBD

2012-2016

No Uralan 2012 2013 %~ 2014 %~ 2015 %~ 2016 ,~'rata2

Balan)a 885,02\160,786.00 \050,816,776,102.00 18.71 1,20I,IIO,Oli,148.55 14,62 1,107,911,018,148,00 16.89 1,691,867,01\320,69 20,11 17.6l

A Belanla Tdk Lglg 165,099,917,678.00 506,012,855,233,00 8.80 558,125,3:9,827.55 10,29 620,104,m,m.00 11.10 805,170,914,260,82 29,89 15,02

1 BUjaf'lgilllii 209,Q99,424~39.oo 221~32,889,46100 720 239,n5,986,6filS 6B9 269,68~9n,6S2.oo ~.46 305.~O,llI7,~0.Sl IU4 9S5

2 BUjaSllisidi \fil6,600.ooo.oo (00.001

3 BUjaIlb.~ 1l2~611,988,1l7.oo 17\12\289,lflI.oo (6J2) 1\!3,5l4~I,OO 5.91 204.002,31\020.00 ~J6 325,97J,aoo,OOO~0 9l.n 17.91

4 8UjaBrtl81SorJal 392SJ,OOO.oo ~,OOO,OOO.OO \311.$ \4n,OOO,OOO.oo m.01 3,006,OOOPOO,OO V325 2,481,S:ll,OOO.OO (172~ 392.14

5 B~B~illllil~dl\' ~1l2.732,asl.oo 78~38,394,300JiO 4178 1'2,638.00\788.00 4m ~2$23~13,654.oo 904 144.732,12\9'629 17.84 28.11

BdaiaBrtl81 .
6 IIaalil1kevilla ll,Q88,905,ill9.oo 3\flI,408,Tl2.00 93.66 2\800,082, f13.00 (30.68) 1,1l~176,$7.00 ('6.04) 22,flI,$5~25~ 22.17 1728

l\'opirQlKlll/i'.ota

I BUjaTiiTerdlll1 113,987,000.00 335,813,000.00 13.14 \058~1i,OOOOO 2'6,06 2,15\047,9lO.oo 11162 ~OOO,OOO,(IJO,OOV3S9 llOS6

B. Belan]a UnglUng 41S,i2 \2 13,108.00 6H,77W 1,669.00 29.71 U6,3CI,708,mOO 18.65 787,826,559,155,00 2U1 888,396,097,059,87 12.77 20.76

Bilajal\ljavi 32,654,80\863.00 36,434$i1l,31100 VSO 35,278,1i2P87.03 (3.17) !il,049233,&lIOO 47.54 49,165,303$00.00 (4J9) ~.12

BUjaBnvdl1Jasa 248,889P37,!l14.oo 323,3n,71\754.oo 3004 378$6\8Ul.00 17.1) S9\m3~5\20500 3.40 491~14~90,4SJB7 17.46 17.00

BlUjaUod~ 118,397,573,B51LO 14,95l~9,60300 33B4 232,424,743,S7.oo 2566 344~44P75,OS.OO 48.n 378,11l,fil2$0900 V.01 29.36

SUlT'ber: Dlnas Keuangan dan Aset Di1erah
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Tabe13.15
IR r .Aea Isasl naaaran Be anja Semester ITahun 2016

URAJAN ANGGARAN
REAUSASI

%
SEMESTER I 2016 LEBIH / (KURANG)

BELANJA 1,693,867,011,320,69 695,015,954,173.70 (998,851,057,146.99) 41.03

BELANJA TIDAK LANGSUNG 805,470,914,260.82 372,187,389,910.00 (433,283,524,350.82) 46.21

BeJanjaPegawal 305,120,707,120.53 166,540,657,560.00 (138,580,049,560.53) 54,58

8elanja Hibah 325,973,40U,OOO.00 152,709,118,625.00 (173,264,281,375.00) 46,85

BeJanjaBantuan Sosial 2,487,500,000.00 926,500,000.00 (1,561,000,000.00) 37.25

8elanja Bagi Hasil kepada Provinsl/Kabupalen/Kola dan Pemerintah 144,732,721,915.29 47,340,013,823,00 (97,392,708,092.29) 32.71

Desa
8elanja Bantuan Keuangan kepada 22,156,585,225.00 3,230,197,402.00 (18,926,387,823.00) 14.58

Provinti/Kabupalen/Kola/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
BeJanjaTldak Terduga 5,000,000,000.00 1,440,902,500.00 (3,559,097,500,00) 28.82

BELANJA LANGSUNG 888,3%,097,059.87 322,628,564,263,70 (565,567,532,796.17) 36.34

BeJanjaPegawal 49,765,303,800,00 21,761,497,181.00 (28,003,806,619.00) 43.73

BeJanjaBarang dan Jasa 459,914,290,450.87 188,556,504,845.70 (271,357,785,605.17) 41.00

8elanja Modal 378,716,502,809.00 112,510,562,237.00 (266,205,940,572.00) 29.71

SUmber : D1nas Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan kebijakan belanja dan perkembangan realisasi belanja seperti dijelaskan

diatas, dibawah ini dirumuskan ringkasan kebijakan umum belanja pada APBD TA

2017 disertai perbandingan dengan APBDTA 2016 disajikan pada Tabel 3.16 berikut.

Tabe13.16
Perbandingan Kebijakan Belanja Pada APBDTA. 2016

dan KU-APBDTA. 2017

SUmber : OIl/as Kewngan dan Aset Daerah

URAIAN APBD 2016 (RP)
BERTAMBAHI % KU.APBD 2017

% TTL
(BERKURANG) BEL

I
BELANJA 1,693,867,011,320,69 137,825,817,693,31 8.14 1,831,692,829,014,00

BELANJA TIDAK LANG SUNG 805,470,914,260.82 235,057,469,968,05 29.18 1,040,528,384,228.87 56,81

Belanja. Pegawai 305,120,707,120.53 272,311,239,039.54 89.25 577,431,946,160.07

Belanja Hibah 325,973,400,000.00 (29939.367,500.00) (9.18) 296,034,032,500,00

Belanja Bantuan Sosial 2,487.500,000.00 (384.500,000.00) (15.46) 2,103,000,000.00

Belanja Bagi Hasil kepada 144,732,721,915.29 3,902;300,779,51 2.70 148.635.022.694,80

ProvinsVKabupaten/Kota dan Pemerintah
Belanja Bantuan Keuangan kepada 22,156,585,225.00 (10,832,202,351,00) (48.89) 11.324,382.874.00

ProvinsilKabupatenlKotalPemerintahan
Desa dan Partsi PoUlik
Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000,000.00

BELANJA LANGSUNG 888,396,097,059.87 (97,231,652,274,74) (10.94) 791,164,444,785.13 43.19

Belanja Pegawai 49,765.303,800.00 20.441.269,200,00 41.08 70.206,573,000.00

Belanja Baran;! dan Jasa 459,914,290,450,87 (9,829,798,313.74) (2,14) 450,084,492,137.13

Belanja Mldal 378,716,502,809,00 (107,843,123,161.00) (28.48) 270.873,379,648,00

-

3.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Be~anja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan
Belanja Tidak Terduga)

Kebijakan belanja tidak langsung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nemer 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah dan

Permendagri Nemor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2017.

Beberapa hal penting terkait dengan penganggaran belanja tidak langsung
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sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 31 Tahun 2016 oleh

Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.
1. Penganggaran untuk gajl pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipll Daerah (PNSD)

disesualkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhltungkan

rencana kenaikan gajl pokol< dan tunjangan PNSD serta pemberlan gajl ketlga belas

dan keempat belas.

2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangl<atan calon PNSD sesuai

farmasi pegawai Tahun 2017.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gajl berkala, kenaikan

pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress

yang besarnya makslmum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja

pcgawai untuk gajl pokok dan tunjangan.

4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun

Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nemer 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Soslal Nasional, Undang-Undang Nemer 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sesial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nemor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan.

5. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan

kesehatan yang disediakan oleh BPJS,tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD

dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2015 tentang JKK dan JKM bagi pegawai ASN.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan

pada APBD dengan disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawal ASN sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nemor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan

terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39

Peraturan Menteri Dalam' Negeri Nemer 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSP yang

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 yang bersumber darl APBN Tah4n 2017

daerah dianggarkan dalam APBD pada kelempok belanja tidak langsung jenis belanja

pegawai; ebjek belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening berken~an.
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10. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan

yang wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang dislnkronkan

dengan program prloritas naslonal.
11. Dukungan pendanaan operaslonal yang bersumber dari APBD kepada Ormas (termasuk

organlsasl keagamaan) melalul hibah.

12. Jamlnan kecelakaan kerja dan kematian bagi KDH/WKDH, DPRD dan PNSD.

13. Penganggarcm dana bag! hasil yang bersumber dari retribusl daerah dilarang untuk

dianggarkan dalam APBDTahun 2017.
14. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan yang

wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang disinkronkan dengan

program prioritas nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan belanja tidak langsung Provinsi Gorontalo
,

pada KU-APBDTahun 2011 adalah sebagai berikut:

a) Belanja pegawai terutama dipengaruhi oleh gaji PNS yang dihitung dengan

memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNSdan berdasar pada realisasi

semester I 2016 dan kebijakan belanja pegawai yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pusat untuk Tahun 2017, khususnya untuk gaji guru SMA/SMK dan urusan

lainnya. Berdasarkan hal tersebut bila dibandingkan dengan belanja pegawai pada

APBD Tahun 2016 (induk) yang berjumlah Rp.30S,120,707,120.S3 maka,

kenaikan belanja pegawai adalah sebesar Rp.272,311,239,039.S4, sehingga pada

KU-APBD2017 belanja pegawai diprediksi sebesar Rp.S77,431,946,160.07.

b) Belanja Hibah, disesuaikan menjadi sebesar Rp.296,034,032,SOO.00 atau turun

sebesar Rp.29,939,367,SOO.00 (9.18%) dari pagu yang dianggarkan dalam APBD

tahun 2016 sebesar Rp.32S,973,400,OOO.00. Penyesuaian terse but berasal dari

hibah dana BOS, Hibah kepada Masyarakat, hibah KPU dan BAWASLU sebagian

telah dianggarkan tahun sebelumnya, hibah untuk KONI turun dibanding tahun

sebelumnya karena pelaksanaan PON telah selesai (Tahun 2016), untuk

Pengamanan PILKADA masih membutuhkan penambahan belanja, serta hibah

untuk POUGON.
c) Belanja bantuan sosial didasarkan pada Permendagri nomor 32 tahun 2011

sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 dan

Permendagri nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

yang mengatur antara lain mengenai kriteria peneriman bantuan sosial yang lebih

selektif dari pada peraturan sebelumnya.
Dalam R-APBD Tahun 2017 alokasi anggaran bantuan sosial sebesar

Rp.2,103,OOO,OOO.00. Kebijakan belanja bansos sesuai ketentuan, akan

dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan

pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangananny~ akan
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menimbulkan resiko sosial yang .Iebih,besar bagi individu dan/atau keluarga yang

bersangkutan.
d) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/kota, menjadi sebesar

Rp.148,635,022,694.80 yang disesuaikan dengan kenaikan PAD dari PKB

sebagaimana telah dijelaskan diatas.
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, di dalam KU-

APBD tahun anggaran 2017 menjadi sebesar Rp.ll,324,382,874.00. Kebijakan

belanja belanja bantuan keuangan tetap didasarkan pada Permendagri NO.31

Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kebijakan Provinsi Gorontalo Tahun 2017

yaitu untuk TKO Camat dan Lurah, bantuan parpol bantuan keuangan khusus

serta bantuan keuangan desa tertinggal.
f) Belanja Tidak Terduga, sama dengan APBD Tahun 2016 yaitu sebesar

Rp.5,000,000,000.00. Kebijakan belanja tidak terduga akan diarahkan/terutama

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.3.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo tahun

2017 untuk belanja langsung sebesar Rp.791,164,444,785.13, merupakan alokasi

belanja program-program daerah berdasarkan hasil sinkronisasi dan integrasi

kebijakan menurut urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
1) Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedomc:n pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) tahun 2017 dengan mengacu pada prioritas pembangunan

daerah tahun 2017.
2) Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian sasaran strategis

pembangunan daerah, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan indeks

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

3) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahr Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan

medical check up (1 orang istri/suami dan 2 orang anak).
Disamping hal tersebut kebijakan belanja SI<PD juga mengacu pada kebijakan

belanja langsung pada Permendagri No 31 Tahun 2016, dengan beberapa hal

penting seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 31 Tahun 2016 oleh

Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.
1.. Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, serta benar-benar rnemiliki
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peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan keglatan

dengan memperhatikan pemberian TP-PNsD dan pemberian insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pegawai pemerintah non

pegawai negerl;
3. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan mempedomani Pasal

298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

32/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl

14/2016, serta peraturan per-UU-an lain dibidang hibah dan bantuan sosial;

4. standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntubilitas,

efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

5. Pemda harus konsisten rnengalokasikan anggaran pendidikan 20%,

kesehatan 10% dan belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan

peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat ;

6. Dalam rangka peningkatan kualitas penYlJsunan dokumen perencanaan dan

penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan

antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang

berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan

dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu

atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang

diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam,.Negeri Nomor 700/025/AA/D

tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen

Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

7. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan

PPAs antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait

dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah

dan DPRD.
8. Penguatan pembinaan SAMSAT Pusat dan Provinsi melalui dukungan sarana

dan prasarana serta pembiayaan oleh pemerintah daerah.

9. Penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh

pemda.
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD tahun

2016, difokuskan pada upaya Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Serta Peningkatan SDM Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan.

Pembangunan tahun 2017 sebagai tahun terakhir RPJMD 2012-2017 dirumuskan sebagai

keberlanjutan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2016, hanya dilakukan penyesuaian

terhadap SKPDpelaksana program kegiatan berdasarkan perubahan Organlsasl Tata Kerja

dan perubahan kewenangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2015

. tentang pemerintah daerah. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 yang

mengusung pencapapaian Visi: '7elWujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang

serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadi/an di Provinsi Goronta/o"

Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu :
Mewujudkan Aspek ini merupakan target kinerja aksi pemerintah daerah untuk::~::~:unnan melaksanakan pembangunan daerah dalam konteks pemerataan
di berbagai melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada. Artinya, semua

bidang pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi

antar daerah KabupatenjKota untuk mendorong akselerasi

pembangunan daerah.
Merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktivitas dan

nilai tambah bagi masyarakat, dengan menyediakan tuntutan

kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha,

meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah, meningkatkan laju

investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan

infrastruktur ekonomi. Semua ini diharapkan akan bermuara pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Visi RPJtvlD2012 - 2017 Perwujudan visi RPJMD

adalah:
1. Peningkatan Angka IPM (HOI)

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

3. Pemerataan Pendapatan (Indeks Gini)

4. Penurunan Angka Kemiskinan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPDdan Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan (Good Governance)

Untuk pencapaian visi tersebut, dilakukan c1enganpelaksanaan Misi sebagai berikut :

Nisi r, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi

kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pepesaan,
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sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas

terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.
Misl II, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesualan

keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan.

Misl III, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan

Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih baik,

saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta

memellhara dan melestarikan danau Iimboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk

pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan

DAS.sebagai wujud memelihara Iingkungan (pro Green).

Misi 111, mengembangkan nilai-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun

penuh kesejukansekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat

istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap

anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Misi ~ Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

KabupatenjKota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan

kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata

pemerlntahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi .

:,
. i

!

. Misi Pertama Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal

peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) pencapaian

peningkatan produktivitas ekonomi masyarakats serta laju investasi

yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah

KabupatenjKota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat

keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya

sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan

infrastruktur dasar Jalan, Jembetan, Air Bersih, Listrik yang selama

ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan.

Misi pertama ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sektor

unggulan daerah berupa Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai

"Branding Gorontalo" yang di integrasikan melalui Pengelolaan

Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan

Perkebunan dengan pola One Village One Production, serta

pengembangan intergrate farming sehingga secara nyata dapat

meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong

berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah,

koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses permodalan

diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak

berbelit-belit (pro-poor).
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MisiKedua

Misi Kelirna

Misi Keti.qa

Misi Keempat

Ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya rnanusia dengan

tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberlkan jaminan

yang memadai melalui layanan "Gratis" terhadap penyelenggaraan

pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan

melalui pola insentif yang di istilahkan Universal Total Coverage.

Misi kedua ini memiliki peran strategis untuk memastikan

pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses

maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-

poor).

Ditujukan .untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi

s'Jmber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan,

perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai,

waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS)

serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan

berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya

(pro-green).

Ditujukan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh

kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan

terhadap nilai-nilai Agarna, sekaligus mempertahankan nilai-nilai

Adat Istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk

perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Ditujukan untuk rneningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif

otonomi daerah dan Good Governance termasuk mendorong

penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi

dan kab/kota uhtuk mendorong pencapaian target pembangunan

daerah .

. Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2012 - 2017 dan keberlanjutan dari

pelaksanaan pembangunan tahun 2016, dengan demikian tema RKPD tahun 2017

dirancangan sebagai berikut:

"Terus Mendorong Peningkatan SDM dan Memacu Pembangunan fnfrastruktur
Daerah, Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan"

Unsur - unsur tema RKPD2017 adalah :

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia

2. Memacu Pembangunan Infrastruktur
Daerah

3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
yang Berkeadilan

• Pengembangan sektor pendidikan dan
kesehatan dan menciptakan SDM yang
berda a sain ,

• Penyediaan infrastruktur dasar dan strategis
• Pen era an tena a ke 'a
• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang

dapat mengurangi ketimpangan
pendapatan

• Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
pengangguran

• Penin katan kese'ahteraan sosiallainn a
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4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam percepatan pencapaian visl dan misl

RPJMD2012-2017 adalah sebagai berikllt :

Tabel.4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo

Tahun 2012 - 2017

Visi: "TelWujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta

Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadi/an di Provinsi Goronta/o"

Misi

Misl Pertama :
Memfokuskan
Peningkatan Ekonomi
Atas Dasar Optimalisasi
Potensi Kewilayahan,
Mendorong Laju Investasi,
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
Sekaligus
Mengembangkan Potensi
Unggulan Dengan
Mengakselerasi Secara
~erdas Terhadap
Pencapaian Kesejahteraan
Rakyat.

MisiKedua:
Meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia
melalui pendekatan
kesesuaian keahlian serta
pemenuhan mutu kwaHtas
penyelenggaraan
pendidikan dan kesehatan

Tujuan

Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
daerah

Menyediakan
infrastruktur untuk
percepatan
pembangunan daerah

Meningkatkan Kualitas
Pendidikan

Sasaran

1. Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan daya saing
daerah.

2. Meningkatnya I<inerja Ekspor
Komoditi Unggulan Daerah dan
Diversikasi Komoditi lainnya.

3. Meningkatnya pendapatan
perkapita yang berkeadilan.

4. Terciptanya Laju Investasi.
5. Terwujudnya pertumbuhan

Usaha Koperasi dan UKM.
6. Meningkatnya kinerja ekspor

komoditi unggulan daerah
diversikasi Komoditi lainnya.

7. Meninqkatnva laoanqan kerja.

1. Meningkatnya Infrastruktur
Daerah.

2. Meningkatnya jalan akses ke
pusat-pusat produksi.

3. Membangun Kemandirian
Desa.

4. Meningkat & berkembangnya
Infrastruktur Desa.

1. Meningkatnya kualitas
pendidikan.

2. Memfasilitasi PAUD bagi
seluruh Anak Usia Dini.

3. Memfasmtasi Wajib Belajar
(WAJAR) 12 Tahun dan Paket
A, B dan c.

4. Mengembangkan Pendidikan
Non Formal.

status
gizidan

1. Meningkatnya
kesehatan
mCJsyarakat.

2. Menurunnya angka kesakitan
akibat penyakit menular dan
tidak menular. .

3. Meningkatnya peny~diaan
anggaran publik ~ntuk
kesehatan dalam rf:lngka
menquranqi risiko fin'cnsial

Meningkatkan derajat
Kesehatan masyarakat
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kebutuhan
di daerah
terpencil,
kepulauan

serta
dalam

kesejahteraan

1. Peningkatan kesejahteran dan
pelayanan serta Pembinaan
pengembangan nilai - nilai
agama, adat dan budaya serta
peran pemuda dalam
pembangunan.

2. Meningkatnya Upaya
oelestarian budava daerah.

1. Meningkatnya nilai indikator
kualttas hidup perempuan.

2. Peningkatan peran perempuan
di parlemen dan birokrasi.

3. Menurunnya angka tindak
kekerasan & diskriminasi
terhadao Peremouan & Anak.

akibat gangguan kesehatan
bagi seluruh penduduk,
terutama penduduk miskin.

4. Meningkatnya perilaku hldup
berslh dan sehat (PHBS) pada
rumah tangga.

5. Terpenuhlnya
tenaga kesehatan
tertinggal,
perbatasan dan
(DTPK).

6. Seluruh kabupaten/Kota
melaksanakan standar
pelavanan minimal (5PM)

1. Peningkatan pengelolaan
sumber daya alam.

2. Terwujudnya Kawaasan
5trategis Cepat Tumbuh
(KSCT) Bidang Pertanian dan
Perikanan.

3. Terwujudnya Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)/KAPET
Gopandang.

4. Meningkatnya produktivitas
hasil pertanian dan perikanan.

5. Terwujudnya pengelolaan
Iingkungan hidup.

6. Peningkatan pengelolaan 5isa
Hasil Pertanian (Zero Waste)
untuk produk-produk yang
mempunyai nilai tambah
tinqqi.

1. Meningkatnya kemauan dan
kemampuan individu,
keluarga, kelompok dan
masyarakat khususnya PMK5
dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya.

2. Meningkatkan peran
masyarakat
pembangunan
sosia!.

Meningkatkan peran
perempuan dan
kualitas hidup anak

Memelihara keragaman
Agama dan Budaya

Peningkatan
Kesejahteraan 50sial
Masyarakat khususnya
Penyandang Masalah
Kesejahteraan 50sial
(PMK5).

Mengelola sumber daya
alam dan Iingkungan
hidup untuk
kemakmuran
masyarakat

Nisi Keempat :
Mengembangkan nilai-
nilai religi, dalam
kehidupan beragama
yang rukun penuh
kesejukan sekaligus
memelihara keragaman
budaya. 5erta
memperkuat peran
pemberdayaan
perempuan, perlindungan
terhadap anak, termasuk
issue kesetaraan gender
dalam pembangunan

Nisi Ketiga :
Mengembangkan
manajemen pengelolaan
potens; sumberdaya
kelautan, pertanian,
peternakan, kehutanan,
danau Iimboto dan
potensi Iingkungan
lainnya yang lebih baik,
saling terintegras; serta
lestari demi kepentingan
kemakmuran rakyat.
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Misi Kelima : Mengembangkan Good 1. Meningkatnya
Menciptakan sinergitas Governance dalam Penyelenggaraan
diantara pemerintah penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam
provinsi dengan pemerintahan daerah pelayanan pada masyarakat.
pemerintah 2. Terwujudnya sinergitas
kabupaten/kota di pembangunan antara Provinsi
gorontalo dalam kaidah dan Kabupaten/Kota.
otonomi daerah sekaligus 3. Tercapainya reformasi
untuk meningkatkan birokrasi di Provinsi Gorontalo.
kinerja pelayanan publik, Pengentasan 1. Berkurangnya persentase
menurunkan angka Kemiskinan masyarakat miskin
kemisklnan serta
menjalankan slstem tata

2. Terwujudnya peningkatan

pemerintahan yang baik
ekonomi masyarakat miskin

dalam rangka reformasi
birokrasi.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dari tujuan dan sasaran tersebut, maka pembangunan daerah diprioritaskan pada :

Peningkatan
Sumber Daya
Manusia yang
dititikberatkan
pada sektor

Percepatan
pembangunan
infrastruktur

Pengembangan
Ekonom5
Kerakyatan

Pendidikan, diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan

dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan

(pendidikan gratis) untuk memastikan anak usia sekolah dapat

melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat

. berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan jumlah guru yang

memadai.

Kesehatan, diarahkan pada pemberian jaminan pelayanan

kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan

pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan

pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos

kesehatan di tingkat Desa.

Diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan

pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air

bersih, sanitasi dan persampahan.

Diprioritaskan pada pengembangan sektor pertanian secara

menyeluruh, kehutanan, Industri dan perdagangan, pariwisata dan

budaya serta usaha mikro dan kedl untuk melembagakan kegiatan

produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

4.2.1 Isu Strategis

Untuk lebih memperdalam fokus penjabaran pembangunan, maka berdasarkan prioritas

pembangunan daerah dilakukan kajian dan analisa berdasarkan kondisi dan permasalahan

daerah terkini yang kemudian ditetapkan sebagai Isu strategis dalam RKPD. Isu strategis
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ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal..hal yang

signifikan, berdampak luas, dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga

penanganannya dapat tuntas. Terkait hal tersebut, maka langkah-Iangkah strategis yang

didorong dalam pembangunan daerah adalah :

Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi daerah
yang berkeadilan,

Pengembangan
infrastruktiJr
untuk percepatan
pembangunan
daerah

Meningkatkafi
kualitas
Pendidikan

Meningkatkan
derajat
Kesehatan
masyarakat

Akan dicapai melalui peningkatan Kerjasama investasi, Peningkatan

realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta mumi, Perdagangan

Antar Pulau, Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah,

Mengembangkan Pariwisata Daerah, Mengembangkan IKM, UMKM

dan Koperasi, Menurunkan angka pengangguran terbuka,

Penlngkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja.

Akan dicapai melalul (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur darat, laut dan udara, (b) Meningkatkan

Pengembangan Kawasan Strategis, (c) Percepatan Pembangunan

Daerah berbasis Desa dan (d) Pembangunan Infrastruktur Desa.

Akan diupayakan dengan (a) Meningkatkan pemerataan dan mutu

serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD, (b) Meningkatkan

kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik, (c)

pendidikan gratis, (d) Meningkatkan pemerataan, mutu, reievansi

dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan

dasar dan menengah, (e) mendorong peningkatan mutu

Pendidikan, (f) Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah

(pendidikan informal), (g) Men;ngkatkan standar mutu kurikulum

pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam

rangka membentuk SDM berkarakter unggul, (h) Peningkatan

sarana prasarana pendidikan, (I) Meningkatkan kuantitas dan

kualitas tenaga pendidik bersertifikasi, (j) Peningkatan status

sekolah (SNP), dan (k) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan

pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota serta.

Akan dilakukan dengan (a) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang

merata, teljangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti,

dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, (b)

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keteljangkauan obat

dan alat kesehatan serta menjamin keamarian/khasiat, kemanfaatan

dan mutu sediaan fannasi, alkes dan makanan, (c) Meningkatkan

pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan

Jaminan Sosiai Kesehatan Nasional (d) Meningkatkan

pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam
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pembangunan kesehatan, (e) Meningkatkan pengembangan dan

pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu, (f)

Meningkatkan mClnajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan
produksi dan
produktifitas
pertanian secara
menyeluruh

Pengelolaan
Iingl<ungan hidup
dan bencana alam

Meninglcatkan
kesejahteraan
sosial masyarakat
khususnya (PMKS)

Pengembangan
Budaya daerah

Meningkatkan
peran perempuan
dan kualitas
hidup anak

Pengembangan
Pemuda dan
Olahraga

diupayakan dengan (a) meningkatkan produksi dan produktifitas

peltanian, perikanan, peternakan dan kehutanan (b)

Pengembangan kawasa.npertanian yang terintegrasi.

Dilakukan dengan (a) Peningkatan pengelolaan Iingkungan hidup,

(b) RehabilitClsi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis, (c)

Perbaikan sistem drainase, (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan

bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota,

Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi

Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan pembangunan data

& informasi spasial untuk peta rawan bencana.

Dilakukan dengan (a) Meningkatkan pelayanan sosial khususnya

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara adil

dan merata dan (b) Mendorong peningkatan dan pengembangan

peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Dicapai melalui peningkatan dan pelestarian nilai-nilai budaya

daerah.

Diupayakan dengan cara (a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan

dan memberdayakan SDM perempuan, dan (b) Menurunkan Tindak

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Dilakukan dengan (a) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif

pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga, (b)

Meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol

sosial, dan agen perubahan, (c) Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam kegiatan olahraga, (d) Meningkatkan

ketersediaan ruang terbuka olahraga, (e) f'vleningkatkan jumlah dan

kualias SDM keolahragaan, (f) Meningkatkan upaya pembibitan atlet

unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi

olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.
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Pengembangan
Wisata

Pengemba.ngan
UMKM dan
Koperasi

Mengembangkan
Good Governance
Be. Clean
Goverment dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah

Penanggulangan
Kemiskinan

akan dicapai dengan (a) Peningkatan pengelolaan destinasi

pariwisataj (~) •_, Peilingka.tan sarana prasarana pendukung

pariwisata, (c) Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata.

akan di lakukan dengan (a) Meningkatkan .akses terhadap

permodalan, pasar, teknologi dan informasi, (b) Meningkatkan

kualitas SDM Koperasi dan UMKM, dan (c) Peningkatan fungsi

lembaga pemberdayaan Koperasi UMKM.

akan diupayakan melalui Peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance) dangan (a) Mendorong peningkatan

pengelolaan keuangan daerah, (b) Mengupayakan efektivitas

pengelolaan asset daerah (c) Peningkatan koordinasi dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, (d) Peningkatan

kelembagaan perangkat pemerintahan daerah, (e) Prinsip pelayanan

prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas, (f)

Meningkatkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, (g)

Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, dan (h) Belum

optimalnya Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan.

akan diupayakan melalui, (a) pemenuhan kebutuhan pokok

masyarakat miskin, dan (b) Mendorong peningkatan ekonomi

masyarakat miskin melalui pola bantuan sosial dan ekonomi.

Dengan memperhatikan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan

masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMD 2012 - 2017,

kemudian penetapan tema pernbangunan yang dituangkan lebih lanjut dalam 4 (empat)

prioritas, maka untuk tahun 2017 arahan pembangunan Provinsi Gorontalo masih tetap

ditekankan pada penanganan isu - isu trategis tersebut diatas.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi arahan dan fokus pembangunan

dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program

unggulan merupakan program Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan
~ I~

disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh

daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik,

bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan

dampak luas 'pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian '~Isi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD
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berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas

pada masing-maslng segmentasi masyarakat yang dilayani.

Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan diiaksanakan di tahun 2017

dlkelompokl<an .berdasarkan Isu-Isu strategls yang memerlukan perhatlan utama adalah

sebagai berikut.
Tabel4.2

Program Prioritas Provinsi Tahun 2017

Isu Program Prioritas Pembangunan SKPD Pelaksana
Strategis
Isu Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Badan Penanaman Modal
Investasi ESDM & Transmigrasi

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Dinas Koperasi, UMKM,

Perindag

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Dinas Koperasl, UMKM,
Negeri Perindag

4. Program Pengembangan KUKM
Dinas Koperasi, UMKM,

Perindag

5. Program Pengembangan Industri Keeil Menengah Dinas Koperasi, UMKM,
Perindag

6. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Badan Penanaman Modal
Kerja ESDM & Transmigrasi

7. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Badan Penanaman Modal
Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi

8. Program Perlindungan dan Pengembangan Badan Penanaman Modal
Lembaga Ketenagakerjaan ESDM& Transmigrasi

9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Badan Penanaman Modal
Tenaga Kerja ESDM & Transmigrasi

10. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Badan Penanaman Modal
Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan ESDM & Transmigrasi
Produktifitas Daerah

Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan DINAS PU & Tata Ruang
lrigasi, rawa dan jarlngan pengairan lainnya

2. Program Pembangunan Jalan dan jembatan DINAS PU & Tata Ruang

3. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan DINAS PU & Tata Ruang
jembatan

4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan DINAS PU & Tata Ruang
eepat turnbuh

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air DINAS PU & Tata Ruang
Minum dan Air Limbah

6. Program peningkatan pelayanan angkutan Dinas Perhubungan

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Dinas Perhubungan

8. Program pembangunan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan
perhubungan

9. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Dinas PMD, Administrasi
Kependudukan & capil

10. Program Pembangunan Desa Tertinggal Dinas PMD, Administrasi
Kependuduk~n & Capil

11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DINAS PU & lata Ruang

12. Program Pemanfaatan Ruang DINAS PU & lata Ruang
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13. Program Pembebasan Tanah DINAS PU & Tata Ruang
Isu Peningkatan akses, mutu &. sarana prasarana pendldikan

1. Program Perluasan Akses PAUDNI Dinas DIKBUDPORA

2. Program Penlngkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD Dinas DIKBUDPORA

3. Program Peningkatan Kompetensi dan Dinas DIKBUDPORA
Kesejahteraan PTK PAUD

4. Program Perluasan Akses Dikmen Dinas DIKBUDPORA

5. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen Dinas DIKBUDPORA

6. Program Peningkatan Tata kelolajManejemen Dinas DII<BUDPORA
Dikmen

7. Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, Dinas DIKBUDPORA
DIKMEN)

8. Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dinas DIKBUDPORA
PTK

9. Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Dinas DIKBUDPORA2013
10. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Dinas DIKBUDPORA

Perlindungan PTK
11. Program Kepengawasan Pendidikan Dinas DIKBUDPORA

12. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Dinas DIKBUDPORA

13. Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB) Dinas DIKBUDPORA

14. Program Penyelenggaraan Ujian Nasional Dinas DIKBUDPORA

15. Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD Dinas DIKBIJDPORA_. BPKB)
16. Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Dinas DIKBUDPORA

Formal (UPTD BPKB)
17. Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Dinas DIKBlIDPORA

Formal
18. Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) j Dinas DIKBUDPORA

Pendidikan Gratis
19. Program Pengembangan Politeknik Gorontalo Dinas DIKBUDPORA

20. Program Perluasan Akses Pendidikan dasar Dinas DIKBUDPORA

21. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas Dinas DIKBUDPORA

22. Program Peningkatan Tata kelolajManejemen Dinas DIKBUDPORA
Dikdas

Isu Peningkatan alcsesJ layanan dan sarana prasarana kesehatan

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dinas Kesehatan
dan Anak

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Dinas Kesehatan
Balita

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan

4. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan
8. Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Dinas Kesehatan

Menular dan tidak menular
9. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan

MasyarClkat
'~'

11. Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan
(JAMKESTA)
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12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
13. Program Penunjang Laboratorium Kesehatan UPTD Labkesda

Provinsi
14. Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana RSU ProvlnslRumah sakit_.
15. Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah RSU Provlnsf

sakit
16. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan RSU Provinsi

Masyarakat
Isu Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh
dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi serta penguatan
kedaulatan panaan

1. Program Penlngkatan Produksi Pertanian Dinas Pertanian
2. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Dinas Pertanian

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dinas Pertanian
dan Sarana Pertanian

4. Program Pengelolaan Sistim Penyediaan mutu benih UPTD BBTPH
tanaman Pangan dan Hortikultura

5. Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai UPTD BBTPH
Perbenihan/Perkebunan (DAK)

6. Program Perlindungan tanaman pangan dan UPTD BPTPH
Hortikultura

7. Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai UPTD BPTPH
Perbenihan/Perkebunan (DAK)

8. Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi UPTD BPSB-TPH
mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

9. Program Pengembangan Ketersediaan dan Dinas Pangan
Kerawanan Pangan

10. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Dinas Pangan
Pangan

11. Program pengembangan penganekaragaman Dinas Pangan
konsumsi dan keamanan pangan

12. Program Pengkajian dan Informasi Dinas Pangan

13. Program Maize Centre Dinas Pangan

14. Program peningkatan populasi dan produksi ternak Dinas Pertaniandalam mendukung swasembada daging
15. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Dinas Pertanian

Mutu Tanaman Perkebunan
16. Program Pengendalian OPT tanaman perkebunan Dinas Pertanian

17. Program penjarninan pangan asal hewan yang
aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta Dinas Pertanian
oemenuhan oersvaratan oroduk hewan

18. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Dinas Penanian

19. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Pertanian
Hewan Menular Strategis (PHMS)

20. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian
Hasil Produksi Peternakan

21. Program Penerapan Teknologi Peternakan
UPTD Perbibitan Ternak

Wonggahu
22. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD Perbibitan Ternak

(DAK) Wonggahu
23. Program Perbenihan dan Perlindungan t.anaman

UPTD Perbenihan dan
Perlindungan Tanaman

perkebunan Perkebunan
.'
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24. Program Pemanfaatan potensl sumberdaya hutan Dinas L1ngkungan HIdup &
Kehutanan

25. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Dinas Llngkungan HIdup &Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral
dan Penaelolaan Air Tanah

Kehutanan

26. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Dinas Llngkungan HIdup &
Energl dan Ketenagalistrikan Kehutanan

27. Program Pengembangan Dlnas Perikanan dan
Perikanan Tangkap Kelautan

28. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan
Kelautan

29. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan dan
Kelautan

30. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Dinas Perikanan dan
Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kelautan

31. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan dan
Hasil Perikanan Kelautan

32. Program pelayanan sarana produksi Perikanan UPTD Taksi Mlna Bahari

33. Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil UPTD - LPPMHP
Perikanan

34. Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis UPTD - BPBIAT

35. Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis UPTD - BPBILP

36. Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan Dinas Pertanian

37. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian
Perikanan dan Kehutanan

38. Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Dinas Pertanian
Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Isu Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam

1. Program pengendalian penc:emaran dan kerusakan Dinas Lingkungan Hidup &
Iingkungan Hdiup Kehutanan

2. Program peningkatan pengelolaan Iingkungan bagi Dinas Lingkungan Hidup &
usaha atau kegiatan Kehutanan

3. Program Peningkatan Kapasrtas Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup &
aparatur dan masyarakat dim pengelolaan Kehutanan
Iingkungan hiduD

4. Program Penlngkatan data dan Informasi sumber Dinas Lingkungan Hidup &
daya alam dan Iingkungan hidup Kehutanan

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air DINAS PU & Tata Ruang
Minum dan Air Limbah

6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan UPTD TPA TALUMELITO
Persampahan

7. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup &
Kehutanan

8. Program Pengendali Banjir DINAS PU & Tata Ruang

9. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPPD

10. Program Kedaruratan Dan Logistik BPPD

11. Program Rehabilitasi & Rekonstruksi BPPD

Isu Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang
Masalah Keseiahteraan Sosial CPMKS)

1. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Dinas Sosial, Pemberdyaan
Sosial Perempuan dan

Perlindunaan Anak
2. Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, p~mberdyaan

Perempu~n dan
Perlindunaan Anak

3. Program Rehabilitasi Sosial 1Dinas Sosial, P~mberdyaan
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Perempuan dan
Perlindunaan Anak

4. Program Pernbinaan Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial, Pemberd~'aan
Perempuan dan

Perlindunaan Anak
Isu Pengembangan budaya dan destinasi wisata

1. Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas DIKBUDPORA

2. Program penyediaan sarana dan prasarana Dinas DIKBUDPORA
kebudayaan

3. Program Pemeliharaan Sejarah dan eagar budaya Dinas DIKBUDPORA
Gorontalo

4. Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo Dinas DIKBUDPORA

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata

6. Proqram Pengembanqan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata
7. Program Pengernbangan seni budaya daerah Dinas Pariwisata
8. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Biro Kesra

Keagamaan Adat & Budaya
Isu Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan Biro Kesra
dan Perlindungan Anak

2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Biro Kesra
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Isu Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan
budaya dan prestasi oiahraga

1. Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga DIKBUDPORA
Tradisional

2. Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga DIKBUDPORA

3. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi DIKBUDPORA
Pemuda

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga DIKBUDPORA

Isu Pengembangan UMKM dan Koperasi

1. Program Pengembangan KUKM
Dinas Koperasi, UMKM,

Perindaq
2. Program Pengembangan Industri Keeil Menengah Dinas Koperasi, UMKM,

Perindaq
3. Program Perlindungan Konsurnen dan Pengamanan Dinas Koperasi, UMKM,

Perdagangan Perindag
4. Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang L_ UPTD - BPSMB

Isu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment)

-rBadan Keuangan Daerah1. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

2. Pembinaail dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Badan Keuangan Daerah
Kab/Kota

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Badan Keuangan Daerah
Pendapatan Daerah

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpol

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol
6. Peningkatan k.etahanan sosial dan ketahanan Kesbangpol

budaya masyarakat
7. Program Peningkatan Pemberdayaan f'.1asyarakat Kesbangpol

untuk menjaga keamanan dan ketertiban
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPPEDA
9. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPPFDA

10. Program Peningkatan Pereneanaan Pembangunan BAPPPf:DA
Sosial dan Budaya
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11. Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, BAPPPEDA
Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan
Lingkungan HiduD

12. Program Penataan Adminlstrasl Kependudukan Biro Pemerlntahan & Otda
13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum & Organlsasl
14. Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum & Organisasi

(PPNS)
15. Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan & Biro Hukum & Organisasi

Ketatalaksanaan
16. Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Biro Hukum & Organisasi

Kineria Instansl Pemerintah
17. Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Biro Hukum & Organisasi

Publik
18. Program Pengendalian Pembangunan Biro P2 & Pengadaan
19. Program Pengendalian Ekonoml Biro P2 & Pengadaan
20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Sekretariat DPRD

Daerah
21. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekretariat DPRD

Pemerintah Provinsi Gorontalo
22. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Inspektorat

& Penqendalian Pelaksanaan Kebiiakan KDH
23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan Inspektorat

sistem informasi dan orosedur Denqawasan
24. Program Pendidikan Kedinasan Badan Kepegawaian

25. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian

26. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Badan Kepegawaian
Penaelolaan Data Keoeaawaian

27. Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Badan Kepegawaian
Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan
Anaaota KORPRI

28. Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Satpol PP, Linmas &
Neaeri Sioil (PPNS) Kebakaran

29. Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Satpol PP, Linmas &
Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kebakaran
Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

30. Program Riset Pengembangan Daerah BAPPPEDA

31. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna BAPPPEDA

32. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Biro Umum, Biro
Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemerintahan,Badan

Penghubung& Biro Humas
Protokol

33. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Biro Umum
Pemerintah Provo Gorontalo

34. Program Penataan Wilayah Pravinsi Biro Pemerintahan & Otda

35. Program Kerjasama Informasi dgn Mas Media Biro Humasdan Protokol,
'Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik
36. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 'Dinas Komunikasi,

dan Media Massa Informatika dan Statistik
37. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya .. 'Dinas Komunikasi,

Komunikasi dan Supremasi Informatika dan Statistik
38. Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan

Arsio Daerah
39. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dinas Perpustakaan dan

-" Dokumen/Arsio Daerah Kearsioan
40. Program Pengembangan Budaya Baca dan Dinas Perpustakaan dan

Pembinaan Perpustakaan Kearsioan
41. Program Pengembangan Layanan Jasa Dinas Perpustakaan dan

Perpustakaan dan Informasi Kearsioan
42. Program Pengembangan Data dan Informasi 'Dinas Kornunikasi,

Informatika dan Statistik
Isu Penanaaulangan Kcmiskinan

1. I Program Peningkatan Keberduyaan masyarakat Dinas PMD, Administrasi
Keoendudukari dan CaDii &
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Dlnas Perumahan dan. Pemukiman
2. Program Pembangunan Desa Tertlnggal Dinas PMD, Admlnistrasi

Keoendudukan dan Capil
3. Program Penlngkatan Kapasitas Aparatur Dinas PMD, Admlnlstrasl

Pemerlntah DesaI Kel Kependudukan dan Capll
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Dinas PMD, Administrasi

Pembanaunan Kependudukan dan Caoil

5. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dinas PMD, Administrasi
Kependudukan dan Capil

6. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)
Dinas Koperasi, UMKM,

Perindaq
7. Program pembangunan dan pengembangan Badan Penanaman Modal

masvarakat dan kawasan transmiqrasi ESDM&Transmlgrasl

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin UPTD Bapelkesman

Selain untuk mempercepat pencapaian sasaran utama pembangunan yang

tertuang dalam RPJMD 2012-2017, program prioritas daerah Provinsi Gorontalo

juga mendukung sasaran pembang~nan nasional sebagai bag ian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 juga

mendukung prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

Sebagaimana persandingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

No Prioritas Nasional Program Prioritas Provinsi

1. Pendidikan: Pelaksanaan Program 1. Program Perluasan Akses PAUDNI

Indonesia Pintar 2. Program Peningkatan Mutu dan Tata
Kelola PAUD

3. Program Peningkatan Kompetensi dan
Kesejahteraan PTK PAUD

4. Program Perluasan Akses Dikmen
5. Program Peningkatan Mutu dan relevansi

Dikmen
6. Program Peningkatan Tata

kelolajManejemen Dikmen
7. Program Pemetaan PTK (PAUDNI,

DIKDAS, DIKMEN)
8. Program Peningkatan Kualifikasi dan

Kompetensi PTK
9. Program Pengembangan dan Penerapan

Kurikulum 2013
10. Program Peningkatan Kesejahteraan dan

Perlindungan PTK
11. Program Kepengawasan Pendidikan
12. ProgralT! Perluasan Akses Pendidikan

Tinggi
13. Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD

BPKB)
14. Program Penyelenggaraan Ujian Nasional
15. Program Peningkatan Keterampilan PNF

(UPTD BPKB)
16. Program Peningkatan Tata kelola

Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)
17. Program Peningkatan Keterampilan

Pendidikan Non Formal '
18. Proaram Pendidikan Untuk Rakvat

Tabel4.3
Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017
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(PRODIRA) / Pendidikan Gratis
19. Program Pengembangan Politeknlk

Gorontalo
20. Program Perluasan Akses Pendidikan

dasar
21. Program Peningkatan Mutu dan relevansi

Dikdas
22. Program Peningkatan Tata

kelola/Maneiemen Dikdas
2. Pembangunan Kesehatan dan Gizi 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Masyarakat: Pelaksanaan Program Melahirkan dan Anak

Indonesia Sehat 2. Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Program Peningkatan Upaya Kesehatan

Masyarakat
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
7. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat
8. Program Peneegahan & Penaggulangan

Penyakit Menular dan tidak menular
9. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
10. Progrc:m Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
11. Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan

Gratis (JAMKESTA)
12. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan
13. Program Penunjang Laboratorium

Kesehatan Provinsi
14. Program Pemeliharaan Sarana dan

prasarana Rumah sakit
15. Program Pengadaan Sarana dan

prasarana Rumah sakit
16. Program Kemitraan dan Peningkatan

Pelayanan Masvarakat

3. Perumahan Rakyat Prograll1 Peningkatan Keberdayaan
masyarakat: Pembangunan Rumah Layak
Huni

4. Revolusi Karakter Bangsa Program Pengembangan Wawasan
Kebanasaan

5. Memperteguh Kebhinekaan dan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Memperkuat restorasi sosial 2. Program penyediaan sarana dan

prasarana kebudayaan
3. Program Pemeliharaan Sejarah dan eagar

budaya Gorontalo
4. Program Promosi Keragaman Budaya

Gorontalo
5. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata
6. Program Pengembangan seni budaya

daerah
7. Program Peningkatan Pelayanan Kegi?ltan

Keagamaan Adat & Budaya
8. Program Pengembangan dan pelestarian

Olahraga Tradisional
9. Program Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga
10. Program Pembinaan dan Peningkatan

Prestasi Pemuda
11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraqa
6. Revolusi Mental 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

2. Proqram Penqembanqan Wawasan
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Perikanan

7. Kedaulatan Pangan 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian
2. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil

Pertanian

Kebangsaan
3. Peningkatan ketahanan sosial dan

ketahanan budaya masyarakat
4. Program Penlngkatan Pemberdayaan

Masyarakat untuk menjaga keamanan
dan ketertiban

5. Program Penataan Administrasl
Kependudukan

6. Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan

7. Program Pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)

8. Program Penataan Kelembagaan, Analisis
Jabatan & Ketatalaksanaan

9. Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10. Program Fasilitasl Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

11. Program Pembangunan Desa Tertinggal
12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah DesaI Kel
13. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan
14. Program Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga
15. Program Penciptaan Wira Usaha Baru

(WUB)
16. Program pembangunan dan

pengembangan masyarakat dan kawasan
transmigrasi

17. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin

18. Program Peningkatan Iklim Investasi
Dan Realisasi Investasi:
Penyelenggaraan PTSP

19. Program Pembangunan Desa Tertinggal
20. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah DesaI Kel
21. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pembangunan
22. Program Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga
23. Program Penciptaan Wira Usaha Baru

(WUB)
24. Program pembangunan dan

pengembangan masyarakat dan kawasan
transmigrasi

25. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin

26. Program Pengembangan
Perikanan Tangkap

27. Program Pengembangan Perikanan
Budidaya

28. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir

29. Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pengawasan & Pengendalian
Sumberdaya Kelautan

30. Program Optimalisasi Pengolahan dan
:""''''''~~~~ ~ •.~~.",*~~f~"':li'tlt~,'i''''.'' ""•••,.~Pemasaran.Hasil.P.erikaJ;lCjn",.~~","-,~ ",., .. -',,' _, " !~. __•._, •..__ ••.•.•.•..•...:.'!""" ••••••• ..-!"",..i'~~;>'~""'.,.."'.,. , '-. ~.,..".~j,'_:JL..
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3. Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian
4. Program Pengelolaan Sistim Penyediaan

mutu benlh tanaman Pangan dan
Hortlkultura

5. Program Perlindungan tanaman pangan
dan Hortikultura

6. Program Peningkatan'pengawasan dan
sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura

7. Program Pengembangan Ketersediaan
dan Kerawanan Pangan

8. Program PengembanganDistrlbusi dan
Cadangan Pangan

9. Program pengembangan
penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan

10. Program peningkatan populasi dan
produksi ternak dalam mendukung
swasembada daging

11. Program penjaminan pangan asal hewan
yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-
ASUH) serta pemenuhan persyaratan
produk hewan

12. Program Pengembangan Agribisnis
Peternal<an

13. Program Peningkatan Pengolahan dan
Pemasaran HasH Produksi Peternakan

14. Program Pengembangan
Perikanan Tangkap

15. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir

16. Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
penqairan lainnya

8. Kedaulatan Energi dan 1. Program Pembinaan dan Pengawasan

Ketenagalistrikan
Bidang Pertambangan, Penyelidikan
Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air
Tanah

2. Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Energi dan Ketenaaalistrikan

9. Kemaritiman 1. Program Pengembangan Perikanan
Budidaya

2. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir

3. Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pengawasan & Pengendalian
Sumberdaya Kelautan

4. Program Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran HasHPerikanan

5. Program pelayanan sarana produksi
Perikanan

6. Program Pembinaan dan Pengujian Mutu
HasHPerikanan

7. Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan

10. Industri 1. Program Pengembangan Industri KeeH
Menengah

2. Program Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja

3. Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Peningkatan Jarninan Sosial

l-l. Tenaga Kerja

11. Pariwisata Program Pengembangan Des~lnasi
Pariwisata

I .-
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2. Program PengembanganPemasaran
-, c'-' .Pariwisata

3. Program Pengembanganseni budaya
daerah

4. Program Penlngkatan PelayananKegiatan
KeagamaanAdat & Budaya

12. Inovasi dan Teknologi 1. Program Pengembangan Politeknik
Gorontalo

2. Program Pengkajian dan Informasi:
Ketahananpangan

3. Program PenerapanTeknologi Peternakan
4. Program PengembanganTekno!ogi Tepat

Guna

4.2.3. Program Pembangunan Terintegrasi
Dalam percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan dirumuskan skema perencaanaan

pembangunan melalul program pengembangan kawasan terpadu yang dilakukan di

beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Program pengembangan kawasan pertanian

terpadu tersebut ditujukan untuk membangun paradigma baru dari yang selama ini

cenderung sektoral dirubah ke pembangunan secara terintegrasi berbasis potensi wilayah

serta penguatan local resource and community development dalam rangka peningkatan

produksi dan produktivitas dan pendapatan petani.
Gambar4.1

Penetapan 5 Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu

Pengembangan kawasan pertanian terpadu di intervensi melalui berbagai program dan

kegiatan yang dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi

Gorontalo.
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Dinas Peternakan
dan Perkebunan

Gambar4.2
Skema Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

Dlnas Pertanlan
TPH

./i
BakorlUh.

Dinas Perikanan I \. ,
dan Kelautan., -;.~
• I \ /.BKPPIJ

DiliasP . '.' , .'
" ,.,.: , Disnakertrans

Dinas
Kum

4.2.4. Sasaran Dan Arah Kebijakan Pembangunan 2017
Pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo di tahun 2017 adalah keberlanjutan tahun

sebelumnya sebagaimana sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan

dalam RPJMD2012 - 2.017, sebagai berikut :
Sasaran Pertama, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;

Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan; Terciptanya Laju

Investasi; Terwujudnya perturnbuhan Usaha Koperasi dan UKM; dan Meningkatnya Kinerja

Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditllainnya.
Arah kebijakan • Mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian,

yang dilakukan. perikanan perkebunan dan kehutanan'
dalam pencapalan' '
sasaran ini • Mengupayakan iklim investasi yang kondusif;
adalah : • Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan

investasi;
• Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang

meningkatkan minat investasi;
• Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik

ditingkat regional dan nasional;

• Menciptakan sistem kemudahan investasi;
• MendorQng peningkatan perdagangan barang dan jasa antar

pulau dan ekspor;
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B HKPDPEHU9AHAN PHDVlNSI GDHONTALD TANUN 2017

• Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di

daerahi
• Mendorong peningkatan APBD;
• Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan serta diprioritaskan

pada objek 'wisata Oleic dan Botutonuoi

• Mendorong berkembangnya IKM, UMKMdan Koperasi;

• Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana

pengembangan SDM.

Sasaran Kedua, Meningkatnya lapangan kerja.
Arah kebijakan • Dengan mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas
yang diterapkan tenaga kerjai dan

• Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru.

Sasaran Ketiga, Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah; Meningkat dan

berkembangnya jalan akses ke pusat-pusat produksi pertanian; dan Meningkat dan

berkembangnya infrastruktur Desa,
arah kebijakan • Membangun Jalan, Jembatan, lrigasi, Waduk;
dalam pencapaian. . .sasaran ini • Mentngkatkan kuahtas dan kuantltas pelayanan transportasi

adalah : darat, laut dan udara;
• Mengupayakan pengembungan wilayah dan kawasan strategis

cepat tumbuh;
• Memfasilitasi percepatan pembangunan di desa;

Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas pendidikan; Memfasilitasi PAUD bagi

seluruh Anak Usia Dini; Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan

, C; dan Mengembangkan Pendidikan Non Formal.

arah kebijakan • Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses
dalam pencapaian .
sasaran ini penyelenggaraan PAUD,
adalah : • Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam

pelayanan publik;

• Mengupayakan pendidikan gratis;

• Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta

perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah;

• Mendorong peningkatan mutu Pendidikani

• Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan

informal);
• Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini,

berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk

SDM berkarakter unggul.

• Peningkatan sarana prasaran pendidikan;

• Peningkatan status sekolah (SSN, SBl dan ISO 9000);
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sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan
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• Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik

bersertifi kasii

• Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasls

penel!tian pada semua jenjang pendidikani

• Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan

mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata

terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah

laini

• Mendorong

pemenuhan

akademiki

• Memperluas akses pendidikani

• Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta

perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar;

• Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar

dan berkesataraan di semua kab./Kotai

• Mendorong pelaksanaan kompetisijlomba secara berjenjangi

dan
• Mengoptimalkan peran PPLPrrraining center

Sasaran Kelima, Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menulari Meningkatnya

anggaran publik untlJk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat

gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin; Meningkatnya

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga; Terpenuhinya kebutuhan

tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Arah kebijakan • Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KBi
dalam pencapaian .. .
sasaran ini • Perbalkan glZI masyarakat;
adalah : • Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular

diikuti penyehatan Iingkungan;

• Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat melalui

pelayanan kesehatan gratis;

• Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,

keamanan, rnutu dan pe;"lggunaan obat serta pengawasan obat

dan makanan;

• Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana krisis

kesehatan;

• Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;

• Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM

kesehatani dan
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• Menyiapkan sarana prasarana kesehatan.
sasa

ran
Keenam, Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam; Terwujudnya

Kawas
an

Strateg
lS

cepat Tumbuh (KSCf) bldang pertanlan dan perll<anan; Terwujudnya

Kawasa
n

Ekonom
l

KhusUS (KEK); Menlngkatnya produKtlvltas hasll pertanlan dan

perll<anan; Terwujudnya pengelolaan IIngKUngan hlduP; PenlngKatan pengelelaan sisa

Ilasll perta
nian

(Zero Waste) untuK produK-produK yang mempunyal nllal tambah tlngg

l

.
Ara

h

kebija
kan

• Mendoron9 peningl<atan produksl dan prodUKtlfitas peril<a
nan

dalam pen<:apaian .
sasara

n

ini dan kelautan, Pertaman, Peternal<an &. Perl<ebunan dan

adalah: Kehutanan;• MelaKul<an upaya untuK mengurangl pengrusal<an l<awasan

hutan;
• Mengupayakan penyelamatan danau limboto;
• Menlngl<atnya Ketaatan pemral<arsa Kegiatan dalam pengelolaan

\ingkungan;
• Teljadlnya peningl<atan I<apasitaS pemral<arsa \<egiatan daiam

pengelolaan lingkungan;
• Terbangunnya Ketaatan pemral<arsa Keglatan dalam pengelolaan

limbah 83;
• Meningkatnya indeks kualitas lingkungan;
• Meningl<atnya Kontrol temadap penge!olaan air sung

ai
;

• Terbangunnya upaya pengelololaan IingKungan oleh Keg
latan

pET!;
• Menlngl<atnya partlslpaSI masyaral<at dan pemerintah dalam

pengelolaan LHi
• Meningl<atnya peran serta masyaral<at dim pelestarian wllayah

pesisir dan laut;
• Meningl<atnya l<apasitas masyaral<at diwilayah pes

isir
Danau

Limboto dalam pelestarian lingkungan;
• Peningl<a

tan
akses informasi (status mutu air dan ISPU dan

indeks) lingkungan hidup;
• Meningkatnya kualitas aii sungaii
• Meningkatnya kualitas air danau limbotoi
• MeningKatnya Kuailtas air iaut dlwilayah TeiuK Toml

ni
dan laut

sulawesi;
• f'.1eningkatnya kualitas udara perkota

an
;

• Menlngl<atnya Kualitas emisi yang di hasilKan oleh indus
trl
;

• Meningl<atnya Kualitas air Iimbah yang dihasill<a
n
oleh industri;

• Menlngl<atnya seKolah yang peduli dan berbudaya IingKUngan;

• pengelolaan sampah terpadu;

II RXPO PERURAHAN PROY/NSI GORONTALD TAHUH 2017

IV-24

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Ii1 IIKPB PfflU8AHJN PIIBYlHSI GOHONTALO TAHUHlQI7

• Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKSsecara adil

dan merata;

• Mend6rong peningkatan dan pengembangan peran serta

masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

Sasaran Kedelapan, Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta pembinaan

pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam

pembangunan dan Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah.

Arah kebijakan • Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan
dalam pencapaian b .1 . .1 . d t b d dsasaran ini pengem angan nl al - nI al agama, a a, u aya an peran
adalah : pemuda dalam pembangunan.

• Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah,

mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat

untuk melestarikan budaya lakal.

• Mengembangkan serta mempertahankan tradisi dan budaya

religi.

Sasaran Kesembilan, Meningkatnya indikator kualitas hidup perempuan; Peningkatan

peran perempuan di par!emen dan birokrasi serta menurunnya angka tindak kekerasan

dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini akan diupayakan

dengan.

Arah kebijakan • meningkatkan partisipasi perempuan dalam membagun daerah
dalam pencapaian melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan
sasaran ini
adalah : keputusan;

• meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang

Pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan

sumber daya kaum perempuan;

• . Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan

anak dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan allak;

• Meningkatnya kualitas data dan informasi Iingkungan hidup

sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai
bentuk darl akuntabilitas publik;

• Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian

pencemaran Iingkungan dan kerusakan lingkungan;

• Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota

dalam melakukan penilaian dan pemantauan Iingkungan;

Sasaran Ketujuh, Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga,

kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya; dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesejahteraan sosial.

Arah kebijakan
dalam pencapaian
sasaran ini
adalah:
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• Serta menyempurnakan perangkat hukum dalam melindungi

individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi,

diskriminasi termasuk KDRT.

Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang balk dalam

pelayanan pada masyarakat; Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan

kabupaten/kota; dan Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Untuk

mencapai sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah.

Arah kebijakan • Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
yang diterapkan . .adalah : • Mengupayakan efektlvltas pengelolaan asset daerah;

• Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

serta cinta tanah air;

• Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat;

• Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas;

• Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit

masyarakat dan kesenjangan sosial;

• Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang

menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA,

KODIM, KEJATI, BIN);

• Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan

ekonomi, seni dan budaya;

• Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;

• Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

pembangunan;

• Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

•• Mengu'payakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi

masyarakat;

• Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan

Informasi;

• Meningkatkan Layanan Informasi Publiki

• Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah;

• Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui

sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP);

• Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan pembangunan;

• Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun

APBN;

• Pengendalian Pernbangunan Pada Sektor Perekonomian;

• Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualita~ bagi

masyarakat; dan
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• Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

• Mendorong tersusunnya SPM pada seluruh SKPD untuk

meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Sasaran Kesebelas, Berkurangnya persentase masyarakat miskin.

Arah kebijakan • dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok
yang diterapkan . ..
adalah : masyarakat mlskln; dan

• Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Arah kebijakan yang diterapkan tersebut, dimaksudkan untuk memfokuskan realisasi

pencapaian sasaran yang di targetkan sebagaimana indikator kinerja pembangunan yang

diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel.4.4
Sasaran Strategis Pembangunan Daerah

No Indlkator
2012 2013 2014 2015 2016 2017

CaDaian CaDaian CaDaian CaDaian Sasaran Sasaran

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonoml
1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 7,71 7,76 7,74 6,23 7.8 - 8.3 7.8 - 8.5

1.2 PDRB per kaplta ADHB (juta Rp) 9.562.965 10.839.592 11.991.349 25.183.152,21 12.509.103 13.309.103

1.3 Laju Inflasi provinsi (%) 4,08 5,84 6,14 4,30 4-7 4-7

1.4 IPM 71.28 64.70 65.17 - 73.26 73.76

1.5 IndeksGini 0,44 0,43 0,40 0,45 0.36 0.34

1.6 Persentase p~nduduk miskin (%) 17,22 18,01 17,41 18,16 14,5 -12 13 - 10

1.7 Angka pengangguran terbuka (%) 4,81 4,12 4,18 4,65 3.75 3.50

1.8 Indeks Pemberdayaan Gender 55,63% 56,02% 57,55% - 59.72% 60.10%

1.9 Indeks Pembangunan Gender 61,08% 62,41% 64,35% - 67.02% 68.05%

Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan
1.1 Angka melek huruf 90,00 95,50 % 99,58 % 99,71 % 97,00 % 97.50%

1.2 Angka rata-rata lama sekolah 8,5 8 9 9,04 8,93 9.06

(Belaiar)
1.3 Angka partisipasi kasar :

- Angka Partisipasi Kasar (APK) 40 50,53 43,77 50,40 57.19 60.04

TKJPAUD
- Angka Partislpasi Kasar (APK) 129,23 114,29 114,64 114,23 111,25

111.30

SD/MI
- Angka Partisipasi Kasar (APK) 99,50 97,06 97,82 102,27 99,90

99.99

SMP/MTs
- Angka Partisipasi Kasar (APK) 73,60 87,15 88,19 89,92 93,09 98.09

SMAlMAlSMK
1.4 Angka Partisipasi Mumi : -

- Angka Partisipasi Mumi (APM) 95,00 96,37 100,97 100,131 98,25
98.50

SD/MIIPaket A
- Angka Partisipasl Mumi (APM) 75,00 71,95 73,06 77,10 94,40

95.00

SMP/MTs/Pa~<etB --
- Angka Partisipasi Mumi (APM) 56,40 64,75 65,87 71,34 76,05

83.05

SMAlMAlSMKlPaket C
2. Kesehatan
2.1 Anqka usia haraoan hiduD 6716 67 67.54 68.24 68.6 68.96

2.2 Persentase balita aizi buruk 4.26 232 232 357 3.34 3.11

Pelavanan Urusan Waiib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar :
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1.1.1 Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah : (Jumlah
Sekolah dibagi Jumlah Penduduk
Usia Sekolah dikall 10.000)
- SD/MI 66.16 73.54 75.24 73.92 74.00 7.00
- SMP/MTs 50.49 58.52 68.46 67,18 61.00 61.10

1.2 Penuntasan Buta Aksara 8.000 3.500 3.000 3.500 3500 1.661

1.3. Fasilitas Pendidikan:
1.3.1 Persentase Sekolah pendidikan 80,57 84,43 93,30 85,00 86.00

87.00
SD/MI kondisi bangunan baik

1.3.2 Persentase Sekolah pendidikan
SMP/MTs. SMNMA dan SMK kondisi
banaunan baik :
.SMP/MTs 80,04 83,03 96,13 90,50 85.00 86.00
- SMNMA 87,33 85,60 90,28 91,22 91.00 92.00

-SMK 83,05 88,63 93,73 94,52 87.00 88.00

1.4 Angka Putus Sekolah :
- Angka Putus Sekolah SD/MI 2,70 0.02 0,01 000 0,03 0,02

- Angka Putus Sekolah SMP/MTs 300 0,04 010 0,04 003 0,02

- Angka Putus Sekolah SMNMNSMK 0,86 0,12 0,14 0,01 0.02 0,01

1.5 Angka Kelulusan:
- AngkClKelulusan (AL) SD/MI 9700 10000 10000 100,00 100.00 100.00

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,50 89,58 9996 100,00 99,70 100.00

- Angka Kelulusan (AL) 100.00
SMA/MA/SMK 91,92 9424 99,88 100,00 98,50

2 Kesehatan

2.1 Angka Kematian Ibu/100.000 219,5 251,7 194,8 253,4 102.0 102.0

2.2 Angka Kematian Bayi/1.000 14.8 13,3 13,9 11,5 12.8 12.3
Kelahiran Hiduo

2.3 Angka kematian neonatal/1.000 11,8 10,00 9,8 8,0 8.90 8.2
kelahiran hlduo

2.4 Angka Kematian Balita/1.000 20,9 15,35 15,3 12,7 16.20 15.0
Kelahiran Hidup

2.5 cakupan Balita Gizl Buruk mendapat 100 100 100 100 100 100
oerawatan

2.6 Prevalensi kekurangan gizi (standar 16,5 10,87 10,86 24,S 13.56 13.00
WHO. 2005)

2.7 cakupan Desa/kelurahan Universal 73,5 60,20 65 67,9 93.75
100.00

Child Immunization (UO)
2.8 Rasio puskesmas. per satuan 0,08 0,08 0,08 O,OB 0.09 0.10

oenduduk
2.9 Rasio Rumah Sakit per satuan 0.007

Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 0,007 0,010 0,011 0,011 0.007
1000)

,

2.10 Rasio Tempat Tidur RS 1/750 0,66 0,84 0,71 0,85 1.00 1.00
Penduduk

2.11 cakupan pelayanan kesehatan 74% 153,84% 110% 129% 94%
95%

rujukan pasien masyarakat miskin
2.12 Jumlah masyarakat miskin yang 185.310 272.071 235.058 235.058 120,868

102.675
mendpt pelayanan kesehatan gratis

2.13 Jumlah Posyandu 1.279 1.233 1.304 1.537 1500 1562

2.14 Rasio posyandu per 100 balita 11,46 49,24 14,58 11,28 12.28 12.50

2.15 Rasio Pustu per 1.000 penduduk 0,24 0,22 0,21 0,21 0.26 0.27

2.16 Persentase rumah tangga pengguna 53,0 59 42,50 57 69.56 70.0
air bersih yanq sehat

2.17 Rasio Dokter Umum per satuan 0,25 0,24 0,24 0,16 0.29 0.30
oenduduk

2.18 Rasio Dokter gigi per satuan 0,02 0,02 0,04 0,02 0.04 0.04
oenduduk

2.19 Rasio Dokter spesialis per satuan 0,04 0,04 0,05 0,08 0.06 0.07
oenduduk

2.20 Rasio tenaga medis (perawat) 1,14 1,45 1,45 1,06 1.49 1.58
oersatuan oenduduk

2.21 Rasio tenaga medis (bidan) per 0,57 0,89 0,89 0,49 0.91 1.00
satuan uenduduk

2.22 Rasio tenaga nutritionist per satuan 0,25 0,22 0,22 0,15 0.33 0.35
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penduduk -
2.23 Rasio tenaga apoteker per satuan

oenduduk 0,05 0,06 0,06 0,02 0.08 0.09
--
3. Pekerjaan Umum
3.1 Jumlah Panjang ruas jalan provinsi 10 Km

yg dibangun & yang ditingkatkan - 7,3 Km 27,86 Km 9,97Km 10 Km

3.2 Jumlah Panjang ruas jalan Strategis 5 Km
provinsi yang dibangun dan yang - 7,12 Km 5,7 Km 10,12 Km 5Km
ditinakatkan

3.3 Jumlah jembatan yang dibangun 2 Bh
diruas ialan orovinsi 1 Bh 1 Bh 1 Bh - 2 Bh

3.4 Jumlah jembatan yang dibangun 2 Bh
pada ruas jalan Stategis provlnsi 4 Bh 2 Bh 2 Bh - 2 Bh

3.5 Jumlah Panjang pemeliharaan 10 Km
berkala pada ruas jalan Provinsl 14,7 Km 15,4 Km 8,14 Km 22,99 Km 10 Km

3.6 Jumlah Panjang pemeliharaan rutin 52 Km 142 Km 209,41 Km 259,04 Km
ialan Provinsi 194,07 Km 249,04 Km

3.7 Jumlah Panjang jembatan dlruas 90 Meter 531,31 454 Meter
jalan provinsi yang dipelihara - Meter 477,85 Meter 413 Meter

3.8 Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasl 13.000 M
pertanian yang direhabllitasi dan 10.287 M 10.500 M 9.911 M 11.791,50 M 12.000 M
ditinakatkan (meter)

3.9 Jumlah Luas Areal Jaringan dan
- 17.131 Ha

bangunan irigasi pertanian yang 17.131 Ha 17.304,5 Ha 17.905 Ha

I
17.131 Ha 17.131 Ha

dipelihara (Operasi dan
Pemeliharaan) -

3.10 Jumlah Panjang penanganan erosi, 3.850 M
longsor dan sedimentasi pada
tebing-tebing, badan sungai ke areal 4.877 M 2.001,29 M 838,29 r~ 1.3661"1 I 2.200 M
Pertanian, persawahan, dan
oermukiman masvarakat

3.11 jumlah panjang Tanggul pengarnan 300 M
pantal yang dibangun bagi 465 M 92 Meter 98 M 176 r'l 300 M
oermukiman masvarakat

3.12 Jumlah SR yang terlayani oleh akses 25.000 SR 25.000 SR 25.000 SR
air bersih melalui fasilitasi dan 16.545 SR (46 (58% (58 %

(58%
sistem penyediaan air bersih dengan % Pencapaian 379 SR 8.370SR Pencapaian Pencapaian

Pencapaian
jaringan perpipaan dan bukan MDG's) MDG's) rvlDG's) MDG's)
iarinaan oeroioaan

3.13 Jumlah Bangunan penyediaan 143 Unit 52 Unit 64 Unit 28 Unit 120 Unit 120 Unit
Sanitasi vano terbanoun

3.14 Jumlah KK yang terlayani melalui 3 Kws
penyediaan sistem jaringan dan . - 4 kws - 3 kws
oenaelolaan air Iimbah

3.15 Terbangunnya Prasarana dan
.

Sarana Gedung Perkantoran (13 - 4 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit
Kantor dalam 1 kawasan)

3.16 Terbangunnya Prasarana dan 1 Paket
Sarana Gedung Rumah Sakit - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Provinsi

4. Perumahan

4.1 pengendalian banjir pada kawasan 300 Ha
permukiman dan pertanian (ha) 10 Ha 340 ha 361 Ha 323 ha 300 ha

5 Penataan Ruang
5.1 Tersedianya sarona dan prasarana i

pada kawasan strategis dan cepat 4 Dok 4 unit, 3 6 unit, 2 5 unit 3 Unit
tumbuh

Dok Dok

6 Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya dokumen perencanaan 1 Dok
RPKD yang telah ditetapkan dengan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Peroub ------

6.2 Terwujudnya sistem perencanaan
yang didukung oleh dokumen
perencanaan yang terintegrasi - 30% 50% 75% I 100 % 100%
(RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, I --c_J-------- !Renia) =t7 Perhubungan
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7.1 Meningkatnya layanan angkutan 311ntasan 2 terminal 4 terminal 5 terminal 1 unit Slintasan
transportasl angkutan memenuhi memenuhi memenuhi (Pengadaan perlntls

perlntis (Gtlo- kriterla tlpe kriteria tipe kriteria tipe B bus), 1 unit (Gtlo-
Bondawuna, B B subsidi Bondawun
Gtlo-Bubaa, layanan a, Gtlo-
Gtlo-Pangea) angkutan Bubaa,

pemadu Gtlo-
mor.la Pangea,

Term
lsimu-
Mulyonego
ro-Satria,
Gtlo-Tapa-
Dulamavo)

- - 3 unit 511ntasan
(Pengadaan perintis
bus), 1 unit (Gtlo-
subsidi layanan Bondawuna,
angkutan Gtlo-Bubaa,
pemadu moda Gtlo-Pangea,

Term Isimu-
Mulyonegoro-
Satria, Gtlo-
Tapa-
Dulamavo)

3lintasan 41intasan 4 Iintasan
perintis perintis perintis (Gtlo-
(Gtlo- (Gtlo- Bondawuna,
Bondawuna, Bondawuna Gtlo-Bubaa,
Gtlo-Bubaa, , Gtlo- Gtlo-Pangea,
Gtlo- Bubaa, Term lsimu-
Pangea) Gtlo- Mulyonegoro-

Pangea, Satria)
Term
Isimu-
Mulyonegor
o-Satria)

7.2 Peningkatan produktivitas bongkar 3.526
3000

muat di pelabuhan se-provinsi 2500 ton/hr 3.420 ton/hr ton/hr
4.419 ton/hr 2900 ton/hr ton/hr

Gorontalo
8 Lingkungan Hidup
8.1 Meningkatnya tingkat ketaatan 26 usaha

pemrakarsa terhadap pelaksanaan 18 usaha 18 usaha/ 29 usaha/ 22 usaha 24 usaha /kegiatan

dokumen Iingkungan (352 /kegiatan kegiatan kcgiatan /kegiatan /kegiatan
oerusahaan)-

8.2 Meningkatnya indeks kualitas 76 95,01 97,43 72,09 87
90

Iinqkunqan
8.3 cakupan layana.n Air bersih dan 47 %/ 53 % 52 %/ 57 %

42,5%/ 66,47 %/ 67%/69 %
72%/73%

sanitasi 46,5% 5496%

9 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunaan Anak

9.1 Menekan tindak kekerasan terhadap 17 Kasus 17 Kasus
10 Kasus

Peremouan dan anak 30 Kasus 35 Kasus 30 Kasus

9.2 Kasus-kasus tindak kekerasan 17 Kasus

terhadap perempuan dan anak 152 Kasus 127 30 Kasus 52 Kasus 27 Kasus
tertanqani denqan baik

9.3 Implementasi Perencanaan 100%

Penganggaran yg responsip Gender 10% 25% 65% 75% 100%

9.4 Partisipasi angkatan kerja 43,75% 39,02% 52,10% 41,20% 42.11%
43%

peremDuan
10 Sosial
10.1 Meningkatnya jumlah iayanan atas 39 KK 1.144 KK 61 KK 99 KK 120 KK 130 KK

perlindungan dan jaminan
keseiahteraan masvarakat

10.2 Meningkatnya cakupan layanan 100 KK 4.120 KK 175 KK 170 KK 180 KK 200 KK

pemberdayaan terhadap masyarakat
miskin dan KAT

10.3 Meningkatnya layanan rehabilitasi 1650rg 1350rg 211 org 2930rg 3700rg 4800rg

terhadap penyandang diabilitas,
tuna sosial, lanjut usia, anak
bermasalah sosial korban
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penyalahgunaan napza & LKS
10.4 Menlngkatnya cakupan layanan dan 10 lembaga/ 3lembaga/ 10 41 lembaga/ 20 lembaga/ 22

pemblnaan terhadap pilar-pilar 640rg 640rg lembaga/ 77 org 640rg lembaga/
kesefahteraan social 64 ora 70 ora

11 Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang 300
menerapkan Norma Kerja & Norma 300 300 420 300 300 Perusahaan

11.1 K3 Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
11.2 JumlahTenaga Kerja yang Diiatih 2000rane 1600rane 5260rane 5000rane 5600rana 600 orang

11.3 Tingkat Partislpasi Angkatan Kerja 63.08% 62% 62.84% 63.65% 65.75% 66.10%

12 Koperasi Usaha Keeil dan
Menenaah

12.1 Jumlah Koperasi (unit)
1.011 1.067 1.131 1.183 1.105 1.135

koperasl koperasi koperasi koperasi koperasi
12.2 Jumlah Koperasl Berkunlltas (unit) 15 Koperasl 16 koperasi 15 koperasl 15 koperasi 20 koperasl 30

koperasi
12.3 Jumlah UMKM (unit) 61.887 UMKM 63.057 70.590 96.124 UMKM 68.829 70.274

UMKM UMKM UMKM UMKM
12.4 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg 330 UMKM 1.366 UMKM 859 UMKM 1.240 UMKM 1.000 UMKM

1.200
difasllitasl modal usaha iUMKM) UMKM

13 Penanaman Modal
13.1 Jumlah investor berskala nasional 9 PMNPMDN 11 15 15 17 19

PMAdan PMDN PMAlPMDN PMA/PMDN PMNPMDN PMNPMDN PMNPMDN
13.2 Jumlah nilai investasi berskala 1,667 Trilyun 3,024 3,243 4,112 4,069 5,087

nasional PMDN dan PMA (Rp.) Trilyun Trilyun Trilyun Trilyun trilyun

13.3 Rasio daya serap tenaga kerja 7.714 9.642 18.003 15.066 18,833 23.541

14 Kebudayaan
14.1 Penyelenggaraan festival senl dan 3

budava 3 3 3 3 3
14.2 Jumlah Pagelaran Budaya 5 5 5 35 5 5

15 Kepemudaan dan Olahraga

15.1 Jumlah organisasl pemuda 26 27 28 29 30 31

15.2 Jumlah organisasl olahraga 23 23 23 23 23 23

16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

16.1 Terlaksananya penyuluhan kepada 15.685 Orang 15.7000rg 7900rg 300 Orang 15.450 Orang 15.400
masyarakat dalam rangka orang
peningkatan kesadaran dan

:.

partisipasi politik baik PILEG,
PILPRESmauoun PILKADA

16.2 Terlaksananya penguatan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 125 Orang 100 Orang 100 orang
kerukunan umat beragama
masyarakat melalui Forum
Kerukunan Umat Beraaama

16.3 Terlaksananya LSM/Ormas yang 75 74 LSM 60 60 75 75
mendapat penguatan dan LSM/Ormas /Ormas & 1 LSM/Ormas LSM/Ormas LSM/Ormas LSM/Ormas
pendataan LSM/Ormas Database & 1 Database & 1 Database & 1 Database & 1 Database

17 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangnn Daerah. Perangkat
Daerah. Keoenawaian dan Persandian

17.1 Terjadinya peningkatan kualitas 8 kajian
pembangunan di Provinsi Gorontalo 5 kajian 4 kajian 5 kajian 2 kajian 7 kajian
berbasis oenelitian

17.2 Tersusunnya produk hukum daerah Perda 10 Perda 10 Perda 15 Perda 10 Perda 10 Perda 10
Pergub / SK Pergub / SK Pergub / SK Pergub / SK Pergub / SK Pergub /

300 300 603 300 300 SK 300

17.3 Unit Pelayanan Publik (UPP) SKPD 4 UUP Prov
yang telah menerapkan 4 UUP Prov 4 UUP Prov 9 UUP Prov 4 UUP Prov 4 UUP Prov
SOP.CPP/CBAN

17.4 Peningkatan Indeks Kepuasan 0 50 72,03 87,84 80
85

Pelayanan Kepegawaian (IKPK)
17.5 Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap 55% 55% 55% 80lYo 90%

100%
SKPD

17.6 Persentase PNSyang menempati 100%
Jabatan sesuai Standar Kompetensi 55% 55% 55% 80% 90%
Jabatan

17.7 Lembaga diklat yang terakreditas Belum Akreditas: Akreditas: Akreditas: AI'reditas:
terakreditasi
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(Ket: - Prajabtan - Prajabtan - Prajabtan - Prajabtan . Prajabtan
Sebelumya "B" "B" "B" "A" "A"
ada tapi
sudah

dicabut)
- Oiklatpim - Oiklatpim - Oiklatplm - Olklatpim - Oiklatplm

IV"C" IV"B" IV"B" IV"B" IV "A"
- Oiklatpim - Oiklatpim - Olklatpim - Oiklatpim - Oiklatpim

III "C" III "B" III "B" III "B" III "B"
17.8 Opini Pengelolaan Keuangan WOP WOP WTP WTP WTP WTP

Pemerintah Oaerah
18 Ketahanan Pangan

18.1 Meningkatnya skor pola Pangan 71.3 94.3 100
harapan (PPH) Ketersediaan 77.0 62,81 74,2

18.2 Meningkatnya skor Pola Pangan 69.4 78,7 84.7 88,5
Harapan (PPH) konsumsi 73.2 72.8 80.9

18.3 Meningkatnya Ketersediaan 73,78% 73,78% 80.7% 87% 94% 100%
informasi pasokan dan harga
canaan didaerah

19 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

19.1 Rumah Layak Huni (Mahyani) 525 Unit 1.000 Unit 800 Unit 711 Unit 1000 Unit 1000 Unit
19.2 Terwujudnya Oesa Maju dan Mandiri 3 desa dan 3 3 desa dan 3 desa dan 3 3 desa dan 3 3 desa dan 3 3 desa & 3

kelurahan 3 kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
20 Statistik

20.1 Buku Gorontalo Oalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada

21 Kearslpan
21.1 peningkatan SDM & pengelola 30 105 120 70 70

kearsioan (orana) -
22 Komunikasl dan Informatika
22.1 Jumlah nilai rata-rata penerapan e- 3.75

government Provo(referensi PeGI) 2.55 (kurang) 2.75 (baik) 3.00 (balk) 3.25 (balk) 3.50 (baik) (sangat
bail<)

22.2 Jumlah SDM Aparatur Pemerintah 500 orang
Provinsi & masyarakat dim 64 orang 260 orang 320 orang 380 orang 440 orang
oeneraoan aolikasi Tek. Informasi

22.3 Jumlah nilai rata-rata kepuasan >3.25
publik dalam mengakses infarmasi >2 (rendah) >2.5 >3 (cukup) >3.25 >3.25 (tinggl)
kepemerintahan (referensi index (cukup) (cukup) (cukup)
kesiaoan komoetisi)

23 Perpustakaan

23.1 Jumlah pengunjung perpustakaan 3.1520rg 12.8890rg 1O.0690rg 59.6210rg 7,OOOOrg 8.000org
Der tahun

23.2 Meningkatnya Jumlah Buku dan 5,080 1.553 1.580 2.150 1,000 5.080
JudulBacaan

23.3 Ketersediaan jenis buku dan judul 80 30 30 20 20 20
terbltan daerah

23.4 Jumlah Pustakawan dan Tenaga 2 10 17 17 35 35
Teknis Peroustakaan

Pelayanan Urusan Pillhan
1. Pertanian
1.1 Peningkatan produksi padi 3% per 290.588 295.512 314.703 331.220 328,521 338,620

tahun-(ton)
Peningkatan produktivitas padi 53,49 52,01 50,20 55,51 57.77 58,84
sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha)
Peningkatan Produksi Jagung 656.864 669.094 719.780 643.512 927,436 1,013,914
sebesar 9,29% per tahun (ton)
Peningkatan Produktivitas Jagung 48,46 47,65 48,37 50,41 54.00

55.22
Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha)
Meningkatnya Produksi Kedelai 4.410 4.273 3.203 2,502

2,550
sebesar 3 % per tahun (ton) 2.247
Meningkatnya Produktivitas Kedelai 13,10 15,04 13,49 13.27 13,40
(ku/ha) 1253

1.2 Komoditi Hortiku/tura :
Peningkatan Produksi Sayuran 3 % 18,629 19,188
per Tahun (Ton) 16.551 16.897 15.098 752
Peningkatan Produksi Tanaman Hias 17,492 17,667
(Ka.Tak.Phn) 16.852 53.527 9.839 7.228.91
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Peningkatan Produksi Buah • buahan 14,300
2 % oerTahun (Ten) 12.952 1.4.381 18.310 72289 14,019

1.3 Peningkatan Produksl Tanaman 186.400 188.270 195,915
Obat (Blofarmaka) 1 %/Tahun (Ko) 124.435 192.054 193,975

1.4 Perluasan Areal Tebu (Ha) 1.764 1.314 1.031 1.249 1940 2.116
1.5 Produksl Tebu (Ton) 30.195 32.521 32.521 49.331 31,297 31,579
1.6 Perluasan Areal ceneklh (Ha) 8.880 9.370 9.670 9.737 10,637 11,121
f-
1.7 Produksi Cenakih (Ton) 910 755 773 604 913 914

1.8 oerluasan Areal Kelaoa Oalam (Ha) 65.664 10.269 68.896 68.129 67.487 67.818

1.9 Produksl Kelaoa Oalam (Ton) 62.369 66.345 66.793 22.093 62.494 62.525

1.10 Perluasan Areal Kakao (Ha) 12.928 13.692 14.205 14.932 15,114 15.599

1.11 Proouksi Kakao (Ton) 3.923 5.043 5.043 2.948 4.082 4.123

1.12 Penlngkatan Populasi Ternak Sapi 191.223 214.186 190.832 197.124 223,704 232.652
(Ekor)

1.13 Penlngkatan Populasl Kambing 86.077 88.513 83.127 84.868 96.881 99.787
(Ekor)

1.14 Peningkatan Populasi Ayam Buras 1.104.859 1.555.867 1.291.040 1.850.163 1.932.405 2.222.266
(Ekor)

1.15 Penlngkatan Produksl Oaglng Sapl 4.064.695 2.817.969 3.011.474 2.552.353 4.399.756 4.487.752
(Ka)

1.16 Peningkatan Produksi Oaglng 183.747 134.406 176.524 68.708 231.976 245.895
Kamblna (Ka)

1.17 Penlngkatan Produksi Oaging Ayam 1.657.415 1.232.663 1.397.921 2.037.214 3,105,809 3.633.796
Buras-(Ke)

1.19 Jumlah Konsumsi Oaging 2,7 3,02 2,77 3,1 3.7 4.0
(ka/kaoita/th)

2 Kehutanan
2.1 RehabHit.asihutan & lahan kritis (Ha) 14.700 15.000 4.500 13.800 16.200 16.700

2.2 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 243.116 228.116 150.200 197.016 180.816 164.116

2.3 Produksi hasHhutan
a. Kayu Bulat (m3) 55.235 56.000 60.764 57.750 59,000 60.000

b. Kayu Gergajian (m3) 2.596,43 2.621,43 21.267,61 17.850 2,696.43 2,721.43

C. Non Kayu (ton) 6.200 6.200 880 1200 6.200 6.200

3 Energi dan Sumber Daya
Mineral

3.1 Rasio Lokasl Pertambangan Tanpa 16.74% 20.76% 23,14% 34.16% 40.86%
47.56%

Izin vano dibina
3.2 Ratio Elektrifikasl 72,12% 74,75% 74,48% 77,58% 77,75% 78.75%

4 Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan 120.000

4.1 wisatawan di B obyek wisata 92.000 110.517 356.799 368.000 110,000
unooulan (ora)

4.2 Meningkatnya lama tinggal 3 hari 3 harl 4 hari 4 hari 4 hari 5 hari

5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi perikanan Tangkap (ton) 85.815 92.171 3 103.01780 105.715 114.578 126.036

5.2 Produksi Perikanan Budidaya (ton) 133.340 125.730.3 57.39230 30.158 186490 205.139

- Produksi Ikan Budidaya (Ton) 26.668 21.730,3 32.457 25.885 37,298 41.028

- Produksi rumput laut (Ton) 106.672 103.924,2 24.935,30 4.272 149,192 164.111

5.3
Produksl Perikanan Kelompok 131.627
Nelavan/ oembudidava (Ton) 75.700 82.203 90.847 21.109 110807

5.4 Konsumsl ikan (kg/kap/thn) 46,93 486 468 54.8 55 58.1

5.5
cakupan bina kelompok Perikanan 430 467 731 680 630 750
(kelompok)

5.6 Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 1.945.558 2.968.642 2.597.000 2.500.000 2648545 2.910.225

5.7 Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) 1.662.465 1.790.750 1.975.000 2.470.000 2.278.085 2.000.000

5.8 Pendapatan pengolah dan pemasar 2.500.000 2.359.183 3.830.166 3.830.166 3,401,204 3.673.300
oerikanan (Rp./Bln)
Oesa Nelayan/PEsisir yang Menjadi
Oesa Tangguh /PONT (Desa 6 10 12 14 16 19

5.9 Ne!avan/Pesisir)
6 Perdagangan
6.1 Jumlah sarana distribusi barang/jasa 1 pasar 6 pasar 4 pasar 5 pasar 4 pasar 4 pasar

yang dibangun tradisional tradisional tradisional tradisional . tradisional tradisional

6.2 Jumlah perdagangan antar pulau 768.736 ton 81O.6~.7ton 66.126 ton 620.902 ton 8?9.294 ton
920.621

(ton) ton
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TABELS.l
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kode Lokasi Target

program & Program dan Kegiatan Kegiatan Kinerja
JUMLAH

.
1 2 3 4 5

1.01 • 1.01.01 • 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur 8,839,623,750.13

1.01 • 1.01.01 • 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 250 PNS 3,930,8'10,000.13

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 5 Paket 909,500,000.00

1.01 • 1.01.01 • 01 • 03 Peningkatan Kapasitas SiJmber Daya Aparatur Provinsi Gorontalo 1 Keg 1,763,958,750.00

1.01 • 1.01.01 . 01 • 09 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA) Provinsi Gorontalo 12 Bulan 1,038,790,000.00

1.01 • 1.01.01 • 01 • 10 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Da€rah) Provinsi Gorontalo 12 bulan 463,486,000.00

1.01 • 1.01.01 . 01 . 11 Pe:ayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP) Provinsi Gorontalo 54 Orang 123,571,000.00

1.01 • 1.01.01 • 01 • 12 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA) Provinsi Gorontalo 1 Unit 22,250,000.00

1.01 • 1.01.01 • 01 • 13 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-Museum Daerah) Provinsi Gorontalo 1 unit 266,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PPLP) Provinsi Gorontalo 3 Paket 27,600,000.00

1.01 • 1.01.01 . 01 . 15 Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PLA) Provinsi Gorontalo 4 Orang 94,450,000.00

1.01 • 1.01.01 . 01 . 16 Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-Museum Daerah) Provinsi Gorontalo 120 org/hari 128,763,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PPLP) Provinsi Gorontalo 209 Orang 69,915,000.00

1.01 • 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1,958,784,929.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan EI/aluasi Provinsi Gorontalo 4 Paket 1,817,08~,OOO.00

1.01 • 1.01.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 4 Laporan 141,699,929.00

2.16 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
373,765,000.00

2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah provinsi gorontalo 3 keg 373,765,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar
1,800,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Provinsi Gorontalo 7 Kegiatan 1,800,025,000.00

2.16 . 1.01.01 . 19 Pemeliharaan 5ejarah dan Cagar Budaya Gorontalo
171,830,000.00

2.16. 1.01.01 . 19.01 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan 5ejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Provinsi Gorontalo 1000rg 171,830,000.00

RA~;:lh Air

1.01 . 1.01.01 . 19 Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
3,214,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 Bantuan Studi dan Akhir Studi
Provinsi Gorontalo 234 mahasiswa 2,924,228,000.00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan Provo Gorontalo !keg 289,n2,000.00

1.01 . 1.01.01 . 21 Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 100% 584,563,000.00

1.01 . 1.01.01 . 21 • 01 Penerapan Kurikulum 2013
Kota Gorontalo, Provinsi 8100 BU<Jh 584,563,000.00

1.01 . 1.01.01 . 24 Program Kepengawasan Pendidikan
378,627,000.00

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 Peningkatan Kompetensi Pengawas Prol/insi Gorontalo 61 orang 378,627,000.00

. 1:01 .1.:01.01 . 35 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK
27,847,080,000.00

1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Provinsi Gorontalo 1971 Orang 27,847,080,000.00

1.01 . 1.01.01 . 36 Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal
415,100,000.00

l.Oi . 1.01.01 . 36 . 01 Kemampuan Literasi Masyarakat Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 415,100,000.00

2.13 • 1.01.01 . 37 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1,754,200,000.00

2.13 . 1.01.01 . 37 . 01 Pembinaan dan Pemasyarakat2n Olahraga Provinsi Gorontalo 47 Atlet dan Pelatih 1,754,200,000.00

2.13 . 1.01.01 . 38 Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
995,725,000.00

2.13 . 1.01.01 . 38.01 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Provinsi Gorontalo 96 orang 995,725,000.00

2.13 . 1.01.01 . 39 Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda
1,467,660,000.00
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Kode Lokasi Target

program &: Program dan Kegiatan Kegiatan Kinelja
JUMLAH

1 2 3 4 5

2.13 . 1.01.01 . 39 • 01 Pendidikan dan Pelatihan Oasar Kepemimpinan
90 orang 984,530,000.00

2.13 . 1.01.01 . 39 . 03 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Pemuda
120 orang 483,130,000.00

1.01 . 1.01.01 . 39 Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK
1,174,545,COO.OC

1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 Pelaksanaan 5eleksi PTl< Berprestasi dan Berdedikasi
Provinsi Gorontalo 54 Orang 1,174,545,000.00

2.13 . 1.01.01 .40 Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional
556,037,500.00

2.13 . 1.01.01 .40 . 01 Penvelennaaraan Pelestarian Olahraaa Tradisional
Provinsi Gorontalo 10 Jenis Olahraaa Tradisional 556037500.00

1.01 . 1.01.01 . 40 Program Peningkatan Mutu dan Relevansl Oikdas
755,975,000.00

1.01 . 1.01.01 • 40 . 02 Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus dan Gorontalo 5 Kegiatan 756,975,000.00

2.13 . 1.01.01 . 41 Progrem Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda
696,522,000.00

2.13 . 1.01.01 . 41 . 01 Pembinaan Organisasi Pemuda
Provinsi Gorontalo 26 Kelompok 696,522,000.00

1.01 • 1.01.01 . 41 Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Oikmen
3,996,105,000.00

1.01 • 1.01.01 . 41 . 01 Peningkatan Prestasi Siswa
Provinsi Gorontalo 753 Orang 2,046,297,000.00

1.01 . 1.01.01.41 .02 Festival Lomba 5eni Siswa SMA/SMK
Provinsi Gorontalo 5520rg 374,820,000.00

1.01 . 1.01.01 . 41 • 05 Lomba Kompetensi Siswa SMK
Provinsi Gorontalo 96 Orang 304,014,000.00

1.01 . 1.01.01 .41 .06 Olimpiade Olahraga SMA/SMK
Provinsi Gorontalo 5520rg 425,902,000.00

1.01 . 1.01.01.41 .07 Olimpiade sai!1S Nasional
Provinsi Gorontalo 729Siswa 529,667,000.00

1.01 . 1.01.01 .41 . 09 Parade Onta Tanah Air
Provinsi Gorontalo 1589 Orang 270,497,000.00

1.01 . 1.01.01 . 41 . 10 Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi Pembelajaran Praktek SMK Provinsi Gorontalo 44 Program Keahllan 44,908,000.00

2.16. 1.01.01 . 41 Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo
2,787,445,000.00

2.16. 1.01.01 . 41 .01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Oaerah Gorontalo
Provinsi Gorontalo 1000rg 1,605,695,000.00

2.16. 1.01.01 . 41 .02 Pengembangan Rintisan Taman Budaya Oaerah
Provinsi Gorontalo 500rg 1,181,750,000.00

1.01 . 1.01.01 . 44 Program Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Oikdas
208,760,000.00

1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 Manajemen BOS Pendidikan Oasar
Provo Gorontalo 4 keg 208,760,000.00

1.01 . 1.01.01 . 48 Program Penyelenggaraan Ujian Nasional
625,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 Penyediaan Ujian 5ekolah
Provinsi Gorontal0 6 Kegiatan 625,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 49 Program !'erluasan Akses Oikmen
5,710,637,000.00

1.01 . 1.01.01 • 49 . 01 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Pembangunan RlCB/LAB/REHAB SMA/MA/SMK) Provinsi Gorontalo 2 Paket 1,400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Penyediaan sarana Belajar SMA/MA/SMK) Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 4,310,637,000.00

1.01 . 1.01.01 . 54 Program Pendidikan Untuk Rakyat (PROOlRA)
5,127,498,000.00

1.01 . 1.01.01 • 54 . 01 Bantuan Operasional 5ekolah SMA/MA/SMK
Provinsi Gorontalo 1165ekolah 4,422,481,000.00

~~1 . 1.01.01 . 54 . 03 Manajemen Prodira
PROVINSIGORONTALO 1230RG 705,017,000.00

~1 . 1.01.01 • 55 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
171,120,000.00

1.01..1.01.01.55.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Provinsi Gorontalo 50 orang 171,120,000.00

1.01 . 1.01.01 . 61 Program Perluasan Akses Oikmen (OAK)
41,155,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 Peningkatan Akses Layanan SMK (OAK)
30,411,000,000.00

1.(11 . 1.01.01 . 61 . 02 Peningkatan Akses Layanan SMA (OAK)
10,744,000,000.00

Total Oinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
112,767,453,179.13
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II KgD PEHIJJlAHANPKDYlNSI GDHDNTALD TAHUN2U/7

r. . I

Peningkatan Produksi Buah - buahan 14,019 14,300
2 % oerTahun (Ten) 12.952 1.4.381 18.310 72289

1.3 Peningkatan Produksi Tanaman 186.400 188.270 124.435 192.054 193,975 195,915
Obat iSiofarmaka) 1 %/Tahun (Ka)

1.4 Perluasan Areal Tebu (Ha) 1.764 1.324 1.031 1.249 1940 2,116
1.5 Produksi Tebu (Ton) 30.195 32.521 32.521 49.331 31,297 31,579

1.6 Perluasan Areal Cenaklh (Ha) 8.880 9.370 9.670 9.737 10,637 11,121_.
Produksl Cenakih (Ton)1.7 910 755 773 604 913 914

1.8 oerluasan Areal Kelaoa Dalam (Ha) 65.664 10.269 68.896 68.129 67.487 67.818

1.9 Produksl Kelaoa Dalam (Ton) 62.369 66.345 66.793 22.093 62.494 62.525

1.10 Perluasan Areal Kakao (Ha) 12.928 1.3.692 14.205 14.932 15,114 15.599

1.11 Produksi Kakao(Ton) 3.923 5.043 5.043 2.948 4.082 4.123

1.12 Peningkatan Populasi Ternak Sapi 191.223 214.186 190.832 197.124 223,704 232.652
(Ekor)

1.13 Peningkatan Populasi Kambing 86.077 88.513 83.127 84.868 96.881 99.787
(Ekor)

1.14 Peningkatan Populasi Ayam Buras 1.104.859 1.555.867 1.291.040 1.850.163 1.932.405 2.222.266
(Ekor)

1.15 Penlngkatan Produksi Da,ging Sapi 4.064.695 2.817.969 3.011.474 2.552.353 4.399.756 4.487.752
(Ka)

1.16 Peningkatan Produksi Daging 183.747 134.406 176.524 68.708 231.976 245.895
Kamblna (Ka)

1.17 Peningkatan Produksi Daging Ayam 1.657.415 1.232.663 1.397.921 2.037.214 3,105,809 3.633.796
Buras-(Ka)

1.19 Jumlah Konsumsi Daging 2,7 3,02 2,77 3,1 3.7 4.0
(ka/kaoita/th)

2 Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha) 14.700 15.000 4.500 13.800 16.200 16.700

2.2 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 243.116 228.116 150.200 197.016 180.816 164.116

2.3 Produksi hasil hutan
a. Kayu Bulat (m3) 55.235 56.000 60.764 57.750 59,000 60.000

b. Kayu Gergajian (m3) 2.596,43 2.621,43 21.267,61 17.850 2,696.43 2,721.43

c. Non Kayu (ton) 6.200 6.200 880 1200 6.200 6.200

3 Energi dan Sumber Daya
Mineral

3.1 Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa 16.74% 20.76% 23,14% 34.16% 40.86% 47.56%
Izin vana dibina

3.2 Ratio Elektrifikasi 72,12% 74,75% 74,48% 77,58% 77,75% 78.75%

4 Pariwisat:2
Meningkatnya jumlah kunjungan 120.000

4.1 wisatawan dl 8 obyek wisata 92.000 110.517 356.799 368.000 110,000
unaaulan (ora)

4.2 Meningkatnya lama tinggal 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 4 hari 5 hari

5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi perikanan Tangkap (ton) 85.815 92.171 3 103.01780 105.715 114.578 126.036

5.2 Produksi Perikanan Budidaya (ton) 133.340 125.7303 57.39230 30.158 186490 205.139

- Produksi lkan Budidaya (Ton) 26.668 21.730,3 32.457 25.885 37,298 41.028

- Produksi rumput laut (Ton) 106.672 103.924,2 24.935,30 4.272 149,192 164.111

5.3
Produksi Perikanan Kelompok 131.627
Nelavan/ oembudidava (Ton) 75.700 82.203 90.847 21.109 110807

5.4 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 46,93 486 468 54.8 55 58.1

5.5 C8kupan bina kelompok Perikanan 430 467 731 680 630 750
(kelompok)

5.6 Pendapatan Nelayan (Rp/bln) 1.945.558 2.968.642 2.597.000 2.500.000 2648545 2.910.225

5.7 Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) 1.662.465 1.790.750 1.975.000 2.470.000 2.278.085 2.000.000

5.8 Pendapatan pengolah dan pemasar 2.500.000 2.359.183 3.830.166 3.830.166 3,401,204 3.673.300
perikanan (Rp.{Bln)
Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi
Desa Tangguh /PDNT (Desa 6 10 12 14 16 19

5.9 Nelavan/Pesisir)
6 Perdagangan
6.1 Jumlah Si:lranadistribusi barang/jasa 1 pasar 6 pasar 4 pasar 5 pasar 4 pasar 4 pasar

yang dibangun tradisional tradisional tradisional tradisional tradisional tradisional

6.2 Jumlah perdagangan antar pulau 768.736 ton 810.6~7 ton 66.126 ton 620.902 ton 819.294 ton 920.621
(ton) ton
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6.3 Perkembangan ekspor 17.012 ton 83.529 ton 72.608 ton 144.291 ton 200.056 ton 240.068

7 Perlndustrlan

7.1 Jumlah IKM (unit) 12.140IKM 12.842IKM 13.688IKM 14.084IKM 13.696IKM 14.025

7.2 Jumlah Sentra IKM (unit) 272 sentra 415sentra 289sentra 287sentra 312sentra 321 sentra

7.3 Berkembangnya k1uster industry o kluster 1 kluster 1 kluster 1 kluster 2 kluster 2 kluster

8 Ketransmigraslan
Jumlah Permukiman Transmigrasi 1 Kimtras 1 Kimtras 2 Kimtras 1 Kimtras 1 Kimtras

1 Kimtras

8.1 vana Mandiri
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pertanian

1.1 Meningkatnya Nilai Tukar Petanl
(NTP)-

- Subsektor Tanaman Panaan 91.82 91.84 96,31 98,30 91.91 91.93

- Subsektor Hortikultura 110.36 110.38 121,14 123,60 110.45 110.47

1.2 Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya 105 99.97 97,50 106.73 108.41
109.42

(NTN-P)
1.3 Nilai Tukar Patani Kebun 128.00 102.41 92,80 95,99 128.05 128.06

Fokus Fasilitas Wilayah/lnfrastuktur

1 Penataan Ruang ----
1.1 Persentase implementasi arahan 0% 30% 45% 60% 75%

100%

RTRW yang telah dilaksanakan
3.2 Persentase kuantitas dan kualitas 90%

layanan akses internet pada 40% 50% 60% 70% 80%

Pemerintah Provinsi
Sumber: RPJMD Provinsi Gorontillo 2012 - 2017

Sasaran strategis yang diuraikan dCllam tabel diatas merupakan target RPJMD 2012 -

2017, dimana beberapaindikator telah melampaui target pada capaian tahun 2013 - 2015

sementara sebagian lainnya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Sasaran pencapaian

yang masih sangat rendah tersebut membutuhkan perl1atian dan kerja keras untuk upaya

pencapaiannya hingga masa akhir RPJMDdi tahun 2017.
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BAB V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program kegiatan prioritas yang telah disesuaikan dengan adanya perubahan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peratl.Jran daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang

Pembentuk.an dan susunan perangkat daerah diuraikan dalam tabel 5.1 yang menjadi

lampiran perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 ini.

V-I
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BAB VI
PENUTUP

Demlklan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) In! disusun dalam rangka

mengakomodir program kegiatan yang perlu disesuaikan atas dampak perubahan Undang

- Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan organisasi

perangkat daerah.

RKPD Perubahan tahun 2017 ini tetap menjabarkan pelaksanaa'n Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 untuk

tahun terakhir atau kelima. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2017 tetapk akan didorong untuk percepatan pencapaian sasaran target

pembangunan yang pencapaiannya masih jauh dibawah target indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya RKPD Perubahan tahun 2017, menetapkan kaidah-kaidah yang

menjadi komitmen bagI seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana

program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan, yaitu :

1. Seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta

seluruh pelaku pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD

Perubahan Tahun 2017 secara sinergis dan terintegrasi.

2. RKPD Perubahan Tahun 2017 telah disesuaikan dengan Program kegiatan yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Untuk mengoptimalkan sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan

program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya

bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka

setiap SKPDharus menyusun dan membuat RENJASKPDPerubahan tahun 2017 untuk

memberikan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.
4. Akhir tahun anggaran 2017, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil

evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dinas Keuangan dan Aset

Daerah, BAPPEDAdan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi

Gorontalo.

Pit. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
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BAB VI
PENUTUP

Demlkian perubahar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inl dlsusun dalam rangka

mengakomodir program keglatan yang perlu disesuaikan atas dampak perubahan Undang

- Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan perubahan organisasi

perangkat daerah.

RKPD Perubahan tahun 2017 Inl tetap menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provlnsl Gorontalo 2012 - 2017 untuk

tahun terakhir atau kelima. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2017 tetapk akan didorong untuk percepatan pencapalan sasaran target

pembangunan yang pencapaiannya masih jauh dibawah target Indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya RKPD Perubahan tahun 2017, menetapkan kaidah-kaidah yang

menjadl komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana

program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan, yaitu :

1. Seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah KabupatenjKota serta

seluruh pelaku pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD

Perubahan Tahun 2017 secara sinergis dan terintegrasi.

2. RKPD Perubahan Tahun 2017 telah disesuaikan dengan Program keglatan yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Untuk mengoptimalkan sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan

program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya

bersumber dart APBD, APBNjBLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka

setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJASKPD Perubahan tahun 2017 untuk

memberlkan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.
4. Akhlr tahun anggaran 2017, setiap kepala SKPD wajib meiakukan evaluasl kinerja

pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI maslng-maslng. Hasil

evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dinas Keuangan dan Aset

Daerah, BAPPEDA dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi

Gorontalo.

Pit. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
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TABELS.l
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kode Lokasi Target

Program&. Program dan Kegiatan Kegiatan Kinerja
JUMLAH

1 2 3 4 5

1.01 . 1.01.01 • 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOM Aparatur 8,839,623,75G.13

1.01 • 1.01.01 . 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 250 PNS 3,930,840,000.13

1.01 • 1.01.01 • 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 5 Paket 909,500,000.00

1.01 • 1.01.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Gorontalo 1 Keg 1,763,958,750.00

1.01 • 1.01.01 • 01 • 09 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA) Provinsi Gorontalo 12 Bulan 1,038,790,000.00

1.01 . 1.01.01 • 01 . 10 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah) Provinsi Gorontal0 12 bulan 463,486,000.00

1.01 • 1.01.01 . 01 • 11 Pe:ayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP) Provinsi Gorontalo 54 Orang 123,571,000.00

1.01 • 1.01.01 . 01 • 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA) Provinsi Gorontalo 1 Unit 22,250,000.00

1.01 • 1.01.01 • 01 . 13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-Museum Daerah) Provinsi Gorontalo 1 unit 266,500,000.00

1.01 • 1.01.01 • 01 . 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PPLP) Provinsi Gorontalo 3 Paket 27,600,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Peningkatan SDM Aparatur (UPTD-PLA) Provinsi Gorontaio 4 Orang 94,450,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Peningkatan SDM Aparatur (UPlD-Museum Daerah) Provinsi Gorontalo 120 org/hari 128,763,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Peningkatan SDM Aparatur (UPlD-PPLP) Provinsi Gorontalo 209 Orang 69,915,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1,958,784,929.00

1.01 • 1.01.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 4 Paket 1,817,085,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 4 Laporan 141,699,929.00

2.16 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
373,765,000.00

2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah provinsi gorontalo 3 keg 373,765,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Perluasan Akses Pendidikan Oasar
1,800,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Provinsi Gorontalo 7 Kegiatan 1,800,025,000.00

2.16 . 1.01.01 . 19 i'emeliharaan 5ejarah dan Cagar Budaya Gorontalo
171,830,000.00

2.16 • 1.01.01 . 19 . 01 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Provinsi Gorontalo 1000rg 171,830,000.00

R;o"';",h Air

1.01 . 1.01.01 . 19 Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
3,214,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 19 • 01 Bantuan Studi dan Akhir Studi Provinsi Gorontalo 234 mahasiswa 2,924,228,000.00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan Prov. Gorontalo 1 keg 289,772,000.00

1.01 . 1.01.01 . 21 Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 100% 584,563,000.00

1.01 • 1.01.01 . 21 . 01 Penerapan Kurikulum 2013 Kota Gorontalo, Provinsi 8100 BU<:lh 584,563,000.00

1.01 • 1.01.01 . 24 Program Kepengawasan Pendidikan
378,627,000.00

1.01 • 1.01.01 . 24 • 01 Peningkatan Kompetensi Pengawas Provinsi Gorontato 61 orang 378,627,000.00

.l:tll .1:01.01 . 35 Program Peningkatao Kesejahteraan dan Perlindungan PTK
27,847,080,000.00

1.01 • 1.01.01 . 35 . 01 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Provinsi Gorontalo 1971 Orang 27,847,080,000.00

1.01 . 1.01.01 . 36 program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal
415,100,000.00

1.Oi . 1.01.01 . 36 . 01 Kemampuan Literasi Masyarakat Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 415,100,000.00

2.13 . 1.01.01 . 37 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1,154,200,000.00

2.13 . 1.01.01 . 37 • 01 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Provinsi Gorontalo 47 Atlet dan Pelatih 1,754,200,000.00

2.13 . 1.01.01 • 38 Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
995,725,000.00

2.13 . 1.01.01 . 38 . 01 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Provinsi Gorontal0 96 orang 995,725,000.00

2.13 . 1.01.01 . 39 Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda
1,467,660,000.00
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Kode Lokasi Target

Program.
Program dan Kegiatan Kegiatan Kinerja

JUMLAH

1 2 3 4 5

2.13 • 1.01.01 . 39 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Oasar Kepemimpinan
90 orang 984/530,000.00

2.13 . 1.01.01 . 39 • 03 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia dan Kapal Pemuda
120 orang 483,130,000.00

1.01 • 1.01.01 . 39 Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK
1,174,545,000.OC

1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 Pelaksanaan 5eleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi
Provinsi Gorontalo 54 Orang 1,174,545,000.00

2.13 . 1.01.01 . 40 Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional
556,037,500.00

2.13 . 1.01.01 . 40 . 01 Penvelenoaaraan Peiestarian Olahraaa Tradisional
Provinsi Gorontalo 10 Jenis Olahraaa Tradisional 556.037 500.00

1.01 • 1.01.01 . 40 Program Peni:tgkatan Mutu dan Relevansl Oikdas
756,975,000.00

1.01 . 1.01.01 . 40 . 02 Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus dan Gorontalo 5 Kegiatan 756,975,000.00

2.13 . 1.01.01.41 Progrnm Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda
696,522,000.00

2.13 . 1.01.01 .41 . 01 Pembinaan Organisasi Pemuda
Provinsi Gorontalo 26 Kelompok 696,522,000.00

1.01 . 1.01.01 . 41 program Peningkatan Mutu dan Relevansi Oikmen
3,996,105,000.00

1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 Peningkatan Prestasi Siswa
Provinsi Gorontalo 753 Orang 2,046,297,000.00

1.01 . 1.01.01 . 41 . 02 Festival Lomba 5eni Siswa SMNSMK
Provinsi Gorontalo 5520rg 374,820,000.00

1.01 . 1.01.01 .41 .05 Lomba Kompetensi Siswa SMK
Provinsi Gorontalo 96 Orang 304,014,000.OC

1.01 . 1.01.01.41 .06 Olimpiade Olahraga SMNSMK
Provinsi Gorontal0 5520rg 425,902,000.00

1.01 . 1.01.01 .41 .07 Olimpiade sains Nasional
Provinsi Gorontalo 729Siswa 529,667,000.00

1.01 . 1.01.01 .41 . 09 Parade Cinta Tanah Air
Provinsi Gorontalo 1589 Orang 270,497,000.00

1.01 . 1.01.01 .41 . 10 Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi Pembelajaran Pral<tek SMK Provinsi Gorontalo 44 Program Keahllan 44,908,000.00

2.16. 1.01.01 . 41 Program Promosi Keragaman 9udaya Gorontalo
2,787,445,000.00

2.16. 1.01.01 .41 .01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Oaerah Gorontalo
Provinsi Gorontalo 1000rg 1,605,695,000.00

2.16. 1.01.01.41 .02 Pengembangan Rintisan Taman Budaya Oaerah
Provinsi Gorontal0 500rg 1,181,750,000.00

1.01 . 1.01.01 . 44 Program Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Oikdas
208,760,000.00

1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 Manajemen BOS Pendidikan Oasar
Provo Gorontalo 4 keg 208,760,000.00

1.01 . 1.01.01 . 48 Program Penyelenggaraan Ujian Nasional
625,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 Penyediaan Ujian 5ekolah
Provinsi Gorontalo 6 Kegiatan 625,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 49 Program l'erluasan Akses Oikmen
5,710,637,000.00

1.01 • 1.01.01 • 49 . 01 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Pembangunan RKB/LAB/REHAB SMNMNSMK) Provinsi Gorontalo 2 Paket 1,400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah (Penyediaan sarana Belajar SMNMNSMK) Provinsi Gorontal0 1 Kegiatan 4,310,637,000.00

1.01 • 1.01.01 . 54 Program Pendidikan Untuk Rakyat {PROOIRA}
5,127,498,000.00

1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 Bantuan Operasional 5ekolah SMNMNSMK
Provinsi Gorontalo 1165ekolah 4,422,481,000.00

1.01 . 1.01.01 . 54 . 03 Manajemen Prodira
PROVINSI GORONTALO 1230RG 705,017,000.00

1.01 . 1.01.01 . 55 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
171,120,000.00

.1.0Ll.01.D1 . 55 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Provinsi Gorontalo SOorang 171,120,000.00

1.01 . 1.01.01 . 61 Program Perluasan Akses Oikmen {OAK}
41,155,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 61 .. 01 Peningkatan Akses Layanan SMK (OAK)
30,411,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 Peningkatan Akses Layanan SMA (OAK)
10,744,000,000.00

Total Oinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
112,767,453,179.13
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SKPD • Dinas Kesehatan.
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM & PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
]UMLAH

KEGIATAN
1 2 3 4 5

1.02 . 1.02.01 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur
100% 7,820,680,966.00

1.02 • 1.02.01 . 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Provinsi Gorontalo 100% 1,361,574,100.00

1.02 . 1.02.01 . 01 • 02 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman) UPTD Bapelkesman 100% 338,699,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 • 03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD tABKESDA) UPTD Labkesda 100% 195,918,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 100% 1,400,085,866.00

1.02 • 1.02.01 . 01 . 05 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Bapelkesman) UPTD Bapelkesman 100% 121,961,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD LABKESDA) UPTD Labkesda 100% 905,920,000.00

1.02 • 1.02.01 • 01 . 07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan luar Daerah 10 Orang 165,905,000.00

. . . '. "
1.02 • 1.02.01 . 01 • 08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD Bapelkesman) luar Daerah 6 Orang 113,720,000.00

1.02 • 1.02.01 • 01 . 09 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD LABKESDA) luar Daerah 40rg 50,000,000.00

1.02 . 1.02.01 • 01 . 10 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie)
100% 2,236,138,000.00

1.02 . 1.02.01 • 01 . 11 Peningkatan Kapasitas Sumoer Daya Aparatur (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) 100% 469,600,000.00

1.02 • 1.02.01 . 01 • 12 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) 65% 461,160,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 Peningkatan :'erencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1,059,125,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Provinsi Gorontalo 3 Kali 314,470,000.00

1.02 • 1.02.01 • 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Provinsi Gorontalo 200k 138,130,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem lnformasi Kesehatan Provinsi Gorontalo 1 Kali 220,890,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . OS Rapat Kerja Kesehatan Daerah
Provinsi Gorontalo 1 Kali 385,635,000.00

-
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

683,015,744.00

~
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Peningkatan pemerotaan obat dan perbekalan kesehatan Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 540,854,744.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Provinsi Gorontalo 1 Kali 94,261,000.00

I-- Peningkaton Mutu Penggunaan Obat dan Perbekaian Kesehatan Provinsi Gorontalo 47,900,000.00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

70 tenaga

"
kesehatan/masy
"',.., ..."'.

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Peni.!,gl{atan Upaya Kesehatan Masyarakat
663,582,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Kab./Kota 1500 Orang 132,715,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Peningkaton Pelayanan .~esehatan Kerja dan Olahrag~
Kab./Kota 56 Puskesmas 74,950,000.00

.__ ..-
1.02. 1.02.01 • 16. 14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Kab./Kota 6 kab/kota 187,980,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17Penunjang Pctwan,l'l Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkesda)

----

~ ---'

Provinsi Goronta!o -I 100 % -
189,322,000.00

1.02 • 1.02.01 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Jiwa Provinsi Gorontaio 6 Kab/Kota 78,615,000.00

1.02 • 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
135,082,500.00

1.02. 1.02.01 . 17.02 Peningkatan pengawasan_ keam~n pangan dan bahan berbahaya Provinsi Gorontalo 6 69,395,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 Peningkatan, Pembinaan sarana Produksi, Distribusi S~iaan Farmasi, A1at Kesehatan Provinsi Gorontalo 6 65,687,500.00

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Kabupaten/Kota

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberda'iaan Masyarakat
276,042,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media prcmosi dan informasi sadar hidup sehat Prcivinsi Go,ontalo 100% 81,190,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Permberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Kegiatan Saka Bakti Husada Provinsi Gorontalo 100% 50,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 Pembinaan Kegiatan PHBS di 5ekolah dan Masyarakat 6 Kab./Kota 6 Kab.fKota 59,890,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 Pembinaan Desa Siaga dan Pelayanan Promosi Kesehatan Provinsi Gorontalo 60% 84,412,000.00

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
592,415,000.00
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KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&: PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN
1 2 3 4 5

1.02 . 1.02.01 • 20 . 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Provinai Gorontalo 200 Balita 480,375,000.00

1.02 • 1.02.01 • 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
162,380,000.00

1.02 • 1.02.01 • 21 . 02 Pengendalian Penyehatan Ungkungan Dan Pengembangan SCinitasi eerbasis Masyarakat . 6 Kab./Kota 75% 162,380,000.00

1.02 • 1.02.01 • 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit
572,526,540.00

-
1.02 • 1.02.01 • 22 • 01 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Provinsi Gorontalo 85% 110,457,500.00

1.02 • 1.02.01 • 22 . 02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML) Provinsi Gorontalo 50 Persn 125,970,000.00

1.02 • 1.02.01 . 22 . 03 Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit TIdak Menular (PTM) Provinsi Gorontalo 85 Persen 96,500,000.00

1.02 • 1.02.01 • 22 • 04 Peningkatan Imunisasi Provinsi Gorontalo 9S Persen 104,121,040.00

1.02 • 1.02.01 • 22 • 05 Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Provinsi Gorontal0 90 Persen 135,478,000.00

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
316,380,000.00

1.02 • 1.02.01 • 23 . 09 Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter Intemsif/Nusantara 5ehat/Penugasan Provinsi Gorontalo 132 Dokter 157,490,000.00

Khusus
Intersip dan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Provinsi Gorontalo 12 Nakes 126,780,000.00

1.02 • 1.02.01 . 23 . 13 Pemutakhiran Data Tenaga Kesehatan di Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 32,110,000.00

1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1,002,790,000.00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 Pelayanan pengobatan massal dan sunatan masal Kab./Kota 6 Kab/Kota 485,015,000.00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 Pelayanan rujukan pasien miskin keluar daerah RS Rujukan di Luar 15 Orang 517,775,000.00

1.02 • 1.02.01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
25,604,636,112.00

c<lIlcltiiwaLruntah.sait Da:-U-Daru! rumilh.sakit mata
1.02 . 1.02..01 • 26 . 01 Pembangunan Prasarana dan sarana Gedung Rumah sakit Provinsi (U!'TD RSUD dr. Hasri 100% 25,604,616,112.00

..
1.02 . 1.02.01 . 27 Program pemcliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakitjiwa/

117,506,000.00

in••••"h c::olcitn"n.-"",n.1 n ••••"h .
1.02 • 1.02.01 . 27 . 21 Pemeliharaall sarana dan Prasarana Rumah sakit (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) 65% 117,506,000.00

1.02 . 1.02.01 • 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1,179.470,000.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun 100% 1,179,470,000.00

1.02 . 1.02.01 . 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
326,837,000.00

1.02 . 1.02.01 • 29 . 07 Penjaringan Kesehatan Anak 5ekolah Kab./Kota 28049Siswa 249,005,000.00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 Pelayanan Kesehatan Anak Balita melalui Integrasi PAUD dan Posyandu Provinsi Gorontalo 100% 77,832,000.00

1.02 . 1.02.01 • 34 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
100% 606,330,000.00

1.02 . 1.02.01 • 34 . 01 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan serta Pelaksanaan P3K . Provinsi Gorontalo 6 Kabupaten / 104,270,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Penilaian Puskesmas Berprestasi Provinsi Gorontalo 6 kab/kota 88,830,000.00

1.02 . 1.02.01 • 34 . 04 Pelaksanaan BPRS
Provinsi Gorontalo 7RS 158,630,000.00

1.02 . 1.02.01 • 34 . 05 Workshop dan Pembinaan Akreditasi Rumah sakit Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 111,485,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 Workshop dan Pendampingan Akreditasi puskesmas Provinsi Gorontalo 11 pkm 109,865,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 Workshop dan PKS Pelayanan Darah Provinsi Gorontalo 1 kab 33,250,000.00

1.02 . 1.02.01 . 35 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1,904,738,500.00

1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 Akselerasi Penurunan AKI dan AKB di Kab/ Kota Provinsi Gorontalo 100% 711,876,000.00

1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 Penguatan Rujukan Materian Dan Neonatal di Kabupaten/ Kota Dan Provinsi Provinsi Gorontalo 12 RTK 30,242.500.00

1.02 • 1.02.01 . 35 . 08 Penggalangan Program Untas 5ektor Dalam Mendukung Akselerasi Penurunan AKI, AKB Provinsi Gorontalo 6 Kab./Kota 638,165,000.00

dan.G'"""
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 Pelayanan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo 456 Orang 524,455,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 JAMKESTA
60,043,068,000.00
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KODE LOKASI TARGET
PROGRAM&. PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KiNERJA

JUMLAH

KEGIATAN
1 2 3 4 5

1.02 • 1.02.01 • 37 . 01 Manajemen Pembiayaan Jamkest:a Kab./Kota 100% 696,390,000.00

1.02 . 1.02.01 • 37 • 02 Premi Jamkesta
Provinsi Gorontalo 212076 Jiwa 59,346,678,000.00

1.02 • 1.02.01 • 38 Pelayar.an Medik
13,679,180,000.00

1.02 • 1.02.01 • 38 • 01 Pelayanan Medik (UPTD RSUD dr. Has;; Ainun Habibie)
65% 13,679,180,000.00

1.02 • 1.02.01 . 39 Program Peningkatan sarana/Prasarana Instalasi Farmasi (DAK) 226,000,000.00

1.02 • 1.02.01 • 39 • 01 sarana Prasarana InstalasiFannasi (DAK)
226,000,000.00

1.02 • 1.02.01 • 42 Pelayanan Medik (DAK)
6,975,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 Pelayanan Medik (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) (OAK)
100% 6,505,000,000.00

1.02 • 1.02.01 • 42 • 02 Bimbingan Akreditasi Rumah sakit (UPTD RSUO dr. Hasri Ainun Habibie) (OAK)
470,000,000.00

TOTAL DINAS KE5EHATAN 123,946,785,362.00
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SKPD : Badan Kesatuan BanQsa dan Politik
KODE PROGRAM KEGIATAN

LOKASI TARGET JUMLAH

PROGRAM&.
KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5

1.05 . 1.05.01 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
842,950,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 Koordinasi dan Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontalo 4 Kali Kegiatan 842,950,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
290,550,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 05 Kemah Bakti Kebangsaan bagi Pemuda, Pelaiar dan Mahasiswa
Provinsi Gorontalo 150 Orang 290,550,000.00

1.05 . 1.05.01 . 18 Program Kemitraan Per.gembangan Wawasan Kebangsaan
124,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsac:n (FPK)
Provinsi Gorontalo 130 Orang 124,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
252,246,000.00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyaral<at (fKDM)
Provinsi Gorontalo 75 Orang 115,550,000.00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 Sosialisasi Peraturan Bidang Kesatuan Bangsa
Provinsi Gorontalo 100 Orang 45,700,000.00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 04 Monitoring dan Pendataan Orang Asing
Provinsi Gorontalo 75 Orang 90,996,000.00

1.05 . 1.05.01 • 21 Program Pendidikan Politik
609,834,000.00

1.05 . 1.05.01 . 21 . 09 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dan Fasilitasi Pendampingan Lembaga Legislatif
Provinsi Gorontalo 9 Partai Politik 130,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 21 . 10 Monitoring dan Pemantauan Tahapan Pilkada Gubemur dan Pilkada Kab. Boalemo
Kabupaten I Kota 4 Bulan 293,210,000.00

1.05 . 1.05.01 . 21 . 13 Pengkaiian dan Pemantauan Implementasi Kebijakan-kebijakan Pemerintah
Provinsi Gorontalo 12 Kali Rapat 186,624,000.00

1.05 . 1.05.01 . 23 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masvarakat
576,167,775.00

L..02J~Lll..J)l i<:;nc;ialisasiPenguatan peran LSM/Ormas dan Pendataar: LS
I(nf"::\Gorontakl- 100 15M "i1R 0.0

1.05 . 1.05.01 . 23 . 02 Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemantauan/Monitoring terhadap Aliran 5esat dan Hari-hari Besar Provinsi Gorontalo 100 Orang 184,960,000.00

Keaaamaan
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi, Perjudian, Peredaran Miras, dan Penyalahgunaan Narkoba

Kota Gorontalo 150 Orang 172,779,000.00

1.05 . 1.05.01 . 24 Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi
74,500,000.00

1.05 . 1.05.01 . 24 . 02 Pemantauan/Monitoring Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Pokck
Provinsi Gorontalo 2 Kali 74,500,000.0!J

1.05 . 1.05.01 . 28 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur
824,686,359.00

1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 Pelayanan Jasa Administrdsi Perkantoran
Provinsi Gorontalo 12 Bulan 295,821,459.00

1.05 . 1.05.01 . 28 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 12 Bulan 528,864,900.00

1.05 . 1.05.01 . 29 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
357,171,000.00

1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politi\< Provinsi Gorontalo 2 Kali 235,571,000.00

1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 Penatausahaan dan Pelaooran Keuanqan
Provinsi Gorontalo 3 Kali 121,600,000.00

TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,952,105,134.00BI
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SKPD : Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Pemukiman

KODE
LOKASI TARGET

PROGRAM&.
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERJA

JUMLAH

KEGIATAN

1
2

3 4 5

1.04 . 1.04.01 • 01 program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1,301,200,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perl<antoran
Provinsi Gorontalo 100% 570,650,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Peningkatan 5a:ona dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 100% 613,150,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Provlnsi Gorontal0 3 Kegiatan 117,400,000.00

1.04 . 1.04.01 . 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
477,236,500.00

1.04 • 1.04.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Provinsi Gorontalo 3 Dokumen 375,736,500.00

1.04 . 1.04.01 .02.02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Provinsi Gorontalo 100% 101,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan
20,887,825,036.00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat .kurang mampu
ProvinsiGorontalo 700 Unit 18,487,550,036.00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 Pembangunan saiona dan prasarana rumah sederhana sehat
Provinsi Gorontalo m 2,152,975,000.00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 Penyusunan Perencanaan Bidang Perumahan
Provinsi Gorontalo 1 Dokurnen 247,300,000.00

1.04 . 1.04.01 . 21 program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan cepat Tumbuh
373,225,000.00

1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 373,225,000.00

1.04 . 1.04.01 . 22 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan cepat Tumbuh
1,314,300,000.00

1.04 . 1.04.01 . 22 . 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 156,400,000.00

1.04 , 1.04.01 . 22 . 02 Pembangunan/ Peningkatan InfrastrlJktur
Provinsi Gorontalo m,unit 1,157,900,000.00

TOTAL DINAS PERU MAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
24,353,786,536.00

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



SKPO : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOOE
LOKASI TARGET

PROG!V.M&
PROGRAM KEGIATAN

JUMLAH

KEGIATAN

KEGIATAN K1NERJA

1
2 3 4 5

1.03 • 1.03.01 • 01 program Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOH Aparatur
7,721,317,476.00

1.03 . 1.03.01 . 01 • 01 Pelayanan Jasa Administras! Perkantoran
Provinsi Gorontalo 100% 2,286,702,000.00

1.03 . 1.03.01 • 01 . 03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD TPA Talumelito
Provinsi Gorontalo 1 Paket 165,211,000.00

1.03 • 1.03.01 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administras! Perkantoran UFTD laboratorium
Provinsi Gorontalo 100% 465,788,000.00

1.03 . 1.03.01 • 01 • 05 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 1,941,097,476.00

1.03 • 1.03.01 • 01 . 07 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD TPA Talumelito
Provinsi Gorontal0 1 Paket 1,642,839,000.00

1.03 • 1.03.01 . 01 . 08 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD laboratorium
Provinsi Gorontalo 100% 434,410,000.00

1.03 . 1.03.01 • 01 . 09 Bhnbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur
Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 785,270,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatar. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1,078,.410,000.00

1.03 • 1.03.01 • 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 320,800,000.00

1.03 • 1.03.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Kellangan
Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 • 03 Peningkatan Kinerja Penyusunan Program
Provinsi Gorcntalo 1 Kegiatan 557,610,000.00

2.05 . 1.03.01 . 15 Pengembangan Kinerja Pengolahan Perszmpahan -
206,750,000.00

2.05 . 1.03.01 • 15 . 01 Peningkatan Kapasitas dan Peran 5erta Masyarakat Data,:" Pengelolaan Persampahan
Provinsi Gorontalo 200 Orang 206,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan -
61,821,165,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Pembangunan Jalan Provinsi
PROVINSI 10KM 23,673,830,000.001

1.03 • 1.03.01 • 15 . 02 Pembangunan Jalan Strategis Provir.si
PROVINSI GORONTALO 8.20 KM 23,450,400,000.00

1.03 • 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan Jembatan Provinsi
PROVINSI GORONTALO o Meter 0.00

_.

1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Pemb:3ngunan Jembatan Strategis Provinsi
PROVINSI GORONTALO 2 Paket 10,959,11\),~~

1.03 . 1.03.01 . 15 . V6 Penyusun;)n Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan
PROVINSI GORONTALO 9 Paket 3,490,120,000.00

-------- Koordinasi Penl)€:nbangan Jaringan Jalan
PROVINSI GORONTALO

1.03 • 1.03.01 . 15 . 09

1 KP.giatan 24i',705,~~

1.03 . 1.03.01 . 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ~an JemlJatan
6,761,585,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan
Provinsi Gorontalo 1 Paket 399,410,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jala[l Provinsi
Provinsi Gorontalo 6.40 Km 0.00

1.03 . 1.03.01 • 18 . 03 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi
Provinsi Gorontalo 100 KM 6,057,600,000.00

- _"" Go"'"ta~-'OO Met"
1.03 • 1.03.01 . 18 . 04 Pemeliharaan Jembatan Provinsi

304,575,000.00

--
2.04 . 1.03.01 • 21 Program Pembebasan TClinah

100% 9,211,120,000.00

-
--- -- -

2.04 . 1.03.01 . 21 . O_~ Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Provinsi Gorontalo 331 Ha 9,211,120,000.00

1.03 . 1.03.01 • 24
Program Pengembangan dan pengeloiaan J<lrin~~n !,ig21si, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

11,936,880,000.00--------i- ------------
~~.03.01 • 24 . 15 Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah_Dibangun

Provinsi Gorontalo 10129.50 Ha 8,389,980,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Air
Provinsi Gorontalo $_3Kegiatan __ 127,315,000.00

1.03 • 1.03.01 . 24 . 24
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan lrigasi Randangan, pumbaya Bulan dan Irigasi Baru lainnya serta Revitalisasi

provinsi Gorontalo 4 Kegiatan 100,175,000.00
- --

1.03 .1.03.'01 .24 • 26 Penyusunan Dukumen Perencanaan 5erta Fengawasan Teknis Irigasi
Provinsi Gorontal0 6 Dak 3,319,410,000.00

e--

----
1.03 . 1.03.01 • 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah

18,823,225,000.00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 Penyediaan Prasarana dan sarana Sistem Pengolahan Air Limbah
Provinsi Gorontalo 4 Kawasan 1,006,650,000.00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
Penyediaan sarana Prasarana Air Minum dengan Jaringan Peroipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat

Provinsi Gorontalo __ 7500 Jiwa 10,525,955,000.00

1.03 . 1.03.01 . 27 • 11 Penyediaan Prasarana dan sarana sanitasi bagi Masyarakat
Provinsi Gorontalo 120 Unit 6,512,020,000.00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengo!ahan Air Minuffi dan Air Limbah
Provinsi Gorontalo 5 Dokumen n8,GOO,OOO.00

1.03 . 1.03.01 . 28 Program Pengendalian Banjir
13,178,300,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai
Provinsi Gorontalo 1318.19 M 6,570,695,000.00

1 n~ 1 n~ 01 Jl'I 11 Pf'mbanaunan Penaaman Badan Sungai dan Tebing
Provinsi Gorontalo 5425 M 5,884,195,000.00
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KOOE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

1.03 • 1.03.01 • 28 . 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Pengendalian Oaya Rusak Air
Provinsi Gorontalo 5 Dok 723,410,000.00

1.03 • 1.03.01 . 29 Program Pengembangiiit wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
28,569,055,000.00

1.03 . 1.03.01 • 29 • 01 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman
Provinsi Gorontalo 4Km 15,769,150,000.00

1.03 • 1.03.01 • 29 • 02 Pembangunan Prasarana dan sarana Gedung Perkantoran
Provinsi Goronta!o 1 Unit 8,456,005,000.00

1.03 . 1.03.01 • 29 . 04 Pembangunan sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Umum
Provinsi Gorontalo 3 Kawasan ... 3,485,450,000.00

1.03 . 1.03.01 • 29 • 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktl.lr Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
Provinsi Gorontalo 3 Dokumen 858,450,000.00

1.03 . 1.03.01 • 31 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
2,103,487,700.00

1.03 • 1.03.01 . 31 . 01 Teknis Jasa Konstruksi
Provinsi Gorontalo 7 Keg 399,179,895.00

1.03 . 1.03.01 • 31 . 02 gina Jasa Konstruksi
Provinsi Gorontalo 100 Badan Usaha 650,795,000.00

1.03 • 1.03.01 • 31 . 03 Kerjasama dan Pemberdayaan Masyara!<at Usaha Jasa Konstruksi
Provinsi C-orontalo 1650rg 1,059,517.,805.00

1.03 • 1.03.01 • 62 program Rehaliilitasi/Pemeliha:aan Jalan dan Jembatiln (OAK)
26,336,000,000.00

1.03 • 1.03.01 . 62 • 01 Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (OAK)
Provinsi Gorontalo 26,336,000,000.00

1.03 • 1.03.01 • 63 program Pengembangan dan Pengelglaan Jaringan Irigasi (OAK)
5,509,000,000.00

1.03 . 1.03.01 • 63 . 01 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (OAK)
Provinsi Gorontalo 3 Oaerah Irigasi 5,509,000,000.00

1.03. 1.03.01 • 64 Bina Marga (Lanjutan)
1,65':,419,250.00

1.03 . 1.03.01 . 64 . 01 Kegiatan Bina Marga (Lanjutan)
Provinsi Gorontalo 1,654,419,250.00

1.03 . 1.03.01 • 65 Cipto Kal1'a (Lanjutan)
3,387,050,500.00

1.03 . 1.03.01 • 65 • 01 Kegiatan Cipta Karya (Lanjutan)
Provinsi Gorontalo 3,387,050,500.00

1.03 . 1.03.01 . 6G program Perencanaan Tata Ruang
100% 2,386,080,000.00

1.03 . 1.03.01 . 66 . 04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 1,684,460,000.00

1.03 . 1.03.01 . 66 . 16 Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP
Povinsi Gorontalo 2 Kegiatan 701,620,000.00

1.03 . 1.03.01 • 67 Program Pemanfaatan Ruang
100% 922,375,000.00

1.03 . 1.03.01 . 67 . 08 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Untas Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo 3 Laporan 922,375,000.00

1.03 . 1.03.01 • 68 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100% 632,850,000.00

1.03 . 1.03.01 • 68 • 08 Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Provinsi Gorontalo 3 Laporan 632,850,000.00

TOTAL OINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
202,245,069,926.00BI
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SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE
LOKASI TARGET

PROGRAM &
PROGRAMKEGIATAN KEGIATAN KINERJA

lUMLAH

KEGIATAN
1

2
3 4 5

1.06 • 1.06.01 • 01 Pelayanan Admini5trasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
100% 1,332,653,065.00

1.06 • 1.06.01 • 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Provinsi Gorontalo 100% 597,924,500.00

1.06 • 1.06.01 • 01 • 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 100% 614,728,565.00

1.06 . 1.06.01 • 01 • 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

5 Orang 120,000,000.00

1.06 • 1.06.01 • 02 Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dar. P~;aporan
100% 592,907,000.00

1.06 • 1.06.01 • 02 • 01 . Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 120,837,000.00

1.06 • 1.06.01 • 02 • 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Provinsi Gorontalo 1 Kegic:tan 472,070,000.00

1.06 • 1.06.01 • 15 Pemberdayaan Sosial
200 KK 1,605,186,250.00

1.06 • 1.06.01 • 15 • 01 Pelestarian Nilai Kepahlawanail, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)
Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 284,595,000.00

1.06 • 1.06.01 • 15 • 02 Pembangunan sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpendl
Provinsi Gorontalo 23CKK 289,298,250.00

1.06 . 1.06.01 • 15 • 03 Pemberdayaan Fakir Miskin
Provinsi Gorontalo 10 KUBE 1,031,293,000.00

1.06 • 1.06.01 • 16 Rehabilitasi Sosial
480 Orang 1,436,311,250.00

1.06 . 1.06.01 • 16 • 01 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
Provinsi Gorontalo 43 264 AnaklU<SAJPanti 449.607000.00

1.06 • 1.06.01 • 16 • 02 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
provinsi Gorontalo 100 Orang 154,370,000.00

1.06 • 1.05.01 • 16 • 05 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Provinsi Gorontalo 15 Orang 475,340,000.00

1.06 • 1.06.01 • 16 • 06 Rehabilitasi Sosial Iuna Sosial
Provinsi Gorontalo 25 Orang 356,994,250.00

2.02 • 1.06.01 • 17
program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

100% 544,975,000.00

2.02 . 1.06.01 • 17 . 22 Pel1guatan J2ringan Kelembagaan Anak
Provinsi Gorontal0 120 anak 297,725,000.00

2.02 . 1.06.01 • 17 • 26 Penguatan Kelembagaan P2TP2A
Provinsi Gorontal0 1 tahun anggarar. 247,250,000.00

2.02 . 1.06.01 • 20
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarutamaan Gender

100% 829,346,000.00

2.02 . 1.06.01 • 20 • 03
Pelaksanaan Penilaian Program Terpadu P2WKSS dan Gerakan sayang Ibu di Kab./Kota

Kab / Kota di Provinsi 6 Kab/Kota 112,510,000.00

2.02 . 1.06.01 • 20 • 06 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
Provinsi Gorontalo 19 Orang 284,070,000.00

2.02 . 1.06.01 • 20 • 09 PEninglr.atan Kapasitas Kelembagaan PUG
Provinsi Gorontalo 4 Dokumen 269,838,000.00

2.02 . 1.06.01 • 20 . 10 Penguatan Kelembagaan SIGA Data Gender SKPD dan SKPP
Provinsi Gorontalo 1 Dokumen Database Gender 162 928 000.00

1.06 • 1.06.01 . 20 Perlindungan dan laminaR Kesejahteraan Sosial
120 KK 1,232,535,000.00

1.06 • 1.06.01 • 20 • 03 Pendataan dan laminan Sosial Keluarga
Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 448,140,000.00

1.06 • 1.06.01 • 20 • 04
Koordinasi Dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Bidang linjamsos

Provinsi Gorontalo 250 KK 315,000,000.00

1.06 • 1.06.01 • 20 • 05 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Kabupaten dan Kota se 24KK 469,395,000.00

1.06 • 1.06.01 • 21 Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan
40 Lembaga 529,110,000.00

1.06 . 1.06.01 • 21 • 01 Pemberdayaan melalui Kemitraan Sosial
Provinsi Gorontalo 16 Lembaga WKSBM 58,509,000.00

1.06 . 1.06.01 • 21 • 02 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
Provinsi Gorontalo 77 Orang 330,220,000.00

1.06 • 1.06.01 . 21 • 04 Pembinaan Oraanisasi Keseiahteraan Sosial
Provinsi Gorontalo 10 Lembaaa Karana 140 381.000.00

TOTAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK
8,103,023,565.00
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SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODe LOKASI TARGET

PROGRAM&: URAIAN
JUMLAH

KEGIATAN

KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5

1.06 . 1.06.02 . 01 Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1,980,055,040.00

1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Provinsi GOrontalo 12 bulan 433,695,040.00

1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
BPBD Provinsi 12 Bulan 1,396,810,000.00

1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 Peningkatail Kapasitas SDM Aparatur
Provinsi GOrontalo 11 orang 149,550,000.00

1.06 . 1.06.02 . 02 Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
782,662,250.00

1.06 . 1.06.02 . 02 . 01 Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD
Provinsi GOrontalo 12 bulan 123,500,000.00

1.06 . 1.06.02 . 02 . 03 Perencanaa:1, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo 1 kali rakor 659,162,250.00

1.06 . 1.06.02 . 23 Pencegahan dan Kesiapsiagaal'i
609,413,000.00

1.06 . 1.06.02 . 23 . 01 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
Kabupaten I Kota 420 Orang anak didik 227,193,000.00

1.06 . 1.06.02 . 23 . 03 Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana
Kabupaten Pohuwato 350 Orang Relawan 382,220,000.00

1.06 . 1.06.02 . 24 Kedaruratan dan Logistik
571,834,000.00

1.06 . 1.06.02 . 24 . 01 Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kedaruratan dan logistik Prcvinsi Gorontalo 10 Mobil 305,280,000.00

1.06 . 1.06.02 . 24 . 02 PUSDALOPS(Pusat Pengendalian Opercisi Sistem Penanggulangan Bencana) Provinsi Gorontalo 3 kali rapat koordinasi 266,554,000.00

1.06 . 1.06.02 . 25 Rehabilitasi dan Rekonstruksi
515,210,625.00

1.06 . 1.06.02 . 25 . 01 !nventarisasi Kerusakan Infrastruktur
Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 92,586,125.00

1.06 • 1.06.02 . 25 . 03 Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
Kota Gorontalo 50 Orang 89,437,000.00

1.06 . 1.06.02 . 25 . 04 Monitoring dan Evaiuasi
Provinsi Gorontalo 100% 240,000,000.00

1.06 . 1.06.02 . 25 . 05 Peningkatan Peran dan Partisipasi da:am Bidang Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo 70 orang 93,187,500.00

TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4,459,174,915.00
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SKPD : Badan Keuangan Daerah

KODE LOKASI TARGET
PROGRA~& PROGRAM KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5

4.04 • 4.04.05 • 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, 5arana dan Pra~rana serta Sumber Daya Aparatur 100% 6,284,528,070.00

4.04 • 4.04.05 . 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 1 Tahun 1,407,420,000.00

4.04 • 4.04.05 • 01 • 08 Peninakatan sarana dan Prasarana Perkantoron Provinsi Gorontalo 5 Unit Rode! Dua 3 127 108 07G.00

4.04 • 4.04.05 • 01 • 18 Pelayanan Jasa Administrasi/sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota Gorontalo/Kabupaten Bone Kota Gorontalo 100% 450,000,000.00

4.04 • 4.04.05 • 01 • 19 Pelayanan Jasa Administrasi/sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten Gorontalo/Kabupaten Kabupaten Gorootaio 100% 450,000,000.00

4.04 . 4.04.05 • 01 • 20 Pelayanan Jasa Administrasi/sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten Boalemo/Kabupaten Kabupaten Boalemo 100% 350,000,000.00

4.04 • 4.04.05 • 01 • 21 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Makassar 21 Orang pegawai 500,000,000.00

4.04 .4.04.05 • 02 Program Peningkatan Pe!'encanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi 100% 919,386,792.00

4.04 • 4.04.05 • 02 • 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 1 Dokumen Dokumen 200,000,000.00
Renja, DPA SKPD, RKA
SKPD, DPA P-APBD, RKA-
P, LPPD, Lakip, e-monep &
Dokurr.en oenaadaan.

4.04 . 4.04.05 • 02 • 03 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (POE) Provinsi Gorontalo 9 titik 619,386,792.00

4.04 . 4.04.05 . 02 • 20 Penatausahaan dan Penyusunan Laperan Keuangan Provinsi Gorontalo 7 Jenis laperan keuangan 100,000,000.00

4.04 . 4.04.05 • 03 Program Peningkatan dan Pengembangc!n Pengelolaan Keuangan Daerah WTP 2,996,380,000.00

4.04 .4.04.05 . 03 • C1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Provinsi Gorontalo 20rg 295,576,000.00

4.04 . 4.04.05 • 03 • 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 120,000,000.00

4.04 . 4.04.05 • 03 • 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Provinsi Gorontalo 300 Buku 320,000,000.00

4.04 • 4.04.05 • 03 . 04 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 30rg 425,960,000.00

4.04 • 4.04.05 . 03 . OS Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 75,000,000.00

4.04 . 4.04.05 . 03 • 06 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 145,714,000.00

4.04 . 4.04.05 • 03 . 07 Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa Provinsi Gorontalo 150 bUKU 93,380,000.00

4.04 • 4.04.05 • 03 • 08 Penatausahaan Aset Provinsi Gorontalo 25 Buku per triwulan 430,000,000.00

4.04 . 4.04.05 . 03 • 09 Penatausahaan APBD Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 245,000,000.00

4.04 . 4.04.05 • 03 • 10 Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Gorontalo 33 SKPD 182,600,000.00

4.04 . 4.04.05 . 03 • 11 Penyempumaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 125,000,000.00

4.04 . 4.04.05 • 03 . 12 Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Gorontalo 75% 119,200,000.00

4.04 . 4.04.05 . 03 • 13 Kebijakan dan Pengendalian Aset Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 104,650,000.00

4.04 . 4.04.05 . 03 . 14 Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi Provinsi Gorontalo 100 buku 314,300,000.00

4.04 . 4.04.05 • 04 Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 100% 140,000,000.00

4.04 . 4.04.05 . 04 • 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Provinsi Gorontalo 6 Kabupaten/Kota 140,000,000.00

4.04 • 4.04.05 • as Program Intensifikasi dan Ekstensiflkasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah 1.50 Trilyun 2,421,010,000.00

4.04 • 4.04.05 . 05 . 01 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango) Kota Gorontalo 12 kali 500,000,000.00

4.04 . 4.04.05 . as . 02 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab. Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara) Kabupaten Gorontalo 10 kali 450,000,000.00

4.04 . 4.04.05 . as . 03 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kab. Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) Kabupaten Boalemo 10 Kali 423,680,000.00

4.04 . 4.04.05 . as . 04 Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo 3 Dokumen 200,000,000.00

4.04 . 4.04.05 . as . as Koordinasi Pajak Provinsi Gorontalo 4 Kali 173,650,oolJ.00

4.04 • 4.04.05 . as . 06 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi samsat Provinsi Gorontalo 4 kali 487,680,000.00

4.04 . 4.04.05 . as . 07 Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Provinsi Gorontalo IDokumen 192,000,000.00

TOTAL BADAN KEUANGAN DAERAH 12,767,304,862.GO
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SKPD : I!adan Kepegawaian
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

JUMLAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5
4.05 . 4.05.07 . 01 Peningkatan Fel ••yanan Admini~si, sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 1,193,697,688.00
4.05 . 4.05.07 . 01 .01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1 paket 573,165,188.00
4.05 . 4.05.07 . 01 • 08 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 1 paket 504,882,500.00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 8ASN 115,650,000.00
4.05 • 4.05.07 • 02 Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi 541,104,750.00
4.05 • 4.05.07 • 02 . 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 416,993,500.00
4.05 • 4.05.07 • 02 • 20 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 15 dokumen 124,111,250.00
4.05 . 4.05.07 . 15 Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian 180,090,000.00
4.05 • 4.05.07 . 15 . 01 Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2 perangkat lunak 84,000,000.00
4.05 . 4.05.07 • 15 . 02 Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai 100% 96,090,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3,253,991,200.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 5eleksi Penerimaan ASN 100 Peserta 137,650,000.00
4.05 . 4.05.07 • 16. 02 Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg dan Karis/Karsu 100% 254,770,000.00-
4.05 . 4.05.07 . 16 . 03 Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin 100% 183,550,000.00--
4.05 • 4.05.07 . 16. 04 Penilaian dan Penghargaan PNS Teladan dan Berprestasi 9 Orang 241,678,000.00_._---

Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo 35 Orang4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 330,750,000.00
4.05.4.05.07.16.06 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan capra IPDN 100% 289,275,000.00
14.05.4.05.07.16.07 Ipenyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi 1 Dokumen 76,115,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 08 Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional 100% 407,801,000.00
._"'----

Pe!aksanaan Ujian Oinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 150 Orang4.05 . 4.05.07 . 16 . 09

dg-------=-d-
102,470,500.00

4.05 . 4.05.07 . 16 . 10 Pelaksanaan 5eleksi Jabatan Struktural 60 Orang . 543,193,700.00_. -
4.05 . 4.05.07 . 16 . 11 Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pang kat, Pensiun PNS 100% 198,498,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 15 Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Bagi ASN yang memasuki Puma Tugas 193,940,000.00- -
4.05 • 4.05.07 . 16 . 17 Fasilitasi Pembinaap. Fisik, Mental dan Spritual Anggota Korpri - 294,300,000.00

TOTAL BADAN KEPEGAWAIAN 5,168,883,638.00BI
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SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN LOKASI TARGET JUMlAH

PROGRAM&.
KEGIATAN KINERJA

KEGIATAN
1 2 3 4 5

4.06 • 4.06.10 . 01 Peningkatan Pelayanan Admini5trasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur
1,537,313,235.00

4.06 . 4.06.10 • 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Badan Diklat Provinsi 100% 574,001,500.00

4.06 . 4.06.10.01 . 08 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
Badan Diklat 100% 829,711,735.00

4.06 • 4.06.10 . 01 • 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Badan Diklat Provinsi 9ASN 133,600,000.00

4.06 • 4.06.10 . 02 program Peningkatan Perencanaan, ~oordinasi, Monitoring Dan Evaluasi
581,255,000.00

4.06 . 4.06.10 • 02 • 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Badan Diklat Provinsi 5 Dokumen 459,350,000.00

4.06 • 4.06.10 • 02 . 20 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Badan D!klat Provinsi 15 dokumen 121,905,000.00

4.06 • 4.06.10 . 15 program Pendidikan Kedinasan
2,027,439,000.00

4.06 • 4.06.10 . 15 • 01 Pengiriman Peserta Kursus LEt-1HANAS,Diklat PIM I danPIM II
Badan Diklat Provinsi 4 orang 304,021,000.00

4.06 . 4.06.10 . 15 • 03 Pelaksanaan Diklat PIM lingkat IV
Badan Diklat Provinsi 40 Orang 818,008,000.00

4.06 • 4.06.10 • 15 . 04 Pengiriman Peserta D!k1at Prajabatan
Badan Diklat Provinsi 44 orang 423,050,000.00

4.06 .4.06.10 . 15 • 07 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara/Fasilitator
Badan Diklat Provinsi 32 orang 482,360,000.00

TOTALBADAN PENDIDIKAN DAN PELA TIHAN DAERAH 4,146,007,235.00
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SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KOOE LOKASI TARGET
PROGRAM&: PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN K1NERJA

JUMlAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

4.03 . 4.03.01 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOM Aparatur 100% 3,829,928,389.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Adrninistrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Gorontalo 12 Bulan 765,175,000.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Pp.rkantoran BAPPEDA Provinsi Gorcntalo 11 Paket 2,401,013,389.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 Feningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis <fan Sosialisasi) Provinsi Gorontalo 75 Aparatur 170,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP) BAPPEDA Provinsi Gorontalo 12 Bulan 93,340,000.00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor (UPTB-KP) BAPPEDA Provinsi Gorontalc 5 Paket 196,060,000.00

4.03 .4.03.01 . 01 . 07 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Penanggulangan Kemiskinan dan Analisa Data Pembangunan) BAPPEDA Provinsi Gorontalo 12 Bulan 100,000,000.00

4.03 .4.03.01 . 01 . 08 Peningkatan sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB Penanggulangan Kemiskinan dan Analisa Data'Pembangunan) 4 Paket 104,340,000.00

4.03 . 4.03.01 . 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% 1,218:4«)0,000.00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BAPPEDA Provinsi Gorontalo 17 Laporan 100,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 03 Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Untas Kementerian/lembaga Provinsi Goomtalo 1 Kegiatan 1,118,400,000.00

4.03 . 4.03.01 . 16 Program KerjasamaPembangunan Daerah 100 % 650)J60,000.00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 Dukungan Kerjasama Pembangunan Intemasional/Lembaga Mitra Intemasional/Lembaga Donor Provinsi Gcrontalo 1 Kegiatan 312,860,000.00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 09 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo - 1 Kegiatan 338,OGO,GOO.00

4.03 .4.03.01 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Oaerah 100% 2,555,030,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur serta Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 296,470,000.00

Rencana Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 Perencanaan Pembangunan Daerah Prcvinsi Goron~lo 1 Kegiatan 732,000,000.00

4.03 .4.03.01 . 21 . 17 Penyusunan Dokumen RPJMD 2017 - 2022 Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 438,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 18 Koordinas: Pena'lggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo 12 Bulan 409,060,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan 12 Bulan 334,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 Sinkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasis Spasial Provinsi Gorontalo Provo 5 Kab. dan 1 Kota 345,500,000.00

4.03 . 4.03.01 . 22 Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100% 1,690,700,000.00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 09 Perencan(l?n Pembangunan 5ektor Pertanian dan Pangan Provinsi Goronl.alo 5 Kegiatan 844,200,000.00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 Perencanaan Pembangunan 5ektor Dunia Usaha dan Industri Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 588,500,000.00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 Perencanaan Pembangunan 5ektor Perikanan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo 2 Kegiatan 258,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 100% 1,087,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 325,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudu!~an dan Revolusi Mental Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 415,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 347,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 26 Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan 100% 1,352,350,000.00

Hidup
4:03 .4:03.01 . 26 .04 Perencanaan Sektor Prasarana ke-Cipta Kary<l-an, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 530,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 05 Perencanaan Ungkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi Gorontalo 4 Kegiatan 562,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 26 . 06 Perencanaan 5ektor Prasarana Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 260,350,000.00

4.03 . 4.03.01 . 29 Pengembangan Riset Oaerah
100% 895,025,000.00

4.03 . 4.03.01 . 29 . 02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah Provinsi Gorontalo 1 Rekomendasi 224,500,000.00

4.03.4.03.01.29.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang SUsial Budaya Provinsi Gorontalo 1 Rekomendasi 300,000,000.00

4.03 . 4.03.01 . 29 . 04 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Gorontalo 1 Rekomendasi 370,525,000.00

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 13,279,293,389.00
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SKPD : Biro Humas dan Pro!:okol
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5
4.01 . 4.01.03 • 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 1,919,313,958.00
4.01 • 4.01.03 • 01 . 03 Pelayanan jasa Administrasi Perkantoran (Biro Humas dan Protokol) Provinsi Gorontalo 100 Persen n4,836,000.OO

4.01 . 4.01.03 • 01 . 10 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Humas dan ProtClkol) ProvinsiGorontalo 100 Persen 1,056,797,958.00

4.01 • 4.01.03 • 01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Provinsi Gcrontalo 8 Orang 87,680,000.00

4.01 • 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakii Kepala Daerah 652,298,000.00
4.01 . 4.01.03 • 03 . 12 Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 20Kali 209,320,000.00

4.01 • 4.01.03 • 03 . 13 Koordinasi Pemerintah LlJar Daerah Provinsi Gorontalo Nasional 20Kali 304,660,000.00

4.01 • 4.01.03 . 03 . 14 Penyusunan Laporan Eva!uasi Kegiatan Pimpinan Provinsi Gorontalo 3 Laporan 138,318,000.00

2.10.4.01.03 • 19 Program Kerjasama Infonnasi Dengan Media Massa 5,181,781,121.00
2.10.4.01.03 . 19.01 Penyebc:riuasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, 36 kali 3,806,528,50C.00

?10. 4.01.03 . 19.02 Penyebariuasan Informasi Melalui Radio Suara Ral<yat Hulondalo Provinsi Gorontalo 1 Kali 1,375,252,621.00
TOTAL BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 7,753,393,079.00
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SKPD : Biro Hukum dan Organisas!
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&: PROGRAM KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

1 .- 2 3 4 5

4.01 • 4.0l.03 • 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 746,394,512.00

4.01 • 4.01.03 . 01 . 06 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Hukum dan Organisasi) Provinsi Gorontalo 12 Bulan 451,479,512.00

4.01 • 4.01.03 . 01 . j 3 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Organisasi) Provinsi Gorontalo 100 Persen 168,915,000.00

4.01 . 4.01.03 • 01 . 15 Peroingkatar. Kapasitas SDM Aparatur Provinsi Gorontalo 3 Kali 126,OOO,OOO.OC

4.01 • 4.01.03 . 17 Penataan Peraturan Perundang-Undangar. 671,9G5,OOO.00

4.01 .4.01.03 . 17 • 01 Pengkajian dan Pendampingan Ranperda Provinsi Gorontalo 10 Ranperda 147,550,000.00

4.01 • 4.01.03 . 17 • 02 Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Gorontalo 300 Buah 98,550,000.00

4.01 • 4.01.03 • 17 • 03 Sosialisasi dan Publikasi Peraturail Perundang-Undangan Provinsi Gorontalo 450 Buku 375,805,000.00

4.01 • 4.01.03 • 17 • 04 Koordinasi Bidang Hukum Provinsi Gorontalo 4Kali 50,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 18 Advokasi dan Pendampingan Hukum 723,210,000.00

4.01 • 4.01.03 • 18 . 01 Pendampingan dan Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum (termasuk pendampingan ASN) Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 428,520,000.00

4.01 .4.01.03. 18.02 Orientasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Provinsi Gorontalo 33 SKPD 72,750,000.00

4.01 . 4.01.03 .18 . 03 Pelayanan Hukum Terpadu melalui Sidang Itsbat Nikah Mobile Provinsi Gorontal0 200 Pasutri 221,940,000.00

4.01 . 4.01.03 • 19 Pengkajian Kerja Sama 39,500,000.00

4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 Eva!uasi Dokumen dan Sinkronisasi Data Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja sama Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 39,500,000.00

4.01 . 4.01.03 . 20 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sip!1 73,350,000.00

4.01 . 4.01.03 • 20 . 01 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Gorontalo 65 PPNS 73,350,000.00

4.01 . 4.01.03 • 21 Pemenuhan dan Perlindunsan Hak Asasi Manusia (HAM) 50,000,000.00

4.01 . 4.01.03 • 21 . 01 Focus Group Discusion Hak Asasi Manusia (HAM) (Penyusunan Rencana Aksi) Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 50,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 22 Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan dan Ketatalaksanaan 225,000,000.00

4.01 • 4.01.03 • 22 . 01 Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provins: Gorontalo 6 Usulan 125,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Validasi Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 100,000,000.00

4.01 • 4.01.03 • 23 Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 255,560,000.00

4.01 . 4.01.03 • 23 . 01 Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo 32 SKPD 165,750,000.00

4.01 .4.01.03 • 23 . 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo 32SKPD 89,810,000.00

4.01 • 4.01.03 . 24 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 141,760,000.00

4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 Evaluasi dan Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Provinsi Gorontalo 35SKPD 70,880,000.00

4.01 . 4.01.03 • 24 . 03 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo 33SKPD 70,880,000.00

TOTAL BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2,926,679,512.00
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SKPD : Badan Penghubung

KODE LOKASI TARGETPROGRAM & PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERlA JUMLAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5
4.01 . 4.01.08 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, 5arana dar. Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 2,751,591,823.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Jakarta 1000/0 1,000,740,000.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Jakarta 1000/0 1,574,803,500.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 22 Rapat-rapat Koordinasi dan KOllsultasi Keluar Daerah Jakarta dan Daerah Lainya 1000/0 176,048,323.00
4.01 . 4.01.08 . 02 Program PeningKatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi 126,610,000.00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Jakarta dan Daerah Lainya 126,610,000.00
4.01 . 4.01.08 • 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1,149,000,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 05 Koordinasi/Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Jakarta dan Daerah Lainya 100 0/0 180,000,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 09 Pelayanan Keprotokoleran jakarta dan Daerah Lainya 1000/0 469,000,000.00
4.01. 4.01.08 . 03 . 11 Pelayanan pada Kantor Penghubung Makassar Provinsi Sulawesi 5elatan dan 10 Kali 500,000,000.00
3.02 . 4.01.08 . 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 546,846,500.00
3.02.4.01.08 . 15 . 21 :>enataan Anjungan Gorontalo di TMII Jakarta 341,266,500.00
3.02. 4.01.08 . 15 . 22 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Jakarta 107,010,000.00
3.02. 4.01.08 . 15 . 23 Penunjang Kegiatan Promosi Pariwisata Jakarta 98,570,000.00
2.12.4.01.08 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 113,700,000.00-- jakarta dan daerah lainya 100%2.12 . 4.01.08 . 15 . 03 Peningkatan Kerjasama antar Daerah dalam rangka Fembangunan Daerah I 61,200,000.00
2.12. 4.01.08 . 15.04 Koordinasi Membangun Sinergitas Pembangunan Daerah dengan Organisasi Masyarakat di Perantauan Jakarta clan Daerah Lainya 100% 52,500,000.00
2.10 . 4.01.03 . 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 100,000,000.00---------

Jakarta dan Daerah I..ainyadi2.10 . 4.01.08 . 18 . 03 Penyebarillasan Informasi Pembangunan Daerah 1 Kegiatan 100,000,000.00
TOTAL BADAN PENGHUBUNG 4,787,748,323.03-
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SKPD : Biro Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

KODE LOKASI TARGET
PROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

1 .. 2 3 4 5

4.01 . 4.01.03 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 693,089,000.00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 Pelavanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Kesra dan Ekonomi) Provinsi Gorontalo 100 % 12 bulan 693 089 000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi 192,325,895.00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 Perencanaan Koordinasi MonitorinCl dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 100% Koordinasi 192 325 895.00
4.01 .4.01.03. 26 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya 0,740,750,000.00

4.01 • 4.01.03 . 26 . 01 Pelayanan Penyelenggaraan lbadah Haji Yang Belum Memiliki Embarlr.asi/Embar1<asi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 100 % (sarana 4,497,440,000.00

4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 Pelavanan Keaiatan Bulan Sud Ramadhan Provinsi Gorontllo 100 % ITadarus 3 542.150.000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 • 03 Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Provinsi Gorontalo 100% 1,103,100,000.00

4.01 . 4.01.03 . 26 • 04 Penyelenggaraan Kegiatan STQ Provinsi Gorontal0 100% 443,440,000.00

4.01 . 4.01.03 . 26 • 05 Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya Provinsi Gorontalo 100% 154,620,000.00

4.01 . 4.01.03 . 28 Pengendalian Ekonomi 405,000,000.00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian Provinsi Gorontalo 405,000,000.00

TOTAL BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN .- 8,031,164,895.00
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SKPD : Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pangadaan
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM Be. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN

KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5
4.01 • 4.01.03 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasl, Sarana dan Prasa.rana sem Sumber Daya Aparatur 100% 1,252,790,816.00
4.01 . 4.01.03 • 01 • 05 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (airo Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan) Kantor Biro P2LP setda 1 Paket 632, 100,816.00

4.01 • 4.01.03 . 01 . 12 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan layanan Pengadaan) Kantor Biro P2LP 5etda 12 Bulan 453,340,000.00

4.01 • 4.01.03 . 01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Provinsi Gorontalo dan 9 Orang Dalam Daerah, 167,350,000.00

4.01 • 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan E\'aluasi 100% 300,400,000.00
.4.01 . 4.01.03 • 02. 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo dan 8 Dokumen 300,400,000.00

.4.01 • 4.01.03 • 27 Pengendalian Pembangunan 100% 946,740,000.00

4.01 • 4.01.03 • 27 • 01 Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo dan 12 Bulan 791,460,000.00

4.01. 4.01.03 . 27 . 02 Pengembangan Sistem Pengadaan BaranglJasa secara Elektronik Provinsi Gorontalo dan 100% 155,280,000.00

4.01 .4.01.03 . 29 Program Koordinasi, Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum 100% 490,844,000.00
4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 Penerapan Sistem dan Regulasi dalam Proses pBJ Provinsi GorontaJo 12 Bulan 490,844,000.00. BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN 2,990,174,816.00
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SKPD : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM & URAIAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

4.01 . 4.01.03 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, 5arana dan Prasarana serb Sumber Daya Aparatur 100% 616,564,000.00

4.01 . 4.01.03 . 01 • 04 Pelayanan Jasa Administiasi Perkantoran (Biro Pemerintahan) Provinsi Gorontalo 12 Bulan 282,706,000.00

4.01 • 4.01.03 . 01 • 11 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemerintahan) Provinsi Gorontalo 100% 277,500,000.00

4.01 . 4.01.03 . 01 • 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Provinsi Gorontalo dan 6 Orang 56,358,000.00

4.01 • 4.01.03 . 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 12 bulan 402,957,OCO.00

4.01 • 4.01.03 . 03 • 06 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Gorontalo dan 1 Dokumen 89,778,000.00

4.01 • 4.01.03 . 03 • 15 Pelayanan Administrasi Aparatur Pemerintah dan Legislatif Provinsi Gorontalo 17 Kali Kunjungan Kerja 104,294,000.00

4.01 . 4.01.03 • 03 • 16 Pelayanan Dukungan Administrasi Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo 3 Kali 208,885,000.00

4.01 • 4.01.03 • 04 Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparab:r 100% 185,173,500.00

4.01 • 4.01.03 • 04 . 06 Koordinasi dan Pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi Daerah Provin!ii Gorontalo 1 Kegiatan 185,173,500.00

4.01 • 4.01.Q3 . 15 Program Penataan Wilayah Provinsi 15 pilar 381,386,500.00

4.01 .4.01.03 . 15 . 01 Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas Antar Daerah dan Pencegahan Provinsi Gorontafo 15 Pilar 228,655,000.00

Perselisihan Batas Antar Daerah
4.01 • 4.01.03 . 15 . 02 Pendataan/Penamaan Rupa Bumi (Toponimi) Provinsi Gorontal0 1 Paket 93,856,000.00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 Koordinasi Evaluasi Kecarnatan PATEN dan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 58,875,500.00

2.07 . 4.01.03 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 90 Ufo 422,032,237 .•00

2.07.4.01.03 . 17.05 Peningkatan Sistim Administrasi dan Infonnasi Desa dan Kelurahan Provinsi Gorontalo 5 Desa 210,973,237.00

2.07.4.01.03.17.06 Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan, Pendapatan serta Kekayaan Desa/Kelurahan Provinsi Gorontalo 3 Kelurahan 211,059,000.00

2.07 . 4.01.03 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 90% 182,875,000.00

2.07 . 4.01.03 . 18 . 03 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Gorontalo 35 Kepala Desa 182,875,000.00

4.01". 4.01.03 . 25 Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru 3DOB 35,044,000.00

4.01.4.0103.25.01 Pembentukan Daerah Oter-om Baru (DOB) Provinsi Gorentalo 3 Kabupaten 35,044,000.00

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 2,226,032,237.00
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SKPD : Biro Umum
KODE

LOKASI TARGETPROGRAM & PROGRAMDAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA JUMLAH
KEGIATAN
1 2 3 4 5

4.01 . 4.01.03 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 12,486,220,324.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Umurn) Provinsi Gorontalo 100 persen 1,494,134,000.00
4.01. 4.01.03 . 01 . 09 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum) Provinsi Gorontalo 100 Persen 7,433,840,824.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Provinsl Gorontilo 100 Persen 247,700,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 -

Provinsi GorontaloPemeliharaan Gedung/Peralat.an Kantor 100 Persen 2,308,995,SCC.OO
4.01 .4.01.03 . 01 . 17 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Provinsi Gorontalo 100 Persen 1,001,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi 249,299,916.00
4.01 • 4.01.03 . 02 . 02 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 100 Persen 124,299,916.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 13 Dokumen 125,000,000.00
4.01.4.01.03.03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakii Kepala Dae~h 257,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Provinsi Gorontalo 100 Persen 257,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 847,825,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gomntalo 30 Kegiatan 685,875,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 Monitoring Aset dan 8antuan Barang Hibah Provinsi Gorontalo 10 Kegiatan 161,950,000.00

TOTAL BIRO UMUM 13,841,095,240.00
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SKPD P' Sek: ImDlnan retanat Daerah
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5

4.01 • 4.01.03 • 03 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
12.990,400,000.00

4.01 • 4.01.03 • 03 • 01 Pe!ayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubemur) Prcvinsi Gorontalo 36 Kegiatan 4,500,000,000.00

4.01 .4.01.03 • 03 • 02 Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubemur) Provinsi Gorontalo 25 Kegiatan 2,995,200,000.00

4.01 . 4.01.03 • 03 • 03 Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubemur) Provinsi Gorontalo 25 Kegiatan 2,908,930,000.00

4.01 .4.01.03 • 03 • 04 Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubemur) Provinsi Gorontalo 15 Kegiatan 2,586,270,000.00

4.01 • 4.01.03 • 04 ProgramPembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danPengembangan Aparatur
16,585,260,804.00

4.01 • 4.01.03 • 04 • 01 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 108 kegiatan 14,991,250,000.00

4.01 • 4.01.03. 04 . 03 Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan Provinsi Gorontalo 12 Kali/Bulan 450,000,000.00

4.01 .4.01.03 • 04 • 04 Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat Provinsi Gcrontalo 6 Kali/bulan 700,000,000.00

4,01 .4.01.03 • 01 .05 Pelayanan Umum Atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 12 kali/bln 444,010,804.00

. TOTAL PIMPINAN SEKRETARIAT DA£RAH 29,515,660,804.00
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SKPD: Oinas Komur:ikasi,Informasi dan Statistik
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM 8r. PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

2.10 . 2.10.01 . 01 Pening:Catan Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 60 Peningkatan jasa 946,063,902.0G

2.10 . HO.Ol . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo
. 1 Kegiatan 306,063,902.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 1 Tahun 565,000,000.00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas SD~1Aparatur Provinsi Gorontalo 5 orang 75,000,000.00

2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 5 Tersedianya dokumen 100,000,000.00
perencanaan dan
pelaporan (Renstra, Renja,
LAKIP, LPPD, dan LKPJ).

2.10 . 2.10.01 . 02 . 01 Penatausahaan dan laporan Keuangan SKPD Provinsi Gorontalo 6 kali 100,000,000.00

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 3.75 Pemeringkatan e- 5,115,610,490.00
Government Indonesia
(PEGI)

2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government Provinsi Gorontalo 9 Kegiatan 4,753,610,490.00

?.10 . 2.10.01 . 15 . 08 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website 5eluruh SKPD Provinsi Gorontalo 2 kegiatan 362,000,000.00

2.10 . 2.10.01 . 17 P:-ogram Kapasitas SDM C!alam Pengembangan Teknologi Informasi 150 Jumlah Sumber Daya 217,750,000.00

2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 Peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Teknologi Informasi Provinsi Goro~talo 6 kegiatan 217,750,000.00

2.10 . 2.10.01 . 18 Program Kerjasama Informasi Dengan Media MaSS3 3.50 Meningkatnya 200,000,000.00
kepuasan publik dalam
memanfaatkan saluran
kornunikasi publik di
n_ ••:. _'

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 Peningkatan layanan Media Informasi Publik Gorontalo 3 kegiatan 200,000,000.00

2.10 . 2.10.01 . 20 Program Pengembangan Data/Informasi 100 Tersusunnya dokumen 717,767,110.00
Data/Informasi, potensi
pembangunan berbagai
sektor dan kinerja SKPD

2.10. 2.10.01 . 20. 01 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 dokumen 428,836,250.00

2.10. 2.10.01 . 20. 02 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 1 Aplikasi 100,000,000.00

2.10. 2.10.01 . 20 . 03 Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Gorontalo 4 sektor 188,930,860.00

TOTAL DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK 7,297,191,502.00
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SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH

KEGIATAN
~-;,

KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 10=6+ 7+8+9

2.17. 2.17.01 • 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur
3 UroJsan 1,798,860,940.00

2.17. 2.17.01 • 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoran
KPAD Provinsi Gorontalo 3 urusan 965,117,940.00

2.17. 2.17.01 • 01 • 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Per1<antoran KPAD Provinsi Gorontal0 14 Pa!{et 733,250,000.00

2.11 • 2.17.01 .01.03 Peningkatan Kapasltas SDM
KPAD Provinsi Gorontalc 20 Aparat 100,493,000.00

2.17. 2.17.01 .02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3 Urusan 182,282,500.00

2.17 . 2.17.01 • 02 • 02 Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontal0 75 Orang dan 6 Lembaga 137,917,500.00
Perpu!>takaan /Arsip Kab/
Kota.

2.17.2.17.01 • 02 • 03 Penatausailaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
12 Bulan 44,365,000.00

2.17. 2.17.01 . 04 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan .Perpustakaan
6300 Orang 587,343,113.00

2.17. 2.17.01.04 . 01 Gerakan Gorontato Gemar Membaca
Provinsi Gorontalo 300 Orana dan 1000 358 on 553.00

2.17. 2.17.01 .04.02 Pengembangan Kaoasitas Pemustakaan KabuOaten/Kota 6000 Eksamolar Buku/12 229 265 560.00

2.17.2.17.01 . 05 Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
16875 Pemustaka 100,495,000.00

2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 Pelayanan Pcrpustakaan Keliling Kabupaten/Kota 40 Kali 100,495,000.00

2.17 . 2.17.01 • 08 Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Te!atis Perpustakaan
30 Pengelola Teknis 106,012,500.00

2.17. 2.17.01 .08.02 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Provinsi Gorontalo 30 Orang . 106,072,500.00

2.18 . 2.17.01 • 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
200 Orang 322,954,000.00

2.18. 2.17.01 . 18. 04 Sosialisasi/Penyutuhan Penyelamatan Arsip Vital Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 171,384,OO9~

2.18 . 2.17.01 . 18. 06 Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Kearsipan Daerah Derbasis 11K LuarDaerah 35 orang 151,570,000.00

2.18 . 2.17.01 . 19 Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan
100 Persen 92,890,000.00

2.18. 2.17.01 . 19.02 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif Provinsi Gorontalo 5 Dokumen JRA Subtantif 92,890,000.00

TOTAL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3,190,898,053.00

fofmuflr CPA SKPO 2.2
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SKPD : Dinas KODerasi UMKM, Perindustrian dan Perdaaanaan
KODE

LOKASI TARGETPROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5
2.11 • 2.11.01 .01 Program Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur 100% 1,871,242,160.00
2.11 • 2.11.01 • 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provirsi Gorontalo 100% 6n,520,000.00
2.11 • 2.11.01 • 01 • 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 100% 839,612,160.00
2.11 • 2.11.01 • 01 • 03 Peningkatc:n Kapasitas Sumber Daya Aparatur Provinsi, Kab Ikota dan luar 120ASN 168,790,000.00
2.11 . 2.11.01 • 01 • 04 Pelayanan Jasa Administrasi UPTD BPSMB Provinsi Gorontalo 100% 165,320,000.00
2.11 • 2.11.01 • 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% 944,630,000.00
2.11 • 2.11.01 • 02 • 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi, 6 Kab/Kota, luar 1 Kegiatan 831,250,000.00
2.11 • 2.11.01 • 02 • 02 Penatausahaan dan Penyusunan laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 113,380,000.00
2.11 . 2.11.01 • 04 Program Pengembangan KUKM 1135 koperasi 540,900,000.00
2.11 • 2.11.01 .04 • 01 Sosialisasi Kredit Perbankan Bagi KUKM Kabupaten/Kota 500UMKM 150,000,000.00
2.11 • 2.11.01 . 04 • 03 Peningkatan Penumbuhan Koperasi Baru Kabupaten/Kota 50 Peserta 98,500,000.00
2.11 • 2.11.01 • 04 • 04 Revitalisasi Koperasi Kabupaten/Kcta 6 Kab/Kota 97,000,000.00
2.11 • 2.11.01 • 04 • OS Pengembangan UPTD PlUT KUKM Provinsi, KabupatetKota, 1 Kegiatan 195,400,000.00
2.11 . 2.11.01 • 05 Program P2ngembangan UMKM 68829 UMKM 625,670,000.00
2.11 . 2.11.01 • 05 • 01 Pemdampingan Pos Daya Dan SHAT Provinsi dan 1 Kegiatan 138,750,000.00
2.11 . 2.11.01 . OS • 02 Promosi Produk Usaha MikiO Keeil Menengah Kota 4UMKM 155,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03 Update Data Base UMKM Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo, 1 Dokumen 100,000,000.00
2.11 . 2.11.01 • OS • 04 UMKM Naik Kelas Kab. Kota 6 Kc:b/Kota 231,920,000.00
2.11 . 2.11.01 • 13 Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dail Kete;'lagakerjaan (DAK) 304 Pelaku UMKM 2,500,000,000.00
2.11 . 2.11.01 • 13 . 01 Peningkatan Kapasitas SDM UMKM (OAK) Provinsi Gorontalo 6 Kabupaten/Kota 1,000,000,000.00
2.11 • 2.11.01 • 13 . 02 Peningkatan Kapasitas SOM Koperasi (OAK) Provinsi Gorontalo 6 Kabupaten/Kota 1,500,000,000.00
3.06 . 2.11.01 • 15 Program Periindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 90% 300,120,000.00
3.06 . 2.11.01 • 15 • 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Provinsi, Kab/Kota 3 Kegiatan 300,120,000.00
3.07 . 2.11.01 • 16 Program Pengembangan Industri Keeil dan Menengah 136961KM 1,067,800,000.00
3.07 • 2.11.01 . 16 . 09 Penumbuhan 1K."'1 Provinsi Gorontalo 1 kegiatan 367,800,000.00
3.07 • 2.11.01 • 16 • 10 Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 13696 1KM - 312 5entra 350,000,000.00
3.07 . 2.11.01 • 16 . 11 Pengembangan 1ndustri Terpadu Kab. Bone Bolango 1 1ndustri 350,000,000.00
3.06 . 2.11.01. 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 240068 ton 172,100,000.00
3.06 • 2.11.01 . 17 • 13 Promosi dan Pengembangan Prod uk Ekspor Daerah Provinsi Gorontalo 2 Kegiatan In,100,000.00
3.06 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 920612 Ton 2,749,650,000.00
3.06 • 2.11.01 • 18 • 08 Revitalisasi Pasar Tradisional Provinsi Gorontalo 3 Pasar 1,273,400,000.00
3.06 . 2.11.01 . 18 • 10 Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Provinsi Gorontalo 100% 1,476,250,000.00
3.06 .'2.1'1.01 . 20 Peningkatan Standarisasi Mutu Barang 250 kali 400,000,000.00
3.06 • 2.11.01 • 20 • 02 Pengujian dan 5ertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo 250 Kali 280,000,000.00
3.06 . 2.11.01 • 20 . 03 Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 120,000,000.00

TOTAL DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11,172,112,160.00
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SKPD : Dinas Perhubungan

KODE
LOKASI TARGETPROGRAMs.. PROGRAM DAN KEGIATAN

KEGIATAN K1NERJA JlIMLAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5
2.09 . 2.09.01 • 01 Peningkatan Pelayanan Adrninistrasi, sarana Prasarana d;'lnSDM Aparatur 100% 1,988,952,750.00
2.09 • 2.09.01 . 01 • 01 Pelayanan Jasa Admini5trasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 100% 503,197,750.00
2.09 • 2.09.01 • 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 100% 1,293,805,000.00
2.09 . 2.09.01 • 01 • 03 Peningkatan Kapcsitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Provinsi Gorontalo 13 Orang 191,950,000.00
2.09 . 2.09.01 • 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% 489,827,448.00
2.09 • 2.09.01 • 02 • 01 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Provinsi Gorontalo 12 Kali 421,455,000.00
2.09 • 2.09.01 . 02 • 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 12 bulan 68,372,448.00
2.09 • 2.09.01 • 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Anglcutan 100% 1,098,940,000.00
2.09 . 2.09.01 • 17 • 15 Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan, Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Dan Penguji Teladan Provinsi Gorontalo 800 Siswa SLTA 118,325,000.00
2.09 . 2.09.01 • 17 . 19 Pelayanan Angkutan Darat Provinsi Gorontalo 5 Untasan Perintis 980,615,000.00
2.09 . 2.09.01 • 18 Program Pembangunan sarai1a dan Prasana Perhubungan 1 Kapasitas Layanan 305,165,000.00
2.09 • 2m.Ol • 18 . 01 Koordinasi Pengembangan sarana dan Prasarana Perhubungan 8 Kali 144,345,000.00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 Forum Koordinasi Teknis 5ektor Perhubungan Laut, Udara dan Kereta Api Provinsi Gorontalo 160,820,000.00
2.09 . 2.09.01. 19 Program Pengendaaan danPengamanan Lalu Lintas 100% 1,076,876,000.00
2.09 • 2.09.01 • 19 . 02 Peng3daan dan Pemasangan Fasilitas UAJ Provinsi Gorontalo 17TL, 4WL 1,076,876,000.00

TOTALDINASPERHUBUNGAN 4,959,761,198.00
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SKPD : Ba<:anPenanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

2.12 . 2.12.01 • 01 Peningkatan Pelayanan Adminisb'asi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur 100% 3,178,428,451.00

2.12 • 2.12.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 100% 973,647,000.00

2.12.2.12.01.01 .02 Peningkatan Kualitas SDM Provinsi Gorontalo 165 Orang 260,210,000.00

2.12 • 2.12.01 • 01 . 03 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 100% l,m,571,451.00

2.12 • 2.12.01 • 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (aLK) Provinsi Gorontalo 100% 171.000,000.00

2.12 • 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring dan !:valuasi I Pelaporan 100% 895,800,000.00

2.12 . 2.12.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 8 Dokumen 768,850,000.00

2.12 • 2.12.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Provinsi Gorontalo 100% 126,950,000.00

2.01 . 2.12.01 • 15 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1,180,727,500.00

2.01 . 2.12.01 • 15 . 01 Pemagangan Berbasis Pengguna Provinsi Gorontalc 27 Orang 176,585,000.00

2.01 • 2.12.01 . 15 . 02 Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat Kabupaten/Kota se-Provinsi 64 Orang 405,750,000.00

2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 Pembinaan Desa Produktif 5 Kabupaten 5 Desa 198,500,000.00
I--
2.01 • 2.12.01 • 15 . 04 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kabupaten/Kota se-Provinsi 15 LPKS 56,000,000.00

2.01 . 2.12.01 . 15 . OS Sosialisasi Magang Luar Negeri (Jepang) dan Persiapa., Rekruitmen Kabupaten/Kota se-Provinsi 200 Orang 282,242,500.00

~ ...
IRapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Prodl'ktivitas2.01 . 2.12.01 . 15 . 06 Kabupaten/Kota se-Provinsi 75 Orang 61,650,000.00

3.05.2.12.01 . 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral I 590,000,000.00

dan Pengelolaao Air Tanah

3.05 . 2.12.01 . 15 . 07 Pemanfaatan Patensi Air Ianah Provinsi Gorontalo 2 Sumur Bar 209,150,000.00

3.05 . 2.12.01 . 15 . 08 Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di KabupatenjKota Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 100,000,000.00--
3.05 . 2.12.01 • 15 . 09 Survey Pendahuluan Potensi calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyilt (WPR) Desa Ilangata & Desa lbarat 4lokasi 140,000,000.00

3.05 • 2.12.01 . 15 . 11 Survey Kon~rvasi cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo Tahap II Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 140,850,000.00

2.12.2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 100% 862,550,000.00

2.12. 2.12.01 . 15 . 01 Promosi dan Kerjasama Investasi PiOvinsi Gorontalo 3 Kegiatan 862.550,000.00
- 573,105,000.00

2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 100%

2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan PTSP Provinsi Gorontalo 9 Orang 250,000,000.00
-_._--'

2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 Pengendalian Penanaman Modal Provinsi Gorontalo 4Kali 323,105,000.00

2.01 • 2.12.01 . 17 Perlindungan dan Pengel'!l_~an~,!!, Lembaga Ketenagakerjaan i---
155,075,000.00

2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 Sosialisasi Norma K,:rja P~rempuan dan Anak Provinsi Gor0ntalo 30 Orang 76,700,000.00
-

2.01 . 2.12.01 . 17.02 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Provinsi Gorontalo 1080 perusahaan 78,375,000.00

--------- ------ e-----

3.05 . 2.12.01 . 17 Program Pembina an dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
1,358;375,000.00

-_._----
110kasi 2011,750,000.00

3.05.2.12.01.17.04 Pengembangan Energi Baru Terbarukan Provinsi Gorontalo

3.05 . 2.12.01 . 17 . 05 Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Gorontalo 459 RTS 937,500,000.00

3.05. 2.12.0t . 17.08 Konservasi Energi dan Pengembangan Bioenergi Provinsi Gorontalo 1 gugus tugas 2~125,ooo.00

2.12 . 2.12.01 . 17 Program Pengembangan Sumber Daya Investasi 100% 226,500,000.00

2.12. 2.12.01 . 17 . 01 Penyusunan Regulasi Pro Investasi Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 150,000,000.00

2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 Pemutakhiran Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah Provinsi Gorontalo 2 Kali 76.soo,ooo.00

2.01 . 2.12.01 . 18 Pelatihan Berbasi Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigaeasi dan Pengembangan 100% 630,250,000.00

produktifitas Daerah
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KODE LOKASI TARGET
PROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA

lUMLAH

KEGIATAN
1 2 3 4 5

2.01 • 2.12.01 . 18 . 01 Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Warga Transmigrasi Kabupaten Gorontalo, 60 Orang 310,250,000.00

2.01 • 2.12.01 • 18 • 02 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan Pencari Kerja UPTD Balai Latihan Kerja SOOrang 320,000,000.00

Latihan Transmigrasi Prov

3,05 • 2.12.01 . 18 Program Pembinaan dan PengembanganBidang Energi dan Ketenagalistrikan (OAK) 5,511,000,000.00

3.05.2.12.01.18.01 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (OAK) Provinsi Gorontalo 26 Unit 5,511,000,000.00

2.01 • 2.12.01 • 19 Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja
566,614,300.00

2.01 • 2.12.01 • 19 • 01 PengelolaanLayanan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi 210 Orang 184,930,000.00

2,01 • 2.12.01 . 19 • 04 Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan ProvinsiGorontalo 4 Kelompok 138,954,000.00

2.01 • 2.12.01 . 19 . 05 Temu Kcnsultasi Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi 300 Orang 196,739,000.00

2.01 • 2.12.01 • 19 • 06 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten/Kota se-Provinsi 6 Kab/Kota 45,991,300.00

2.01 • 2.12.01 . 20 Pengembangan Hubungan Industridan Peningkatan laminan sosial Tenaga kerja 100% 526,300,000.00

2.01 • 2.12.01 . 20 . 01 Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 327,100,000.00

2.01 • 2.12.01 • 20 . 02 Pembinaan dar. Penyelesaian sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi GOrontaio SOOrang 199,200,000.00

3.08 • 2.12.01 . 22 Program Pembangunan Dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi 200,000,000.00

3.08 • 2.12.01 . 22 . 02 Pengembangan Kegiatan Kelembagaan Masya rakat Transmigrasi 3 (tiga)iokasi di 3 (tiga) 6OO0l"3ng 200,000,000.00

BADAN PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI 16,454,725,251.00

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN JUMlAH

KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5

2.07. 2.07.01 .01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur ~3,271,713.00

2.07.2.07.01.01.01 Pelayanan Jasa Administrasi Pe;l<antoran Provinsi Gorontalo 6 Jasa Kantor yang 728,246,713.00

2.07.2.07.01.01.02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo 6 Paket 471,450,000.00

2.07.2.07.01.01.03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Gorontalo 12Orang 55,795,000.00

2.07 . 2.07.01 . 01 .04 Pelayanan Jasa Administrasi lP-PKK 100% 147,780,000.00

2.07 . 2.07.01 . 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-

816,616,850.00

2.07.2.07.01.02.01 Sistem Penaendalian Koordinasi Evaluasi dan Pelaooran Proaram Keaiatan Provinsi Gorontalo 5 Dokumen. 3 KPlIiatan 649316 850.00
2.07.2.07.01.02.02 Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Gorontalo dan luar 15 Dokumen 167,300,000.00

2.06 . 2.07.01 . 15 Program Penataal'i Adrninistrasi Kependudukan don Pencatatan Sipil 370,435,000.00

2.06. 2.07.01 • 15. 17 Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas PMODUKCAPIl 90% 175,707,000.00

2.06.2.07.01.15.18 Iemu Tekrois Pembersihan Data Kependudukan Provinsi Gorontalo 140Orang 106,705,000.00

2.06.2.07.01.15.19 Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo 457 Orang 88,023,000.00

2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesai:!n 150,000,000.00

2.07.2.07.01.15.02 Penunjang Administrasi PNPM-GSC Provinsi Gorontalo 2 Kegiatan 150,000,000.00

2.07.2.07.01. 15.03 Rakor Penanggulangan Kemiskinan 0.00

2.07.2.07.01.15.06 Identifikasi dan Pelatihan lembaga Ekonomi Masyarakat 0.00

2.07.2.07.01.15.07 Pengembangan dan Pemanfaatan lembaga Ekonomi lokal Desa 0.00

2.06 . 2.07.01 . 16 Program Penataan Administrasi Kependud ••kan dan Penastatan Sipil (OAK) 1,596,949,000.00

2.06.2.07.01.16.01 Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (OAK) Provinsi Gorontalo 120Orang 563,487,000.00

2.06.2.07.01 . 16.02 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota (OAK) Provinsi Gorontalo 52 Orang 335,970,000.00

2.06 . 2.07.01 . 16.03 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (OAK) Provinsi Gorontalo 120Orang 310,202,000.00

2.06 . 2.07.01 . 16.04 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (OAK) Provinsi Gorontalo SO Orang 145,490,000.00

2.06 . 2.07.01.16.05 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (OAK) Provinsi Gorontalo 120Orang 241,800,000.00

2.07 . 2.07.01 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 549,\180,000.00

2.07.2.07.01 . 17.02 Lomba Desa/Kelurahan Tkt Provo Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Desa & 1 Kelurahan 200,000,000.00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Provinsi Gorontalo 6 Kabupaten Kota 349,080,000.00

2.07 • 2.07.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 300,000,000.00

2.07.2.07.01.18.01 Pembinaan Kades, Lurah dan camat Provinsi Gorontalo 77 camat dan 72 Lurah 150,000,000.00

2.07.2.07.01.18.02 Pelatihan Aparatur pemerintahan Desa Provinsi Gorontalo 20 Orang Aparatur 150,000,000.00

2.07.2.07.01.19 Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 637,220,000.00

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 Peningkatan Program Tertib Administrasi Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 382,570,000.00

2.07.2.07.01. 19.03 Pemberdayaan Sosial dan Keagamaan Provinsi Gorontalo 75 Orang 76,275,000.00

2.07.2.07.01.19.04 Pembinaan Anak Remaja, Masyarakat dan Peningkatan Usaha Kesejahteraan Keluarga (UP2K) Provinsi Gorontalo 75 Orang 50,850,000.00

2.07.2.07.01.19.05 Pangan, Sandang dan Tata Laksana Rumah Tangga Provinsi Gorontalo 75 Orang 50,850,000.00

2.07. 2.07.01 . 19.06 Pemberdayaan Kader PKK dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Provinsi Kegiatan 75 Orang 76,675,000.00

2.07.2.07.01.20 Program Pembangunan Desa Tertinggal 3,628,387,000.00

2.07.2.07.01.20.01 Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo 21 Unit 3,628,387,000.00

TOTAL OINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENOUOUKAN DAN CATATAN SIPIL 9,451,959,563.00
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SKPD:sek~briatDPRD
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

4.01 . 4.01.04 . 01 Peningkatan Pelayanan Admini5trasi, sarana dan Prasarana serta SUrt1ber Daya Aparatur
1Tahun 4,440,653,682.00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Provinsi Goronta!o 1 Tahun 712,010,000.00

4.01 • 4.01.04 . 01 . 08 Peningkatdn sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 1 Tahun 3,616,143,682.00

4.01 . 4.01.04 • 01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Provinsi Gorontalo 26 Pegawai 112,500,000.00

4.01 .4.01.04 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi
200,000,000.00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 6 Laporan 75,000,000.00
(LAl<IP,RENJA,RENSTRA,LPP

4.01 .4.01.04 .02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Provinsi Gorontalo 1 Laporan Keuangan 125,000,000.00

4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
1 Tahun 765,900,000.00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 Koordiroasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi Gorontalo 1 Tahun 765,900,000.00

4.01 . 4.01.04 . 30 Peningkatan Pelayanan Kehumasan
5,683,605,000.00

4.01 . 4.01.04 . 30 . 01 Pelayanan Umum Kehumasan
Provinsi Gorontalo 1 Tahun 2,180,575,000.00

4.01 . 4.01.04 . 30 . 02 Pelayanan Protokol dan Aspirasi
Provinsi Gorontalo 1 Tahun 3,503,030,000.00

. 4.01 . 4.01.04 . 31 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
35,732,164,136.00

4.01 • 4.01.04 . 31 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
8,139,400,000.00

4.01 . 4.01.04 . 31 . 02 Hearing/DIalog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TCikoh Agama
496,040,000.00

,4.01 . 4.01.04 . 31 . 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
903,660,000.00

4.01 . 4.01.04 . 31 . 04 Rapat-rapat Pari puma
511,294,136.00

4.01 . 4.01.04 . 31 . 05 Kegiatan Reses
3,798,195,000.00

4.01 . 4.01.04 . 31 . 06 KlJnjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
4,548,450,000.00

4.01 . 4.01.04 . 31 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
16,654,330,000.00

,4.01 . 4.01.04 . 31 . 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
680,795,000.00

TOTAL SEKRETARIAT DPRD
46,822,322,818.00
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ktSKPD: InSDe Drat
KODE

LOKASI TARGET

PROGRAM 8r.
PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA

JUMLAH

KEGIATAN

1
2 3 4 10=6+7+8+9

4.02 • 4.02.01 . 01
Peni!1Skatan Pelayanan Administrasi, saranCl: dan Prasa.rana serta Sumber Daya Aparatur

8 Paket 1,503,150,000.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Provinsi Gorontalo 5 Paket 682,705,000.00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo 1 Unit 358,370,000.00

4.02 • 4.02.01 . 01 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Luar Daerah 4 orang 462,075,000.00

4.02 . 4.02.01 • 02 Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Eva!uasi
10 Dokumen 194,974,000.00

4.02 . 4.02.01 • 02 . 04 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja
PROVINSI GORONTALO DAN 1 DOKUMEN 106,662,500.00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 20 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Provinsi Gorontal0 dan Luar 500 Dokumen SPJ 88,311,500.00
n"pr::lh

4.02 • 4.02.01 • 15
program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

30SKPD 4,559,739,992.00

4.02 . 4.02.01 • 15 . 02 Pelaksanaan Pengawasan Berkala Sr..PDPemerintah Provinsi Gorontalo
Provinsi Gorontal0 dan Luar 33 Laporan Hasil 869,074,742.00

In""""h RPnllipr

4.02 • 4.02.01 • 15 . 03 Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Provinsi Gorontalo 1 Lapoian Hasil Reviu 641,429,000.00

4.02 . 4.02.01 . 15 • 04 Penanganan Kasus Pengaduan di Ungkungan Pemerintah Daerah
Povinsi Gorontalo Dan Luar 33 Buah 287,500,000.00

n""""h

4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
Provinsi Gorontalo 5 Dokumen 614,815,000.00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dar. Nasional
Provinsi Gorontalo dan Luar 24 Laporan 460,600,000.00

n""""h

4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 Pela!<sanaan Pengawasan ReglJler Kabupaten Kota
Provinsi Gorontalo 6LHP 224,424,000.00

4.02 . 4.02.01 . 15 • 09 Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi
Provinsi Gorontalo 1 Laporan Bimtek/50 234,180,000.00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah 6LHE 221,525,000.00

4.02 . 4.02.0::' . 15 . 11 Pelaksanaan Pengawasan Program Strategis Pemda
Provi!1si Gorontalo 18 LHP 321,516,250.00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
Provinsi Gorontalo 1 Laporan 114,31]6,000.00

4.02 . 4.02.01 • 15 . 13 Pencegahan Korupsi
Provinsi Goronta~o dan Luar 3 Laporan 570,370,000.00
in"",.,.h

4.02 . 4.02.01 . 16
Program Penataan dan Penyempumaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan

100% 125,465,000.00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Provinsi Gorontalo 1 dokumen 125,465,000.00

TOTALINSPEKTORAT
6,383,328,992.00BI
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SKPD : Dinas satuan Polisi Pamomg Praja, PeriindunganMasyarakat dan Kebakaran
KODE LOKASI TARGET

PROGRAM&. PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA
JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

1.05 . 4.01.09 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
100% 1,076,017,000.00

1.05 . 4.01.09 . 15 . 01 Pemberdayaan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan Iingkungan
Provinsi Gorontalo 50 Orang 1,047,612,000.00

1.05 . 4.01.09 . 15 . 11 Pembinaan Potensi Masyarakat
Provinsi Gorontalo 50 Orang 28,405,000.00

1.05 . 4.01.09 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
100 % 110,800,000.00

1.05 . 4.01.09 . 20 . 09 Operasi Terpadu, Operasi Yustisii dan Operasi Non Yustisil
Provinsi Gorontalo 4 Laporan 44,910,000.00

1.05 • 4.01.09 . 20 . 10 Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Penegakan Perda dan Perkada
Provinsi Gorontalo 12 Laporan 65,890,000.00

1.05 . 4.01.09 . 25 Program Perlindungan Ma~•.yarakat
100% 104,995,000.00

1.05 . 4.01.09 . 25 . 01 satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATlAK DAMKAR)
Provinsi Goronta\o 50 Orang 21,810,000.00

1.05 . 4.01.09 . 25 . 02 Peringatan Dini/Deteksi Dini
Provinsi Gorontalo 12 Bulan 83,185,000.00

1.05 .4.01.09 . 26 Program Pemantapan Tugas-wgas Operasional dalam mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan
100% 3,391,937,000.00

KenYamacan se.l1:iLKetertiban Umum
1.05 . 4.01.09 . 26 . 01 Pemantapan Ketertiban Umum dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepal?- Daerah dan Wakil Kepa!~ Daerah Provinsi Gorontalo 12 Bulan 3,353,032,000.00

1.05 .4.01.09 . 26 . 03 Koordinasi Pemantapan Sistem Operasional
Provinsi Gorontalo SOOOrang 38,905,000.00

1.05 . 4.01.09 . 27 Program Peningkatan Kinerja PPNS
100% 135,742,000.00

-- -

1.05 . 4.01.09 . 27 . 01 Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS
Provinsi Gorontalo 50 Orang 135,742,000.00

1.05 . 4.01.09 . 28 --
~ningkatan Pelayanan Administl'asi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur

100% 564,214,073.00

1.05 . 4.01.09 . 28 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Provinsi Gorontalo 12 Bulan 63,884,073.00

1.05 . 4.01.09 . 28 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran
Provinsi Gorontalo .12 Bulan 432,548,000.00

---

LOS . 4.01.09 . 28 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Provinsi Gorontalo dar. 5 Orang 67,782,000.00

---
LOS . 4.01.09 . 29 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100% 90,668,500.00
-------

1.05 . 4.01.09 . 29 . 03 Penyusunan Program, Anggaran dan Laooran Keuangan
Provinsi Gorontalo 12 Bulan 90,668 ,500.00

TOTAL DINAS SATUAN POUSI PAMONG PRAlA, UNMAS DAN KEBAKARAN
5,474,373,573.00
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SKPD : Dadan Linakun an HiduD dan Kehutanan
KODE

LOKASI TARGETPROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

JUMLAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5
2.05 . 2.05.01 . 01 PrograM Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur 2.368,189,100.00
2.05 • 2.05.01 • 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran PfOvinsi Gorontalo 1 Tahun 784,664,100.00
2.05 . 2.05.01 . 01 • 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perl<antoran Provinsi Gorontalo 1 Tahun 1,028,925,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 • 03 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Provinsi Gorontalo 6 DiklatTekhnis, 4 Diklat 126,800,000.00

Kepegawaian/Keuangan

2.05 . 2.05.01 . 01 • 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit I dan nGorontalo Barat) 71,300,000.00
2.05 • 2.05.01 • 01 . 05 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit TIl Pohuwato) 71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 • 01 • 06 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara) 71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 • 07 Pelayanan Jasa Administrasi Perl<antoran (UPTD KPH Unit V Boalemo) 71,300,000.00
2.05 • 2.05.01 . 01 . 08 Pelayanan Jasa Administrasi Perl<antoran (UPTD KPH Unit VI Gorontalo) 71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD KPH Unit VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) 71,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pela;wran 878,198,768.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 7 Dokumen 761,373,768.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 2 Laporan 116,825,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 Program Pengendalian Pencemaran dan Ke:-usakan Lingkungan 595,463,000.00
2.05 . 2.05.01 • 03 • 02 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan lingkungan Pesisir Kab. Gorontalo Utara 100 orang masyarakat dan 138,500,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 • 03 Pembinaan dan Penilaian Program Adipura Provinsi Gorontalo 6 Kota seProvinsi 124,033,000.00
2.05 . 2.05.01 • 03 . 06 Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 242,360,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 07 Penyusunan iaporan Kerusakan lingkungan di Wilayah Perl<ebunan Kelapa sawit Kabupaten Pohuwato 1 Kabupaten 90,570,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05 Program Peningkatan Data Dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 338,288,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data SLHD, SPM, IKLH Provinsi Gorontalo 6 r.abupaten/Kotc 167,163,000.00
2.05 . 2.05.01 . 0:, . 05 Pemantauan Kualitas linakunaan (Air Sunoai dan Udara Ambien) Provinsi Gorontalo 24 15 ttk n;lntau air 171 125.000.00
2.05 . 2.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan 154,130,000.00
2.05 . 2.B5.01 . 06 . 02 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin lingkungan Pada Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan Provinsi Gorontalo 26 pelaku usaha 154,130,000.00

Lingkungan
2.05 . 2.05.01 . 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 476,167,500.00
2.05 . 2.05.01 . 10 • 03 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah Melalui Program 3R dan Bank sampah 2 Kabupaten Di Provinsi 2 Kabupaten 126,640,000.00
2.05 . 2.05.01 • 10. 04 Pembinaan Model sekolah Adiwiyata Provinsi Gorontalo 24sekolah 161,597,500.00
2.05 . 2.05.01 . 10 • 08 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Gorontalo 2018 - 2022 Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 187,930,000.00-

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan3.04 . 2.05.01 . 15 1,010,n7,900.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 10 Bina Usaha Perhutanan Sosial Desa Batu Loreng 1 kelompot (40 Orang) 315,415,000.00
3.04 . 2.05.01 • 15 . 11 Penatausahaan luran dan Peredaran Hasil tiutiln Provinsi Gorontalo 30 Unit Izin Usaha 107,500,000.00

. 3.D4 .,2{l5.D1 .15 . 12 Pemolaan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo 15 Dokumen Peta Snasial 148 410 000.00
3.04 . 2.05.01 . 15. 14 Bina Usaha Perhutanan Sosial Kabupaten Gorontalo dan 2 KeIompok 192,802,000.00

Kabupaten Bone Bolango
3.04 . 2.05.01 . 15 . 16 Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan 5 (lima) Kabupaten 5 P'efa Spasial 160,360,900.00
3.04 . 2.05.01 . 15 . 17 Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan (IPHHK/IPHHBK/IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan) Provinsi Gorontalo 20 IPHHK-IPKR dan SO 86,290,000.00

TPHRK
3.04 . 2.05.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan 1,567,792,000.00
3.04 • 2.05.01 . 16 . 07 Pengendalian Kebakaran Hutan 5 Kabupaten 22 Titik Afj (Hotspot) 94,245,000.00
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KODE LOKASI TARGETPROGRAM 8r. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMlAH
KEGIATAN

KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5
3.04 • 2.05.01 • 16 • 08 Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kec. Telaga &Telaga Biru 25696 Batang 222,500,000.00

I("h

3.04 • 2.05.01 • 16 • 11 Pelaksanaan Forum DASdan POKJAMangrove di Provinsi Gororttalo Kec. Duhiadaa dan Kec. 1 Unit 65,640,000.00
Popayato Kab. Pohuwato

3.04 • 2.05.01 • 16 • 12 Pengamanan Hutan 5 Kabupaten 10% 216,507,000.00
3.04 • 2.05.01 • 16 • 13 Pembuatan Hutan Manunggal Kec. Umboto dan Kec. 120 Ha 413,360,000.00

3.04 • 2.05.01 • 16 • 14 Pembuatan Areal Model Usaha Tani Konservasi Kec. Pulubala Kab. 150 Ha 450,000,000.00

3.04 • 2.05.01 • 16 • 16 Penyiapan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Ungkungal"! Kabupaten Gorontalo 1 Dokumen 105,540,000.00
TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHHUTANAN 7,389,006,268.00
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SKPD : Dinas Panaan
KODE

LOKASIPROGRAM&. PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET
JUMLAHKEGIATAN .~. ,'~ KEGIATAN K1NERJA

1 2 3 4 10=6+7+8+9
2.03 • 2.03.01 • 01 PeningkatCIn Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur 12 Jumlah layanan administrasi 785,377,837.00

dan perkantoran
2.03 • 2.03.01 • 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 12 Bulan 346,817,837.002.03 • 2.03.01 • 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantorar. Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 335,560,000.002.03 . 2.03.01 • 01 • 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Provinsi Gorontalo 5 kali 100,000,000.002.03 • 2.03.01 . 02 Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 5 Jumlah dokumen rencana 334,638,816.00

program anggaran dan
evaluasi (dokumen)

2.03 . 2.03.01 • 02 • 01 Perencanaan, Koordlnasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 234,638,816.002.03 • 2.03.01 • 02 • 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
1oo,OO(),OOO.OG2.03 . 2.03.01 • 15 Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 5 Tersusunnya Laporan Analisis 712,.100,000.00

dan kajian ketersediaan
pangan, ketersediaan pangan
daerah, neraca bahan
makanan (NBM) dan Pofa
Pangan Harapan (PPH)

2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 Pengembangan Ketersediaan Pangan Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 712,100,000.002.03 . 2.03.01 . 16 Program Pengembangan Distribusi dan Cadangar. Pangan 6 Tersedianya data dan 973,601,184.002.03 • 2.03.01 • 16 • 01 Pengembangan DistTibusi Pangan Provinsi Gorontalo 6 Kabupaten/Kota 973,601,184.002.03 . 2.03.01 • 17 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 5 Jumlah Kawasan Rumah 765,300,000.002.03 • 2.03.01 • 17 . 01 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal 12 Desa 445,467,000.002.03 . 2.03.01 . 17 . 02 Analisis Konsumsi Pangan 7SDesa 148,490,OCO.OO2.03 • 2.03.01 • 17 . 03 Penanganan Keamanan Pangan Segar 12 Sekolah 171,343,000.00
TOTAL DINAS PANGAN 3,571,017 ,837 ~OO

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



SKPD : Dinas Pariwisata
KOOE

LOKASI TARGETPROGRAM 8r. PROGRAM DAN KEGIATAN
KEGIATAN KINERJA

JUMLAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5

3.02 . 3.02.01 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SOM Aparatur 100 Prese:1tase layanan jasa 1,211,661,500.00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Per!<antoran Provinsi Gorontalo 1 Kegiatm 250,605,000.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi Gorontalo loa persen (3 kegiatan) 872,556,500.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 Peningkatan ~pasitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Goronta!o 5 orang 88,500,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 368,723,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 15 Kali 285,465,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Lapo:an Keuangan Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 83,258,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 120000 Wisatawan mancanegara 2,031,152,066.00

2500 orang, wisatawan domestik
1 f7cnn

3.02 . 3.02.01 . 15 • 01 Penyiapan Strategi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Provinsi Gorontalo 1 Logo Pariwisata Gorontalo 444,245,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 Promosi Potensi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Provinsi Gorontalo 5 event 1,121,610,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 465,297,066.00
3.02 . 3.02.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 9 Obyek wisata 1,500,565,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 Perencanaan Obvek Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Gorontalo 1 kali I'lPlaksanaan 8imtek 78 935 000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 Pembinaan Industri Jasa Pariwisata Provinsi Gorontalo 1 kali Pe:aksanaan Gorontalo 216,745,000.00

~. ...~
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 Pengembangan Industri Kreatif Provinsi Gorontalo 1 Kali pelaksanaan Workshop 211,265,000.00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 Pengembangan Hubungan Kelembagaan Pariwisata Provinsi Gorontalc 1 Kali Pelaksanaan 5eminar 294,345,000.00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 Penguatan Kelembagaan Masyarakat Obyek Wisata dan Sinergitas Stakehoulder Pariwisata Provinsi Gorontalo 1 Kali Pelaksanaan 8imtek 70,395,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 Penataan Obyek Wisata Provo Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Unit 628,880,000.00
3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Nilai Seni BudayCl Oaerah 1,078,170,000.00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 Pelestarian Nilai 8udaya 5eni Daerah Gorontalo Provinsi Gorontalo 7 Kegiatan 1,078,170,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (OAK) 3 obyek wisata unggulan 3,900,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 . 01 Penataan Amenitas Pariwisata (DAK) Provinsi Gorontalo 100% 1,500,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 . 02 Penataan Kawasan Pariwisata (DAK) Provinsi Gorontalo 2,400,000,000.00

TOTAL OINAS PARIWISATA 10,090,271,566.00
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SKPD : Dinas Perikanan dan Kelautan

KODE LOKASI TARGET
PROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN KINERJA

JUMLAH

KEGIATAN

1 2 3 4 5

3.01 . 3.01.01 • 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur 100% 5,155,384,070.00

3.01 . 3.01.01 • 01 • 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perl<antoran Provinsi Gorontalo 12 Bulan 1,374,644,360.00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Per1<antoran Provinsi Gorontalo 23 Paket 956,515,000.00

3.01 • 3.01.01 . 01 . 03 Peningkatan Kapasitas Sumber oaya Aparatur Provir,si Gorontalo 4 Kegiatan oiklat 217,050,000.00

3.01 • 3.01.01 • 01 • 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPPMHP) Provinsi Gorontalo 12 Bulan 218,183,000.00

3.01 • 3.01.01 • 01 • 05 Peningkatan sarana dan Prasarana Per1<antoran (UPTD-BPPMHP) Provinsi Gorontalo 12 euian 222,573,000.00

3.01 • 3.01.01 • 01 • 06 Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoran (UPTD-11'1B) Provinsi C.orontalo 12 Bulan 438,930,000.00

3.01 • 3.01.01 . 01 • 07 Peningkatan sarana dan Prasarana Per1<antoran (UPTD-TMB) Provinsi Gorontalo 12 Bulan 146,039,000.00

3.01 . 3.01.01 . 01 • 08 Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoran (UPTD-BPBIAT) UPTD BPBIAT 12 Bulan 439,190,000.00

3.01 . 3.01.01 • 01 • 09 Peningkatan sarana dan Pras:3rana Per1<antoran (UPTD-BPBIAT) UPTD BPBIAT 12 Bulan 116,970,000.00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 Pelayanan Jasa Administrasi Per1<antoran (UPTD-BBIP) UPTD BBIP 12 B:Jlan 354,580,000.00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 Peningkatan sarana dan Prasarana Per1<antoran (UPTD-BBIP) UPTD BBIP 12 Bulan 670,709,710.00

3.01 . 3.01.01 . 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15 Dokumen Utama 978,047,500.00

3.01 . 3.01.01 . 02 • 01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 3 Kegiatan 849,487,500.00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 02 Penatausah2an dan Penyusunan laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 12 Bulan 128,560,000.00

3.01 . 3.01.01 . 15 P~ram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 19 De;a 2,083,500,000.00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PONT) Desa Pesisir 19 Kali atau 19 Desa 211,000,000.00

3.01. • 3.01.01 • 15 . 02 Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Gar2ffi Rakyat Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 233,100,000.00

3.01 . 3.01.01 • 15 . 03 Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Keeil Wilayah Pesisir Baglan 1 Dokumen 1,639,400,000.00

3.01 . 3.01.01 . 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pcngawasan dar! Pengendalian Sumberdaya Kelautan 82.13% 333,270,000.00

3.01 . 3.01.01 . 16. 01 Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan Provinsi Gorontalo 2 Kapal Pengawas 89,120,000.00

3.01 . 3.01.01 . 16. 02 Pelayanan Adminstrasi P2SoKP Kapal Pengawas Perikanan Provinsi Gorontalo 2 Kapal Pegawas 244,150,000.00

3.01 . 3.01.01 . 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 205319 Ton 3,756,414,100.00

3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Eludidaya Air Payau 6 Kabupaten / Kota 1 Paket 1,543,512,750.00

3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 6 Kabupaten / Kota 8 Unit 1,142,439,750.00

3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 Peng~mbangan Kawasan Budidaya laut 6 (enam) Kab./Kota 8 Paket (2 Lokasi) 1,070,461,600.00

3.01 . 3.01.01 • 21 P!'~ram Pengembangan Perikcman Tangkap 126036 Ton 6,273,855,000.00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 6 Kabupaten / Kota 1 Dokumen 5,688,590,000.00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 03 Peningkatan Keterampilan Dan pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap 6 (enam) Kab./Kota 30 Orang 585,265,000.00

3.01 . 3.01.01 . 23 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 7080 Ton 2,611,150,000.00

3.01 . 3.01.01 . 23 • 01 Pengembangan 5entra Pengolahan HasH Perikanan 6 Kabupaten / Kota 25 UKM Pengolahan/UPI 115,960,000.00

3.01 . 3.01.01 . 23 • 02 Penguatan Sistem Informasi Pasar 6 Kabupaten / Kota 1 Tahun 93,150,000.00

3,01. -31)1.-01...::23,dB Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR !KAN) 6 Kabupaten / Kota 3 Kegiatan 1,932,600,000.00

3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 Pengembangan Peluang Usaha dan Investasi Pasca Panen Pelaku Usaha Non 1 Kegiatan 469,440,000.00

3.01 . 3.01.01 . 25 Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 100 Data Uji 194,220,000.00

3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Has!1 Perikanan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 194,220,000.00

3.01 . 3.01.01 . 26 Peningkatan Produksi dan Pelayanan T~knis 2000000 Ekor 394,885,000.00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 01 Pengembangan calon Induk dan Benih Ikan Unggul -(UPTD BPBIAT) UPlU BPBIAT 12 Bulan 39,115,000.00

3.01 . 3.01.01 . 26 . 03 Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP) UPTD BBIP 12 Bulan 355,nO,ooo.00

3.01 . 3.01.01 . 27 Program Pelayanan sarana Produksi Perikanan 12 Bulan 669,950,000.00

3.01 . 3,OU)l . 27 . 01 Penyediaan dan Pelayanan sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB) 6 (enam) Kab./Kota 12 Bulan 669,950,000.00
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KODE
LOKASI TARGETPROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN

KEGIATAN KINERJA JUMtAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5
3.01 . 3.01.01 . 29 :~ Peningkatan sarana dan Prasarana Pertc:antoran (DAK) 12 Bulan 16,825,000,000.00
3.01 • 3.01.01 . 29 . 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Perl<antoran UPTD-6PBIAT (OAK) Provinsi Gorontalo 7 Paket 2.501,408,300.00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 03 Peningkat2n sarana dan Prasarana Perl<antoran UPTD-BPBILP (OAK) 5,146,134,700.00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 04 Pengembangan sarana dan Prasarcma Perikanan Tangkap (OAK) 10 Paket 9,ln,457,OOO.00

TOTAL DINAS PERI KANAN DAN KELAUTAN 39,275,675,670.00
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SKPD : DinasPertanian
KODE

LOKASI TARGETPROGRAM8r. PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAHKEGIATAN KEGIATAN KINERJA

1 2 3 4 5
3.03 . 3.03.01 . 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

100% 6,739,078,537.003.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Provinsi Gorontalo 1 Tahun 1,672,538,250.003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH) Provinsi Gorontalo l11ln 482JOO,000.003.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH) Provinsi Gorontalo 1 Tahun 515,500,000.003.03 . 3.03.01 . 01 . 04 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH) Provinsi Gorontalo l11ln 463,425,000.003.03 . 3.03.01 . 01 . 06 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Perbibitan Temak) Provinsi Gorontalo 1 Tahun 306,104,000.003.03 . 3.03.01 . 01 . 07 Pelayanan Jasa Adminlstrasi Perkantoran (UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan) Provinsi Gorontalo 1 Tahun 148,012,000.003.03 . 3.03.01 . 01 . 10 Pelayanan Jasa Administrasl Perkantoran (UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian) Provinsi Gorontalo 1 Tahun 232,626,000.003.03 . 3.03.01 . 01 . 11 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Provinsi 8 Pkt 2,398,289,068.003.03 . 3.03.01 . 01 . 12 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Provinsl Gorontalo 10 Orang 519,884,219.003.03 . 3.03.01 . 02 Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13 Dok 2,175,537,500.003.03 . 3.03.01 . 02 . 01 Perencanaan, Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi Provinsi Gorontalo 1 Dok 1,001,705,000.003.03 . 3.03.01 . 02 . 02 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Gorontalo 2 Dokumen 150,000,000.003.03 . 3.03.01 . 02 . 05 Penyusunan Data satistik dan Sistem Informasi Pertanian Provinsi Gorontalo 4 Dokumen 1,023,832,500.003.03 . 3.03.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
100% 23,117,155,400.003.03 . 3.03.01 . 19 . 07 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah dan Tanaman Hias Provinsi Gorontalo 3000 pohon 687,950,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 15 Pengernbangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija Provinsi Gorontalo 1300 Ha 3,459,030,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 16 Pengembangan Intensifikasi tanaman Aneka Kacang dan Umbi Provinsi Gorontalo 10000 Kg 445,460,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 17 Peningkatan Produksl, Produktivltas dan Mutu Produk sayuran dan Biofarmaka Provinsi Gorontalo 100 ha 1,162,211,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 19 Pengerribangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo 2000 kg 585,000,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 20 Pengembangan Benih/Bibit Unggul Hortikultura Provinsi Gorontalo 20 Kg 313,586,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 21 Pengenibangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo 1 Tahun 617,000,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 22 Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Hortikultura Provinsi Gorontalo 1 tahun 300,000,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 23 Pengawasan Mutu dan 5ertifikasi Benih Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo 6 Kabkota 530,500,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 24 Pengawasan Mutu dan 5ertifikasi Benih Hortikultura Provinsi Gorontalo 6 Kab/kota 258,140,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 27 Pengembangan Bibit Temak Provinsi Gorontalo 6 Kab/Kota 8,792,232,500.003.03 . 3.03.01 . 19 . 28 Pengembangan Kawasan Temak Provinsi Gorontalo 30 Ekor 754,860,000.00 .3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pakan Provinsi Gorontalo 1 Kali 477,945,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 30 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 5trategis Provinsi Gorontalo 1 Kali 510,700,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 31 Diagnosa dan penyidikan secara cepat, tepat dan akurat terhadap gejala penyaklt hewan menular Provinsi Gorontalo 30 Botol 178,390,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 32 Peningkatan produksi, produktivitas tanaman semusim dan rempah Provinsi Gorontaloo 1 Kali 481,520,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 33 Peningkatan produksi, produktivitas tanaman tahunan dan penyegar Provinsi Gorontalo 1 Kali 645,110,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 34 Pengendalian OPT Tanarnan Perkebunan Provinsi Gorontalo 2 Kali 170,835,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 35 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Provinsi Gorontalo 10000 Benih 252,080,000.003.03 . 3.03.01 . 19 . 36 Pengembangan Bibit Temak Ruminansia Provinsi Gorontalo 12 Buah 1,200,619,900.003.03 . 3.03.01 . 19 . 37 Pengenibangan Bibit Temak Non Ruminansia Provinsi Gorontalo 1000 Ekor 1,293,986,000.003.03 . 3.03.01 . 34 Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

1617 Orang 385,127,000.00f-------
3.03 . 3.03.01 . 34 . 01 Pengembangan Metodologl dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 385,127,000.003.03 . 3.03.01 . 35 Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 144 Kelompok 640,190,000.003.03 . 3.03.01 . 35 . 02 Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK Provinsi gorontalo 144 KeJompok 640,190,000.003.03 . 3.03.01 . 36 Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 222 Orang 875,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 01 Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 421,000,000.00
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KODE
LOKAS[ TARGETPROGRAM&: PROGRAM DAN KEGIATAN

KEGIATAN K1NERJA JUMLAH
KEGIATAN

1 2 3 4 5
3.03 • 3.03,01 • 36 Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 222 Orang 875,300,000.00

3.03 • 3.03.01 • 36 • 01 Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK Provinsi Gorontalo 1 Dokumen 421,000,000.00
3.03 • 3.03.01 • 36 • 02 Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK Provinsi Gorontalo 182 Orang 454,300,000.00
3.03 • 3.03.01 • 43 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, 5ehat.. Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta 85% 213,550,000.00

3.03. 3.03.01 • 43 • 01 Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAM Provinsi Gorontalo 1 Kali 114,195,000.00
3.03 • 3.03.01 • 43 • 02 Diagnosa dan Penyidikan secara cepat, Tepat dan Akurat terhadap Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur) ~Provinsi Gorontalo 100 Sampel 99,355,000.00

3.03 • 3.03.01 • 50 Peningla!tan Nilai Tambah HasilPertanian 100% 2,444,185,000.00
3.03 .3.03.01 • 50 .01 Penanganan PascaPanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil TanamanPangan Provinsi Gorontalo 5Kab 866,820,000.00
3.03 • 3.03.01 . 50 • 02 Penanganan PascaPanen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Provinsi Gorontalo 2 unit 1,245,675,000.00
3.03 . 3.03.01 • 50 • 03 Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Petemakan Provinsi Gorontalo 1 Kali 167,585,000.00
3.03 . 3.03.01 • 50 • 04 Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil KomoditiPerkebunan Provinsi Gorontal0 1 Kali

C~

164,105,000.00
3.03 • 3.03.01 . 51 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 100% 3,841,999,500.00
3.U3 • 3.03.01 • 51 • 01 Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi dan A1sintan Provinsi Gorontal0 420rg 3,075,758,000.00
3.03 • 3.03.01 • 51 • 02 Pengelolaan lahan dan Air . Provinsi Gorontalo 1 keg 512,800,000.00
3.03 • 3.03.01 . 51 . 03 Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan Provinsi Gorontalo 1 kali 193,441,500.00
3.03 • 3.03.01 • 57 Pembangunan/Perbaikan Dalai Oiklat Pert3nian dan SMKPertanian serta Penyediaan Sarana 100% 5,375,043,000.00
3.03 • 3.03.01. 57 • 01 Pembangunan U?TD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (OAK) Pro.•••insi Gorontalo 5 Paket 5,375,043,000.00

TOTALDINASPERTANIAN 45,807,165,937.00
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KODE
LOKASl TARGETPROGRAM&. PROGRAM DAN KEGIATAN JUMlAH

KEGIATAN KEGIATAN KlNERJA

1 2 3 4 5
3.03 • 3.03.01 • 36 Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanlan, Perikanan dan Kehutanan 222Orang 875,300,000.00

3.03 • :".03.01 • 36 • 01 Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK ProvfnslGorontalo 1 DoIwmen 421,000,000.00
3.03 • 3.03.01 • 36 • 02 PengembanganSDMPenyuluh, Pelaku utama dan Pelaku Usaha PPK ProvinslGorontalo 182Orang 451,300,000.00
3.03 • 3.03.01 • 43 ProgramPenJamlnan Pangan Asal Hewan yang Aman, 5ehat. Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta 85 % 213,550,000.00

3.03 • 3.03.01 • 43 • 01 PenyedlaanPAH-ASUHdan Jamlnan Keamanan PA~I ProvInsIGorontalo 1 Kall 114,195,000.00
3.03 • 3.03.01 • 43 • 02 Diagnosadan Penytdlkan secara (epat:, Tepat dan Murat terhadap Pangan AsaI Hewan (Daglng, SUsu,Telur) ProvInsIGorontalo 100Sampel 99,355,000.00
3.03 • 3.03.01 • SO Peningfa!tan Nilaf Tambah Hasfl Pertanlan 100% 2,444,185,000.00
3.03 • 3.03.01 • SO• 01 PenangananPascaPanen, Pengolahan dan Pemasaran Has/ITanaman Pangan ProvInsIGorontalo SKab 866,820,000.00
3.03 • 3.03.01 . SO• 02 PenangananPasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran HasiIHortlkultura ProvinsiGorontalo 2 unit 1,245,675,000.00
3.03 • 3.03.01 • 50 • 03 Penlngkatan PengoIahan dan Nilal Tambah Hasil Produkst Petemakan ProvinslGorontalo lKaIi 167,585,~~
3.03 • 3.03.01 • 50 • 04 Penlngkatm Mutu Pengolahan Hasil Komodltl Perkebunan ProvinsiGorontalo 1 Kali 164,105,000.00
3.03 • 3.03.01 • 51 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanlan 100% 3,841,999,500.00
3.03 • 3.03.01 ~51-:01-- Provlnsi Gorontalo ---~PengelolaanSarana Prasarana Produksl dan A1sintan 420rg 3,075,758,000.00
3.03 • 3.03.01 • 51 • 02 PengelolaanLahan dan Air ProvinslGorontalo 1 keg 572,800,000.00
3.03 • 3.03.01 • 51 • 03 Pengembanganusaha Investasi dan Pemblayaan ProvInsiGorontalo 1 kali 193,441,500.00
3.03 • 3.03.01 • 57 Pembangunan/Perbalkan Balai Diktat Pertanfan dan SMK Pertanlan serta Penvedlaan sarana 100% 5,375,043,000.00
3.03.3.03.01.57.01 PembangunanUPTD BaJalDikJatPertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK) Prcr.1nsiGorontalo 5 Paket 5,375,043,000.00

TOTAL DINAS PERTANIAN 45,807,165,937.00
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KODE
LOKASI TARGETPROGRAM & PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAHKEGIATAN KEGIATAN K1NERJA

1 2 3 4 53.03 • 3.03.01 . 36 Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 222 orang 875,300,000.003.03 . 3.03.01 . 36 . 01 Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK Provinsi Gorontalo 1 dokumen 421,000,000.003.03 . 3.03.01 . 36 . 02 Pengembangan SOMPenyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK Provins! Gorontalo 182 orang 454,300,00.003.03 . 3.03.01 . 43 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan 85 % 213,550,000.00laersvaratan nroduk hewan non pangan
3.03 . 3.03.01 . 43 . 01 Penyediaan PAH-ASUHdan Jaminan Keamanan PAH Prov!nsi Gorontalo 1 Kali 114,195,000.003.03 . 3.03.01 . 43 . 02 Oiagnosa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Murat terhadap Pangan Asal Hewan (Oaging, Susu, Telur) Provinsi Gorontalo 100 Sampel 99,355,000.00

-3.03 . 3.03.01 . 50 Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian
100% 2,444,185,000.003.03.3.03.01.50.01 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasll Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo 5 Kab 866,820,000.003.03 . 3.03.01 . 50 . 02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasll Hortikultura Provins! Gorontalo 2 unit 1,245,675,000.00.3.03 . 3.03.01 . 50 . 03 Peningkatan Pengolahan dan Nllai Tambah Hasil Produksi Petemakan Provinsi Gorontalo 1 Kali 167,585,000.003.03 . 3.03.01 . 50 . 04 Peningkatan Mutu Pengolahan Hasll Komoditi Perkebunan Provinsi Gorontalo 1 Kali 164,105,000.003.03 . 3.03.01 . 51 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 100% 3,841,999,500.003.03 . 3.03.01 . 51 . 01 Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi dan Aisintan Provinsi Gorontalo 420rg . 3,075,758,000.003.03 . 3.03.01 . 51 . 02 Pengelolaan lahan dan Air Provinsi Gorontalo 1 keg 5n,8oo,000.003.03 . 3.03.01 . 51 . 03 Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan Provinsi Gorontalo 1 kali 193,441,500.003.03 . 3.03.01 . 57 Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukung 100% 5,375,043,000.003.03 . 3.03.01 . 57 . 01 Pembangunan UPTD Bala! Oiklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (OAK) Provinsi Gorontalo 5 Paket 5,375,043,000.00

TOTAL DINAS PERTANIAN 45,807,165,937.00
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